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BABI 

PENDAIIULUAN 

A. Latar Belakang 

Aparatur Sipil Negara (selanjutnya disebut ASN) merupakan profesi bagi pegawai negeri 

sipil dan pegawai penierinlah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pernerintah 

sebagairnana dijelaskan dalam Pasal I ayat (1) Undang-Undang Nornor 5 Tahun 2014 tentang 

Aparatur Sipil Negara (se]anjutnya disebut UU ASN). Dalarn pembukaan UU ASN bagian 

konsideran Menimbang huruf a dinyatakan bahwa UU ASN diundangkan dalam rangka 

pelaksanaan cita-cita bangsa dan mewujudkan tujuan negara sebagainiana tercanturn dalarn 

pernbukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (sel'anjutnya 

disebut UIJD Tahun 1945) dengan membangun karakter ASN yang herintegritas, profesional, 

netral dan bebas clarl intervensi politik, bersih darl praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, 

serta mampu menyeenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat dan mampu menjalankan 

peran sebagai uiisur perekat persatuan dan kesatuan bangsa berdasarkan Pancasila dan JUD 

Tahun 1945. 

Pasal 10 UIJ ASN rnenyebutkan fungsi darl Pegawai ASN adalah sebagai pelaksana 

kebijakan publik, pelayan publik, dan perekat dan pemersatu bangsa. Dengan adanya tiga 

fungsi ASN tersebut diharapkan tujuan nasional dapat tercapai sebagaimana tercantum dalarn 

Pembukaan IJUD Tahun 1945 yakni rneliiidungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh 

tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan uniurn, mencerdaskan kehidupan bangsa, 

dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kernerdekaan, perdarnaian abadi, 

dan keadilan sosial. 

Pembentukan karakter ASN sebagaimana disebulkan diatas dilaksanakan nielalui 

Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil (Latsar CPNS) sebagainiana diatur dalani 

Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nornor 25 Tahun 2017 tentang Pedornan 

Penyelenggaraan Pelatihan Dasar CPNS Golongan III (selanjutnya disebut PERKA LAN 

Latsar CPNS Golongan lIT). Dalam PERKA LAN tersebut diwajibkan bagi CPNS peserta 

Latsar CPNS untuk membuat rancangan aktualisasi dan melaporkan hasil aktualisasi dalam 

waktu 4 bulan habituasi di tempat kerja. 
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B. Tujuan Aktualisasi 

Aktualisasi kegiatan mempunyal beherapa tujuan, masing-masing yaitu: 

Pemahaman yang lebih dalam berkenaan dengan nilai-nilai dasar profesi ASN yang 

terdiri atas Akuntabilitas, Nasionalisme, Etika Publik, Kornitmen Mutu, dan Anti 

Korupsi (selanjutnya disebut ANEKA). 

Penerapan nilai-nilai dasar ASN yakni ANEKA dalarn ruang Iingkup aktua]isasi 

kegiatan. 

Peningkatan kualitas Pusat Pernantauan Pelaksanaan Undang-Undang Badan Keahlian 

DPR RI sehingga dapat mendorong perwujudan pelayanan publik yang Iebih baik. 

C. Ruang Lingkup Waktu 

Aktualisasi dilaksanakan pada Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang di Badan 

Keahlian DPR RI pada tanggal 1 Juni-12 September 2018. 

D. Profil Badan Keahlian DPR RI dan Pusat Pcmantauan Pelaksanaan Undang-Undang 

LTUD Tahun 1945 Pasal 20A ayat (I) mengarnanatkan bahwa DPR RI memiliki 

tiga fungsi yaitu fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan. Fungsi 

konstitusional DPR RI tersebut selanjutnya dipertegas dalam ketentuan Pasal 69 ayat (1) 

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, 

Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nornor 2 Tahun 2018 

(selanjutnya disebut VU MD3). Ketiga fungsi tersehut dijalankan dalarn kerangka 

representasi rakyat dan juga untuk mendukung upaya Pernerintah dalam rnelaksanakan 

politik luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

1. Badan Keahlian DPR RI 

DPR RI dalarn menjalankan fungsi, tugas, dan kewenangannya rnernerlukan 

sistern pendukung (supporting sysiem) yang memberikan dukungan administratif,  

persidangan, dan keahlian yang berkualitas disertai dengan integritas, kinerja tinggi, 

dan kompetensi yang rnemadai.Dalam Pasal 413 UU MD3 dijelaskan bahwa dalarn 

rnendukung kelancaran pelaksanaan wewenang dan tugas DPR RI dibentuk 

Sekretarjat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI.Sekretariat Jenderal DPR RI 

berfungsi nielaksanakan fungsi dukungan administrasi sementara Badan Keahlian 



DPR RI rnelaksanakan iungsi dukimgan keahlian.Pada pertanggungjawabannya, 

Badan Keahlian DPR RI secara fungsional bertanggung jawab kepada DPR RI dan 

secara administratif berada di bawah Sekretariat Jenderal DPR RI. 

Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI merniliki visi dan imsi tahun 2016-

2019 sebagai berikut: 

VlSI 

Terwujudnya Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI yang 

proièsional,anda!, transparan, dan akuntahcl dalarn rnendukung fungsi DPR RI. 

MIS I 

I. Meningkatkan tata kelola administrasi dan persidangan yang prolesional, andal, 

transparan, dan akuntahel. 

2. Memperkuat peran keahlian yang profesional, andal, transparan, dan akuntabel. 

Bagan struktur organisasi dan tata kerja Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR 

RI digambarkan sebagai berikut: 

l 

FW M I.C111 I.IMIT1.1 	
DEFL-11 BIDAN' 

MAU 

MTV 

Penguatan peran keahlian dalani mendukung pelaksanaan wewenang dan 

tugas DPR RI termaktub dalarn fungsi Badan Keahlian DPR RI. Berdasarkan Pasal 30 

Peraturan Presiden Nornor 27 Tahun 2015 tentang Sekretariat Jenderal dan Badan 

Keahlian DPR RI, fungsi Badan Keahlian DPR RI adalah: 

I) Perurnusan dan evaluasi rencana strategis Badan Keahlian; 



Koordinasi dan pemhinaan terhadap pclaksanaan tugas unit organisasi di 

lingkungan Badan Keahlian; 

Penyiapan rumusan kebijakan dan pelaksanaan dukungan perancangan undang-

undang kepada I)PR RI; 

Penyiapan rurnusan kebijakan dan pelaksanaan dukungan kajian anggaran kepada 

DPRR1; 

Penyiapan rumusan kebijakan dan pelaksanaan dukungan kajian akuntabilitas 

keuangan negara kepada DPR RI; 

Penyiapan rumusan kebijakan dan pelaksanaan dukungan penelitian kepada DPR 

RI; 

Penyiapan rurnusan kehijakan dan pelaksanaan dukungan kajian kepailemenan 

kepada DPR RI; 

Pelaksanaan administrasi Badan Keahlian; dan 

Pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Pimpinan DPR RI dan Sekretaris 

Jenderal. 

Peran dan fungsi dukungan keahlian Badan Keahlian DPR RI dilaksanakan 

melaluilirna pusat yaitu: 

Pusat Perancangan Undang-Undang; 

Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang; 

Pusat Kajian Anggaran; 

Pusal Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara; 

Pusat Penelitian. 

BdanKeah1ian 

PusatPernantauan 	Pusf Kanan 	Pat 	Iia Kaian Pusjt Per canaan 	
Pci kanaan ndaig-'\kLntahiit 	PLnehlarl i 	Atiggaran I indan4 rdan I 
	Undang 	Keuan'an Nccra  -- __j 	 -- 
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2. Pusat Pernantauan Pelaksanaan U ndang-U ndang 

Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang- LJndang (selanj utnya disebut P uspanlak 

UU) merupakan salah satu unit kerja dalam Badan Keahlian DPR RI yang 

memberikan dukungan keahlian kepada DPR RI dalarn melakukan fungsi 

pengawasan. 

a. Puspanlakllli memiliki visi dan misi tahun 2016-2019 sebagai berikut: 

vlsi 
Terwujudnya Puspanlak UU yang profesional dan akuntabel dalam memberikan 

dukungan keahlian kepada DPR RI dalarn rnenyelenggarakan fungsi pengawasan 

yang aspiratif dan akuntabel. 

MISI 

I) Memperkuat kelernbagaan Puspanlak UU sebagai unit organisasi Badan 

Keahlian DPR RI dalarn memberikan dukungan keahlian kepada DPR RI dalarn 

menjalankan fungsi pengawasan dan pemberian Keterangan DPR RI di 

persidangan Mahkamah Konstitusi yang profesional dan akuntahel; 

Mewujudkan kualitas pemberian dukungan keahlian kepada DPR RI dalarn 

penanganan perkara pengujian undang-undang terhadap UUD Tahun 1945 yang 

profesional, tepat waktu akuntabel, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-

undangan; 

Mewujudkan kualitas analisis dan evakuasi pernantauan peiaksanaan undang-

undang yang profesional, tepat waktu, akuntabel, dan sesuai ketentuan peraturan 

perundang-undangan; dan 

Mewujudkan kualitas basil pernantauan terhadap peraturan pelaksanaan 

Undang-Undang yang profesional, tepat waktu, akuntabel, dan sesuai ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

Fungsi pengawasan DPR RI dijelaskan dalarn Pasal 70 ayat (3) jo. Pasal 69 

ayat (I) hurufc UU MD3 0. Pasal 162 Peiatiiran DPR RI Nornor 1 Tahun 2014 

tentang Tata Tertib yang menyatakan DPR dalarn menjalankan fungsi pengawasan 

mempunyai wewenang dan fungsi: 

I) Melakukan pengawasan terhadap pe!aksanaan Undang-Undang. 

Melakukan pengawasan terhadap peraturan pelaksanaan Undang-Undang. 

Melakukan pemantauan dan peninjauan terhadap Undang-Undang. 



Selain fungsi pengawasan, menurut ketentuan Pasal 175 UU MD3, DPR RI 

juga rnerniliki fungsi inemberikan Keterangan DPR RI atas permohonan perkara 

penguj ian undang-undang terhadap UIJD Tahun 1945 di persidangan Mahkarnah 

Konstitusi (selanj utnya di sehut MK). 

Dalarn memberikan dukungan keahlian sebagaimana dij elaskan diatas, 

Puspanlak UU rnenyelenggarakan kegiatan: 

Pelaksanaaan dukungan penanganan perkara pengujian undang-undang di MK. 

Analisis dan evaluasi terhadap pernantauan pelaksanaan undang-undang bidang 

p&itik, hukurn, hak asasi manusia, kesejahteraan rakyat dan ekonomi, 

keuangan, industri dan perdagangan; dan 

Pemantauan peraturan pelak sanaan undang-undang. 

Kegiatan-kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-

undangan agar pe]aksanaannya herjalan secara profesional, tepat waktu dan 

akuntabel. 

b. Fungsi Puspanlak UU 

Dalarn mel aksanakan tugasnya, Puspani ak IJU in enyelenggarakan fungsi: 

Perumusan dan evaluasi rencana strategis Puspanlak UU; 

Perurnusan dan evaluasi program kerja tahunan Puspaniak UU; 

Perumusan dan evaluasi rencana kegiatan dan anggaran Puspanlak UU; 

Koordinasi dan pemhinaan terhadap pelaksanaan tugas unit organisasi di 

iingkungan Puspanlak UIJ; 

Penyiapan bahan perurnusan kebijakan di bidang dukungan pernantauan 

pelaksanaan undang-undang dan pemberian keterangan di MK; 

Pelaksanaan kebijakan di bidang dukungan pemantauan pelaksanaan undang-

undang dan penanganan perkara penguj ian undang-undang di MK; 

Pe!aksanaan dukungan evaluasi pemantauan pelaksanaan undang-undang dan 

penanganan perkara pengLIj ian undang-undang di MK; 

Pelaksanaan dukungan pemantauan pe]aksanaan undang-undang, 

Pelaksanaan dukungan penanganan perkara pengujian undang-undang di MK, 

Pelaksanaan tata usaha Puspanlak Till; 

Penyusunan laporan kinerja Puspanlak UU; dan 

Pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala Badan Keahlian. 



Bagan struktur organisasi dan tata kerja Puspanlak Uli digambarkan sebagai herikut: 

c. Tugas Pokok dan Fungsi Analis 1-lukum Puspanlak UU 

Dalam menjalankan fungsi unit kerja Puspanlak UU, Analis Hukum sebagai 

pelaksana niemiliki tugas pokok dan fungsi yaitu: 

a) Menyusun kajian pemantaun terkait pe]aksanaan Undang-Undang, dengan 

uraian tugas sebagai berikut: 

Menelusuri UU yang akan dipantau: 

Menyusun TOR pernantauan pelaksanaan IJIJ; 

Menyusun daftar peraturan pelaksanaan darl UU yang akan dipantau; 

Menyusun daftar keterkaitan dan analisis UU yang dipantau dengan UU 

lain; 

Menyusun daftar peraturan non delegasi (teknis) terkait dengan pelaksanaan 

UU yang dipantau; 

Menyusun "matrik evaluasi dan analisis mateni muatan UU"/Tabel 1; 

Menyusun TOR pernantauan pelaksanaan UU untuk diajukan kepada 

Narasumber Pusat; 

Menyusun daftar pertanyaan terhadap UU yang akan dipantau kepada 

Narasumber Pusat (per KIL); 

Melakukan diskusi dengan narasurnher tingkat pusat (per stakeholder); 
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Menyusun narasi hasil diskusi dengan Narasumber Pusat; 

Mcnyusun matrik hasil diskusi dengan Narasumber Pusatil Narasumber; 

Menyusun Tabel Pengujian Implernentasi/Tabel ii; 

Menyusun TOR pemantaun pelaksanaan UU untuk diajukan kepada 

Narasumber Daerah; 

Menyusun daftar pertanyaan terhadap ULJ yang akan dipantau kepada 

Naras umber Daerah (per K/L); 

Menentukan, menghubungi, dan rnenyusun jadwal diskusi dengan 

stakeholder daerah, 

Melakukan diskusi dengan stakeholder daerah (per daerah, per stakeholder); 

Menyusun narasi hasil RDP dengan stakeholder daerah (per daerah, per 

stakeho1der) 

Menyusun Matrik hasil diskusi dengan stakeholder daerah 	(per 

stakeholder); 

Menyusun gabungan matrik hasil diskusi dengan stakeholder daerah (per 

daerah); 

Menyusun gabungan matrik hasil diskusi dengan seluruh daerah; 

Menyusun Matri k Implementasi Komprehensif,  

Menyempurnakan "matrik evaluasi dan analisis materi rnuatan UU"/Tabel 

T. 
1 

Menyusun kajian, analisis dan evaluasi IJU. 

b) Menyusun kajian pemantauan terkait peraturan pelaksanaan LJndang-Undang. 

Menelusuri status UU menurut tahun penetapan; 

Menyusun Daftar Status Keberlakuan UTJ (per tahun); 

Mengidentifikasi pasal-pasal dalam UU yang rnengamanahkan peraturan 

pelaksanaan (per VU); 

Mendata pasal-pasal yang terkait UU lain; 

Menelusuri peraturan pelaksanaan yang diamanahkan UU (per VU); 

Menelusuri putusan MK yang terkait dengan UU (per UU); 



c) Menyusun keterangan atas perkara pengujian Undang-Undang; 

Menerima Berkas Permohonan Perkara Pengujian Ut, rekap perkara, 

perrnintaan dan data risalah dan distribusinya 

Penyusunan draft Keterangan DPR. 

Penyusunan Perhaikan Draft Keterangan DPR berdasarkan Perbaikan 

Permohonan Perkara Pengujian Ut. 

Penyempurnaan Keterangan DPR, penyusunan Executive Summaiy dan 

pendampingan Tim Kuasa. 

d) Melakukan pendampingan Tim Kuasa DPR RI dan menghadiri sidang putusan 

MK dalam rangka penanganan perkara penguj Ian lindang-Undang; 

Menghadiri sidang permohonan Perkara MK yang diujikan; 

Membuat resume/info judicial atas PutusanlKetetapan Perkara MK yang 

diuj ikan. 

e) Mengelola database perkara pengujian Undang-Undang, hash putusan MK, 

serta database Undaug-Undang yang diubali (lengan putusan l\IK. 

lnventarisasi Putusan MK terhadap Ut yang dikaji; 

Menyusun draft Analisis dan Evaluasi UU berdasarkan putusan MK; 

Menyusun perbaikan draft Analisis dan Evaluasi Ut berdasarkan Putusan 

MK; 

Penyempumaan hasil Analisis dan Evaluasi IJU berdasarkan Putusan MK. 
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BAB II 

KEG JATAN AKTUALISASI 

A. NilaiNilai Dasar Profesi Aparatur Sipil Negara 

ASN dalam menjalankan fungsinya sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan 

publik, dan perekat dan penlersatu hangsa harus didasari atas lirna nilai-ndai dasar 

profesi ASN yaitu: 

I. Akuntabilitas 

Akuntabi I itas adal ah kewaj Than pemenuhan pertanggungj awaban terhadap arnanah 

yang diherikan terhadap ASN. Mekanisme Akuntahilitas pada suatu organisasi akan 

berbeda dengan mekanisme akuntabilitas organisasi lainnya. Contoh mekanisme 

akuntabilitas organisasi, antara lain sistern penilaian kineija, sistem akuntansi, sistern 

akreditasi, dan sistern pengawasan.Ada banyak aspek yang harus diperhatikan dalam 

nienciptakan lingkungan organisasi yang akuntabel yaitu: 

Kepemiinpinan 

Pimpinan berpeian penhing dalam menciptakan Iingkungan kerja yang akuntabel 

yang dilakukan dengan memberikan contob pada orang lain (lead by example), 

menularkan efek positif bagi bawahannya dengan rnenerapkan komitmen yang 

tinggi dal am melakukan pekerj aan. 

Transparansi 

Tujuan dan adanva transparansi adalah mendorong komunikasi dan kerjasarna 

yang lebih baik antara kelonipok internal dan eksternal, rneningkatkan 

akuntabilitas keputusan yang diambil dan rneningkatkan kepercayaan kepada 

pimoinan. 

C. Integritas 

Integritas individu pada institusinya akan rnernunculkan kepatuhan terhadap 

peraturan perundang-undangan yang ben aku, sehingga muncul kepercayaan 

masyaralat (public trust) terhadap institusi tersebut. 

Tanggung jawab 

Tanggung jawab merupakan kewajiban individu untuk menanggung keputusan 

yang dibuat, dimana setiap keputusan pasti akan mebawa konsekuensinya. 

Keadilan 
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Keadilah harus ditegakkan demi kepercayaan dan kredibilitas organisasi sehingga 

institusi inampu bekerja secara rnaksirnal. 

Kepercayaan 

Lingkungan yang akuntabel tidak akan tercapai jika dibangun darl hal-hal yang 

tidak dapat dipercaya, karena kepercayaan yang mendorong terciptanya 

akuntabilitas. 

Keseimbangan 

Keseimbangan diperlukan untuk tercapainya akuntabilitas yakni keseirnbangan 

antara akuntabilitas dan kewenangan serta harapan dan kapasitas. 

Kejelasan 

Agar individu/kelornpok marnpu menciptakan akuntabilitas, inaka harus ditetapkan 

tujuan dan hasil yang akan dicapai secarajelas terlebih dahulu. 

Konsistensi 

Suatu kebijakan harus dilaksanakan secara konsisten agar merniliki dampak pada 

lingkungan kerja yang akuntabel. 

2. Nasionalisme 

Nasionalisme diartikan sebagai pandangan tentang rasa cinta terhadap bangsa dan 

negara, sekaligus rnenghormati bangsa lain. Secara lebih luas, nasionalisme dapat 

di kaitkan pula dengan Pancasi la sehingga nasional isme kerniidian dimaknai sebagai: 

a. Menempatkan persatuan dan kesatuan diatas kepentingan pribadi dan golongan. 

h. Menunjukkan sikap rela berkorban derni kepentingan pribadi dan golongan. 

Bangga dan tidak merasa rendah dirl sebagai bangsa indonesia. 

Mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban manusia. 

Mengembangkan sikap tenggang rasa. 

3. Etika Publik 

Etika publik adalah refleksi atas standar/norma yang menentukan baik/buruk, 

benar/salah, tindakan yang harus dilakukan serta keputusan untuk mengarahkan 

kebijakan dalam rangka menjalankan tanggung jawab pelayanan.Etika dapat 

bersumber darl agarna, lingkungan masyarakat atau umurn, peraturan fonnal, 

keluarga, hati nurani, atau adat istiadat.Etika diekspresikan dalam bentuk wiraga 

(tubuh), wicara (kesatuan ucapan), atau busana. 

Nilai-nilai dasar dalam etika publik terdiri dan: 
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a. Berpegang teguh pada Pancasila. 

b. Setia dan mempertahankan UUD Tahun 1945. 

c. Menjalankan tugas dengan profesional. 

d. Keputusan dibuat berdasarkan prinsip keahlian. 

e. Menciptakan lingkungan kerja non diskrirninatif. 

f. Menjunjung tinggi etika luhur. 

g. Bertanggungjawab terhadap kinerja. 

Ii. Mampu rnelaksakan kebijakati pemerintah. 

I. Mernberikan layanan secara cepat, tepat dan santun. 

Mengutamakan kepern irn pinan berkual itas. 

Menghargai kornunikasi dan kerjasarna. 

1. Mengutamakan pencapai an hasi I. 

m. Mendorong kesetaraan pekerjaan. 

4. Komitmen Mutu 

Kornitmen mutu adalab sesuatu hal yang dilaksanakan secaraa terintegrasi dengan 

unit/instansinya untuk senantiasa rnelakukan perbaikan kualitas clan kuantitas agar 

dapat memberikan kepuasan atau bahkan melebihi harapan. Kornitmen mutu erat 

kaitannya derigan: 

a. Efektivitas 

h. Efisiensi 

Inovatif 

Kreativitas 

Produktivitas 

Nilai-nilai dasar kornitmen mutu yaitu: 

Kornitmen bagi kepuasan masyarakat. 

Pemberian layanan yang cepat, tepat dan ramah. 

Pemberian layanan yang menyentuh hati, sehingga walaupun fasilitas seadanya 

masyarakat tetap dapat merasakan kenyarnanan publik. 

Memberikan pelayanan yang melindungi masyarakat, rnisalnya karena munculnya 

kebijakan baru. 

Menggunakan inovatif dalarn pengambilan keputusan. 

f Upaya perbaikan secara berkelanjutan. 
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5. Anti Korupsi 

Anti korupsi adalab suatu perilaku yang rnenghindari dan segala perhuatan yang 

mengarahkan kepada korupsi.Sementara korupsi merupakan sebuah tindak pidana 

sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nornor 39 Tahun 1999 jo. Undang-

Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Peniberantasan Tindak Pidana Korupsi 

(selanjutnya disehut UU Tipikor) yang terwujud dalarn tujuh perhuatan yang dapat 

dikatakan sebagai tindak pidana korupsi, yaitu: 

Kerugian Keuangan Negara 

Suap-Menyuap 

Penggelapan Dalarn Jabatan 

Pernerasan 

Perbuatan Curang 

Benturan Kepentingan Dalarn Pengadaan 

Gratifikasi 

Nilai-nilai dasar anti korupsi adalah: 

Disiplin 

Peduli 

Kerjakeras 

Adil 

Mandiri 

Tanggungjawab 

Sederhana 

Berani 

Jujur 

B. Rancangan Aktualisasi 

1. Analisa Kondisi 

a. Kondisi Saat mi (Existing (I Iondition) 

Undang-undang sebagai produk legislasi dari DPR RI teah banyak dilakukan 

pengujian oleh MK sejak tahun 2004. Flingga tahun 2018, MIK telah mernutus 

sebanyak 248 putusan darl total 123 undang-undang yang seluruhnya dan/atau 
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sebagian rnaterinya dinyatakan bertentangan dengan UUD Tahun 1945 dan tidak 

merniliki kekuatan hukurn mengikat berdasarkan putusan MK. 

Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nornor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perun dang-Undangan (set anj utnya di seb ut U U 

Pembentukan Peraturan) telah menentukan bahwa tindak lanjut atas putusan MK 

merupakan sa!ah satu materi muatan yang harus diatur dengan undang-undang. 

Selanjutnya dalarn ayat (2) diatur bahwa tindak lanjut atas putusan MK tersehiit 

dilakukan oleh DPR RI atau Presiden. 

DPR RI sebagai pernegang kekuasaan legislatif merniliki kewajiban untuk 

menindakianjuti putusan MK terhadap undang-undang yang telah diujikan. Narnun 

dernikian, hingga saat mi kewajiban tersebut baru dilaksanakan sebatas pendataan 

putusan MK dan pendataan undang-undang yang telah diujikan oleh MK dalam 

bentuk tabel/matriks. 

Penyajian data undang-undang yang telah diputus olch MK sudah disajikan 

secara rinci dalarn bentuk analisis dan evaluasi di website Puspanlak UU. Namun 

demikian, untuk alasan keinudahan anggota DPR, pegawai di Iingkungan 

Sekretariat dan Badan Keahlian DPR RI, dan masyarakat dibutuhkan penyajian 

data putusan yang terintegrasi dalarn satu dokumen terkait pasal-pasal mana saja 

yang telah mengalarni perubahan dan sudah tidak berlaku lagi. 

b. Kondisi Yang Diharapkan (Ideal Condition) 

Pasal 20A ayat (1) UUD Tahun 1945 memberikan kewenangan kepada DPR 

RI sebagai pembuat undang-undang rnelalui proses legislasi. Materi inuatan yang 

hams dirnuat dalam undang-undang yang dibuat oleh DPR RI yaitu: 

Pengaturan lebih lanjut rnengenai ketentuan UIJD Tahun 1945; 

Perintah suatu Undang-Undang untuk diatur dengan Undang-Undang; 

Pengesahan pen anj ian internas i onal tertenlu; 

Tindak lanjut atas putusan Mali kamah Konstitusi; dan/atau 

Pemenuhan kebutuhan hukum dalam masyarakat. 

Berdasarkan ketentuan diatas, maka DPR RI berkewajiban menindaklanjuti 

perubahan undang-undang akibat putusan MK sebagai pelaksanaan fungsi legislasi. 

Disamping itu, anggota DPR RI, pegawai di lingkungan Sekretariat Jenderal dan 

Badan Keahlian DPR RI serta masyarakat luas mernerlukan pasal/ayat yang telah 
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diuhah pasca putusan MK dalam bentuk satu dokumen yang lebih mudah untuk 

dihaca dan dipaharni. 

Produk legislasi DPR RI berupa undang-undang organik saat mi telah 

dipuhlikasikan dalarn JDII-I secara cepat dan dapat diunduhdengan hehas. Idealnya, 

publikasi undang-undang yang telah dilakukan perubahan pasca putusan MK juga 

sehanisnya dapat dipublikasikan secara cepat dan dapat diakses oleh masyarakat 

dengan rnudah. 

Puspanlak UTJ yang t'okus menangani penanganan perkara permohonan 

pengujian undang-undang di MK juga dapat menyajikan data putusan MK yang 

terintegrasi dengan undang-undang organik dalarn satu dokurncn terkait pasal-pasal 

mana saja yang telah mengalami perubahan dan sudah tidak berlaku lagi. 

Diharapkan dengan dipublikasikannya perubahan undang-undang pasca putusan 

MK yang terintegrasi dalarn satu dokumen, dapat menibantu anggota DPR RI, 

pegawai di lingkungan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR Ri serta 

masyarakat luas derigan cepat rnengetahui bagian mana saja dalam undang-undang 

yang telah mengalarni perubahan. 

c. Gap Analysis 

Antara kondisi saat mi (existing condition) dan kondisi yang diharapkan 

(ideal condition) diatas terdapat gap atau jarak berupa: 

Adanya kewajihan untuk nienindakianjuti putusan MK terhadap undang-undang 

yang belum efektif dilakukan. Tindak lanjut yang telah diupayakan adalah 

dengan membuat database undatig-undang pasca putusan MK yang belurn 

terintegrasi dengan undang-undang organiknya. 

Kebutuhan anggota DPR RI, pegawai di lingkungan Sekretariat Jenderal dan 

Badan Keahlian DPR RI serta masyarakat luas untuk mendapatkan akses mudab 

dan cepat dari perubahan undang-undang pasca putusan MK dalam website 

DPR RI belum terpenuhi karena masih terpisah antara undang-undang organik 

dengan hasil putusan IvilK yang belum terintegrasi dalarn satu dokurnen. 

2. Penyebab 

Internal: Pengeijaan pendataan hasil putusan MK terhadap undang-undang masih 

manual rne!alui tabel/matriks yang kemudian disajikan dalam bentuk analisis dan 

evaluasi secara deskriptif di website Puspanlak UI..). 
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• Eksterna!: Belum terintegrasinya produk Puspanlak VU dengan produk DPR RI 

dalarn menindakianjuti undang-undang yang diubah olch putusan MX 

rnenyebabkan penyajian dokumen undang-.undang organik rnasih terpisah dengan 

hasil putusan MX. 

Manfaat 

• Internal: Meniudahkan anggota DPR RI dan pegawal di lingkungan Sekretariat 

Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI dalarn merurnuskan rancangan undang-

undang dan kehij akan berbasi s undang-undang. 

• Eksterna!: Mernudahkan masyarakat dalarn mendapat akses undang-undang yang 

ielah diubah akibat putusan MK sebagai dasar hukum yang berlaku di seluruh 

indonesia. 

Hasil/Oulput 

Output yang akan dihasilkan dan rancangan mi adalah dokurnen perpaduan 

undang-undang organik dengan putusan MK yang akan ditampilkan dalarn website 

Puspanlak VU dan dapat diunduh secara behas, dan akan terus diperbaharui setiap 

kali ada putusan MX yang mengubah isi undang-undang. 

Jdentifikasi Isu 

Permasalahan diatas diharapkan dapat menjawab pelayanan publik menjadi lebih 

efektifdan efisien dengari rnengguiiakan analisis SWOT sebagai berikut: 

• DPR Ri nijimuki flinsi • lidak adrnya sa1ata penduicung 
legislasi dalarn niembentuk dan berupa aplikasi yang dibuat khnsus 
mengubah undang-undang. untuk rnemasukkan data putusan 

• Puspanlak UU menjadi pusat i 	 MK ke dalarn unuang-undang. 
Strength database putusan MK di DPR Weakne.,s 	• Tidak adanya undang-unda;ig yang 

Ri ditampilkan dalarn JDIH 	dal am .. 
• Tei sedianja website Puspanlak bentuk 	file 	voi d 	selungga 

VU yang dapat diakses mernbutuhkan 	usaha 	untuk 
langsung oleh masyarakat konversi doktiinen. 

• Masyarakat rnembutuhkan data • Tindak lanjut putusan MK menjadi 
undang-undang 	yang 	telah undang-uridang perubahan 
niengalami 	perubalian 	oleh 4ifi 	 merupakan wilayah politik hukum 
putusan MK DPR RI yang hingga kini belum 

• Kcsernpatan 	memberikan ditindaklanjuti melalui pengesahan 
Opportunity pelayanan 	informasi 	yang Threat 	tmdang-undang perubahan. 

terbaru terkait undang-undang 
yang 	telah 	mengalami - 
perubahaii oleh putusan MK 
menjadi 	lebih 	efektif 	dan 



Isu yang ditetapkan 

Dan paparan analisa kondisi diatas, maka dapat dilihal isu yang harus segera 

ditangani yaitu belum optimalnya penyajian undang-undang pasca pittusan 

MK yang rneuyebabkan pelayanan publik menjadi kurang efektif dan 

efisien. 

Gagasan Pernecahan Isu 

Dengan melihat kepada isu dialas, maka muncul gagasan untuk pernecahan isu 

tersebut adalah dengan cara mengolah dan nienginput putusan MK ke dalam 

satu dokumen yang memadukan antara undang-undang organik dengan 

putusan MK dan pertimbangan hukumnya, (Ian juga menampilkan di 

website Puspanlak UU agar dapat diunduh secara bebas oleh anggota DPR 

RI, pegawai di iingkungan Sekretariat Jenderal (Ian Badan Keahiian DPR 

RI serta masyarakat luas. 

Target Jangka Waktu 

Pendek 

Dalarn waktu 3 hulan ditargetkan pengujian undang-undang yang diputii 

MX pada tahun 2018 telah disajikan dalam dokumen yang dipublikasikan 

rnelalui website Puspanlak UU. 

Menengah 

Dalarn waktu 6 bulan ditargetkan pengujian undang-undang yang diputus 

MX pada tahun 2010-2018 telah disajikan dalam dokumen yang 

dipublikasikan melalui website Puspanlak UU. 

Panjang 

Dalam waktu I tahun ditargetkan pengujian undang-undang yang diputus 

MK pada tahun 2005-2018 telah disajikan dalam dokumen yang 

dipublikasikan melalui website Puspanlak UU. 

6. Rancangan Aktualisasi 
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No. Kegiatan Tahapan Kegiatan Oulput/Hasil 

Keterkaitan 

Substansi Mata 
Peiatihan ANEKA 

. 
Kontribusi ferhadap 

. 	. 	. 	. 
Visi N'lisi Organisasi 

Pentuatan Nilai 

Oreanisasi 

1. Mengumpulkan 1. Menelusuri 1. 	Folder kunipulan Akuntahibtas Mewujudkan kualitas Profesional 
data putLisan MK putusan 	MK Putusan MK Nasionalisme p 	dukungan Transparan 
terkait pengujian selarna 2018 tahun 2108 keahlian kepada DPR Akuntabel 
TJU selarna tahun 2. Mengidentifikasi Pernilahan RI dalarn penanganan 
2018 jenis 	putusan dokumen perkara 	pengujian 

yang dihasilkan Putusan MK undang-undang 
Mendata 	arnar yang dikabulkan terhadap UUD Tahun 
putusan kc dalam seluruhnya atau 1945 	yang 

satu dokumen tafsiran bersyarat profesional, 	tepat 
tahun 2018 waktu akuntabel, dan 

3. Dokurnen berisi sesuai 	ketentuan 
amar putusan peraturan perundang- 
tahun 2018 u 

2. Mengubah bentuk Mengumpulkan I. Folder kumpulan Akuntabilitas Mewujudkan kualitas Profesional 

dokurnen UU darl UU organik UU organik Kornitinen Mutu pemberian dukungan Akuntabel 

.pdfrnenjadi .doc terkait darl JDIH terkait keahlian kepada DPR 

DPR 2. Dokurnen UU RI dalarn penanganan 

Mengkonversi organik terkait perkara 	pengujian 

file UU organic dalarn hentuk undang-undang 
dari pdf menjadi .doc terhadap UUD Tahun 
.doc 1945 	yang 
rnenggunakan profesional, 	tepat 
Nitro Pro waktu akuntabel, dan 

sesuai 	ketentuan 

peraturan perundang- 



undangan  
3. Menginput data 1. Mernheri tanda 1. Dokumen UU Akuntahilitas Mewujudkan kualitas Profesional 

putusan MK pada pasal yang yang telah diheri Komitmen Mutu pemberian dukungan Akuntabel 
kedalam dokurnen mengalarni tanda pasal yang keahlian kepada DPR 
baru per riornor UU perubahan diubah oleh RI dalani penanganan 

2, Mcrnasukkan putusan MK perkara pengujian 
arnar putusan MK 2. Dokurnen UU undang-undang 
ke dalarn catatan yang telah terhadap UUD Tahun 
pasal yang dirnasukkan 1945 yang 
diputus catatan amar profesional. tepat 

3. Memasukkan putusan MK waktu akuntabel, dan 
pertimban gan sesuai ketentuan 
hakim atas pasal peraturan perundang- 

__________________ yangdiubah  undangan  
4. Menibuat 	daftar Mendata UU 1. Daftar dokurnen Akuntabilitas Mcwujudkan kualitas Transparan 

dokurnen UU yang yang telah 1.JU yang telah Kornitnien Mutu pemberian dukungan Akuntabel 
telah diinput dilakukan input diberi input keahlian kepada DPR 

putusan MK putusan MK RI dalarn penanganan 
Mengurutkan IJU . Folder kumpulan perkara pengujian 
yang te!ah diinput UU yang telah undang-undang 
berdasarkan diinput putusan terhadap UUD Tahun 
tahun putusan MX 1945 yang 

profesional, tepat 
waktu akuntabel, dan 
sesuai ketentuan 
peratu ran perundan g- 

______  undangan 
5. Mempublikasikan 1.Koordinasi 1.Undanganrapat Akuntabilitas 1. Memperkuat Andal 
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dokurnen yang telah dengan TU untuk koordinasi Nasionalisme kelernbagaan Transparan 
diinput 	ke 	website menjadwalkan 	12. Dokumen 	pointer Etika Publik Puspanlak 	UU Akuntabel 
Puspanlak UU rapat koordinasi materi rapat Komitmen Mutu sebagai 	unit 

detigan BDTI 3. Daftar 	Absensi Anti Korupsi organisasi 	Badan 
2. Mcnyiapkan rapat Keahlian DPR Ri 

substansi rapat 4. Laporan 	Singkat dalam memberikan 
dan prosedur hasil rapat dukungan keahlian 
manual yang 5. Unggahan kepada 	DPR 	RI 
akan dirapatkan dokumen 	di dalarn menjalankan 
Rapat koordinasi website Puspanlak fungsi pengawasan 
dengan BDTI UU dan 	pemberian 

untuk membuat Keterangan 	DPR 
halarnan khusus RI di persidangan 
di website terkait Mahkarnah 
penyajian UU Konstitusi 	yang 
yang telah profesional 	dan 
dimasukkan akuntabe]. 
putusan MK 2.Mewujudkan 
Mengunggah kualitas pemberian 
dokumen yang dukungan keahlian 
telah diinput ke kepada 	DPR 	RI 
website dalam penanganan 
Puspanlak Uli perkara 	pengujian 
Memperbaharui undang-undan g 
dokumen tiLl terhadap 	UUD 
secara berkala per Tahun 1945 yang 
bulan profesional, 	tepat 

waktu 	akuntabel,  
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_____  

dan 	sesuai 
ketentuan 
peraturan 

perundang- 

undangan  
6. Melakukan 1. Koordinasi Undangan rapat Akuntabilitas Memperkuat Andal 

sosialisasi 	terhadap dengan TU untuk sosialisasi Nasionaiisnie kelernbagaan Transparan 
publikasi 	dokumen menjadwalkan Dokurnen Etika Publik Puspanlak UU Akuntabel 
secara internal rapat sosialisasi pointer materi Komitmen Mutu sebagai unit 

yang ditujukan rapat sosialisasi Anti Korupsi organisasi Badan 
kepada arialis Daftar Absensi Keahlian DPR RI 
hukum rapat sosialisasi dalam meinberikan 

2. Menyiapkan Laporan Singkat dukungan keahlian 
substansi rapat hasil rapat kepada DPR RI 
sosialisasi dan sosialisasi dalam menjalankan 
prosedur manual Unggahan fungsi pengawasan 
yang akan dokumen di dan pemberian 
dirapatkan website Keterangan DPR RI 

3. Koordinasi Puspanlak UU di persidangan 
dengan TU Mahkamah Konstitusi 
terkait absensi yang profesional dan 
rapat sosialisasi akuntabel 

4. Membuat laporan 
singkat 
pembahasan rapat 
sosialisasi. 
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BAB H 

CAPA1AN KEGIATAN AKTUALISASI 

A. Capaian Kegiatan Aktualisasi 

Pelaksanaan kegiatan aktualisasi secara umum berjalan sesuai dengan rencana yang 

sudah disusun dalam Rancangan Aktualisasi karena kegiatan aktualisasi mi merupakan 

sebuah inovasi baru darl sa]ah satu tugas pokok fungsi Analis Hukum vaitu niengelola 

database Undang-Undang yang diubah dengan putusan MK. Hanya saja dalam 

pelaksanaannya, terdapat beberapa penyesuaian sesuai arahan atasan terkait judul, leo/v 

dan pelaksanaan jadwal kegiatan aktualisasi dikarenakan hal-hal situasional yang terjadi 

di lapangan. Adapun kerangka wakLi kegiatan aktualisasi yang di]akukan darl tanggal 1 

Juni hingga 22 September 2018 adalah sebagai berikut: 

No Narna Kegiatan T 
Jiili 

2 34 l23 

Agustus 

4 i 

September 

213 

 Mengumpulkan 	data 
putusar, 	MK 	terkait 
pengujian [JU selarna 
tahun 2018 

B J .  Mengubah 	hentuk 
dokurnen UU darl pdf 

ai  
U 

rnenjadi.doc 
 Menginput 	data 

putusan MK kedalarn 
dokumen 	baru 	per 
nonior UU 

 Menibuat 	daftar 
dokumen 	UU 	yang 
telah diinput 

U 
L 

 MempLiblikasikan I 

dokurnen 	yang 	telah 
diinput 	ke 	website 
Puspanlak UU 

 Melakukan 	rapat 
koordinasi 	terhadap T 
publikasi 	dokumen R 
secara internal 

 Pembuatan 	Laporan  
Aktualisasi 
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B. Tahapan dan Capaian Kegiatan Aktual isasi 

Scluruh kegiatan aktualisasi dilaksanakan dengan beherapa tahapan kegiatan, berikut 

uraian lengkapnya: 

No Narna Kegiatan i 	%Vaktu 	Tahapan Kegiatan I Keterangan 

Pekan 1 	1. 	Menelusuri putusanMK Terlaksana Mcnumpu!kan data 
putusan MK terkait dan 4 Juni 	selarna 2018 

penguj Ian UU selama 2018 	2. 	Mengidentifikasijenis putusan 
tahun 2018 yang dihasilkan 

3. 	Mendata amar putusan ke 

dalam satu dokumen 

 Mengubah bentuk Pekan 4 11. 	Mengumpulkan UU organik laksana - 

dokumen UU dan .pdf Juni-Pekan terkait darl JDIH DPR 

- - - - -- - 

menjadi .doc 3 Jul] 2018 2. 	Mengkonversi file IJU organik 
darl pdfmenjadi .doc 
rnenggunakan Adobe Acrobat 
DC  

 Menginput data Pekan 2-4 1. Membeni tandapada pasal yang Terlaksana 
putusan MK kedalam Juli 2018 mengalami perubahan 
dokumen baru per 2. Memasukkan aniar putusan IVIK 

nomor UU ke dalam catatan pasa] yang 
di putus 

3. Memasukkan pertimbangan 
hukuni atas pasal yang diuhah 

1. Mendata UU yang telah Tcrlaksana 4. Membuat daflar Pekan 1-2 
dokumen UI J Yang Agustus dilakukan input putusan MK 
telah diinput 2018 2. Mengurutkan UU yang telah 

diinput berdasarkan tahun 
putusan  

5. Mempublikasikan Pekan 2 Koordinasi dengan TU untuk Terlaksaaa 

dokumen yang telah Agustus- menjadwalkan rapat koordinasi 
diinput ke website Pekan I dengan BDTI 
Puspaniak UTJ September Menyiapkan substansi rapat dan 

2018 prosedur manual yang akan 

dirapatkan 
Rapat koordinasi dengan BDTI 
untuk membuat halaman 
khusus di website terkait 
penyajian IJU yang telab 
dimasukkan putusan MK 
Mcngunggah dokumen yang 
telah diinput ke website 
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T Puspanlak UU 
5. Meniperhaharui dokunien ULJ 

secara berkala per bulan 

6. Melakukan rapat Pekan 2 1. Koordinasi dengan TU untuk Terlaksana 

koordi nasi terhada p September menj adwalkan rapat koordinasi 

publikasi dokumen 2018 yang ditujukan kepada analis 

secara internal hukum 
2. Menyiapkan substansi rapat 

koordinasi dan prosedur manual 

yang akan dirapatkan 
3. Koordinasi derigan TU terkait 

absensi rapat koordinasi 
4. Membuat laporan singkat 

pembahasan_rapat koordinasi. 

C. Uraian Kegiataii Aktualisasi Aktualisasi Nilai-Nilai I)asar Profesi ASN 

Berikut adalah uraian kegiatan aktualisasi yang dilaksanakan pada Pusat Pernantauan 
Pelaksanaan Undang-Undang di Badan Keahlian DPR RI, yaitu: 

KEGIATAN I 

Narna Kegiatan Mengumpulkan data Putusan MK terkait pengujian UU selama tahun 

2018  

Identifikasi Masalah Jum]ah Putusan MK pada tahun 2018 sebanyak 83 putusan yang terdiri 

darl tidak diterirna, ditolak dan dikabulkan. Selarna mi belum pernah 

dilakukan pembuatan matniks/tabel yang memulih jenis-jenis putusan 
yang berimplikasi pada mateni muatan undang-undang mana saja yang 
sudah tidak memiliki kekuatan hukuni tetap. 

Tujuan Mernilahjenis-jenis Putusan MIK agar bisa diidentifikasi putusan mana 
saja yang tidak diterima, ditolak dan dikabulkan, serta identifikasi 
undang-undang apa saja yang diputus. 

Sasaran Puspanlak UU Bagian Penanganan Perkara MK 

Nilai Dasar Akuntabilitas, Nasionalisme 

Waktu Pekan 1 dan4juni 2018 

Output/1-Iasil Dokumen kumpulan Putusan MK tahun 2018 

Kegiatan Dokumen pemilahan dokurnen Putusan MK yang dikabulkan 
seluruhnya atau tafsiran hersyarat tahun 2018 
Dokumen berisi amar putusan tahun 2018 

U;aian Tahapan Kegiatan 

1. 	Menelusuri Putusan MK selarna 2018 
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Mengumpulkan seluruhPutusan MK sepanjang tahun 2018 yang herkaitan dengan peflgL!jiafl 
undang-undang yang diakses dan 
hps://mkrLid/index.php?pageweb.Putusan&id= !&kat= I &menu=5 

Mengidentifikasi jenis putusan yang dihasilkan 
Setelah seluruh Putusan MK tahun 2018 terkumpul, kernudian diidentifikasi hanya Putusan 
MK yang dikabulkan saja sebagai bahan input di kegiatan mi. 

Mendata amar putusan ke dalarn satu dokurnen 
Dan seluruh Putusan MK tahun 2018 yang dikabulkan, kernudian dilengkapi lagi dengan 
Pokok Amar Putusan yang mendata pasallayat mana saja yang dinyatakan hertentangan atau 

dinyatakan i nkonstitusional bersyarat. 

Uraian Keterkaitan Substansi dengan Mata Pelatihan ANEKA 

Dalam menelusuri Putusan MK sepanjang tahun 2018, data diambil hanya clari sumber primer 

yaitu website resrni Mahkarnah Konstitusi dengan alarnat www.mkri.id . Hal mi mencerminkan 

nilai akuntabilitas dengan nilai dasar tanggung jawab dan transparansi, dan nilai Nasionalisme 
dengan nilai dasar menempalkan persatuan dan kesatuan diatas kepentingan pribadi dan 
golongan. 

Akuntabilitas 
Tanggung jaab yaitu sumber yang dijadikan acuan ada]ah sumber yang terpercaya dan dapat 
dipertanggungjawabkan, karena Mahkamah Konstitusi merupakan institusi yudikatif yang 
diberi kewenangan oleh Pasal 24C ayat (1) UUD Tahun 1945 untuk menguji undang-undang 
terhadap UIJD Tahun 1945. Transparansi yaitu data putusan yang diambil merupakan data 
primer yang dikeluarkan secara resmi oleh MK melalui website www.mkrUd, tidak ada 
putusan yang tidak dipublikasikan dalam website tersebut. 

Nasionalisme 
Banyak situs swasta lain yang menanipilkan salman Putusan MK, namun data yang diambil 
Iangsung darl laman resmi Mahkamah Konstitusi yang merupakan lembaga negara dengan 
meiiempatkan persatuan dan kesatuan diatas kepenlingan prihadi dan golongan. 

Uraian Kontnbusi Terhadap Vlsi Misi Organisasi 

Dalarn memberikan dukungan keahlian kepada DPR RI, mengambil data primer secara 
langsung darl larnan resmi MK mencerminkan kualitas dalam penanganan perkara pengujian 
undang-undang terhadap U1IJD Tahun 1945 yang profesional, tepat waktu akuntabe!, dan sesuai 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Uraian Penguatan Terhadap Nilai Organisasi 

Dalam kegiatan mi, penguatan yang diberikan terhadap nilai organisasi adalah: 
Profesional 

DPR RI dan Mahkamah Konstitusi adalah dua lembaga negara yang merupakan amanat 
Iangsung UTJD Tahun 1945, sehingga pengainbilan data akan lebih profesional jika 
bersumber darl lembaga yang setara. 

Transparan 
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r Pengambilan data langsung bersumber darl laman resmi MK yang mencerminkan 

transparansi data. 
3. Akuntabel 

Pengambilan data Iangsung bersumber darl larnan resmi MK yang dapat diverifikasi 

langsungvaliditasnya.  
Kendala Dalarn Aktualisasi 

Kendala yang dialami adalah Putusan MK yang ditampilkan dalam laman resnii MK 

kesernuanya dilindungi dengan kode tertentu, sehingga dalarn penyalinan judul perkara dan 

amar putusan harus dilakukan ketik ulang secara manual. 

Solusi 

File Putusan MK yang dilindungi dengen kode tertentu tersebut dilakukan konversi secara 

online rnelalui situs ... kemudian disalin bagian pokok arnar putusan yang 

menyatakan pasal/ayat tertentu yang dinyatakan bertentangan dengan UUD Tahun 1945 dan 

tidak memiliki kekuatan hukurn mengikat. 

Dampak Jika Kegiatan Tidak Dilakukan Berdasarkan Aneka 

Dampak yang terjadi jika kegiatan tidak dilakukan berdasarkan ANEKA adalah tidak validnya 
data Putusan MK yang dilakukan input dikarenakan bersumber bukan darl sumber primer. 

KEGLATAN 2 

Nama Kegiatan Mengubahbentuk dokumen UU dan .pdfrnenjadi .doc 	- 

identifikasi Masalah Meskipun undang-undang irierupakan produkiegislasi dari DPR RI, 
namun dokumen undang-undang yang ada di JDIH DPR Ri merupakan 
undang-undang yang dikeluarkan o]eh Sekretariat Negara. Sekretariat 
Negara menerima draft RUU yang telah disahkan dalam Panipurna 
DPR RI untuk kemudian disahkan oleh Presiden. Setelah diberikan 

nomor 	undang-undang 	dan 	dicatat 	dalam 	Lembaran 	Negaia, 

Sekretarian Negara mengirimkan kembali naskah undang-undang ke 
DPR RI dalam bentuk dokumen ash maupun dokumen hasil scan 

dalarn bentuk .pdf. 	Hal mi menyebabkan undang-undang yang ada 

tidak bisa digunakan secara langsung untuk dilakukan 	input data 

Putusan MK.  

Tujuan Untuk melakukan input data Putusan MK terhadap pasa!/ayat yang 
dibatalkan kedalam undang-undang yang dilakukan uji rnatcri oleh 

MK. 

Sasaran Puspanlak UU Bagian Penanganan Perkara MK 	- 

Ni]ai Dasar Akuntabilitas, KomitmenMutu 
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Waktu Pekan 4 Juni - Pekan 3 Juli 2018 

I. Folder kumpulan undang-undang organik lerkait (Jutputil-Iasi! 
Kegiatan 2. Dok-umen undang-undang organik terkait dalam bentuk .doc 

Uraian Tahapan Kegiatan 

I. Mengumpulkan UU organik terkait dan JDIH DPR 

Dari data Putusan MK tahun 2018 dapat diketahul undang-undang apa saja yang telah 
dilakukan uji materiil, yang kemudian undang-undang tersehut diunduh darl JDIH DPR RI 
di lanian http://dpr.go.id/jdih/uu.  

2. Mengkonversi file IJU organik dan .pdfmenjadi .doc menggunakan Adobe Acrobat DC 
Dokumen undang-undang organik di JDJH DPR RI memiliki format .pdf, sehingga untuk 
melakukan input data harus dikonversi terlehih dahulu menjadi format .doc. Darj rencana 

hanya menggunakan aplikasi yanggratis Nitro Pro agar tak membuat beban anggaran baru, 
dapat menggunakan aplikasi premium Adobe Acrobat DC setelah berkoordinasi dengan 
BDTI. 

Uraian Keterkaitan Substansi dengan Mata Pelatihan ANEKA 

Dalam mengubah dokumen undang-undang dari JDJH DPR RI dengan format .pdf menjadi 
.doc, digunakan aplikasi konversi premium agar mendapat basil yang lebih baik. 	Hal mi 
mencerminkan nilai Akuntabilitas dengan nilai dasar transparansi dan integritas, dan nilai 
Komitmen Mutu dengan nilai dasar upaya perbaikan secara herkelanjutan. 

Akuntabilitas 

Transparansi yaitu dokurnen undang-undang dan JDIH DPR RI yang diambil merupakan 
produk legislasi DPR RI sebagai pembuat undang-undang. 	Integritas yaitu meskipun 
dokumen di JD!H DPR RI merupakan salman dari Sekretariat Negara, narnun sebagai 
lembaga pen-ibentuk undang-undang maka dokumen yang diarnbil tetap dari JDIH DPR RI 
untuk menciptakan keyakinan masyarakat terhadap DPR RI sebagai pembuat undang- 
undang. 

Komitmen Mutu 

Komitmcn muiu urituk menjaga hasil konversi tetap seperti aslinya menggunakan aplikasi 
premium Adobe Acrobat DC. Pada awalnya dalam rancangan aktualisasi hanya akan 
menggunakan Nitro Pro gratis agar tidak menimbulkan beban anggaran baru, tetapi setelah 
berkoordinasi dengan BDTI diherikan apiikasi premium yang dapat terus digunakan secara 
berkelanjutan. 

Uraian Kontribusi Terhadap Visi Misi Organisasi 

Dalam memberikan dukungan keahlian kepada DPR RI, menggunakan aplikasikcrnversi 

premium untuk mengubah format dokumen sesuai aslinya mencerminkan kualitas dalain 
penanganan penkara pengujian undang-undang terhadap UUD Tahun 1945 yang profesional, 
tepat waktu akuntabel, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 
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lJraian Penguatan Terhadap Nil ai Organ i sasi 

Dalarn kegiatan mi, penguatan yang diberikan terhadap nilai organisasi adalah: 

I. Profesional 
DPR RI sebagai lembaga negara harus profesional dalam menggunakan aplikasi premiuni 

dalam setiap kegiatan, sehingga profesional dalani inenctapkan aturan anti pembajakan dan 

rnenerapkannya dalam kegiatan internal. 
2. Akuntabel 

Pengambilan data Iangsung bersumber darl iaman resmi DPR RI sebagai lembaga pembuat 

undang-undang.  
Kendala Dalam Aktualisasi 

Kendala yang dialarni adalah da]am merninta aplikasi premium ke BDTT membutuhkan waktu 
karena personel BDTI sering dinas luar kota, dan setelah penggunaan aplikasi premium setelah 
beberapa hart terdapat gangguan dan antivirus yang terpasang sehingga hartis menunggu waktu 
lagi untuk dapat diperbaiki oleh BDTT. 

So! usi 

Aplikasi Nitro Pro yang tidak hisa rnengkonversi file yang tenlindungi kode digant dengan 

aplikasi premium Adobe Acrobat DC, dengan terlebih dahulu nielakukan uninxiall anhivirus 

yang telah terpasang. 

Dampak Jika Kegiatan Tidak Dilakukan Berdasarkan ANEKA 

Dampak yang terjadi jika kegiatan tidak dilakukan berdasarkan ANEKA adalah tidak validnya 
data undang-undang yang dilakukan input dikarenakan bukan darl laman resmi DPR RE sebagai 
pembuat undang-undang dan tidak adanya perbaikan secara berkelanjutan jika terus 

menggunakan aplikasi gratis dengan fasilitas terbatas. 

KEGIATAN 3 

Nama Kegiatan Menginput data Putusan MK ke dalarn dokunien baru per nornor 

undarig-undang. 

identifi kasi Masa lah Perubahan 	alas 	undang-undang 	yang 	pasal/ayatnya 	dinya iakan 

bertentangan dengan UUD Tahun 1945 dan tidak niemiliki kekuatan 

hukum mengikat rnelalui Putusan MK behim ditindakianjuti oleh DPR 

RI.  

Tujuan Untuk menginformasikan kepada Anggota DPR RI pada urnumnya dan 
masyarakat pada khususnya bahwa pada pasal/ayat tertentu dalarn 
undang-undang telah dinyakan bertentangan dengan TJTJD Tahun 1945 

dan tidak merniliki kekuatan hukum mengikat sehingga tidak lagi dapat 
dijadikan dasar hukum dalam melvkukan perbuatan hukuin. 

Sasaran Puspanlak UU Bagian Penanganan Perkara MK 
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Nilai Dasar Akuntabilims, Kornitinen Mutu 

Waktu Pekan2 Jul] - Pekan 4 Juli 2018 

Output/I-Tasil 	I. Dokurnen undang-undang yang telah diheri tanda pasal yang diubah 

Kegiatan 	 oleh Putusan MK. 
2. Dokurnen undang-undang yang telah diniasukkan catatan arnar 

Putusan MK, 

Uraian Tahapan Kegiatan 

Men-iberi tanda pada pasal/ayat yang mengalami perubahan pasca Putusan MK 
Dan data Pokok Amar Putusan kernudian dirnasukkan ke da]ani pasa]/ayat undang-undang 

yang telah dikonversi sebe!umnya. Pasal/ayat tersebut ditandai dengan warna hitam pada 
hagian seluruh isi pasal/ayat dan warna mcrah khusus pada kata/frasa yang dinyatakan 
hertentangan dengan UUD Tahun 1945. 

Memasukkan amar Putusan MK ke dalarn catatan pasal/ayat yang diputus 
Setelah pasal/ayat ditandai, lalu diberi catatakan kaki yang berisi pokok arnar putusan dan 
keterangan bahwa putusan tersebut sudah ditindakianjuti dengan perubahan undang-undang 

tersebut atau belum ditindaklanj uti 

J. Mernasukkan pertimbangan hukurn atas pasal yang diubah 
Sebagai lampiran dokumen, pertimbangan hukurn Majelis Hakim MK atas pasa1/ayLt yang 
din atakan lidak memiliki kekuatan hukurn mengikat ditainpilkan dengan harapan dapat 
rnernberi informasi hukurn yang lengkap terkait alasan hukum pembatalan. Setelah itu 
dokurnen dikonversi rnenggunakan Adobe Acrobat DC dengan ditarnbahkan password agar 

tidak bisa disaiin. 

Uraian Keterkaitan Substansi dengan Mata Pelatihan ANEKA 

Dalarn menginput data Putusan MK ke dalam dokurnen baru per nornor undang-undang, 
dilakukan dengan rnenginput pokok arnar putusan tahun 2018 dan putusan tahun-tahun 
sehelumnya yang terkait dengan undang-undang yang diuji. 	Hal ml mencermrnkan nilal 
Akuntahilitas dengan nilai dasar tanggung jawab, dan nilai Kornitinen Mutu dengan nilai dasar 
pembenian iayanan yang cepat dan tepat. 

Akuntabilitas 
Tanggung jawab dalam melaksanakan arnanat Pasal 10 ayat (1) huruf d UU No. 12 Tahun 
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yaitu salah satu materi muatan 
yang harus diatur dengan undang-undang merupakan tindak lanjut atas putusan Mahkarnah 
Kon stitusi. 

Kornitnien Mutu 
Komitmen Mutu untuk membenikan kebutuhan informasi hukum atas pasal/ayat yang 
dibata!kan mela!ui Putusan MK diberikan sebagai bentuk pelayanan publik secara cepat dan 
tepat.  

Uraian Kontribusi Terhadap Visi Misi Organisasi 
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Dalarn memberikan dukungan keablian kepada DPR RI, rnemasukkan Putusan MK heserta 
pertinihanan hukurrrnya ke dalarn undang-undang organiknya rnencerrninkan kualitas dalam 

penanganan perkara pengujian undang-undang terhadap UUD Tahun 1945 yang profesional, 

tepatwaktu akuntabel, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Uraian Penguatan Terhadap Nilai Organisasi 

Dalam kegiatan mi, penguatan yang diberikan terhadap nilai organisasi adalah: 
Profesional 

DPR RI sebagai lembaga negara harus profesional dalam memberikan informasi hukurn 
a'as adanya perubahan dalam Lindang-undang yang dibuat. 

Akuntahel 

Penganibilan data Iangsung bersumber darl larnan resmi DPR RI sehagai lembaga pembuat 
undana-undang dan MK sebagai lembaga penguji undang-undang terhadap UUD Tahun 
1945. 

Kendala Dalam Aktualisasi 

Arahan atasan untuk rnengubah: 

Judul diubah menjadi "Digitalisasi PasaL'Ayat Undang-Undang Yang Dibatalkan Melalui 
Putusan Mahkarnah Konstitusi". 
Penggunaan kata "pertimbangan hakirn" pada lampiran dokunien diuhah menjadi 

"pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi". 

Solusi 

Mengubah judul menjadi "Digitalisasi Pasal/Ayat Undang-Undang Yang I)ihatalkan Melalui 
Putusan Mahkarnah Konstitusi" dan pada lanipiran dokunien diubah menjadi "penlimbangan 
hukiurn Mahkamah Konstitusi". 

Dampak Jika Kegiatan Tidak Dilakukan Berdasarkan ANEKA 

D 	yanu terjadi jika keiatan tidak dilakukan herdasarkanANEKA ada!ah niasyarakat 
masib mengunakan undang-undang yang rnasih ash sehingga dapat nienyebabkan kesalahan 
dalarn mengambil dasar hukum. 

KEGIATAN 4 

Narna Kegiatan Membuat daftar dokurnen undang-undang yang telah di input Putusan 
MK 

Identifikasi Masalah Belum dilakukan inventarisatas undang-undang yang telah di input 

Putusan MK 
Tujuan Untuk mendata jurnlah undang-undang yang telah di input Putusan 

MX 	dan jumlah Putusan MK baik putusan tahun 2018 maupun 
putusan lain yang terkait undang-undang tersebut dan agar sinkron 
dengan data laporan. 
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Sasaran Puspanlak [JU Bagian Penanganan Perkara MK 

Akuntahilitas, Kornitmcn Mutu Nilai Dasar 

Waktu Pekan I 	Pckan2Agustus 2018 

Output!Hasil Daftar dokumen undang-undang yang telah diberi input Putusan 
Kegiatan MK. 

Folder kumpulan iuidang-undang yang telah diberi input Putusan 
MK.  

Uraian Tahapan Kegiatan 

Mendataundang-undang yang telah dilakukan input Putusan MK 
Dokumen-dokurnen yang telah lengkap dan telah dikonversi dalam formal .pdf dengan 
kriteria tertentu. kernudian dicatat nornor dan tahun undang-undangnya. 

Mengurutkan undang-undang yang telah dilakukan input berdasarkan tahun putusan 
Putusan MK tahun 2018 telah membatalkan pasali'ayat dalam 7 undang-uiidang yaitu: 

Undan(Y-Undang Nonior 7 Tahun 2017 tentang Pernilihan limum 

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lemba( --,a Penjaniin Simpanan 
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Peruhahan Kedua Atas Undang-Undang 
Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan 
Rakyat, Dpewan Perwakilan daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. 
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak 
Undang-Undang Nonior 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang 
Nornor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Urnum dan Tata Cara Perpajakan 
Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran 

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi 
Uraian Keterkaitan Substansi dengan Mata Pci atihan ANEKA 

Dalammendata undang-undang yang ielah dilakukan input Putusan MK, dilakukan dengan 
inventaris nornor Putusan MK dan noinor undang-undang agar data yang ada sesuai dengan 
laporan. Hal mi mencermutikan nilai Akuntabilitas dengan nilai dasar konsistensi, dan nilai 
Komitmen Mutu dengan nilai dasar kornitmen bagi kepuasan masyarakat. 

Akuntabilitas 

Konsistensi terhadap apa yang ditulis dengan yang dilaporkan, sehingga dapat membuat 
laporan yang akuntabel. 

Komitmen Mutu 

Komitmen Mutu untuk menjaga validitas data yang telah disinkronkan dengan laporan untuk 
menciptakan kepuasan masyarakat. 

Uraian Kontribusi Terhadap Vlsi Misi Organisasi 

Dalam memberikan dukungan keahlian kepada DPR RI, mendata undang-undang yang telah 
dilakukan input Putusan MK mencerminkan kualitas dalam penanganan perkara pengujian 
undang-undang terhadap 1JUD Tahun 1945 yang profesional, tepat waktu akuntabel, dan sesuai 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 
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Uraian Penguatan 'Ierhadap Nilai Organisasi 

Dalam kegiatan in penguatan yang diberikan terhadap nilai organisasi adalah: 

Transparan 
DPR RI sebagai lembaga negara harus transparan dalarn menya ikan data yang ada dengan 

laporan yang disampaikan. 
Akuntabel 
Laporan yang disampaikan dapat dipertanggungjawabkan dengan dukungan data yang 
disaj i kan. 

Kenda]a Dalarn Aktualisasi 

Tidak ada Kendala 

Dampak Jika Kegiatan Tidak Dilakukan Berdasarkan ANEKA 

Dampak yang terjadi jika kegiatan tidak dilakukan berdasarkan ANEKA adalah berkurangnya 
kepuasan masyarakat akihat kesalahan dalani penyampaian laporan karcna memuat data yang 
tidak lengkap. 

KIEGIATAN 5 

Narna Kegiatan Mempublikasikan dokurnen yang telah di input ke website Puspanlak 

UU 

Identifikasi Masalah Belum ada rurnah dalarn website Puspanlak UU sehingga kegiatan 
publikasi 	tertunda 	sampai 	dibuatnya 	aplikasi 	untuk 	mernasukkari 
dokurnen undang-undang yang sudah diberi input Putusan MK. 

Tujuan Agar dokuiiien dapat diakses secara bebas oleh masyarakat. 

Anggota DPR RI, pegawal di lingkLlngan Setjen dan BK DPR RI, Sasaran 

masyarakat umurn. 

Nilai Dasar 	- Akuntabilitas, Nasionalisme, Etika Publik, Kornitmen Mutu, Anti 
Korupsi. 

Waktu Pekan 2 Agustus - Pekan 1 September 2018 

OutputlHasil I 	Undangan rapat koordinasi 
Kegiatan Dokumen pointer materi rapat 

Daftar Absensi rapat 
Laporan Singkat hasil rapat 

Unggahan dokunien di website Puspanlak UU 

Uraian Tahapan Kegiatan 

Koordinasi dengan bagian Tata Usaha untuk menjadwalkan rapat koordinasi dengan BDTI. 

Koordinasi untuk rnembuat jadwal penggunaan ruang rapat dan pembuatan surat undangan 
kepada BDTI. 

Menyiapkan substansi rapat dan prosedur manual yang akan dirapatkan. 
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Membuat dokurnen yang berisi detail permintaan pembuatan rurnah dan aplikasi dan 
berbagai spesiflkasinya untuk mempublikasikan dokurnen yang telah dihuat di website 
Puspanlak UU. 

Rapat koordinasi dengan BDTI untuk membuat halarnan khusus di website terkait penyajian 
UU yang telah dirnasukkan putusan MK. 
Menyampaikan bentuk dan spesifikasi sub tab dalarn website Puspanlak UU dan aplikasi 
dalarn Portal Seijen DPR. 

Mengunggah dokuinen yang telah diinput ke website Puspanlak UU. 
Mengunggah halarnan judul (cover), dokurnen utuh dalani file publik agar bisa diakses 
bebas, dan menarnbah nama penulis dalarn aplikasi di Portal Setjen DPR yang nantinya akan 
tampil dala website Puspanlak UU. 
Mernperbaharui dokurnen UU secara berkala per hulan. 
Terdapat putusan-putusan MKbaru yang harus diperhaharui dalam undang-undang tcrkait. 

Uraian Keterkaitan Substansi dengan Mata Pelatihaii ANEKA 

Dalarn mempublikasikan dokumen ke website Puspanlak UU, dilakukan dengan hantuan dan 
BDTI sebagai pengelola website DPR RI. Hal mi mencerminkan nilai Akuntabilitas dengan 
ni]ai dasar kepercayaan, nilai Nasionalisme dengan nilai dasar menunjukkan sikap rela 
berkorban demi kepentingan bangsa dan negara, nilai Etika Publik dengan nilal dasar 
menghargai kornunikasi dan kerjasama, nilai Kornitmen Mutu dengan nilai dasar upaya 
perbaikan secara berkelanjutan, dan nilai Anti Korupsi dengan nilai dasar disiplin. 

Akuntabilitas 

Kepercayaan diherikan clari atasan untuk berkoordinasi secara Iangsung dengan BDTI agar 
penyampa Ian berlangsung dua arah tanpa ada yang terlewat. 
Nasionalisme 

Dalam pengerjaan kegiatan ml dilakukan di sela-sela pekerjaan dan saat dinas ke luar kota 
dengan mengorbankan waktu istirahat agar kegiatan selesai tepat waktu. 
Etika Publik 

Pengerjaan yang rnelibatkan bidang lain rnembutuhkan teknik komunikasi yang herbeda 
karena sifat perbantuan kegiatan aktualisasi mi adalah diluar tugas utarna BDTI Pernah 
terdapat masalah dalani aplikasi, sehingga secara sopan rnerninta untuk diperbaiki dan 
diarahkan untuk langsung datang ke ruangan BDTI karena padatnya agenda BI)TI. 
Komitmen Mutu 

Komitmen Mutu dengan selalu memperbaiki aplikasi dan runiah situs yang tidak sesuai agar 
dapat menyesuaikan dcngan kebutuhan informasi hukum. 
Anti Korupsi 

Disiplin dengan jadwal target sehingga dapat mempublikasikan tepatwaktu. 

Uraian Kontrihusi Terhadap Visi Misi Organisasi 

Dalam memberikan dukungan keahlian kepada DPR RI, mempublikasikan dokurnen yang telah 
di input ke website Puspanlak UU mencerminkan penguatan lembaga Puspanlak UU dalani 
memberikan dukungan fungsi pengawasan kepada DPR RI, dan memberikan kualitas dalam 
penanganan perkara pengujian undang-undang terhadap IJI.JD Tahun 1945 yang profesional, 

tepat waktu akuntabel, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 
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Uraian Penguatan Terhadap Nilai Organisasi 

Dalam kegiatan mi, penguatan yang diherikan terhadap nilai organisasi adalah: 

Transparan 
Setjen dan BK DPR RI sehagai lembaga negara harus transparan da]am menyajikan data 

secara lcngkap. 
Akuntabel 
Dokurnen yang dipublikasikan dapat dipertanggungjawahkan dengan dukungan data yang 

disajikan secara lengkap.  
Kendala Dalam Aktiialisasi 

Kendala yang dihadapi adalah aplikasi gagal dalani rnenghapus dan memperbaharu' dokumen. 

So! usi 

Se!alu nienjalin kornunikasi dengan BDTlsetiap kali terdapat kegagalan aplikasi agar cepat 

tertangani.  
DarnpakJika Kegiatan Tidak Dilakukan Berdasarkan ANEKA 

Danipak yang terjadi jika kegiatan tidak dilakukan berdasarkan ANEKA adalah kualitas 
publikasi yang tidak optimal dan pengeijaan yang tidak sesuai target waktu. 

KEGIATAN 6 

Nama Kegialan Melakukan 	rapat 	koordinasi 	terhadap 	publikasi 	dokurnensecara 

internal 

Identifikasi Masalah Kegiatan mi merupakan inovasi dan 	sesuatu yang haru sehing ga 

dibuutuhkan rapat koordinasi kepada analis hukurn th Puspanlak_VU 

Fgar dapat herkelanjutan menjadi program internal Puspanlak UU Tujuan 

Sasaran Internal Analis Hukum di Puspanlak LTU. 

Nilai Dasar Akuntabi litas, Nasionalisme, Eti kaPublik, Kornitmen Mutu, Anti 

Korupsi.  

Waktu Pekan 3 September 2018, tanggal 12 September 2018. 

Output/1-lasil Undangan rapat koordinasi 

Kegiatan Dokunien pointer materi rapat koordinasi 
Daftar Absensi rapat koordinasi 
Laporan Singkat hasil rapat koordinasi 
Unggahan dokumeri di website Puspanlak UU 

Uraian Tahapan Kegiatan 

1. Koordinasi dengan bagian Tata Usaha untuk menjadwalkan rapat koordinasi yang ditujukan 

kepada analis hukum Puspanlak UV. 
Koordinasi untuk membuat jadwal penggunaan niang rapat dan pembuatan surat undangan 

kepada analis hukum Puspanlak UTJ. 



Menyiapkan substansi rapat koordinasi dan prosedur manual yang akan dirapatkan. 
Membuat dokurnen vana berisi detail tampilan rumah di situs Puspanlak VU dan tahapan 
akses di Portal Setjen DPR untuk rnernpublikasikan dokurnen. 
Koordinasi dengan bagian Tata Usaha terkait absensi rapat koordinasi. 
Meininta daftar narna analis hukuni Puspanlak VU untuk dibuat tahel absensi rapat 
koordinasi. 

Membuat laporan singkat pembahasan rapat koordinasi 
Hasil rapat koordinasi dibuat laporan singkat tertulis untuk disampaikan kepada Kepala 
Puspanlak UU. 

Uraian Keterkaitan Substansi dengan Mata Pelatihan ANEKA 

Dalarn memperkenalkan rumah di situs Puspanlak UU dan bagaimana aksesnya rnelalui Portal 
Seijen DPR, dilakukan dengan rapat koordinasi dengan se]uruh analis hukum Puspanlak UU. 
Hal mi mencerminkan nilai Akuntabilitas dengan nilai dasar kepercayaan, nilai Nasionalisme 
dengan nilai dasar menunjukkan sikap rela berkorban derni kepentingan bangsa dan negara, 
nilai Etika Publik dengan nilai dasar menghargai kornunikasi dan kerjasarna, nilai Komitrnen 
Mutu dengan nilai dasar upaya perbaikan secara herkelanjutan, dan nilai Anti Korupsi dengan 
nilai dasar berani. 

Akuntabijjtas 

Kepercayaan diberikan dari atasan unluk berkoordinasi secara Iangsung dengan analis 
hukum lain agar penvampaian berlangsung dua arah tanpa ada yang terlewat. 
Nasionalisme 
Dalam pengerjaan kegiatan mi kedepannya diharapkan dapat dilakukan secara bersama-sama 
sebagai program Puspanlak UU. 
Etika Publik 

Dalarn membuat undangan harus herkoordinasi terlehih dahulu dengan bagian TU, dan 
mengirinikan undangan sebagai bagian etika organisasi. 
Komitmen Mutu 

Komitmen Mutu dengan menjaga kualitas secara hersama-sama dengan nienjelaskan tahap 
demi tahap secara detail. 
Berani 

Berani dalam rnenyiapkan kegiatan mi sebagai program bersama Puspaniak VU. 

Uraian Kontribusi Terhadap Visi Misi Organisasi 

Dalam memberikan dukungan keah]ian kepada DPR RI, melakukan rapat koordinasi yang 
meniperkenalkan kegiatan mi sebagai program baru Puspanlak VU mencerminkan penguatan 
lembaga Puspanlak UU dalam meniberikan dukungan fungsi pengawasan kepada DPR RI, dan 
membenikan kualitas dalam penanganan perkara pengujian undang-undang terhadap UUD 
Tahun 1945 yang profesional, tepat waktu akuntahel, dan sesuai ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

Uraian Penguatan Terhadap Ni]ai Organ isasi 

Dalam kegiatan mi, penguatan yang diberikan terhadap nilai organisasi adalah: 
1. Andal 

Kegiatan mi diharapkan dapat menjadi program baru yang dapat meningkatkan kinerja 
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Setjcn dan BK DPR RI. 
2 Transparan 

Setjen dan BK DPR Ri sebagai Jembaga negara harus transparan dalarn rnenyajikan data 

secara lengkap. 
3. Akuntabel 

Rapat koordinasi mi diharapkan dapat dikerjakan secara hersarna-sama agar data yang 

disaikan dapat semakin lengkap.  
Kendala Dalam Aktualisasi 

Kendala yang dihadapi adalah arahan atasan untuk mengganti narna "rapat sosialisasi m ' enjadi 

"rapat koordinasi", serta padatnya volume kerja sehingga jadwal rapat koordinasi menjadi 

mundur. 

Mengganti agenda "rapat sosialisasi" menjadi "rapat koordinasi", dan memundurkan jadwal 
pada waktu yang lehih rnemungkinkan agar dapat dihadiri oleh semua analis hukum Puspanlak 

UU.  
DanipakJika Kegiatan Tidak Dilakukan Berdasarkan ANEKA 

Dampak yang terjadi jika kegiatan lidak dilakukan herdasarkan ANEKA adalah tidak 

berjalannya kegiatan mi sebagai program bersama Puspanlak UIJ dan kualitas produk yang 

dihasilkan menjadi tidak optimal. 
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BAB VI 

PENUTUP 

Kesimpulan 

Kcgiatan aktualisasi mi terdiri dart 6 kegiatan yang masing-rnasing tahapan 

kegiatannya telah dilaksanakan sejak tanggal I Juni hingga 12 September 2018. Kegiatan mi 

menghasilkan output berupa produk digital pasal/ayat undang-undang yang dibatalkan 

Putusan MK yang dilakukan input dokumen melalui aplikasi di Portal Setjen DPR RI dan 

dapat diakses dan diunduh secara hehas di website \v.puspanlakuu.dpr.go.id . 

Secara umum kegiatan berjalan dengan lancar sesuai perencanaan, hanya beberapa hal 

yang perlu disesuaikan dengan arahan atasan dan perubahan jadwal l.egiatan dikarenakaii 

terdapat hal-hal situasional yang harus segera dikerjakan. Pelaksanaan kegiatan dilakukan 

dengan berlandaskan pada lima nilai-nilai dasar ASN yang terdiri dart Akuntabilitas, 

Nasionalisme, Etika Publik Komitmen Mutu, dan Anti Korupsi (ANEKA). 

Saran 

Kegiatan mi merupakan inovasi dalam pengembangan penanganan perkara MK, 

sehingga apabila ditetapkan menjadi salah satu program unggulan Puspanlak 1JU maka 

disarankan untuk dibentuk kelompok kerja dikarenakan meinbutuhkan ketehtian dan 

pencanian data dalam pengerjaannya. Selanjutnya dan pengerjaan yang manual, sebaiknya 

mulai dibangun sistern aplikasi sehingga proses input data mudah dilakukan setiap kali ada 

Putusan MK yang baru. Sebagai pelengkap data, sebaiknya ditamhahkan mesin penghitung 

sudah berapa kali dokumen-dokumen tersebut telah diunduh oleh pengguna untuk dapat 

melihat efektivitas kegiatan mi. 

Kegiatan aktuali sasi yang tel ah di laksanakan mi, diharapkan niarnpu memberikan 

kontnibusi bagi visi misi organisasi serta kontnibusi terhadap pengutan nilai organisasi 

Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI. Besar harapan program yang telah 

dibangun dapat dilanjutkan secara berkesinambungan dan senantiasa selalu berlandaskan 

pada nilai-nilai dasar ANEKA sehingga menjadikan ASN mampu memberikan pelayanan 

publik yang profesional. 
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DAFTAR PUSTAKA 

Buku 

Lembaga Administrasi Negara. 201 5. Akivalivasi Modul J'endidikan Dun I-c-iuIiIian 

Prajuhatan Golongan III. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara. 

Peraturan Perundang-undangan 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahuri 1945 

Undang-ljndang Nornor 39 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 

sebagairnana telah diuhah terakhir dengan Undang-Undang Nornor 20 Tahun 2001 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan 

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara 

Undang-LJndang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan 
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
sebagairnana telah diuhali Ierakhir ctengan Undang-Undang Nornor 2 Tahun 201 S 

Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2015 tentang Sekretariat Jenderal dati Badan Keah!ian 
DPR RI 

Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib 

Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Noinor 25 Tahun 2017 tentang Pedonian 
Penyelenggaraan Pelatihan Dasar CPNS Golongan 111 

Keputusan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 539/SEKJENI2016 tentang Perubahan Atas 

Keputusan Sekretaris Jenderal DPR RI Nornor I 266/SEKJEN/20 14 tentang Penetapan 
Rencana Strategis Sekretariat Jenderal DPR RI Tahun 201 5-2019 

42 



9/24/2018 

K 
4 

Digitalisasi Pasal/Ayat Undang- 
Undang Yang Dibatalkan Melalui 
Putusan Mahkamaii Konstitusi 

Reza Azhari, SF1., LL.1. 

NIP. 198807182018012001 

PROFIL ORGANISASI 

Badan. 
, Keahlian 

Baclan Keahuian 
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Pusat Pemantauan 
T Pelaksanaan Undang-Undang t.• 

02 

: 

	

L)ukungn 	I 	• 
Ah 

	

Fungsi 	 q% 	 I 

	

Pengawasari 	/ 
oleh 

	

Puspanlak 	- 
Wi 

MM  
, 

Mwwwgft 	 Tupoksi Analis Hukum 
.1=1 

Analis 
database 

Hukum -  perkara h 1 
Menyusun 	':::' putusanMK, 
laporan 	 serta databs 

pemantauan 	 Undang- 

pelaksanaaaUU Q 	0 

	

2 	
rieia-uan 

	

Menyusun laporan 	 pendampingan 

	

pemantauan terkait 	 Tim Kuasa DPR 
peraturan 	 0 	Rt & menghadiri 

	

pe[aksanaan VU 	 3 	 sidan outusan 
Menyusun keterangin atas perkan pengujian VU 
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GAP ANALYSIS 
IL 

Existing 0̂ 
Manual Database 	v' Digital Publication 

Belum terintegrasi 
	

V 1 Dokumen KodifIkasi 

F 

SWOT 
	

ANALYSIS 

. DPR RI memiliki fungsi legislasi dalam 

membentuk dn mengubah UU. 

.Puspanlak VU menjadi pusat database 

putusanMlKdiDPRRl 

Tersedianya website Puspanlak UTJ yano 

dapat diakses langaung oleh masyarakat. 

• Masyarakal membutuhkan data VU yang 

telah dibatalkan oleh Putusan MK. 

• Keserupatan memberikanpeloyanan 

intbrmasi terbaru terkaitUTJ yang 

dibatalkan Putusan MK menjadi Iebih 

efcktifdzui efisien. 

• lidak adanya asrana peiidukung berupa 

aplikasi khusus untuk memasukkau data 

Putusan MK ke daiazn UI]. 

• Tidak adanya VU di JDJH dalam bentuk 

tile word, sehingga rnembutthkan usaha 

untuk konversi dokumen. 

• TindaklanjutPutusanMKmeiijadi IJIJ 

perubahan mentpakanwilayah pohtik 

hukum DPR RI yang hingga kini belum 

ditindaldanjuti rnelalui pengesahan VU 

perubahan. 
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ISSUE 

• Belum optimalnya penyajian UU pasca Putusan Mkyang 
menyebabkan pelayanan publik menjadi kurarig efektif 
danefisien 

• Mengolah dan menginput Putusan MK ke dalam 1 

	

$ 	

dokumen yang memadukan antara WI organik dengan 
Putusan MK, dan juga menampilkan di website Puspanlak 
UU agar dapat diunduti secara bebas oleh ariggota DPR RI, 

	

j: 	pegawai di lingkungan Setjen dan BK DPR RI serta 
masyarakatluas. 

WAKTU PELAKSANAAN ( ; 

Putusan MK tahun 2001- 

	

M:\ Lihun 2018 	 2018 di website Puspanlak 

	

'anI< (JU 	 uu 

6Bu!an  

ilk 

Permanen 

3Bu!n 	"1 	ITahun 

Puusan MK tahun 2010-2018 di 

wbite PuspinIk UIJ 

ru 
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KEG LATAN 1 TERLAI{SANA 

Fl—, 1—enclusuri putusan 	 - 	- 
MKselarna 2018 	 -- 	 DokumenPutusan 
Merigidentiflkasijeni.s 	 - 	 MKdproteksi 
putusanyang 	 sehinggaketik 
dihasilkaii 	 manual 
Mendata amar putusa 	. 	. 
ku dalain satu 

dokumen 	

-- Mengumpuikan  

Konversi 

at 

 

2018 
____ 	 Tidak validnyn data _______ 	- 	1 - 	Putusan MKyang 

dilakukan nput 
dikarenakan 

her Lrnbrr hukn 

dail s nbc r primer.  

OUTPUT KEGIATAN 1 of 

t 	 T.%JIAPN 2 

'""'" 3 



Mengubah bentuk 

dokumen LJU dan 

.pdf menjadi.doc 

Mengumpulkan IJU 
orgarnk terkatt den 
IDIHDPR 
Mengkonversl file UU 	-. 
organikdaripdf 
nienjadi .doc 
menggwiakan Adobe 
Acrobat DC 

Akuntabilitas 
Komitmen Mutu 

ulI 

Aplikasi Adobe 

Uninstall 

antivirus 

Tidakvalidnya data 
karena bukan dan 
sumber primer, dan 
tidak ada perbaikan 

____ ______ berkeIauutanjtka  

9/24/2018 

OUTPUT KEGIATAN 1 

Contoh Putusan MK 

F 	k. 

KEGIATAN 2: TERLAKSANA 



9/24/2018 

OUTPUT KEGIATAN 2 

\.1J' \ I 

Kumpu!an UU OrganikTerkait 

- 	 - - 

- LL. LII. L1J 

E 	iII- 

r\IE I'.\ 2 

Dokumen UU Organik Terkait Dalam Bentuk 

Word 

L 

-, : --------.- 

W. 

- KEG IATAN 3 '  TERLAKSANA 
1. Memberi tanda pada 	 - 

perubahan 
[ 	 l 	

untukmengubah: 

aanamar  

Putusan MIC ke 	 2. Lampiran 

dalarncatatan pasat 	 . 	. 	 Pertimbangan 

yang diputus 	
-

Hakim 

3. Mernasukkan 
pertirnbangan 	- 	Mengt riput data  
hukum aras pasal 	 Putusari MM ke 	 i. t1bah 
yang dibatatkan  dalamdokumen 	 judul 

barupernomorUtJ 	 2. Mengiihah 

Akuntabilitas 	 ---------- ----- ------- 

la  
mpiran 

Komitmen Mutu 

Masyarakat masih 
meaggunakan UU ash 

sehinggadapat 
ne nyebabkan 

rnmgamhiIdasar 
hukum 
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OUTPUTKEGIATAN3 

1\II P\  I 	 I\!I i'\ 

Dokumen UU dengan tanda pasal/ayatyang 	Dokurnen UU dengan catatan amar Putusan 

dibatalkan Putusan MK 	 MK 

• - - * 

F-----.  

----I-- 

- OUTPUT KEGIATAN 3 

Konsultasi dengan Kepala Puspanlak tru dan Mentor 

AIL 
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, KEGIATAN 4: TERLAKSANA 

Mndata UU yang  
telahdtlakukan .. 

10  

Iput putusan MK 
Mengurutkan UU 	 II 
yang telah diinput 
berdasarkan tahun 
putilsan 	 ii -  -__- 

--- 

Membuatdaftar 
dokumenUUyang 

- 
telah di input 
PutusanMK 

Akuntabilitas 
Konuitmen Mutu  

ITidakada kendala 

aw", 

] 

Tidakada 

Berkurangnya 
kepuasan masynrakat 
akihat kesalahan 
dalam penyampaian 
laporan, karena 
niernuat data yang 

tidak iengkap. 

OUTPUT KEGIATAN 4 
,J 

TMAPAN 1 	 2 
Folder kumpulan UU yang telah di input 

Putusan MK 

taegtssieS1hun2t57tasur 	5eigaAtas 'sniLan1 

tnzrb Tss 15t3 crirgXetasuas Ussn nrau tira?epaiJka 

I 	d 	wIn Pon.sr4T±il Zte47zMi 	b4s ?ntIamil Simpanje 

3. Ug- 24Tlsn 3aI3asag'tilaaI s5ri 

S 	nUdsr4i*iur2 Tabs 2Oi3sntiratid -tiag 

aur 17 labs 2015 astaa5 *Us usaaraan Rei. Deen 

birlat Dman P'eablan Daen.thn tean?raabha ia~ya1taah 

. Udwg Undaglamar,Tahup. 2557 tinnilihrnIbius 

SIIdaeg 

7 	 j hu.  

- 

J' 1 
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OUTPUT KEGIATAN 4 

DoLuinentasi Kegiattn 4 

1. Koordinasi dengan TU 
untukmenjadwalkan 

2 mprnrthtiaMdengan 

KEG IATAN 5 TERLAKSANA) BDTI 

rapat dun prosedur 
manual yang ukan 	 - 	- .--- - 
dirapatkan 

3. Rapatkoordinasi dengan 	 .. 	 &Aplikasi gagal dalani
BOIl untuk meinbuat nghapus dan 
halaman khususdi 	 mperbaharui 
weboiteterkaitpenyajian 	 kumen 
UUyungtelah

dimasukkan putusan MK
4. Mengunggahdolcumen k 	- 	Selatu 

yangtelahdiinputke 	 berkoordinasi 
wehsitePuspanlakUU J 	-.• 	 MempubUkasikan 	- 	 dgBDTt setiap 

S. Memperbaharw 	....... - 	dokumen yang telab 	 I - 	kali terdapat 
dokumen UU secara 	 ke'a Ian a°ar 
berkala per bulan 	' 	 di Input ke website 	

cear 
PuspanlakUU 	 tertangani 

Nasionalisme 

Etika Publik 
Komitmen Mutu 	 - 
Anti Korupsi 

Kualitas publikasi yang 

tidak optimal dan 

pengeijtlan yang tidak 
sesuai target waktu. 
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Jinin BD1 

\P%..N 4: I.dporan Sin,kat 
I:j - ................ 
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OUTPUT KEGIATAN 5 

TIIAP..\ 2: Pnter Rjrii 

Li 
- 

TAJI.-\P. 	5: t.nzgahn D'kiinicii 

1—.-- 

T\ftkP\ 3: Abiici 

OUTPUT KEGIATAN 5 

Dokumentasi Rapat Koordinasi dengan BDT 
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KEGIATAN 6: TERLAKSANA , 
I. KoordinasldenganlU 

untuk j  dwal rapat  

koordi nasi dg anal is 	 >Asahanatasan 
hukum. 

	 untuk menggantl 
Menyiapkan substansi I 	rapat 
bahan rapat koordmasi 	 sosiaiisasr 
dan prosedur manual. 	 rnenjadi"rapat 
Koordinasi dengan TU 	 koordinasi' 
tcrkatabsensirapat 	 > Padatnya volume 

. 	 Ivlelakukan rapat 	 )adwalrnundur 
sIflkaPebahasaj 	

-- 	 koordinasiterhadap 	__________ 

	

4f pubhkasidokumen 	
at 

	

secara internal 	 V Memundurkan 
Akuntabilitas — ladwal 
Nasionalisme 

Komitmen Mutu 	 7 . 	 Tniakberjalannya 

[ti Korupsi kegiatan 1w sebagai 

program bersama 
Puspanlak LW dan 
kualitasprodukyang 

tLdak optimal. 

- 	OUTPUT KEGIATAN 6 
,44 

I 
I: (Jndanean 01)11 
	

TWAPAN 2: Pornter Rapat 
	

TI-I.PN 3: Ahensi 

rii.PN 4: Laporan Singkai 	T\ILP.\ 5: IJnggahan I)oktimen 
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OUTPUT KEGIATAN 6 4 

Dokumentasi Rapat Koordinasi dengan Seluruh Analis Hukum 

77= 

- _ 

_g. 	 4. 
 Membuat  

2. Mengubah 	dafter 	 6. Melakukan 
bentukdokutnen 	dokurnen 	 sosialisasiterhadap 
UU dari.pdf 	UU yang 	 pubilkasi dokunien 
menjadi .doc 	telah 	 secara internal 

diinput 

1. Mengunspuikan 	3. Menginput 	5. Mempublikasikan 7. Penituatan 
data Putusan MK 	I data putusan 	dokumen yang reich 	Laporan 
terkaitpengi.jjian 	j MKkedalarn 	diinputke website 	Aktualisasi 
UU selarna tahun 	dokumen 	puspaniak UU 
2018 	 barn per 	 - 

nornorUU 
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- 	KESIMPULAN DAN SARAN L 

KEimpu1an 	 Sarr 

D I Secara umum 6 kegiatan yang v Dibentuk kelompak kerja 

dilaksanakan selak tanggal 1 Juni-12 	 jika dttetapkan menjadi 

September2018 semua TERLAKSANA. 	 program Puspanlak UU. 

• Output berupa produk digital 

pasal/ayat undang-undang yang 
dibaLilkan Putusan MKyangdilakukan 

inpot dokumen melaiw aplikasi di 

Portal Set;en DPR RI dan dapat diakses 
dan diunduh secara bebas di website 
www.puspanIakuu.dpr.o.id. 

• Penyesuaian jadwal kegiatan dan 
beberapa penggunaan nomenklatur. 

va 

MM  

'Pembangunan sistem 
aplikasi untuk memudahkan 

inputdata setiapada 
Putusan MM baru. 

'Penambahan mesin 
penghitung uriduhan sebagai 
pelengkap data, untuk 
meliha t efektivitas kegiata n 

mi. 
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KARTU BIMBINGAN AKTUALISASI MENTOR 

Nama : 	Reza Azhari, S.H., LLM. 
NIP : 	198807182018012001 
Unit Kerja : 	Pusat Pernantauan Pelaksanaan Iindang-Undang 
Jabatan : 	Analis 1-lukum 
Isu Pasal/ayat undang-undang yang dibatalkan melalui Putusan MK 

belurn ditindakianjuti melalui perubahan undang-undang sehingga 
meni rnbu I kan kerancuan di masyarakat 

Gagasan : 	Digitalisasi pasal/ayat undang-undang yang dibatalkan me[alui 
putusan mali kamah konstitusi 

Kegiatan I: Mengumpulkan Data Putusan MK Terkait Pengujian UU Selama Tahun 2018 

Penyelesa ian Kegiatan Catatan Mentor Ta nggal/ 
Paraf Mentor 

Tahapan Kegiatan: V 1 i 	2c 
Menelusuri putusan MK 
selama 2018 4- 
Men gidentifikasi jenis 
putusan yang dihasilkan 
Mendata amar putusan ke 
dalam satu dokurnen 

Output Kegiatan Terhadap 
Pemecahan Isu: 

Folder kumpulan Putusan 
MK tahun 2108 

Pern I lahan dokurnen PLItLLsan 
MK yang dikahulkan 
selurulinya atau tafsiran 
bersyarattahun 2018 
Dokurnen berisi amar 
putusan tahun 2018 

Keterkaitan Substansi Mata 
Pela tiha n: 
Akuntabilitas 
Nasionalisme 
Kontribusi terhadap Tusi 
Organisasi: 
Mewujudkan kualitas 



pemberian dukungan keahlian 
kepada DPR RI dalam 
penanganan perkara perigujian 
undang-undang terhadap UUD 
Tahun 1945 yang profesional, 
tepat waktu akuntabel, dan 
sesuai ketentuan peraturan 
peru ndang-u ndan gall 

Penguatan Nilai Organisasi: 
Profes ion al 
Transparan 
Akuntabel 



KARTU BIMBINGAN AKTUALISASI MENTOR 

Nama 	 : 	Reza Azhari, Si-I., LL.M. 

NIP 	 : 	198807182018012001 

Unit Ketja 	 Pusat Pernantauan Pelaksanaan Undang-Undang 

Jabatan 	 : 	Analis 1-lukurn 

Isu 	 : 	Pasal/ayat undang-undang yang dibatalkan rnelalui Putusan MK 

helum ditindaklanjuti melaliti perubahan undang-undang sehingga 

meni rnbu I kan kerancuan di masyarakat 

Gagasan 	 : 	Digitalisasi pasal/ayat undang-undang yang dibatalkan melalui 

putusan rnahkarnah konstitiisi 

Kegiatan II: Mengubah Bentuk Dokumen UU dan .pdf Menjadi .doc 

- 
- 	Catatan Mentor 	 Tanggal/ 

Paraf Mentor 
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Penyelesaian Kegiatan 

Tahapan Kegiatan: 
Mengumpulkan UU organik 

terkait dari JDII-1 DPR 

Mengkonversi file UU 

organic dari pdfmenjadi 

.doc rnenggunakan Nitro Pro 

Output Kegiatan Terhadap 
Pemecahan Isu: 
I. Folder kumpulan UU 

organ 1k terkait 

2. Dokurnen UU organik terkait 
dalarn hentuk .doc 

Keterkaitan Substansi Mata 
Pelatiha n: 
Akuntabilitas 

Kornitmen Mutu 

Kontribusi terhadap Tusi 
Organisasi: 
Mewujudkan kualitas 

pemberian dukungan keah I ian 

kepada DPR RI dalam 

penanganan perkara pengujian 
undang-undang terhadap UUD 



NRITahun 1945 yang 
profesional, tepat wakw 
akuntabel, dan sesuai ketentuan 
peraturan perundang-undangan 

Penguatan Nilai Organisasi: 

Pro fes ion a! 
A ku ntabel 



KARTU BIMBINGAN AKTUALISASI MENTOR 

Nama 	 : 	Reza Azhari, SR., LL.M. 

NIP 	 : 	198807182018012001 

Unit Kcrja 	 : 	Pusat Pemantauan Pelaksanaan Iindang-IJndang 

Jabatan 	 Analis HLIkULTI 

Isu 	 Pasallayat undang-undang yang dibatalkan rnelaLui Putusan MK 

belurn ditindak]anjuti melalui perubahan undang-undang sehingga 

mciii mbul kan kerancuan di masyarakat 

Gagasan 	 Digitalisasi pasal/ayat undang-undang yang dibatalkan melalui 

putusan mahkamah konstitusi 

Kegiatan III: Menginput Data Putusan MK ke dalam Dokumen Baru Per Nomor UU 

Penyelesaian Kegiatan 

TahapanKegiatan: 
I. Memberi tanda pada pasal 

yang mengalami perubahan 
Mernasukkan amar putusan 

MK ke dalarn catatan pasal 

yang diputus 

Memasukkan pertimbangan 

hakim atas pasal yang diubah 

Output Kegiatan Terhadap 
Pemecahan Isu: 

Dokurnen UU yang telah 
diberi tanda pasal yang diubah 
oleh putusan MK 

Dokurnen UU yang telah 
dimasukkan catatan arnar 

putusan MK 

Keterkaitan Substansi Mata 
Pelatihan: 
Akuntabilitas 

Kornitmen Mutu 

Kontribusi terliadap Tusi 
Organisasi: 
Mewujudkan kualitas 

Catatan Mentor 	 Tanggal/ 
Paraf Mentor 
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pemberian dukungan keablian 
kepada DPR RI dalam 
penanganan perkara pengujian 
undang-undang terhadap UUD 
NRI Tahun 1945 yang 
profesional, tepat waktu 
akuntabel, dan sesual ketentuan 
peraturan peru ndang-undangan 

Penguatan Nilai Organisasi: 
Pro f'esional 
Akuntabel 



KARTU BIMBINGAN AKTUALISASI MENTOR 

Narna 	 : 	Reza Azhari, S.H., LL.M. 

NIP 	 : 	198807182018012001 

Unit Kerja 	 : 	Pusat Pemantauan Pe!aksanaan Undang-Uiidang 

Jabatan 	 Analis Hukum 

Isu 	 : 	Pasal/ayat undang-undang yang dibatalkan melalui Putusan MK 
belurn ditindaklanjuti melalul perubahan undang-undang sehingga 

men i mbulkan kerancuan di masyarakat 

Gagasan 	 : 	Digitalisasi pasal/ayat undang-undang yang dibatalkan mela!ui 

putusan mahkamah konstitusi 

Kegiatan IV: Membuat Daftar Dokumen UU yang Telah Diinput 

Penyelesaian Kegiatan 

Tahapan Kegiatan: 
I. Mendata UU yang telah 

dilakukan input putusan MK 
2. Mengurutkan UU yang telah 

diinput berdasarkan tahun 

p utusan 

Output Kegiatan Terhadap 
Peniecahan Isu: 

Daftardokurnen UU yang 

telah diheri input putusan 

MK 

Folder kumpulan UU yang 
telah di input putusarl MK 

Keterkaitan Substansi Mata 
Pelatihan: 
Akuntahi I itas 

Kornitmen Mutu 

Kontribusi terhadap Tusi 
O rga ii isasi: 
Mewujudkan kualitas 

pemberian dukungan keahlian 
kepada DPR RI dalam 

penanganan perkara pengujian 

Catatan Mentor Tanggal/ 
Paraf Mentor 
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undang-undang terhadap UUD 
NRI Tahun 1945 yang 
pro fesional, tepat waktu 
akuntabel, dan sesuai ketentuan 
peraturan perundang-undangan  

Penguatan NiIai Organisasi: 
Transparan 
A ku ntabel 



KARTU BIMBINGAN AKTUALISASI MENTOR 

Nama 	 : 	Reza Azhari, SI-I., LL.M. 
NIP 	 : 	198807182018012001 
Unit Kerja 	 Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang 
Jabatan 	 : 	Analis 1-lukurn 
Isu 	 : 	Pasal/ayat undang-undang yang dibatalkan melalui Putusan MK 

belurn ditindaklanjuti nielalui perubahan undang-undang sehingga 

menimbulkan kerancuan di masyarakat 
Gagasan 	 : 	Digitalisasi pasal/ayat undang-undang yang dibatalkan melalui 

putusan mahkamah konstitusi 

Kegiatan V: Mempublikasikan Dokumen yang Telah Diinput ke Website Puspanlak UU 

Penyelesaian Kegiatan 

Tahapati Kegiatan: 
Koordinasi dengan TV untuk 

mcnj adwal kan rapat 
koordinasi dengan BDTI 

Menyiapkan substansi rapat 

dan prosedur manual yang 

akan dirapatkan 

Rapat koordinasi dengan 
BDTI untuk membuat 

halaman khusus di website 

terkait penyajian UU yang 
telah dirnasukkan putusan 

MK 

Mengunggah dokumen yang 

telah diinput ke website 
Puspanlak VU 

Mernperbaharui dokurnen 

VU secara berkala per bulan 

Output Kegiatan Terhadap 
Pernecahan Isu: 

Undangan rapat koordinasi 

Dokumen pointer materi rapat 
Daf'tar Absensi rapat 

Catatan Mentor Tanggal/ 
Paraf Mentor 
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J~ 



Laporan Singkat liasil rapat 
Unggahan dokumen di 
website Puspanlak UU 

Keterkaitan Substansi Mata 
Pelatihan: 
Akuntabilitas 
Nasionalisme 
Etika Publik 
Kornitrrien Mutu 
Anti Korupsi 

Kontribusi terhadap Tusi 
Organisasi: 

Memperkuat kelernbagaan 
Puspanlak UU sebagai unit 
organisasi Badan Keahlian 
DPR RI dalam memberikan 
dukungan keahlian kepada 
DPR RI dalam menjalankan 
fungsi peilgawasan dan 
pemberian Keterangan DPR 
RI di persidangan Mahkamah 
Konstitusi yang profesional 
dan akuntabe!. 
Mewujudkan kualitas 
pemberian dukungan keahlian 
kepada DPR RI dalam 
penanganan perkara pengujian 
undang-undang terhadap UUD 
NRI Tahun 1945 yang 
profesional, tepat waktu 
akuntabel, dan sesuai 
ketentuan peraturan 
peru ndang-u nd angan 

Penguatan Nilai Organisasi: 
Andal 
Transparan 
Akuntabel 



KARTU BIMBENGAN AKTUALISASI MENTOR 

Nama 	 : 	Reza Azhari, S.H., LL.M. 
NP 	 : 	198807182018012001 
Unit Kerja 	 : 	Pusat Pernantauan Pelaksanaan Undaiig-Undang 
Jabatan 	 Analis Hukurn 
Isu 	 : 	Pasal/ayat undang-undang yang dibatalkan rne!aliii Putusan MK 

belum ditindaklanjuti melalui perubahan undang-undang sehingga 
meni mbulkan kerancuan di masyarakat 

Gagasan 	 : 	Digitalisasi pasal/ayat undang-undang yang dibatalkan melalui 
putusan mahkarnah koristitusi 

Kegiatan VI: Melakukan Sosialisasi Terhadap Publikasi Dokumen Secara Internal 

Pcnyelcsaian Kegiatan - 	 Catatan Mentor Tanoa1/ 
Paraf Mentor 

Tahapan Kegiatan: 
x- 

Koordinasi dengan TV untuk 
Vcc 	c : 	-ecc 	c 

menjadwa]kan rapat 

sosialisasi yang ditujukan 

kepada analis hukuni 

Menyiapkan substansi rapat 
sosialisasi dan prosedur 

manual yang akan dirapatkan 
Koordinasi dengan TV 

terkait absensi rapat 
sosialisasi 

Membuat laporan singkat 

pembahasan rapat sosialisasi. 

Output Kegiatan Terhadap 
Pemecahati Isu: 

Undangan rapat sosialisasi 
Dokumen pointer materi 

rapat sosialisasi 

Daftar Absensi rapat 
sosialisasi 

Laporan Singkat basil rapat 
sosialisasi 

Unggahan dokurnen di 
website Puspanlak VU 



Keterkaitan Substansi Mata 
Pela ti h an: 
Akuntabi I itas 
Nasionalisme 
Etika Publik 
Kornitmen Mutu 
Anti Korupsi 

Kontribusi terhadap Tusi 
Organisasi: 
Memperkuat kelernbagaan 
Puspanlak UU sebagai unit 
organisasi Badan Keahlian DPR 
RI dalam memberikan dukungan 
keahlian kepada DPR RI dalarn 
menjalankan fungsi pengawasan 
dan pemberian Keterangan DPR 
RI di persidangan Mahkamah 
Konstitusi yang pro lesional dan 
akuntabel 

Penguatan Nilai Organisasi: 
Andal 
Transparan 
Akuntabel 



Kegiatan 1: Tahapan I 

DATA SELURUH PUTUSAN MK TAL-IUN 2018 

[No. Nomor Putusan Pokok Perkara Arnar Putusan Status 

 MK  _________________ 
 44/PUU-XV/2017 Pengujian UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Menyatakan permohonan Pemohon Tidak Dapat 

Unium [Pasal 222 terhadap UUD Tahun 1945 tidak dapat diterinia Diterinia 

 53/PUU-XV/2017 Pengujian 	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 	2017 Mengabulkan permohonan Pemohon Mengabulkan 

tentang Pemilihan Umurn terhadap UUD Tahun 1945 untuk sebagian Sebagian (Ditolak) 

 66/PUU-XV/2017 Pengujian 	Undang-Undang Nomor 	7 Tahun 	2017 Mengabulkan Permohonan Pernohon Mengabulkan 

tentang Pernilihan Urnum terhadap UUD Tahun 1945 untuk sebagian Sebagian (Tidak 
_ptDjteriina) 

 61/PUU-XV/2017 Pengujian 	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 	2017 Mengabulkan Permohonan Pernohon Mengabulkan 

tentang Pemilihan Umum terhadap UUD Tahun 1945 untuk sebagian Sebagian (Ticlak 
Dapat_Diterirna) 

5, 73/PUU-XV/2017 Pengujian 	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 	2017 Meiiolak permohonan Pemohon Menolak Sebagian 

tentang Pemilihan Umum terhadap UUD Tahun 1945 sepanjang berkenaan dengan Pasal 173 (Tidak Dapat 
ayat (2) hurufb, huruf c, huruf d, huruf Diterirna) 
e, huruf f, dan hurufg Undang-Undang 
Nornor 7 Tahun 2017 tentang 
Pemilihan Urnuin  

 72/PUU-XV/2017 Pengujian 	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 	2017 Menyatakan permohonan Pernohon Tidak Dapat 

tentang Pernilihan Umuni terhadap UUD Tahun 1945 tidak dapat diterima Diterima 

 71/PUU-XV/2017 Pengujian 	Undang-Undang 	Nornor 	7 	Tahun 	2017 Menyatakan permohonan para Tidak Dapat 

tentag Pernilihan Umurn terhaclap UUD Tahun 1945 Pernohon tidak dapatditerima Diterirna 

1 	Ii a 11 a ni a [I 



Perigujian 	Undang-Unclang 	Noinor 	7 	Tahun 	2017 TidakDapat  70/PUU-XV/2017 - Menyatakan permohonan Pernohon 
tentang Pernilihan Umurn terhadap UUD Tahun 1945 tidak dapat diterima Diterima 

 67/PUU-XV/2017 Pengujian 	Undang-Undang Nornor 7 Tahun 	2017 Menyatakan permohonan Pemohon Tidak Dapat 
tentang Pemilihan Umurn terhadap UUD Tahun 1945 tidak dapat diterirna Diteriina 

 62/PUU-XV/2017 Pengujian 	Undang-Undarig Nornor 	7 	Tahun 	2017 Menyatakan ierrnolionan Pernohon Tidak Dapat 
tentang Pemiiihan Urnum terhadap UUD Tahun 1945 tidak dapat diterima Diterima 

 60/PUU-XV/2017 Petigujian 	Undang-Undang 	Nomor 	7 	Tahun 	2017 Menolak permohonan Pernohon Menolak Sebagian 
tentang Peinilihan Umurn terhadap UUD Tahun 1945 sepanjang berkenaan dengan Pasal 173 (Tidak Dapat 

ayat (2) hurufe Undang-Undang Nomor Diterirna) 
7 Tahun 2017 tentangPemilihan Unium 

 59/PUU-XV/2017 Pengujian 	Undang-Undang Nornor 7 	Tahun 	2017 Menyatakan perrnohorian Pemohon Meno]ak Sebagian 
tentang Peinilihan Urnum terhadap UUD Tahun 1945 sepanjang berkenaan clengan Pasal 222 1 	(Tidak Dapat 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Diterirna) 
tentangPeinilihan Unium  

 75/PUU-XV/2017 Pengujian 	Undang-Undang Nornor 	7 	Tahun 	2017 Menyatakan Permohonan para Tidak Dapat 
tentang Pernilihan Urnuin terhadap UUD Tahun 1945 Pernohon tidak dapat diterirna Diterirna 

 7/PUU-XV/2017 Pengujian Undang-Undang Nomor 	1 	Tahun 	1946 Menolak Perniohonan Pemohon untuk Menolak 
tentang Peraturan 	Hukum 	Pidana 	(Kitab Undang- seluruhnya. Seluruhnya 
Undang ilukurn Pidana) terhadap Undang- UUD Tahun 
1945  

 28/PUU-XV/2017 Pengujian 	Undang-Undang Nomor 	1 	Tahun 	1946 1. Pokok permohonan Pernohon Menolak Sebagian 
tentang Peraturan Hukum 	Pidana (Kitab Undang- sepanjang berkenaan dengan Pasal (Tidak Dapat 
Undang Hukum Pidana) terhadap IJUD Tahun 1945 104, Pasal 106, dan Pasa! 107 Undang- Diterinia) 

Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang 
Peraturan Hukuni Pidana (Kitab 
Undang-Undang Hukurn Pidana) tidak  
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Tdapat diterirna; 2.Menolak 
permohonan para Pemohon untuk 
selain dan selebihnya - 

 82/PUU-XV/2017 Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 1.Menyatakan permohonan Pernohon Menolak Sebagian 

tentang Pernasyarakatan terhadap UUD Tahun 1945 sepanjang berkenaan dengan Pasal 14 (Tidak Dapat 
ayat (1) huruf I Undang-Undang Nornor Diterima 
12 Tahun 1995 tentang 
Pemasyarakatan tidak dapat diterima; 
2. Menolak permohonan Pemohon 
untuk selain dan selebihnya 

 98/PUU-XV/2017 Pengujian 	Uridang-Undang Nomor 5 	Tahun 	2014 MenolakPermohonan Pernohon untuk Menolak 
tentang Aparatur Sipil Negara terhadap UUD Tahun selurulinya Scluruhnya 

1945  
 36/PUU-XV/2017 Pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Menolak permohonan pa1a Pernohon Mcnolal< 

tentang 	Majelis 	Permusyawaratan 	Rakyat, 	Dewan Seluruhnya 
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan 
Dewan 	Perwakilan 	Rakyat Daerah 	terhadap 	UUD 
Tahun 1945 

 37/PUU-XV/2017 Penguj Ian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Menyatakan permohonan Pernohon Tidak Dapat 

tentang 	Majelis 	Permusyawaratan 	Rakyat, 	Dewan tidak dapat diterirna Diterirna 
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan 
Dewan 	Perwakilan Rakyat Daerah terhadap 	UUD 
Tahun 1945 

 40/PUU-XV/2017 Pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Menyatakan permohonan para Tidak Dapat 

tentang 	Majelis 	Permusyawaratan 	Rakyat, 	Dewan Pemohon tidak dapat cliterirna Diterima 
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan 
Dewan 	Perwakilan Rakyat Daerah terhadap UUD 
Tahun 1945  
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 5/PUU-XV/2017 Pengujian Undang-UndangNornor 33 Tahun 2014 Menyatakanpermohonan Pernohon Tidak Dapat 
tenang Jaininan Produk Halal terhadap UUD Tahuii tidak dapat diterirna Diterima 
1945 

 95/PUU-XV/2017 Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Menyatakan permohonan Pernohon Tidak Dapat 
tentang 	Kornisi 	Pemberantasan 	Tindak 	Pidana tidak dapat diterima Diterima 
Korupsi terhadap UUD Tahun 1945 

 96/PUU-XV/2017 Pengujian Undang-Undang Nornor 30 Tahun 2002 Menyatakan permohonan Pemohon Tidak Dapat 
tentang 	Komisi 	Pemberantasan 	Tindak 	Pidana tidak dapat diterirna Diterima 
Konipsi terhadap UUD Tahun 1945  

 100/PUU-XV/2017 Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Menolak permohonan Pemohon untuk Tidak Dapat 
tentang Ketenagakerjaan trhadap UUD Tahun 1945 seluruhnya 	. Diterirna 

 101/PUU-XV/2017 Pengujian 	Undang-Undang 	Nornor 	5 	Tahun 	1960 Menolak permohonan Pernohon untuk Menolak 
tentang 	Peraturan 	Dasar 	Pokok-Pokok 	Agraria seluruhnya Seluruhnya 
terhadap UUD Tahun 1945  

 8/PUU-XVI/2018 pengujian Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Mengabulkan penarikan kembali Ditarik Kembali 
tentang 	Pemberantasan 	Tindak 	Pidana 	Korupsi permohonan para Pernohon 
sebagairnana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 	20 	Tahun 	2001 	tentang 	Pemberantasan 
Tindak Pidana Korupsi dan 	Kitab Undang-Undang 
1-lukurn Pidana terhadap UUD Tahun 1945 

 74/PUU-XV/2017 Pengujian 	Undaiig-Undang 	Nornor 	8 	Tahun 	1981 Menyatakan permohonan Pemohon Tidak Dapat 
tentang Ilukurn Acara Pidana terhadap UUD Tahun tidak dapat diterirna Diterima 
1945 

 91/PUU-XV/2017 Pengujian 	Undang-Undang Nomor 8 Tahun 	1999 Menolak permohonan Pernohon untuk Menolak 
tentangPerlindungan Konsurnen terhadap UUD Tahun  Seluruhnya 
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1945 seluruhnya 

 7/PUU-XVI/2018 Pengujian Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Menolakpermohonan Pernohon untuk Menolak 
tentang 	Pemberantasan 	Tiiidak 	Pidana 	Korupsi seluruhnya Seluruhnya 
sebagairnana telah diubah dengan Undang-Undang 
Noinor 	20 	Tahun 	2001 	tentang 	Perubahan 	Atas 
Undang-Undang 	Nomor 	31 	Tahun 	1999 	tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap UUD 
Tahun 1945 

 9/PUU-XVI/2018 Permohonari Pengujian Undang-Undang Nomor 16 Mengabulkan permohonan penarikan Ditarik Kembali 
Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah kembali permohonan para Pemohon 
Pengganti 	Undang-Undang Nomor 2 Tahun 	2017 
tentang Pérubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 
Tahun 	2013 	tentang 	Organisasi 	Kemasyarakatari 
Menjadi Undang-Undang terhadap UUD Tahun 1945 

 11/PUU-XVI/2018 Pengujian 	Akta 	Persetujuan 	dan 	Kuasa 	berikut Menyatakari Mahkamah Konstitusi Ticlak Berwenang 
Pernyataari Kesepakatan Bersarna Nomor 06, 07, 08, tidak berwenang mengadili 
dan 09 di Bidang Waris Sebagai Undang-Undang Bagi permohonan para Pemohon 
ParaPihak terhadap UUD Tahun 1945  

 90/PUU-XV/2017 Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Menyatakan permohonan Pernohon Tidak Dapat 
tentang 	Perubahan 	Kedua 	Atas 	Undang-Undang tidak dapat diterirna Diterima 
Nornor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan 
Pemeriritah 	Pengganti 	Undang-Undang 	Nomor 	1 
Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan 
Walikota 	Menjadi 	Undang-Undang 	terhadap 	UUD 
Tahun 1945  

 46/PUU-XV/2017 Pengujian Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 Menyatakan permohonan Pemohon Tidak Dapat 
tentang Ombudsman 	Republik Indonesia terhadap tidak dapat diterima Diterima 

Undang-Undang Dasar Negara 	Republik Indonesia  
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Taliun 1945 ________ __________ ____ 
 92/PUU - XV/2017 pengujian 	Undang-Undang Nomor 8 Tahun 	1981 Menolak perniohonan para Pernohon Menolak 

tentang Ilukum Acara Pidana terhadap UUD Tahun untuk seluruhnya Se!uruhnya 
1945  

 93/PUU-XV/2017 Pengujian Undang - Undang Nornor 24 Tahun 2003 Mengabulkan permohonan para Mengabulkan 
tentang 	Mahkamah 	Konstitusi 	sebagaimana 	telah Pernohon untuk se]uruhnya Seluruhnya 
diubah dengan Undang-Undarig Nomor 8 Tahun 2011 
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nornor 24 
Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi terhadap 
UUD Tahun 1945  

 6/PUU-XV/2017 Pengujian Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Menolak permohonan para Pernohon Menolak 
tentang Perubahari Atas Undang-Undang Nornor 23 untuk seluruhnya Seluruhnya 
Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang- 
Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Gqru dan 
Dosen terhadap UUD Tahun 1945 
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 76/PUU-XV/2017 Pengujian Undang-Undang Noinor 11 Tahun 2008 Menolakpermohonan para Pemohon Menolak 
tentang 	Informasi 	dan 	Transaksi 	Elektronik untuk seluruhnya Seluruhnya 
sebagairnana 	telah diubah dengan 	Undang-Undang 
Nomor 	19 	Tahun 	2016 tentang 	Perubahan 	Atas 
Undang-Undang 	Nomor 	11 	Tahun 	2008 	tentang 
Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap UUD 
Tahun 1945 

 87/PUU-XV/2017 Pengujian lindang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Menolak permohonan Pernohon untuic Menolak 
ten tang Guru dan Dosen terhadap UUD Tahun 1945 seluruhnya. Seluruhnya 

 10/PUU-XVI/2018 Pengujian Undang-Undang Nonior 28 Tahun 2007 Menolak permohonan Pemohon untuk Menolak 
tentang 	Perubahan 	Ketiga 	Atas 	Undang-Undang selui-uhnya Scluruhnya 
Nornor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umurn dan 
Tata Cara Perpajakan dan Undang-Undang Nomor 42 
Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang- 
Undang 	Nomor 	8 	Tahun 	1983 	tentang 	Pajak 
Pertambahan 	Nilai 	Barang 	dan 	jasa 	dan 	Pajak 
Penjualan Atas Barang Mewah terhadap UUD Tahun 
1945  

40 10/PUU-XV/2017 Pengujian Undang-Uiidang Nomor 29 Tahun 2004 Mengabulkan permohonan para Mengabulkan 
tentang 	Praktik 	Kedokteran 	dan 	Undang-Undang Pernohon untuk sebagia n Sebagian (Ditolak) 
Nomor 	20 	Tahun 	2013 	tentang 	Pendidikan 
Kedokteran terhadap UUD Tahun 1945  
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 63/PUU-XV/2017 Pengujian Undang-Undang Nornor 28 Tahun 2007 Mengabuilcan permohonan Pemohon Mengabulkan 
tentang 	Perubahan 	Ketiga 	Atas 	Undang-Undang untuk sebagian Sebagian (Ditolak) 
Nornor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan 

- Tata 	Cara 	Perpajakan 	sebagairnana 	telah 	diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nornor 16 Tahun 
2009 	tentang 	Penetapan 	Peraturan 	Pernei'intah 
Pengganti Undang-Undang Nomor 5 	Tahun 	2008 
tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang 
Nornor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Urnum dan 
Tata 	Cara 	Perpajakan 	Menjadi 	Undang-Undang 
terhadap UUD Tahun 1945  

 88/PUU-XV/2017 Pengujian Undang-Undang Nornor 34 Tahun 1964 Menolak permohonan Pemohon untuic Menolak 
tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Lalu seluruhnya Seluruhnya 
Lintas Jalan terhadap UUD Tahun 1945  

 99/PUU-XV/2017 pengujian 	Undang-Undang Nomor 3 	Tahun 	2006 Menyatakan permohonan Pemohon Tidak Dapat 
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nornor 7 tidak dapat diterirna Diterima 
Tahun 1989 tentang Peradilan Agarna sebagairnana 
telah diuhah terakhir dengan Undang-Undang Nornor 
50 	Tahun 	2009 	tentang 	Perubahan 	Kedua 	Atas 
Undang-Undang 	Nomor 	7 	Tahun 	1989 	tentang 
Peradilan Agama terhadap UUD Tahun 1915  

 20/PUU-XVI/2018 Pengujian 	Undang-Undang 	Nornor 	7 	Tahun 	2017 Menyatakan permohonan Pemohon Tidak Dapat 
tentang Pemilihan Urnurn terhadap UUD Tahun 1945 tidak dapat cliterima Diterima 

 77/PUU-XV/2017 Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Menolak permohonan Pemohon Menolak 
tentang Administrasi 	Pernerintahan 	terhadap 	UUD untuk selui'uhnya Seluruhnya 
Tahun 1945 

 84/PUU-XV/2017 Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 	2008 Menyatakan permolionari Pemohon Ticlak Dapat 
tentang Partai Politik dan Undang-Undang Nornor 2 ticlak dapat diterima Ditcrima 
Taliun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang  
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Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik terhadap 
UUD Tahun 1945  

 102/PUU-XV/2017 Pengujian 	Undang-Undang 	Nornor 	9 	Tahun Menolak permohonan Pernohon untuk Menolak 
201 7tcntang 	Penetapan 	Peraturari 	Pernerintah seluruhnya Seluruhnya 
Pengganti 	Undang-Undang Nomor 	1 	Tahun 	2017 
tentang 	Akses 	Informasi 	Keuangan 	Untuk 
Kepentingan 	Perpajakan 	Menjadi 	Undang-Undang 
terhadap UUD Tahun 1945  

 3/PUU-XVJ/2018 Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 Menolak permohonan para Pemohon Menolak 
tentang Pajak Burni dan Bangunan sebagairnana telah untuk seluruhnya Seluruhnya 
diubah dengan Undang-Undang Nornor 12 Tahun 
1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nornor 
12 Taliun 1985 tentang Pajak Burni dan Bangunan 
trhadap UUD Tahun 1945 

 32/PUU-XVI/2018 Pengujian 	Undang-Undang Nornor 7 Tahun 	2016 Menyatakan permohonan Pernohon Tidak Dapat 
tentang Perlindungan dan 	Pemberdayaan 	Nelayan, tidak dapat diterirna Diterirna 
Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam terhadap 
UUD Tahun 1945  

 57/PUU-XV/2017 Petigujian 	Undang-Undang Nomor 8 	Tahun 	2011 Menyatakan Pokokpermohonan MeiiolakSehagian 
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Pemohon sepanjang berkenaan dengan (Tidak Dapat 
Tahun 2003 tentang Mahkarnah Konstitusi terhadap Pasal 59 ayat (2) Undang-Undang Diterirna) 
UUD Tahun 1945 Nornor 8 Tahun 2011 tentang 

Perubahan Atas Undang-Undang 
Nomor 24 Tahun 2003 tentang 
Mahkamah Kotistitusi tidak dapat 
di terima 

 68/PUU-XV/2017 Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Mengabulkan permohonan para Mengabulkan 
tentang Sistern Peradilan Pidana Anak terhadap UUD Pernohon Seluruhnya 
Tahun 1945 
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 4/PUU-XVI/2018 Pengujian 	Undang-Undarig 	Nomor 	8 	Tahun 	1981 L Menolak permohonan Pernohonuntuk Menolak 
tentang Hukum Acara Pidana terhadap UUD Tahun seluruhnya Seluruhnya 
1945  

 19/PUU-XVI/2018 Pengujian Undang Undang Nornor 12 Tahun 1985 Menolak permohonan Pemohon untuk Menolak 
tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagairnana telah seluruhnya Seluruhnya 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 
1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 
12 Tahuri 1985 tentang Pajak Burni dan Bangunan 
terliadap UUD Tahun 1945  

 33/PUU-XVI/2018 Pengujian 	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 	2017 Menyatakan permohonan iara Tidak Dapat 
tentang Pernilihan Urnurn terhadap UUD Tahun 1945 Pemohon tidak dapat diterima Diterirna 

 78/PUU-XV/2017 Pengujian Undaiig-Undang Nomor 14 Tahun 2002 Menyatakan permohonan Pernohon Tidak Dapat 
tentang Pengadilan Pajak terhadap UUD Tahun 1945 tidak dapat diterirna Diterirna 

 97/PUU-XV/2017 Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Menolakpermohonan para Pemohon Menolak 
tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap UUD untuk seluruhnya Seluruhnya 
Tahun 1945  

 6/PIJU-XVI/2018 Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Menolak permohonan para Pernohon Menolak 
tentang Ketenagakerjaan terhadap UUD Tahun 1945 untuk seluruhnya Seluruhnya 

 12/PUU-XVI/2018 Pengujian Undang-Undang Nornoi -  19 Tahun 2003 Menolak permohonan para Pemohon Menolak 
tentang Badan Usaha Milik Negara terhadap UUD untuk seluruhnya Seluruhnya 
Tahun 1945  

 43/PUU-XVI/2018 Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Mengabulkan penarikan kembali Ditarik Kembali 
tentang 	Perubahan 	Kedua 	Atas 	Undang-Undang permohonan Peniohon 
Nomor 1 Tahun 2015 teritang Penetapan Peraturan 
Penierintah 	Pengganti 	Undang-Undang 	Nornor 	1 
Tahun 2014 tentang Pernilihan Gubernur, Bupati, dan 
Walikota 	Menjadi 	Undang-Undang 	terhadap 	UUD 
Tahun 1945  

 44/PUU-XVJ/2018 Nornor 	2 	Tahun 	2017 Mengabulkan penarikan kembali Ditarik Kembali 
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tentangjasa Koristruksi terhadap UUD Tahun 1945 permohotian para Pernohon 

 36/PUU-XVI/2018 Pengujiati 	Undang-Undang 	Nonior 	7 	Tahun 	2017 Menyatakan perniohonan para Tidak Dapat 
tentang Pernilihan Umum terhadap UUD Tahun 1945 Pemohon tidak dapat diterirna Diterima 

 40/PUU-XVI/2018 Pengujian 	Undang-Undang Nornor 	7 	Tahun 	2017 Menyatakan permohonan para Ticlak Dapat 
tentang Pernilihan Urnum terhadap UUD Tahun 1945 Pernohon tidak dapat diterima Diterima 

 41/PUU-XVI/2018 Pengujian Undang-Undang Nomoi -  22 Tahun 2009 Menolakperrnohonan para Pernohon Menolak 
tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap UUD untuk seluruhiiya Seluruhnya 
Tahun 1945  

 42/PUU-XVI/2018 Pengujian Undarig-Undang Nornor 13 Tahun 2003 Menyatakan permohonan Pemohon Tidak Dapat 
tentang Ketenagakerjaan terhadap UUD Tahun 1945 tidak dapat diterirna Diterima 

 16/PUU-XVI/2018 Pengujiari 	Undang-Undang 	Nornor 	2 	Tahun 	2018 Mengabulkan permohonan para Mengabulkan 
tentang 	Perubahan 	Kedua 	Atas 	Undang-Undang Pernohon untuk sebagian Sebagian (Ditolak) 
Nomor 	17 	Tahun 	2014 	tentang 	Majelis 
Pe rrnusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, 
Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan 

UUD Tahun 1945  
 17/PUU-XVI/2018 Pengujian 	Undang-Undang 	Nornor 2 	Tahun 	2018 Menyatakan pernio1ioiaii Pemohon Tidak Dapat 

tentang 	Perubahan 	kedua 	Atas 	Undang-Undang tidak dapat diterirna Diterima 
Nornor 	17 	Tahun 	2014 	tentang 	Majelis 
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, 
Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan 
RakyDaerah terhadap UUD Tahun 1945  

 18/PUU-XVI/2018 Pengujian 	Undang-Undang 	Nornor 	2 	Tahun 	2018 Menyatakan permohonan para Tidak Dapat 
tentang 	Perubahan 	Kedua 	Atas 	Undang-Undang Pernohon tidak dapat diterima Diterinia 
Nomor 	17 	Tahun 	2014 	Tentang 	Majelis 
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, 
Dewan Perwakilari Daerah, dan Dewan Perwakilan 
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Daerah terhadap UUDTahun 1945 
 21/PUU-XVI/2018 Pengujian 	Undang-Undang 	Nornor 	2 	Tahun 	2018 1 Menyatakan permohonan Pemohon Tidak Dapat 

tentang 	Perubahan 	Kedua 	Atas 	Undang-Uiidang tidak dapat diterirna Diterirna 

Nomor 	17 	Tahun 	2014 	tentang 	Majelis 
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, 
Dewan Perwakilan Daerali, dan Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah terhadap UUD Tahun 1945  

 25/PUU-XVI/2018 Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 Menyatakan permohonan para Tidak Dapat 

tentang 	Perubahan 	Kedua 	Atas 	Undang-Undang Pernohon tidak dapat diterirna Diterirna 

Nornor 	17 	Tahun 	2014 	tentang 	Majelis 
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakya t, 
Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan 
RakyatDaerah terhadap UUD Tahun 1945  

 26/PUU-XVI/2018 pengujian 	Undang-Undang 	Nornor 2 	Tahun 	2018 Menyatakan permohonan para Tidak Dipat 

tentang 	Perubahan 	Kedua 	Atas 	Undang-Undang Pemohon tidak dapat diterirna Diterirna 

Nomor 	17 	Tahun 	2014 	tentang 	Majelis 
Pe rrnusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Ra kyat, 
Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah terhadap UUD Tahun 1945 

 28/PUU-XVI/2018 Pengujian 	Undang-Undang Nomor 2 Tahun 	2018 Menyatakan permohonan para Tidak Dapat 

tentang 	Perubahan 	Kedua 	Atas 	Undang-Undang Pemohon tidak dapat cliterima Diterima 

Nomor 	17 	Tahun 	2014 	tentang 	Majelis 
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwaki lan Rakyat, 
Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah terhadap UUD Tahun 1945 

 27/PUU-XVI/2018 Peiigujian Undang-Undang Nomor 86 Tahun 1958 Mengabuikan penarikan kembali Ditarik Kembali 

teritang Nasionalisasi 	Perusahaan-Perusahaan 	Milik permohonan Pemohon 

Belanda terhadap UUD Tahun 1945 

 37/PUU-XVI/2018 Pengujian Formil dan Materil Pasal 73 ayat (3), Pasal Mengabulkan 1)enaril<an kembali Ditarik Kembali 

122 huruf I serta Pasal 245 Undang-Undang Nornor 2 perrnohonaii pal-a Pernohon 

Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang 
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IJndang 	Nornor 	17 	Tahun 	2014 	tentang 	Majelis 
Perm usyawarata n Rakyat, Dewan Perwakil an Ra kyat, 
Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan 
RaIyat Daerah terhadap UUD Tahun 1945  

 56/PUU-XV/2017 pengujian 	Undang-Undang 	Nomor 	1/PNPS/1965 Menolak permohonan para Pernohon Menolak 
tentang 	Pencegahan 	Penyalahgunaan 	dan/atau untuk seluruhnya Sciuruhnya 
Penodaan Agarna juncto Undang-Undang Nomor 5 
Tahun 1969 tentang Pernyataan Berbagai Penetapan 
Presiden dan Peraturan Presiden Sebagai Undang- 

__________________ Undang terhadap UUD Tahun 1945  
 1/PUU-XVI/2018 Pengujian Undang-Undang Nornor 24 Tahun 2004 Mengabulkan permohonan Pernohon Mengabulkan 

tentang Lembaga Penjamin Simpanan sehagaimana untuk sebagian Sebagian (Ditolak) 
telah diubah dengan Undang-Undang Nornor 7 Tahun 
2009 	tentang 	Penetapan 	Peraturan 	Pemerintah 
Pengganti 	Undang-Undang 	Nornor 3 	Tahun 	2008 
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nornor 24 
Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan 
Menjadi Undang-Undang terhadap UUD Tahun 1945  

 46/PUU-XVI/2018 Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Menolak permohonan para Pernohon Menolak 
tentang 	Ketenagakerjaan 	terhadap 	Undang- 	UUD Seluruhnya 
Tahun 1945  

 57/PUU-XVI/2018 Pengujian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Menyatakan permohonan Pemohon Gugur 
tentang Mahkarnah Agung sebagaimana terakhir telah gugur 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 
tentang 	Perubahan 	Kedua 	atas 	Undang-Undang 
Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan 
Undang-Undang 	Nomor 	24 	Tahun 	2003 	tentang 
Mahkamah 	Konstitusi 	sebagairnana 	telah 	diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang 
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahuri 
2003 tentang Mahkaniah Konstitusi terhadap UUD  
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Tahun 1945 - 

 30/PUU-XVI/2018 Pengujian 	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 	2017 Mengabulkari permohonan Pernohon Mengabulkan 

tentang Pemilihan Urnurn terhadap UUD Tahun 1945 untuk seluruhnya Seluruhnya 

 31/PUU-XVI/2018 Pengujian 	Undang-Undang Nomor 7 Tahuri 	2017 Mengabulkan permohonan para Merigabulkan 

tentang Pernilihan Umurn terhadap UUD Tahun 1945 Pernohon untuk sehagian Sehagian (Ditolak) 

 34/PUU-XVI/2018 Pengujian 	Undang-Undang Nomor 2 Tahun 	2018 1.Menyatakan permohonan para Menolak Sebagian 

tentang 	Perubahan 	Kedua 	Atas 	Undang-Undang Pernohon sepanjang rnengenai Pasa] 73 (Ticlak Dapat 

Nomor 	17 	Tahun 	2014 	tentang 	Majelis ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6); Diterima) 

Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Pasal 122 huruf 1; dan Pasal 245 ayat 
Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahuri 
Rakyat Daerah terhadap UUD Tahun 1945 2018 tentang Perubahan Kedua Atas 

Undang-Undang Nomdr 17 Tahun 
2014 tentang Majelis 
Permusyawaratan Rakyat, Dewan 
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwaki]an 
Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah tidak dapat dliterima. 
2.Menolak permohonan para Peinohon 
untuk selain dan selebihnya 

 38/PUU-XVI/2018 Pengujian 	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 	2017 Mengabu]kan permohonan Pemohon Mengabulkan 

tentang Pemilihan Umum terhadap UUD Tahun 1945 untuk sebagian Sebagian (Tidak 

iteiiaj 
 39/PUU-XVI/2018 Pengujian 	Undang-Undang Nornor 2 	Tahun 	2018 Menyatakan permohonan Pernohon Tidak Dapat 

tentang 	Perubahan 	Kedua 	Atas 	Undang-Undang tidak dapat diterirna Diterirna 

Nornor 	17 	Tahun 	2014 	tentang 	Majelis 
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwaki lan Rakyat, 
Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan 
Rakvat Daerah terhadap UUD Tahun 1945  
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Kegiatan 1: Tahapan 2 

DATA PUTUSAN MK DIKABULKAN TAHUN 2018 

No. Nonior Putusan Pokok Perkara Arnar Putusan Status 

MK  
 53/PUU-XV/2017 Pengujian 	Undang-Undang 	Nornor 	7 	Tahun 	2017 Mengabulkan permohonan Mengabulkan 

tentang Pernilihan Urnurn terhadap UUD Tahun 1945 Pernohon untuk sebagian Sebagian (Ditolak) 

 66/PUU-XV/2017 Pengujian 	Undang-Undang 	Nomor 7 	Tahun 	2017 Mengabulkan Permohonan Mengabulkan 
tentang Pernilihan Umum terhadap IJUD Tahun 1945 Pemohon untuk sebagian Sebagian (Tidak Dapat 

Diterima) 

 61/PUU-XV/2017 Pengujian 	Utidang-Undang 	Nomor 	7 	Tahun 	2017 Mengabukan Permohonan Mengabu]kan 
tentang Pernilihan Umum terhadap UUD Tahun 1945 Pemohon untuk sebagian Sebagian (Tidak Dapat 

D ite rirna)__ 

 93/PUU-XV/2017 Pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Mengabulkan permohonan para Mengabulkan 
tentang 	Mahkaniah 	Konstitusi 	sebagairnana 	telah Pemohon untuk seluruhnya Scluruhnya 
diubab dengan Undang-Undang Nornor 8 Tahun 2011 
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nornor 24 
Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi terhadap 
UUD Tahun 1945  

 10/PUU-XV/2017 Pengujian Undang-Undang Nornor 29 Tahun 2004 Meiigabulkan permohonan para Mengabulkan 
tentang 	Praktik 	Kedokteran 	dan 	Undang-Undang Pemohon untuk sebagian Sebagian Ditoak) 
Nomor 	20 	Tahun 	2013 	tentang 	Pendidikan 
Kedokteran terhadap UUD Tahun 1945  

 63/PUU-XV/2017 Pengujian Undang-Undang Nornor 28 Tahun 2007 Mengabulkan perniohonan Mengabulkan 
tentang 	Perubahan 	Ketiga 	Atas 	Undang-Undang Pernohon untuk sebagian Sebagian (Ditolak) 
Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Urnum dart 
Tata 	Cara 	Perpajakan 	sebagalutatia 	telali 	diubah 
terakhir dengan  
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2009 	telltang 	Penetapan 	Peraturan 	Pernerintah 
Pengganti 	Undang-Undang Nomor 5 Tahun 	2008 
tentan g  Perubahan 	Keempat Atas 	Undang-Undang 
Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Urnurn dan 
Tata 	Cara 	Perpajakan 	Menjadi 	Undang-Undang 
terhadap UIJD Tahun 1945  

 68/PUU-XV/2017 Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Mengabulkan permohonan para Merigabulkan 
tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terhadap UUD Pernohon Seluruhnya 
Tahun1945  

Mengabulkan  16/PUU-XVI/2018 Pengujian 	Undang-Undang 	Nornor 	2 	Tahun 	2018 Mengahulkan permohoiian para 
tentang 	Perubahan 	Kedua 	Atas 	Undang-Undang Pernohon untuk sebagian Sebagian [Ditolak 
Nornor 	17 	Tahun 	2014 	tentang 	Majelis 
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, 
Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah terhadap UUD Tahun 1945 

 1]PUU-XVI/2018 Pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 Mengabulkan permohonan Mengabulkan 
tentang Lembaga Penjarnin Simpanan sebagairnana Pernohon untuk sebagian Sebagian (Ditolak) 
telah diubah dengan Undang-Undang Nornor 7 Tahun 
2009 	tentang 	Penetapan 	Peraturan 	Pemerintah 
Pengganti 	Undang-Undang 	Nomor 3 	Tahun 	2008 
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 
Tahuii 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan 
Menjadi Undang-Undang  

 30/PUU-XV1/2018 Pengujian 	Undang-Undang 	Nornor 	7 	Tahun 	2017 Meiigabulkan permohonan Mengahulkan 
tentang Pemilihan Umum terhadap UUD Tahun 1945 Pemohon untuk seluruhnya Seluruhnya 

 31/PUU-XVI/2018 Pengulian 	Undang-Undang 	Nornoi- 	7 	Tahun 	2017 Mengabulkan permohonan para Mengabulkan 
tentang Pemilihan Umurn terhadap UUD Tahun 1945 Pernohon untuk sebagian Sebagian (Ditolak) 

 38/PUU-XVI/2018 Pengujian 	Undang-Undang 	Nomor 7 Tahun 	2017 Mengabulkan permohonan Mengabulkan 
tentang Pemilihan Urnum terhadap UUD Tahun 1945 Pemohon untuk sebagian Sebagian (Tidak Dapat 

Diterima) 
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Kcgiatan 1: Tahapan 3 

DATA AMAR PUTUSAN MK DIKAI3ULKAN TAHUN 2018 

No. Nomor Putusan Pokok Perkara Pokok Amar Putusan Staius 
MR  

1. 53/PUU-XV/2017 Pengujian 	Undang-Undang Menyatakan Frasa "telah ditetapkan/" dalarn Pasal 173 MengabulkanSebagian 
Nomor 7 Tahun 2017 tentang ayat (1) UU Pernilihan Umum hertentangan dengan (Ditolak) 
Pernilihan 	Umuin 	terhadap UUD 	ahun 	1945 	dan 	ticlak meinpunyai 	kekuatan 
UUD Tahun 1945 hukurn mengikat. 

Menyatakan Pasa] 173 ayat (3) UU Pemilihan Unium 
bertentangan dengan IJUD NRJ Tahun 1945 dan tidak 
rnernpunyai kekuatan hukum mengikat. 	 _______  

2. 66/PUU-XV/2017 Pengujian 	Undang-Undang Menyatakan Pasal 557 ayat (2) UU Pernilihan Unnim yang Mengabulkan Sebagian 
Nornor 7 Tahun 2017 tentang berbunyi" Keleinbagaan Penyelenggara Pemilu di Aceh (Tidak Dapat Diterima) 
Pemilihan 	Umurn 	terhadap sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) wajib meiidasarkan 
UUD Tahun 1945 dan rnenyesuaikan pengaturannya berdasarkan Undang- 

Undang ml" bertentangan dengan UUD Tahun 1945 dan 
tidak mempunyai kekuatan hukuni mengikat. 

3. 61/PUU-XV/2017 Pengujian 	Undang-Undang Menyatakan Pasal 571 huruf d UU Pemilihan Urnum yang Mengabulkan Sebagian 
Nomor 7 Tahun 2017 tentang berburiyi "Pada saat Undang-Undang liii mulai berlaku: ci. (Tidak Dapat Diterima) 
Pemilihan 	Urnum 	terhadap Pasal 57 dan Pasal 60 ayat (1), ayat (2), serta ayat (4) 
UUD Tahun 1945 Undarig-Undang 	Nornor 	11 	Tahun 	2006 tentang 

Pemerintahan 	Aceh 	dicabut 	dan 	dinyatakan 	tidak 
berlaku" hertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan 
tidak mernpunyai kekuatan hukum rnengat, 

4. 93/PUU-XV/2017 Pengujian 	Undang-Undang Menyatakan 	Pasal 	55 	Unclang-Undaiig 	Nomor Meiigabulkan 
Nonior 24 Tahun 2003 teng 1 24 Tahun 2003 tentang Mahkarnah Kontitusi sjg1Tiana Selurulinya 
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Mahkaniah 	- 	 Konstitusi telah diubah dengan 	Undang-Undang Notuor B Tahun 

sebagairnana 	telah 	diuhah 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 
dengan 	Undang-Undang Tahun 	2003 	tentang 	Mahkarnah Konstitusi 	yang 

Nornor 8 Tahun 2011 tentang menyatakan, "Pengujian peraturan perundang-undangan 
Perubahan 	Atas 	Undang- di 	bawah 	undang-undang 	yang 	sedang 	dilakukan 

Undang Nornor 24 Tahun 2003 Mahkarnah 	Agung wajib 	dihentikan 	apabila 	undang- 

tentang Mahkarnah Konstitusi undang yang menjadi dasar pengujian peraturan tersebut 
terhadap UUD Tahun 1945 sedang 	dalarn 	proses pengujian 	Mahkamah 	Konstitusi 

sampai ada putusan Mahkarnah Konstitusi", sepanjang 
mengenai kata "dihentikan" dinyatakan bertentangan 
dengan UUD Tahun 1945 dan tidak merniliki kekuatan 
hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai "Pengujian 
peraturan perundang-uidangan 	di bawah 	undang- 
undang yang sedang dilakukan Mahkamah Agung 
ditunda pemeriksaannya apabila undang-undang yang 
menjadi dasar pengujian peraturan tersebut sedang 
dalarn proses pengujian Mahkamah Konstitusi sampal 
ada putusan Mahkamah Konstitusi". 

 10/PUU-XV/2017 Pengujian 	Undang-Undang Menyatakan Pasal 14 ayat (1) huruf a Undang-Undang Mengabulkan Sebagian 

Nornor 29 Tahun 2004 tentang Nornor 29 Tahun 2004 tentang Praktik kedoktcran yang (Ditolak) 

Praktik 	Kedokteran 	dan menyatakan, 	"Jurnlah 	anggota 	Konsil 	Kedokteran 

Undang-Undang 	Nomor 	20 Indonesia 17 (tujuh belas) orang yang terdiri atas unsur- 
Tahun 	2013 	tentang unsur yang berasal dan : (a) organisasi profesi kedokteran 

Pendidikan 	Kedokteran 2 	(clua) olang...... bertentangan dengati Undang-Undang 
terhadap UUD Tahun 1945 Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak 

memiliki kekuatan hukum 	mengikat sepanjang unsur 
"organisasi profesi kedokteran" tidak diniaknai sebagai 
tidak menjadi pengurus organisasi profesi kcdokteran; 

 63/PUU-XV/2017 Pengpjian 	Undang-Undang Menyatakan frasa "pelaksanaan hak dan kewajiban kuasa" Mengabulkan Sebagian 
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Nomor 28 Tahun 2007 tentang dalarn 	Pasal 	32 	ayat 	(3a) 	Unclang-Undang 	Nornor 	28 (DitolaJ) 
Peruhahan 	Ketiga 	Atas Tahuri 2007 	tentang Peruhahan 	Ketiga Atas 	Undang- 
Undang-Undang 	Nomor 	6 Undang Nornor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Urnurn 
Tahun 1983 teritang Ketentuan dan Tata 	Cara 	Perpajakan 	sebagairnana 	telah 	diubah 
Urnum 	dan 	Tata 	Cara terakhir dengan Undang-Undang Nornor 16 Tahun 2009 
Perpajakan sebagairnana telah tentang 	Penetapan 	Peraturan 	Pemerintah 	Pengganti 
diubah 	terakhir 	dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan 
Undang-Undang 	Nomor 	16 Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 
Tahun 2009 tentang Penetapan tentang Ketentuan 	Umum dan Tata 	Cara 	Perpajakan 
Peraturan 	Pemerintah Menjadi Undang-Undang hertentangan dengan Undang- 
Pengganti 	Undang-Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 
Noinor 5 Tahun 2008 tentang secara bersyarat dan tidaic nicmpunyai kekuatan hukum 
Perubahan 	Keempat 	Atas mengikat sepanjang tidak dimaknai 	hanyn 	berkenaan 
Undang-Undang 	Nomor 	6 dengan 	hal-hal 	yang 	bersifat 	teknis-adrninistratif 	dan 
Tahun 1983 tentang Ketentuan bukan pembatasan dan/atau perluasan hak dan kewajiban 
Urnum 	dan 	Tata 	Cara warga negara. 
Perpajakan 	Menjadi 	Undang- 
Undang terhadap UUD Tahun 
1945  

 68/PUU-XV/2017 Pengujian 	Undang-Undang Menyatakan Pasal 99 Undang-Undang Nomor 11 Tahun Mengabulkan 
Nornor 11 Tahun 2012 tentang 2012 tentang Sistern Peradilan Pidana Anak (Lembaran Seluruhnya 
Sistern Peradilan Pidana Anak Negara 	Republik 	Indonesia Tahun 	2012 	Nornor 	153, 
terhadap UUD Tahun 1945 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5332) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak rnempunyai 
kekuatan hukum mengikat; 

1. Pasal 	73 	ayat (3), ayat (4), ayat (5), 	dan ayat 	(6)  16/PUU-XVI/2018 Pengujian 	Undang-Undang Mengabulkan Sebagian 
Nomor 2 Tahun 2018 tentang Undang-UndangNornor 	2 	Tahun 	2018 	tentang (Ditolak)  
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Perubahan 	Kedua 	Atas Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 
Undang-Undang 	Nomor 	17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, 
Tahuri 	2014 	tentang 	Majelis Dewan Perwakilan Rakvat, Dewan Perwakilan Daerah, 
Permusyawaratan 	Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bertentangan 
Dewan 	Perwakilari 	Rakyat, dengan 	Undang- 	Undang 	Dasar 	Negara 	Repuhlik 
Dewan Perwakilan Daerah, dan Indonesia Tahun 1945 dan tidak rnernpunyai kekuatan 
D ewan 	Perwakilan 	Rakyat hukurn mengikat; 
Daerah terhadap UUD Tahun 

Pasal 122 huruf I Undang-Uridang Nornor 2 Tahun 2018 1945 
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nornor 
17 	Tahun 	2014 	tentang 	Majelis 	Permusyawaratan 
Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan 
Daerah, 	dan 	Dewari 	Perwakilan 	Rakyat 	Daerah 
bertentangan dengan Undang-Undang [)asr Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mernpunyai 
kekuatan hukum mengikat; 

Frasa 	"Pemanggilan 	dan 	perrnintaan 	keterangan 
kepada anggota DPR sehubungan dengan terjadinya 
tindak 	pidana 	yang 	tidak 	sehubungan 	dengan 
pelaksanaan tugas sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 
224 	harus 	rnendapatkan 	persetujuan 	tertulis 	dan 
Presiden" dalarn Pasal 245 ayat [1] Undang-Undang 
Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas 
Undang-Undang Nornor 17 Tahun 2014 tentang Majelis 
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, 
Dewan Penwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah bertentangan dengan Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan 
tidak rnernpunyai kekuatan hukurn mengikat sepanjang 
tidak 	dimaknai 	clalarn 	konteks 	semata-mata 
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pernanggilan dan perrnintaan keterangan kepaua 
anggota Dewan Perwakilari Rakyat yang diduga 
melakukan tindak pidana; 

4. sernentara itu, frasa "setelah meiidapat pertimbangan 
dari Mahkamah Kehormatati Dewan" dalam Pasal 245 
ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang 
Peruhahan Kedua Atas Undang-Undang Nornor 17 
Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, 
Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, 
dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bertentangan 
dengan Undarig-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945 dan tidak rnernpunyai kekuatan 
hukurn mengikat, sehingga Pasa1 245 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan 
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 
tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan 
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selengkapnya 
ni enj ad I: 
"Pemanggilan dan permintaan keterangan kepada 
anggota DPR yang diduga melakukan tindak pidana 
yang tidak sehubungan dengan pelaksanaan tugas 
sebagairnana diinaksud dalarn Pasal 224 harus 
mendapatkan persetujuan tertulis dari Presiden." 

9. 	1/PUU-XVI/2018 	Pengujian 	Undang-Undang Pasal 6 ayat (1) hurufc Undang-Undang Nomor 24 Tahun Mengabulkan Sebagian 
Nomor 24 Tahun 2004 tentang 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan bertentangan 

	(Di to ink) 
I.ernbaga Penjarnin Simpanan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
sebagairnana telab diubah Tahun 1945 dan tidak mempunyal kekuatan hukurn 
dengan 	Undang-Undrnengikat sepanjang tidak dirnaknai "termasuk dapat 
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Nornor 7 Tahun 2009 tentang melakukan tindakan hapus buku dan hapus tagihterhadap 
Perietapan 	Peraturan aset herupa piutang sepanjang memetiuhi ketentuan Pasal 
Pemcrintah Pengganti Undang- 46 ayat [5] Undang-lindang Nomar 9 Tahun 2016 tentang 
Undang Nornor 3 Tahun 2008 Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan'. 
tentang 	Perubahan 	Atas 
Undang-Undang 	Nonior 	24 
Tahun 2004 tentang Lembaga 
Penjamin 	Simpanan 	Menjadi 
Undang-Undang terhadap UUD 
Tahun 1945  

 30/PUU-XVI/2018 Pengujian 	Undang-Undang I  Frasa "pekerjaan lain" dalam Pasal 182 huruf I Undang- Mengabulkan 
Nomor 7 Tahun 2017 tentang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umurn Seluruhnya 

Umum 	terhadap • Peniilihan bertentangan den.gan UUD 1945 dati tidak mernpunyai 
UUD Tahun 1945 kekuatan hukurn mengikat secara bersyarat sepanjang 

tidak dirnaknai mencakup pula pengurus (fungsionaris) 
partai politik; 

 31/PUU-XVI/2018 Pengujian 	Undang-Undang Frasa "3 (tiga) atau 5 (lima) orang" dalam Pasal 10 ayat Mengahulkan Sebagian 
Nomor 7 Tahun 2017 tentang (1) huruf c Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 (Ditolak) 

Pemilihan 	U mum 	terhadap tentang Pemilihan Umurn, bertentangan dengan UU D 
UUD Tahun 1945 1945 dan tidak rnempunyai kekuatan hukum mengikat 

secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai "5 (linia) 
orang"; 

Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf c Undang-Undang 
Nomor 	7 	Tahun 	2017 	tentang 	Pernilihan 	Umum, 
hertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai 
kekuatan hukum mengikat; 

Pasal 44 ayat (1) hurufb dan Pasal 44 ayat (2) hutulb 
Undang-UndangNomor7 	Tahun 	2017tentang ________________________ 
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Pemilihan Urnurn, bertentangan dengan UUD 1945 dan 
tidak rnernpunyai kekuatan hukurn mengikat; 

4. Frasa "3 (tiga) orang" dalarn Pasal 52 ayat (1) Undang- 
Undang Nomor 7 Tahun 	2017 tentang Pemilihan 
Umum, bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak 
rnempunyai 	kekuatan 	hukurn 	mengikat 	secara 
bersyarat sepanjang tidak diniaknai "5 (lirna) orang"; 

S. Kata "han" dalarn Pasal 468 ayat (2) Undang-Undang 
Nomor 	7 	Tahun 	2017 	tentang 	Pernilihan 	Urnum, 
bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai 
kekuatan hukurn mengikat secara bersyarat sepanjang 
tidak dimaknai "hari kerja". 

12. 38/PUU-XVI/2018 Pengujian 	Undang-Undang Pasal 10 ayat (3) sepanjang frasa "dan jumlah anggota Mengabulkan Sebagian 

Nornor 7 Tahun 2017 tentang KPU Kabupaten/Kota" dan Lampiran I sepanjang nincian (Tidak Dapat Diterirna) 

Pernilihan 	Urnurn 	terhadap tabel 	"jurnlah 	Anggota 	Komisi 	Pernilihan 	Urnurn 

UUD Tahun 1945 Kabupaten/Kota" Undang-Undang Nornor 7 Tahun 2017 
tentang Pernilihan Umurn berteritangan dengan Undang- 
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan 
tidak mempLlflyai kekuatan hukuin inengikat 
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Kegin$:j'ahtpanj. 

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 2 TAHUN 2018 

TENTANG 

PERIJRAHAN KEDUAATASUNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2014 TENTANG 

MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT, DEWAN PERWAK!LAN RAKYAT, DEWAN 

PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYATDAERAH 

, 	DENGANRAHMATTUI-tANYANGMAHAESA 

PRESIDEN REPUBLIKINDONESIA, 

, 	 ' 	 • 

Menimbang; a. bahwa dalarn rangka mewujudkan kedaulatan rakyat berdasarkan 
kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam 
perniusyawaratan/perwakilan, diperlukan lembaga perwakllan rakyat 
yang mampu menyerap dan memperJuangkan aspirast rakyat untuk 
mewujudkan tujuan nasionai deml kepentingan bangsa dan Negara 

Kesatuan Republik tndonesia; 

bahwa untuk rnewujudkan Iembaga permusyawaratan rakyat lembaga 
perwakilan rakyat, dan lembaga perwakilan daerah sebagalmana 
drnaksud dalam huruf a, perlu nienata Majelis Permusyawaratan 
Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; 

bahwa beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nornor 17 Tahun 
2014 tentang Majells Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan 
Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah sebagalmana telah diubah dengan Undang-lJndang Nomor 42 
Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 
2014 tentang Majells Permusyawaratan Rakyat, L)ewan }erwakiIan 
Rakyat, Dewan PerwakUan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah tidak sesual dengan dinamika dan porkombangan hukuni 
dalam rnasyarakatsehingga perlu dlubah; 

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf 
a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang 
Perubahan Kedua aLas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang 

Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan 
Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. 

Mengingat; a. Pasal 19 ayat (2), Pasal 20, Pasat 20A, dan Pasal 21 Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 

b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis 
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan 
Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lenibaran 
Negara Republlk Indonesia Tahun 2014 Nonior 182, Tambahan 
Lembaran Negara Repubilk Indonesia Nornor 5568) sebagaimatia telah 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang 
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis 
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakllan Rakyat, Dewan 
Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 383, Tanibahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5650); 

Dengan Persetujuan Bersarna 

DEWAN PERWAKILAN RAIKYAT REPU8LIK INDONESIA 

dan 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 

MEMUTIJSKAN: 

Menetapkan: 	UNDANG-UNDANG TENTANG PERU BAHAN F(EDUA ATAS UNDANG- 
UNDANG NOMOR 17 TAHUN •2014TENTANG MAJELIS 
PERMUSYAWARATAN RAKYAT, DEWAN PEWAI<jLAN 
DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 

DAERAH: 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majells 
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwaktian Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang 

PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG 	 PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-IJNDANG 
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Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis 
Perniusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 383, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5650) diubah 
sebagai berikut: 

1. Pasal 73 diubah sehlngga berbunyi sebagal berikut: 

"Pasal 73 

(1) DPR dalam nielaksanakan wewenang dan tugasnya, berhak memanggil setiap 
orang secara tel -tubs untuk hadir daiam rapat DPR. 

(2) Setiap orang wajib niernenuhi panggilan DPR sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1). 

(3) Dalarn hal setlap orang sebagainiana dunaksud pada ayat (2) tidak hadir 
setetah dipanggil 3 (tiga) kali berturut-turut tanpa alasan yang patut dan 
sah, DPR berhak rnelakukan panggilan paksa clengan menggunakan 
Kepolisian Negai-a Republik Indonesia, 

(4) Panggilan paksa sehagaimana dimakud pada ayat (3) dilaksanakan dengan 
ketentuan sebagal berikut: 

Pimpinan DPR niengajukan permintaan secara tertulis kepada Kepala 
Kepolisian Negara Republik Indonesia paling sedikit memuat dasar dan 
alasan penianggilan paksa serta naina dan alamat setlap orang yang 
dipanggil paksa; 

Kepoilsian Negara Republik Indonesia wajib mernenuhi perinintaan 
sebagalmana dimaksud pada hurufa; dan 

Kepala Kepolislan Negara Republik Indonesia memerintahkan Kepala 
Kepolisian Daerah di tempat domisill setiap orang yang dipanggll paksa 
untuk dihadirkan memenuhi panggilan DPR sebagalmana dimaksud 
pada ayat (1). 

(5) Dalam hal menjalankan panggllan paksa seb -agaimana dimaksud pada ayat 
(4), Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat ruenyandera setiap orang 
untuk paling lama 30 (tiga puliih) I-Ian. 

(6) Ketentuan leblh lanjut niengenal pemanggilan paissa sebagaimana dimaksud 
pada ayat (4) dan penyanderaan sebagairnana dlnlalssud pada ayat (5) 
diatur dengan Peratui-an Kepolisian Negara Republik Indonesia." 1  

1 Tande Pasal/Ayatyangdibatalkan malalut Purusan MIC 

PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNUANG-UNDING 
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2. Ketentuan Pasal 122 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

"Pasal 122 

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121A, Mahkamah 

Kehormatan Dewan bertugas: 

melakukan pencegahan terjadinya pelanggaran Mode Etik; 

melakukan pengawasan terhadap ucapan, sikap, perilaku, dan tindakan anggota 
DPR; 

melakukan pengawasan terhadap ucapan, sikap, perilaku, dan tindakan sistem 
pendukung DPkyang berkaitan dengan tugas dan wewenang anggota DPR; 

melakukan pernantapan nilai dan norma yang terkandudg dalam Pancasila, 
peraturan perundang-undangan, dan Mode Etik; 

melakukan pényelidlkan perkara pelanggaran Mode Etik: 

f 	molakukan penyelidlkan perkara pelanggaran Mode Etik sistem pendukung yang 
berkaitan dengan pelanggaran Mode Etik yang dilakukan sistem pendukung DPR; 

memeriksa den mengadili perkara pelanggaran Mode Etik; 

memerlksa dan mengadili perkara pelanggaran Mode Etik sistem pendukung yang 
berkaitan dengan Pelanggaran Mode Etik sistem pendukung DPR, terkecuall sistem 
pendukung Pegawai Negeri SiplI; 

I. menyelenggarakan administrasi perkara pelanggaran Mode Etik: 

melakukanpenlniauan kemball terhadap putusan perkara pelanggaran Mode Etik: 

mengevaluasi pe!aksanaan putusan perkara pelariggaran Mode Etik: 

I. mengambil langkah hukuin dan/atau langkah lain terhadap orang 
perseorangan, kelornpok orañg,atau badan hukum yang . merendahkan 
kehormatan DPR dan anggota DPR;2 

rn. mengajukan rancangan peraturan DPR mengenai kode etik dan tata beracara 
Mahkamah Mehormatan Dewan kepada Pinipinan DPR dan Pimpinan DPR 
selanjutnya menugaskan kepada alat kelengkapan DPR yang bertugas mdnyusun 
peraturan DPR; dan 

n. menyusun rencana kerja dan anggaran setiap tahun sesuai dengan kebutuhan yang 
selanjutnya disampalkan kepada badan/panitla yang menyelenggarakan urusan 
rurnah tangga DPR." 

2 Tandi. Pasal/Ayat yang dibatalkan rnelalui Putusan MI( 

I'USAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN IJNDANG-UNDANG 

I3ADAN KEAULIAN DPR RI 
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3. Pass] 245 diubh sehina berbunvi sebagai berikut: 

"Pasal 245 

Pemanggilan dan permintaan keterangan kepada anggota DPR sehubungan 
dengan terjadinya tindak pidana yang tidak sehubungan dengan 
pelaksanaan tugas sehagairnana dimaksucl dalain Pasal 224 harus 
niendapatkan persetujuan tertulis dart Presiden 3  setelah mendapat 
pertinibangan dari Mahkatnah Kehorniatan Dewan. 4  

Persetujuan tertulls sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tldak berlaku apabila 
anggota DPR: 

tertangkap tangan nielakukan tindak pidana; 

disangka melakukan tindak pidana kejahatan yang dancam dengan pidana 
mali atau pidana penjara seumur hidup atau tindak pidana kejahatnn 
terhadap kernanuslaan dan keamanan negara berdasarkan bukti perrnulaan 
yang cukup; atau 

c, d!sangka rnelakukan tindak pidana khusus." 

(dan seterusnya) 

Pasaill 

Undang-Undang ml mulai berlaku pada tanggal dlundangkan. 	 .) 

Agar setlap orang mengetahulnya, memerintahkan Pengundangan Undang-Undang Ini 
dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. 

Diundangkan Dl Jakarta, 

PadaTanggal 15 Maret 2018 

MENTERI HUKIJM DAN HAKASASI MANUS1A  
REPIJELIK INDONESIA, 	 . .'-•., / -.-. / 

Ttd. 

YASONNA H. LAOLY 

LEMRAP.AN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 29 

Tanda Pasal/Ayat yang dibatalkan ruelaiw Putusan MK 

Tanda Pasal/Ayatyangdibatalkan melalti Putusan MK 
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jgjatan 3: Tahapan 2 

UNDANG-UNDANG REPUI3IJK JNDONESIA 

NOMOR 2 TAHUN 2018 

TENTANG 

PERtJAHAN KEDUA AlAS UNDANG-IJNDANG NOMOR 17 TAHUN 2014 TENTANG 

MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN 

PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKI LAN RAKYAT DAERAII 

D EN GAN RAH MAT TU HAN YAN G MAHA ESA 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

Menimbang: a. bahwa dalam rangka mewujudkan kedaulatan rakyat berdasarkan 

kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam 

pernusyawaratan/perwakiIan, diperlukan lembaga perwakilan rakyat 

yang mampu menyerap dan rnernperjuangkan aspirasi rakyat untuk 

mewujudkan tujuan nasional demi kepentingan hangsa dan Negara 

Kesatuan Republik Indonesia; 

bahwa untuk rnewujudkan lembaga permusyawaratan rakyat lembaga 
perwakllan rakyat, dan lembaga pervakflan daerah sebagalmana 
dirnaksud dalam hurul a, perlu menata Ma)e]Is Permusyawaratan 

Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; 

bahwa beberapa ketentuan dalam tindang-Undang Nonior 17 Tahun 

2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan 
Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah sebagaimana talah diubah dengan (Jndang-Undang Nomor 42 
Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 
2014 tentang Majells Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan 
Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah tldak sesual dengan dinamika dan perkembangan hukum 

dalam masyarakatsehingga perlu diubah; 

bahwa berdasarkan pertimbangan sehagalmana dimaksud dalam hurul 
a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang 

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang 

1. Pasal 73 diubah sehingga berbunyi sebagal berikut: 

"Pasal 73 

DPR dalam melaksanakan wewenang dan tugasnya, berhak memanggil setiap 

orang secara tertulis untuk hadir dalam rapat DPR. 

Setiap orang wajib memenuhi panggilan DPR sebagalmana dlmaksud pada ayat 

(1), 

Dalam hal setiap orang sebagaimana cllrnaksud pada ayat (2) tidak hadir 

setelah dipanggil 3 (tiga) kati berturut-turut tanpa alasan yang patut dan 

sali, l)PR bet'hak melakiikan panggilan paksa dengan menggunakan 

Kepolisian Negara Republik Indonesia. 

[4) Panggilan paksa sebagaimana dlmaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan 

ketentuan sebagal berikut: 

Phnpinan DPR mengajukan permintaan secara tertulis kepada Kepala 
Kopolisian Negara Repub!ilc Indonesia paling sedikit memuat dasar dan 
alasan penianggilan paksa serta nania dan alarnat setiap niang yang 

dipanggil paksa; 

Kepolisian Negara Republik Indonesia wajib merneniihi perinlntaan 

sebagaiin.ana diinaksud pada hurufa dan 

Kepala Kopolisian Negara Republik Indonesia rnemerintahkan Kepala 
Kepolisian Daerah di tempat domisili setiap orang yang iipanggil paksa 
untuk dihadirkan mernenuhi panggilan DPR sebagainiana diniaksud 

pada ayat (1). 

Dalans hal menjalankan panggilan paksa sebagaimana dimaksud pada ayat 

(4), Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat nienyandei'a setiap orang 

untukpaling lama 30 (tiga puluh) Han. 

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanggilan paksa sebagairnana dhnaksud 

pada ayat (4) dan penyanderaan sebagairnana dimabsud pada ayat (5) 

diatur dengan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia." 

2. Ketentuan Pasal 122 diubah sehingga berbunyi sebagai benikut: 

1 Mahkaniah Konstitusi inenyankan Pass! 73 ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) bertentungan 
dengan UUD Tahun 1945 dan tidak nernpunyal kekuaOsn hukum niengikat rnelalui Putusan MK 

Nonior 16/PiJ-XV!/2018. 

Pasal/ayat tersebut belum Iirtidak1anjtiU dcngan peruhahan undang-undang ini, 



"Pasal 122 

Dalarn melaksanakan fungsi sebagaimana diriaksud dalam Pasal 121A, Mahkamah 

Mehormatan Dewan bertugas: 

melakukan pencegahan terjadlnya pelanggaran Mode Etik; 

melakukan pengawasan terhadap ucapan, skap, perilaku, dan tindakan anggota 
DPR; 

melakukan pengawasan terhadap ucapan, sikap, perilaku, dan tindakan sistem 
pendukung DPR yang berkaltan dengan tugas dan wewenang anggota DPR; 

melakukan pemantapan nilal dan norma yang terkandung dalam Pancasila, 
peraturan perundang-undangan, dan Mode Etik; 

melakukan penyelidlkan perkara pelanggaran Mode Etik; 

melakukan penyelidkan perkara pelanggaran Mode Etik sistem pendukung yang 
berkaitan dengan pelanggaran Mode Etikyangdilakukan sistem pendukungDPR; 

memerlksa dan mengadili perkara pelanggaran Mode Etik; 

mernerlksa dan mengad iii perkara pe!anggaran Mode Etik cistern pendukung yang 
berkaitan dengan Pelanggaran Mode Etik cistern pendukung DPR, terkecuali sistem 
pendukung Pegawai Negeri Sipil; 

menyelenggarakan administrasi perkara pelanggaran Mode Etik; 

melakukan peninjauan kembali terhadap putusan perkara pelanggaran Mode Etik; 

k. mengevaluasi pelaksanaan putusan perkara pelanggaran Mode Etik; 

1. mengambil langkah hukurn dan/atau langkah lain terhadap orang 
perseorangan, kelompok orang, atau baclan hukum yang merendahkan 
kehormatan DPR dan anggota DPR;2 

mengajukan rancangan peraturan DPR mengenai kode etik dan tata beracara 
Mahkamah Mehormatan Dewan kepada Pimpinan DPR dan Pimpinan DPR 
selanjutnya menugaskan kepada alat kelengkapan DPR yang bertugas menyusun 
peraturan DPR; dan 

menyusun rencana kerja dan anggaran setiap tahun sesuai dengan kebutuhan yang 
selanjutnya dtsampaikan kepada badan/panitla yang menyelenggarakan urusan 
rurnah tangga DPR," 

3. Pasa 245 diubah sehlngga berbunyl sebagat berikut: 

"Pasal 245 

2 Mahkamah Konsdtusi menyatakan Pasal 122 hurul I hertentangan dengan UUD Tahun 1945 dn Udak 
reempunyal kekuatan hukum rncng!kat InClaIL11 Putusan MK Nornar 16/PUU-XVI/2018. 

Pemanggilan dan permintaan ketei -angan kepada anggota DPR sehubungan 
dengan terjadinya tindak pidana yang tidak sehubungan dengan 
pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 harus 
mendapatkan persetujuan tertulis dari Presiden 3  setelah mendapat 
pertimbangan dari Mahkamah Kehormatan Dewan. 4  

Persetujuan tertulls sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku apabila 
anggota DPR: 

tertangkap tangan melakukan tindak pidana; 

disangka rnelakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana 
mati ntau pidana pcn;ara seuniur hidup atau tindak p/dana kejahatan 
terhadap kernanusiaan dan keamanan negara berdasarkan bukti permulaan 
yang cukup; atau 

disarigka melakukan tindak pidana khusus." 

1:1 

Mahkansah Konstitusi menyatakan Prasa "Pernangg!/on den pernh!ntaar? kL'tero.qan kepada anggota 
DPE sehubungan dengan terjnd!nya r(ndak pidana yang tic/ak set ubun,qan dengen pe!aksanaar tugas 
sebagaimana d!maksud datarn Pass! 224 betas rnendapatkan perserujuan tertulls do'! Prs/cIen" c/a/am 
Pam! 243 ayat (i) bertentangan dengan UJD Tahun 1945 dan tic/ak stiempunyal kekuabsn hukum 
mengikatsepanjang tic/ak dimaknat dalam kontoks aemata-mata pemanggllan dan permintaan 
keterangan kepada anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang diduga melaltukan tindak pidana 
melalu! Putusan MK Nomor 16/PUIJ-XVF/2018. 

4 Mahkamah Konstitusi menyatakan frasa "setekth mecidapar pert! ,nbangan darl Mahkarnah Kehormatcin 
De*u" ddIIUJ Psai 24Z syaL (1) Leiteitaign dengan UUD Tehun 194 dan tidak rncmpunyal 
kekuatan hukun mengikat me/ala! Pittusan MK Nornor 16/PUU-XVI/2018. 

Sehlngga Pam! 245 ayat(1) scleigkapnya men/ad!: 
'Pena,g,g!lan c/an pernintaan kc'terangon kepada anggotc DPR yang did uga ,re!aknskan tindak 
p/dana yang tic/ok set ubungar dongan pelaksanaan rugas s'hqainona d!ncksu! c/km Pus! 224 
torus me'ndapetkan perse n/can wrtulis dart Presiden." 

Pasal/ayat tersehut bela ditindaklanluti dengan perubahan undang-undang ini. 	 Pasai/ayat tersebut belum ditindakianjuti dengan peribahan undang-undaug in!. 



LAMPIRJ\N 
PERTIMi3ANGAN FILJKUM MALIKAMAII KONSTITUSI 

1. Pasal 73 ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) 

Bahwa dalam Putusan Nomor 16/PUU-XVI/2018, MK memberikan perttmbangan 

hukuni terhadap pengujian Pasal 73 ayat (3). ayat (4). ayat (5) dan ayat (6) UU MD3 

Perubahan Kedua sebagai berikut: 

Bahwa tindakan upaya pemanggilan paksa nierupakan sebuah upaya yang 

secara esensi mengandung perampasan hak pribadi seseorang dan hanya 

dikenal dalam proses penegakan hukum yang konkretnya adalah hukum pidana 

yang salah satunya lembaga kepolisian mempunyal kewonangan untuk itu dl 

samping lembaga penegak hukuni lainnya, misathya Kejaksaan dan KPK 

sedangkati tindakan upaya sandera juga berada dalam proses penegakan hukum 

akan tetapi hampir semuariya berada dalam ranah liukum privat, kecuali yang 

berkaitan sandera dengan perintah hakini terhadap saksi atau ahil yang tanpa 

alasan yang sah menolak untuk bersumpah atau berJanjl dl persidangan [vide 

Pasal 161 ayat (1) KUHAP] yang kewenangannya bukan pada lembaga 

kepolis Ian, 

Bahwa sebelum mempertimbangkan hal tersebutdi atas, terleblh dahulu penting 

bagi Mahkamah untuk menjelaskan bahwa apabila ditelusuri leblh cermat, maka 

akan diperoleh fakta runiusan norma Pasal 73 ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan 

ayat (6) UU MD3 Perubahan Kedua merupakan tindak lanjut dan rurnusan 

norma dalam Pasal 73 ayat (1) dan ayat (2) UU MD3 Perubahan Kedua. Oleh 

karena itu memaknai rumusan norma yang ada pada Pasal 73 tersebut haruslah 

secara kumulatil yang berarti antara satu ayat dengan ayat yang lainnya 

rnempunyai hubungan erat dengan konsekuensi hukum yang saling berkaltan. 

Dengan kata lain bahwa penjabaran yang berisi tentang teknls dari tata cara 

pemanggllan seseorang dalam sebuah rapat di DPR sebagalniana yang 

dlkehendaki pada Pasa! 73 ayat (1) dan ayat (2) diatur pada ayat (3), ayat (4), 

ayat (5), dan ayat (6). Dari penelusunan tersebut ditemukan fakta bahwa 

ternyata sepanjang masih sebatas penianggilan seseorang untuk menghadiri 

suatu rapat DPR hal itu masih dalam rangka menjalankan wewenang dan tugas 

DPR. Akan tetapi dalam rumusan Pasal 73 ayat (1) UU MD3 Perubahan Kedua 

tersebut tidak d!sebutkan secara tegas jenis rapat yang dimaksudkan dalam 

Pasal a quo, sehingga menurut Mahkamah tidak jelas identifikasi jenis rapatyang 

berkorelasi dan relevan atau tidak untuk menghadlrkan seseorang dimintal 

keterangannya oleh DPR. Oleh karena itu dapat dimaknai seotah-olah dalam 

setiap kegiatan rapat, DPR dapat melakukan pemanggllan seseorang. Dalam 

batas penalaran yang wajar tatkala identifikasi tersebut tidak ditentukan secana 

jelas maka dimungkinkan Lintuk menianggil pihak-pihak sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 73 ayat (1) UU MD3 Perubahan Kedua untuk setiap jen!s rapat yang 

dilakukan di DPR. 

Bahwa fenomena ini pentingd!kemukakan karena dari sin!lah sebenarnya dapat 

dilakukan penelusuran tali-temalinya sejauhmana relevansinya DPP dapat 

menggunakan kewenangannya da!am setiap rapat untuk memanggil sesoorang 

yang kewenangan itu kemudian dapat disubstitusikan kepada lernbaga 

kepoilsian, sehingga dapat dijadlkan landasan oleh lcepolisian untuk 

ditindaklanjuti dengan pemanggllan paksa, lebih-leb!h d!ikuti dengan upaya 

penyanderaan. Terlepas dari soal apakah kewenangan pernanggllan paksa dan 

penyanderaan tersebut berkorelasi atau tidak dengan pehksanaan kewenangan 

DPR yang member! kemungkinan untuk memanggil setiap orang dalam setiap 

rapat DPR, yang leblh pent!ng bag! Mahkarnah adalah mernpertimbangkan 

sejauhmana kewenangan DPR untuk mernanggil setlaporang dalam setiap rapat 

yang di dalamnya melekat pula kewenangan pemanggilan paksa dan bahkan 

penyanderaan dlmàna kewenangan tersebut disubstitusikan kepada !embaga 

kepolisian. 

Bahwa dengan mendasarkan pada deskripsl yang telah Mahkamah unalkan pada 

pert!mbangan sebelumnya, di mana upaya pemanggilan paksa adalah sebuah 

proses yang ada dalam penegakan hukum pidana dan telah pula Mahkannah 

tegaskan yaitu dl antaranya dalam proses penyid!kan dan pemeniksaan 

pers!datigaii, edeIIghdlI upya sndera jugn mcnupakon proceo penagakan 

hukum namun hampin semuanya berada dalam ranah hukum privat. Kalaupun 

ada t!ndakan sandera dl dalam penegakan hukuni pidana, hal demikian hingga 

saat ml yang sudah pasti ada pada kewenangan hakim untuk menyandera saksi 

atau ahli yang menolak bersunipah atau berjanji di hadapan pensidangan [vide 
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Pasal 161 ayat (1) KUIJAP]. Fakta ml membuktikan bahwa adalah sulit bagi 

Mahkamah untuk menerima argumentasi yang dapat membenarkan bahwa DPR 

dapat melakukan pemanggilan paksa terhadap setiap orang dalam rapat apapurl. 

Padahal hlngga saat ini masih belum jelas apakah rapat DPR merupakan bagian 

clarl proses penegakan hukum sehingga DPR diberi wewenang untuk melakukan 

panggilan paksa dan penyanderaan sekalipun hal demikian d!serahkan kepada 

lembaga kepolisian. Penegasan demikian menjadi persoalari mertdasar 

mengingat DPR adalah lembaga politik, bukan lembaga penegak hukum. Leblh 

lanjut Mahkarnah mempertirnbnngkart bahwa sekalipun upaya pemanggi!an 

paksa tersebut menggunakan kewenangan yang ada pada lembaga kepolisian, 

maka sekali lagi hal ini juga terbantahkan bahwa di samping proses rapat yang 

dise!enggarakan DPR bukan bagian dari proses penegakan hukum, juga karena 

lembaga kepolisian sendiri sebagal institusi pcnegak hukum baru mendapatkan 

kewenangan untuk melakukan upaya pemanggllan paksa ketika ada laporan 

untuk adanya penyidikan yang menjadi kewenarigan asli dari lembaga 

kepohisian. 

e. Bahwa sebetum sarnpai pada kesinipLilan Mahkamah tentang pentilaman 

konstituslonalitas norma Pasal 73 ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) UU 

MD3 Perubahan Kedua, sebagaimana yang dlpermasalahkan para Pemohon, 

Mahkamah tenlebih dahulu akan inempertlmbangkan keterangan DPR yang pada 

pokoknya menietaskan bahwa konteks panggilan paksa clan sandera sudah ada 

sejak Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majehls Permusyawaratan 

Rakyat, Dewan .Perwakllan Rakyat, Dewan Perwakllan Daerah, dan Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah (sclnnjutnya disebut UU 17/2014), sebelum ada 

perubahan yang tidak per-nah dilakukan pengujian oleh Mahkamah Konstitusi. 

Bahkan DPR dalam keterangannya juga menjelaskan bahwa terhadap adanya 

ancaman panggil paksa dan sanidera telah ada sejak Undang-Undang Nornor 22 

Tahun 2003 tentang Susunan dart ICedudukan Majells Perinusyawaratan Rakyat, 

Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilart Uaerah, dan Dewan Perwaktlan 

Rakyat Daerah (selaniutnya disebut UU 22/20031 yang oleh Putusan Mahkamah 

Konstitusi Nornor 014/PIJU-1/2003 telah dmnyatakan bahwa tindakan paksa 

badan maupun penyanderaan itu tldaklah dilakukan sendirl oleb DPR melainkan 

diserahkan kepada mekanisme hukum (due process of law). Kepentingan DPR 

hanyalah sebatas mengenai cara agar pihak-pihak yang diperlukan kehadirannya 

da!am rangka pelaksanaan fungsi pengawasan DPR melalul penggunaan hak 

angket dapat benar-benar hadir dalam persidangan. 

f. Terhadap keterangan DPR tersebut, setelah Mahkamah mencermati Putusan 

Mahkamah Konstitusi Nomor 014/PUIJ.1/2003, ternyata amar putusannya 

menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat ditenima dengan alasan 

bahwa para Pemohon dalam permohonan tersebuttidak mempunyai kedudukan 

hukum (legal standing) dan pertimbangan Mahkamah yang menylnggung 

mengenal upaya panggil paksa dan penyanderaan terbatas menjehaskart socara 

tekstua! bunyl Pasa! 30 ayat (2), ayat (3), dan syat (4) UU 22/2003 yang pada 

saat itu norma dari pasal tensebut adalah menegaskan panggllan paksa dan 

penyanderean d ilakukan menurut ketentuan perunc!ang-undangan yang berlaku. 

Boleh jadi apabila norma pasal yang mengatur tentang panggilan paksa dan 

penyanderaan tersebutsudah sepenti yang ads pads saaL ml, dimana telah .secara 

rigid mengatur tentang tata cara pemanggilan paksa dan hembaga yang 

berwenang inelakukan pernanggilan paksa dan penyancleraan, maka nkan 

ditemukan beberapa kendala konstitusional sebagaimana pendapat Mahkamah 

yang tehah diunaikan tensebut di atas. Ter!ebih penekanan pendapat Mahkaniah 

dalam Putusan tersebut bahwa panggilan paksa dan penyartderaan pihak-pihak 

dalam persidangan DPR yang sedang mehakukari Iungslpengawasan dengan hak 

angket. Hal ni jelas berbeda dengan norma Pasal 73 ayat (1) Uti MD3 Porubahan 

Kedua yang hakikatnya adalah pemanggllan setiap orang dalam rapat DPR tartpa 

ada penegasan dalam konteks rapat apa pemanggllan tersebut ddakukan 

Dengan unalan pertimbangan tersebut di atas Mahkamah tidak sependpat 

dengan argumen keterangan DPR a quo. Begitu pula dengan keterangan DPR 

la!nnya yang inenjelaskan bahwa pangglhan paksa dan peiiyanderaantthsebut 

merupakan Implementasi konsep hak memanggil secana paksa seseonang yang 

dipandang perlu dhdengar ketenangannya (hak subpoena) yang juga d(anut oleh 

lembaga leglshatlf dl bebeiapa Liegatu seperti Amenika Serlkatdan Selandia theru, 

dl rnana dengan ahasan Itu meniurut DPR hak subpoena dinasa penting untuk 

dimiliki DPR sebagam lembaga legishatif yang mewakl!i rakyat untuk mehakukan 

upaya penyehidikan terhadap suatu permasalahan yang benkaltan dengan 

kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diduga bertentangan 
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dengan peraturan perundang-undangan, di mana penyelidikan tersebut bukan 

merupakan penyelidikan dalam ranah proses penegakan hukum (pro justicia) 

[sic!]. Terhadap argurnentasi DPR tersebut Mahkamah berpendapat bahwa hak 

subpoena secara historis hanya diperuntukkan untuk panggilan di depan 

persidangan pengadilan dan Itu jelas serta tegas dalam konsep penegakan 

hukum. OIeh sebab Itu apabila kemudlan DPR ingin menggunakan 

kewenangannya untuk mernanggil setiap orang, tentunya konteksnya bukan 

pada rapat DPR akan tetapi yang masih mempunyai relevansi adalah ketika akan 

nienggunakan penyehdikan dengan hak angket. Namun demikian tentangniodus 

untuk menghadlrkan setiap orang yang akan dirnintal keterangan yang disertal 

dengan sanksl-sanksi, hal tersehut niemerlukan kecermatan dan kehati-hatlan 

mengingat niekanisme panggilan paksa dan sandera yang diatur dalarn Pasal 73 

ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) UU MD3 Perubahan Kedua memiliki 

masalah konstltuslonalltas, balk permasaiahan mengenai status jenis-jenis rapat 

DPR sebagal forum yang seolah-olah bagian dari proses penegakan hukum 

maupun permasalahan kewenangan kepolislan yang hanya dapat menianggil 

seseorang sebagai saksi dalam rangka penegakan hukum. Sulitnya 

mengidentifikasi secara jelas apakah kewenangan panggilan paksa dan sandera 

sebagaimana diatur dalam Pasal 73 ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) UU 

MD3 Perubahan Kedua adalah kewenangan DPR atau Kepolislan itulah yang 

menjadi dasar pertimbangan Mahkarnah dalam menilal konstitusionalitas Pasal a 

quo. Bilamana DPR memang mempunyal kewenangan untuk itu, quod non, maka 

terlebih dahulu hárus jelas apakah forum rapat tersebut menjadi baglan 

penegakan hukum atau bukan. Sebab kewenangan DPR untuk melakukan 

penyelidlkan dalam hak angket sekalipun, harus dijernihkan terlebih dahulu 

apakah bagian dari proses penegakan hukum atau bukan, karena hash 

penyelldlkan melalul hak angket oleh DPR apabila ditemukan adanya indikasi 

atau dugaan tindak pidana tidak serta-merta dapat ditindakianjuti untuk 

dhlakukan penyidikan oleh penegak hukum karena tetap harus dilakukari 

penyelidikan terleblh dahulu. Sementana itu apabila kewenangan tersebut 

dilimpahkan kepada lembaga kepolislan, maka juga akan menimbulkan 

permasalahan baru sebagaimana yang Lelah dlpertimbangkan oleh Mahkamah 

sebelumnya, yaitu bahwa kepolisian hanya dapat melakukan panggilan paksa 

dalam tindakan yang berkaitan dengan proses penegakan hukuni dan 

merupakan bagian dari kewenangannya yang secara genuine memang kepolisian 

sedang melakukan proses penegakan hukum, bukan dalam konteks meneninia 

kewenangan yang dilimpahkan dari lembaga lain yaitu DPR. Tenleblh 

kewenangan kepohisian dalam tindakan penyanderaan, yang menurut 

Mahkamah hingga saat ini belum mendapatkan rujukan dasar kewenangan 

kepohisian untuk dapat melakukan penyanderaan dalam proses penegakan 

hukum. 

g. Terhadap kekhawatiran DPR sebagalmana yang diuraikan dalam persidangan 

bahwa fungsi pengawasan adalah Iungsl yang mendukung fungsl anggaran dan 

ftingsi legis!asi, yang dengan demlkian dipenlukan kesempatan yang tenbuka bagi 

DPR untuk beninteraksi dengan rakyat sehingga Pasal a quo dipenlukan sebagai 

pertyeimbang untuk melawan absolutisme kekuasaan (eksekutif) yaitu dengan 

selalu melakukan perigawasan terhadap pemerintah serta Pasal ini penting 

membeni penguatan kepada lernbaga Parlemen di tengah penguatan sistem 

presidensial akan tetapi selama mi lembaga atau orang yang dipanggil tidak 

nienghadini panggilan DPR tersebut. menurut Mahkamah kekhawatiran tensebut 

dapat dieliminir dengan meningkatkan partisipasi masyarakat dalarn setlap 

proses di DPR. Seandainya memang terdapat lembaga atau perorangan yang 

dengan Itikad tidak balk, atau dengan sengaja tidak mendukung panggilan DPR 

dan hal tersebut terkategorl sebagai perbuatan melanggar hukum, maka Udak 

terdapat hambatan apapun bagi DPR untuk melakukan langkah hukum sesual 

dengan mekanisnne hukurn yang benlaku. 

Ii. Mahkamah berpendapat kewenangan DPR merninta bantuan kepohislan untuk 

inemanggil paksa setiap orang dan melakukan penyanderaan semakin jelas 

memuhiki persàalan konstituslonahitas, sehlngga kekhawaUran yang beiujung 

pada rasa takut setlap onang akan berlakunya norma Pasal 73 ayat (3), ayat (4), 

ayat (5), dart ayat (6) UU MD3 Perubahan Kedua yang dapat menjauhkan 

hubuiieit kiiiittan scara horizontal entara DPR dongan r2kyst £Qbagal 

konstituennya dapat menjadi kenyataan. Oleh karena itu lebih jauh apahila hal 

ni dihubungkan dengan dalil para Pemohon sebagaimana terural dalam 

permohonan a quo, maka menurut Mahkamah permohonan para Pomohon 
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mengenal inkonstitusionalitas Pasal 73 ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) 

UU MD3 Perubahan Medua beralasan menuruthukum. 

2. Pasal 122 huruf I 

Bahwa dalarn Putusan Nomor 16/PIJU-XVI/2019. MM memberikan pertimbangan 

hukurn terhadap pengujian Pasal 122 huruf I UU MD3 Perubahan Medua sebagai 

berlkut: 

a. Bahwa terkait dengan institusi MMD yang diberi tugas untuk "mengambil 

Iangkah hukum dan/atau Iangkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok 

orang, atsu badan hukum", hal demikian harus ditimbang dengan menjelaskan 

posisl atau sekaligus kedudukan MMD sebagai salah satu alat kelengkapan DPR. 

Dalam hal mi, Mahkamah rnempertimbangkan sebagal berlkut 

1] Bahwa sesuai dengan kotentuan Pasal 119 UU MD3 Porubahan Kedua, MMD 

merupakan salah satu slat kclengkapan DPR yang bersifat tetap dan 

dibentuk untuk tujuan menjaga serta menegakkan kehormatan dan 

keluhuran martabat DPR sebagai lembaga perwakilan. Secara universal, 

rnisalnya The Global Organization of Parliamentarians Against Corruption 

(GOPAC) rnenyatakan kode etik lembaga perwakilan atau lembaga legislatif 

adalah dokumen formal yang mengatur perilaku legislator dengan 

menetspkan apa yang dianggap sebagai perilaku yang dapat diterima dan 

apa yang tidak. Dengan kata lain, ini dlmaksudkan untuk mempromosikan 

budaya politik yang sangat menekankan pada kepatutan, kebenaran, 

transparansi, dan kejujuran perilaku anggota parlemen. Namun, kode etik 

tidak dlmaksudban untuk menciptakan perilaku ml dengan sendirmnya. 

Sesuai dengan tujuan tersebut dan dlkaitkan dengan Pasal 119 UU MD3 

Perubahan Kedua, dalam batas penalaran yang wajar, lebih tepat untuk 

dikatakan bahwa pembentukan dan keberadaan alat kelengkapan DPR yang 

bernama MMD adalah merupakan lembaga untuk menegakkan standar 

perilaku/etik bagi anggota DPR. 

2) Secara doktriner dan sistematis, penyusunan norma dalam Pasal 122 UU 

17/2014, mulal dari tujuan sampal dengan pembentukan Institusi ponegak 

etik dlnilai telah menienuhi saw kesatuan pengaturan. Namun ketika UIJ 

17/2014 diubah menjadi UU MD3 Perubahan Medua, ruang lingkup tugas 

MMD untuk menjaga kehorniatan dan keluhuran niartahat DPR diperluas 

sehingga mencakup tugas mengambil langkah hukum dan iangkah lainnys 

terhadap orang perorangan dan badan hukum di luar DPR. 

Bahwa perluasan ruang lingkup tugas MMD sebagai slat kelengkapan DPR 

merupakan kebijakan hukum yang tidak sejalan dengan konsep MMD sebagai 

lembaga penjaga dan penegak kode etik. Profesi atsu pekerjaan mana pun 

yang mengatur stanciar kode etik tertentu, maka lnstltusi yang diberi tugas 

menjaga dan menegakan etika dalam profesi/pekerjaan tersebut hanya 

memiliki kewenangan untuk nienjaga etika dan perilaku anggota dan 

menegakkannya terhadap anggota yang melanggar kode etik. Dengan 

demikian, lembaga penegak kode etik yang dibentuk oleh suatu organisasl 

tidak dapat ditanik keluar rnnenjangkau pihak lain. Lembaga penegak etik 

tetap dibatasi untuk bekerja terhadap anggota- anggotanya sendiri untuk 

menjaga baths demarkasi dan .sekaligus untuk menjaga kepastian hukum 

sebagai lembaga penjaga etik internal organisasi. 

Bahwa dalam praktik ketatanegaraan Indonesia, profesi dan lembaga-

Iembaga yang mengadopsi sistem etika profesi, lingkup tugas lembaga 

penegak etikanya hanya mencakup Internal penyandang profes. Etika 

protest hakim mlsalnya, hanya diterapkan dan berlaku hagi hakim, etika 

protest aclvokat jugs hanya berlaku dan dlterapkan bagi advokat. Begitu juga 

dengan profesi lamnnya, etika yang disepakati hanya berlaku secara internal 

maslng.masmg profesi itu saja. Adapun pihak eksternal same sekali tidak 

tenikaL dan tidak dapat dituntat berdasarkan norma etika oleh lembaga yang 

dibetituk untuk menègakkan kemungkinan terjadin'a pelanggaran etik 

dalam organisasi profesi yang bersangkutan. 

Bahwa adanya pembatasan ruang llngkup tugas lembaga penjaga dan 

penegak etika profesi adalah untuk memastlkan bahwa tugas-tugas lembaga 

tcracbut tidak bcrbonturan dongan tugastugac IQmbaga lainnys dalam 

penegakan hukum. Dalam konteks In!, bllamana terdapat pihak. plhak lain dl 

luar penyandang profesl tertentu yang dlanggap merusak kehonmatan atau 

keluhunan profesi atsu pekerjaan tertentu, maka terhadapnya tidak berlaku 

ketentuan etlka yang menjadl kewenangan lembaga penegakan kode etik 
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untuk menjalankannya, melainkan menjadi tugas lembaga penegak hukum 

menindaklanjutinya. Apabila tugas lembaga penjaga dan penegakan 

kehormatan lembaga tersebut diperluas hingga mencakup orang perorangan 

atau badan hukuni yang berada di luar institusi tersebut, hal itu akan 

rnenyebabkan terjadinya turnpang tindih pemberlakuan norma dan tumpang 

tlndlh lembaga yang berwenang untuk nienegakkannya. Sebab, dengan 

rumusan sebagalmana tertuang dalam Pasal 122 huruf I UU MD3 Perubahan 

Medua frasa "mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain ..." dapat 

ditafsirkan bahwa MMD melakukan Iangkah hukum terhadap plhak eksternal 

yang diatiggap merendahkan kehormatan DPR dan anggota DPR, sehingga 

seolah-olah mengambil alth kewenangan penegak hukum. Penafsiran 

demikian bukan hanya telah keluar dari hakikat MMD sebagai lembaga 

penegak etik yang ditujukan bagi anggota DPR, tetapi juga menimbulkan 

pemaharnan MMD menjadi lembaga penegak hukum itu sendiri. 

b. Bahwa melalui Pasal 122 huruf I LW MD3 Perubahan Medua, kepada MMD 

diserahi tugas untuk mengambil langkah hukum dan/atau langkah Ialnnya 

terhadap orang perorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang dinilal 

menendahkan martabat DPR dan anggota DPR. Terhadap hal Ini Mahkamah 

mempertimbangkan sebagat herikut: 

1) Rahwa sejalan dengan kedudukan MMD sebagai lembaga internal DPR yang 

dibentuk untuk menjaga dan menegaklcan keluhuran martabat DPR sebagai 

lembaga perwakilan, MMD bukanish alaL kelengkapan yang dimaksudkan 

sebagai tameng DPR untuk menganibil Iangkah hukum •terhadap orang 

perorangan yang dinilai telah merendahkan martabat DPR atau anggota 

DPR. Sekali lagi perlu ditegaskan bahwa MMD adalah lembaga penegak etlk 

terhadap anggota DPR. Dengan menempatkan MMD sebagai alat kelengkapan 

yang akan mengambil langkah hukum terhadap orang perorangan aLas 

tindakan yang dinilal rnerendahkan martabat DrR, niaka hal itu tidak lagi 

sesuai atau sejalan dengan kedudukan MMD sebagal penjaga dan penegak 

etlka kehorrnatan dan keluhuran martabat DPR. Sebab, hakikat sebuah 

lembaga perijaga martabat dan kehonmatan atau lembaga etik institusi 

lembaga perwakilan bukanlah untuk pihak eksternal, melainkan untuk 

menjaga kehormatan institusi dari ancaman kerusakan internal. Dengan kata 

lain, fungsi MMD hanya terbatas pada wilayah penegakan etik dan tidak 

dapat dicanipur- aduk dengan fungsi penegakan hukum, sebab bilamana 

DPR dan anggota DPR merasa dlrendahkan kehormatannya dan hendak 

mengambil langkah hukum maka secara personal atau kelembagaan 

tersebutlah yang secara genuine mempunyai hak untuk mengambil langkah 

hukum, misalnya dengan rnelaporkan kepada penegak hukum dan/atau 

mengajukan gugatan secara keperdataan. 

Bahwa runtuh atau rusaknva martabat dan kehormatan suatu institusi 

sangat mungkin disebabkan oleh faktor Internal maupun eksternal. Segala 

perbuatan/Undakan yang bertujuan untuk merusak martabat dan 

kehormatan suatu Instltusi dart pihak luar sesungguhnya telah tersedla 

norma hukum berikut mekanlsrne penegakannya, sedangkan untuk 

mengantisipasi kerusakan yang muncul dart Internal, hal inilah yang 

membutuhkan peran institusi internal yang dibentuk untuk itu. Dalam 

konteks irij, MMD sebagai sa!ah satu alat kelengkapan DPR adaish dibentuk 

dercgan tujuan pokoknya menjaga martabat dan kehonmatan DPR yang 

disebabkan dart internal DPR. Oleh karena itu, penambahan tugas MMD 

hingga dapat mengambfl langkah hukum bagi pihak dl luar anggota DPR dan 

pihak di luar sistem pendukung DPR yang dlnllai teish merendahkan 

martabat DPR jelas tidak sesuai dengan fungsl pokok MMD sebagal penjaga 

dan penegak etik DPR dan anggota DPR. Selain Itu, penambahan tugas MMD 

yang demikian dapt menimbulkan rasa takut bagi masyarakat untuk 

berpartislpasl dathmturutserta mencegah terjadinya pelanggaran kodéetlk 

yang dilakukan oleh anggota DPR. 

Bahwa lebib jauh, pemberian tugas untuk mengarnbil langkahlangkah 

hukum/langkah lainnya pada MMD dapat menimbulkan ketidakpastian 

hukum bagi anggota DPR untuk menempuh upaya serupa apabila yang 

bcrsangkutan meroca dan menilal martabat dirinya telah dilanggar oleh 

plhak luar atau plhak eksternal. Dalam hal mi, tugas yang diberikan kepada 

MMD me!aiui Pasa! 122 huruf 1 UU MD3 Perubahan Medua dapat 

menimbulkan dua kemungi<mnan, yaitu pertama, tugas MMD tersebut 

menyebabkan setiap Lindakan yang nierendahkan martabat DPR hanya 
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dapat diproses melalui langkah-langkah yang diambil MMD, sementara 

anggota DPR yang bersangkutan, karena jabatan yang diembannya seolah-

olah kehilangan kesempatan untuk menernpuh Iangkah secara perorangan; 

kedua. tugas MMD dalam Pasal 122 huruf I UU MD3 Perubahan Kedua 

menyebabkan terjadinya dualisme, di mana pada satu sisi, seorang anggota 

DPR menjadi sangat tergantung dari upaya yang dilakukan MMD, sementara 

dl sisi lain, karena proses politik di internal, anggota DPR yang merasa 

dirugikan oleh tindakan yang dinilai merugikan martabatnya sebagal 

anggota DPR kehilangan kesempatan melakukan upaya, termasuk 

mengambil langkah hukurn, karena mlsalnya proses politik dl DPR yang 

tidak berpihak pada anggota yang nierasa dirugikan tersebut. Terbukanya 

dua kernungkinan dalam implementasi Pasal 122 hurufl UU MD3 Perubahan 

Medua, pada satu sisi, menunjukkan bahwa pembenlan tugas kepada MMD 

dalam norma tersebut justru meniirbulkan masalah tersendinl bagi anggota 

DPR karena seolah-olah nienjadi keliilangan kemandirian untuk dapat 

rnengambil Iangkah hukum niaupun tidak terhadap tlndakan yang dinilal 

rnerendahkan martabat mereka sebagal anggota DPR. Sementara di sisi lain, 

norma dalarn pasal a quo potensial rnenimbulkan rasa takut hagi masyarakat 

untuk Ikut herpartisipasi dalam mengawasi perilaku anggota DPR. 

l3ahwa sementara itu, dari konstruksl perumusan norma, apabila suatu 

perbuatan hendak diatur sebagal perbuatan yang dilarang dan terhadapnya 

dapat dikenakan sanksi hukum, niaka norma hukum yang mengatur 

perbuatan tersebut harus memenuhi syarat kejelasan rumusan atau sesual 

dengan prinsip lex stricta dan lex certa. Dalam arti, harus jelas dan tidak 

multitafsir. Ketika suatu jenis atau bentuk perbuatan tertentu hendak 

dilarang dan disertal ancaman sanksi hukum, maka bentuk perbuatan Itu 

harus jelas dan tidal< membuka ruang untuk ditafslrkan secara beragam 

sesual kehendak pihak-pihak yang akan menerapkan atau menggunakannya 

terutama pka menimbulkan konsekuensi pidana. 

Bahwa dengan menelaah secara seksama rumusan Pasal 122 huruf I UU MD3 

Perubahan Medua, khususnya frasa "merendahkan kehorniatan DPR dan 

anggota DPR", hal itu dirumuskan dengan norma yang sangat umuni, tidak 

jelas dan multitalsir. Frasa 'merendahkan kehormatan" sangat fleksibel 

untuk dimaknai dalam bentuk apapun. Bahkan blla ditelisik rumusan norma 

tersebut, tidak terdapat penjelasan yang memberikan ukuran dan batasan 

mengenai ihwal apa saja dari perbuatan atau perkataan yang dapat 

dikategorikan sebagai telah rnerendahkan kehormatan DPR. 

Bahwa multltafsirnya rumusan norma tersebut dapat menjadi teblh 

merugikan bagi pihak eksternal jika disertai penafsiran yang terkait dengan 

fungsi penindakan yang dimiliki oleh MMD sebagaimana diatur dalam Pasal 

121A huruf b UU MD3 Perubahan Kedua. Maksudnya, Iungsi penindakan 

dalam pasal a quo yang sesungguhnya ditujukan terhadap anggota DPR yang 

melanggar etik potensial untuk dltafsirkan juga berlaku bagi plhak luar yang 

dinilal menendahkan martabat dan kehonmatan DPR atau anggota DPR. 

Dengan kata lain, hat demikian akan membuka nuang tenjadinya 

kesewenang-wenangan dalam penegakannya. MMD akan dengan leluasa 

menafslrkan porbuatan dan perkataan apa saja yang dinilai sebagai telah 

merendahkar. martabat DPR dan anggota DPR, sehingga dapat mengancam 

hak konstitusional warga negara untuk menyampaikan knitik, pendapat, dan 

aspinasinya kepada DPR sebagal lembaga perwakilan. Adanya penafsiran 

yang mengandung potensi ancaman demikian bertentangan dengan hak 

setiap warga negara untuk mendapatkan kepastian hukurn dan setlap 

regulasi yang diberlakukan bagi mereka dalam berhubungan dengan DPR. 

Bahwa persoalan konstitusional lain yang tidak kalah niendasarnya dalam 

perumusan Pasal 122 huruf I UIJ MD3 Perubahan Medua adalah berkaitan 

dengan frasa "mengambil langkah hukum". Apalcah dengan frasa tersebut 

berarti MMD akan melakukan langkah hukum dengan menindaklanjuti 

sendiri semua tlndakan atau ucapan masyarakat yang dinilal meréndahkan 

martabatanggota DPRdan institusi DPR,atau MMD akan nielaporkan kepada 

Institusi penegak hukum. Secara normatif, tidak terdapat penjelasan yang 

pasti berkenaan dengan hal Ini, dan bahkan Penjelasan Pasal 122 UU MD3 

Perubahan ICedue yang acharuanyn dapet dijodikan pegangan sbagal 

penafsiran otentik pembentuk undang-undang hanya menyatakan "Cukup 

jelas". Dalani hal ml, sekailpun DPR dalam keterangan yang pada pokoknya 

menyatakan bahwa fnasa "mengambil langkah hukum" tersebut mengarah 

kepada fungsi liukuin pidana yang dilaksanakan oleh pcncgak hukum, 
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namun penjelasan demiklan tidak cukup kuat karena secara normatif tidak 

ditemukan dalam penjelasan undang-undang sebagai penafsiran otentil< 

pembentuk undang-undang. gahkan, dalam pembahasan perurnusan norma 

a quo yang sebagian risalahnya dilampirkan oleh DPR kepada Mahkamah 

pun tidak ditemukan adanya keterangan yang secara eksplisit menyatakan 

bahwa frasa mengambil langkah hukum" tersebutadalah mengarah kepada 

fungsi hulcum pidana yang dilaksanakan aich penegak hukum. 

8) Bahwa makna dari Pasal 122 huruf I UU MD3 Perubahan Kedus tersebut 

dapat menimbulkan kctidakpastian hukum karena rurnusan norma dernikian 

dapat dlpahami bahwa MKD dapat nienjadi sebuah lembaga yang mengambil 

alih fungsl- fungsi penegakan hukum yang bukan menjadi domain lembaga 

MKD sehlngga dlkhawatirkan terjadi penyelundupan fungsi penegakan 

hukum sebagalmana yang terjadl terhadap Pasal 73 ayat (3), ayat (4), ayat 

(5), dan ayat (6) UU MD3 Perubahan Kedua yang telah dipertlmbangkan 

sebelumnya. Terlebib lagi, apablia cllcerniatl konstruksi rumusan norma 

Pasal 122 huruf I UU MD3 Perubahan Kedua tersebut lebih mengedepankan 

angkah hukum daripada langkah lain. Dengan demikian, secara sistematis, 

seolah-olah langkah lain tersebut justru menjadi pilihan terakhir apabila 

langkah hukum tidak dapat dilakukan atau menemui kendala. 

c. Bahwa selain alasan-alasan hukum yang didasarkan pads unsurunsur rumusan 

norma Pasal 122 huruf I UU MD3 Parubahan Kedus, perubahan Pasal 122 UU 

MD3 Perubalian Kedua dari rumusan yang terdapat dalam Pasal 122 UU 

17/2014 menjadl rumusan dalarn Pasal 122 UIJ MD3 PerubahanKedua tidak 

saja menggeser peran MKD dari awalnya sebagal lembaga penegaketik internal 

menjadi juga mencakup pihak eksternal, ncelalnkan juga telah menyebabkan 

bergesernya subjek utama yang diatur sebagal pihak yang bertindak sebagal 

pelanggar etik DPR yang menyebabkan kehormatan DPR menjadi berkurang, 

yaltu anggotaanggota DPR. Dalam ha] ml, Pasal 122 UU MD3 Perubahan Kedua 

secara keseluruhan tidak lagi menjadlkah anggota IDPR sebagal subjek ulama 

yang diatur, melalnkan juga memasukkan pihak-pihak di luar DPR yang sama 

sekali tidak dapat dituntut oleh institusi yang keberadaan dan kedudukannya 

hanya untuk melaksanakan fungsi-fungsi DPP. sebagalmana diatur dalam UUD 

194. tiahRan, norma ter ,;ebUL menerlipaLkau utang petuiaiigati aLaU badu 

hukum sebagai pihak yang dianggap jugs dapat ikut merendahkan kehormatan 

dan martabaL DPR. Padahal, sesuai Passl 125 UU MD3 Perubahan Kedua, 

perorangan dan badan hukum ada]ah subjek hukum yang Ikut membantu MKD 

dalam menjaga kehormatan DPR melalui pengaduan yang disampaikan kepada 

MKD. Dengan demikian, pergeseran peran MKD melalul perubahan Pasal 122 

huruf I UU MD3 Perubahan Kedua justru menimbulkan ketidaksinkronan 

antarnornia UU MD3 Perubahan Kedua, khusus materl muatan terkalt MKD 

sehingga bertentangan dengan UUD 1945. Oleh karena Itu, apabila hal demlklan 

dihubungkan dengan sebagian yang dikemukakan oleh pana Peniohon 

sebagainiana diuraikan dalam permohonan a quo, menurut Mahkarnah 

perniohonan para Pemohon metigenam Inkonstitusionalitas Pasal 122 huruf I UU 

MD3 Peruhahan Kedua beralasan nienuruthukum. 

3. Pasal 245 ayat (1) 

Bahwa dalam Putusan Nomor 16/PUU-XVI/2018, MK membenikan pertimbangan 

hukum terhadap pengujian Pasal 245 ayat (1) UU MD3 Perubahan Kedua sebagal 

berikut 

jika dihubungkan dengan Pasal 245 ayat (1) tJU MD3 Perubahan Kedus. logika 

yang secara unium terkandung dalam rumusan Pasal 224 Wi MD3 Perubahan 

Kedua adalah bnhwa hak imunitas seorang anggota DPR, sebagalmana diniaksud 

dalani Pasal 20A ayat (3) IJUD 1945, benar-benar dijamin secara kuat. Selama 

pernyataan, pertanyaan pendapaL sikap, tindakan, atau kegiatan seorang 

anggota DPR berkait dengan fungsi serta wewenang dan tugas DPR atau semata-

mata merupakan hak dan kewenangan konstitusionial DPR dan/atau anggota 

DPR, maka oleh undang-undang a quo hal itu hukan hanya dikesarnpingkan dan 

kemungkinan Iahirnya tuntutan hukum tetapi juga dlkesampingkan dan 

kemungkinan pergantlan antarwaktu. Pertanyaannya kemudian, jika hak 

imunitas anggota DPR telah dijamin sedemlklan kuat dalam undang-undang a 

quo, sebagaimana tampak dart analisis torhadap Pasal 224 liii MD3 Penubahan 

Kedua di atas, apakah maslh dibutuhkan keberadaan Pasal 245 ayat (1) UU MD3 

Perubahan Kedua. 

Bahwa Pasal 245 ayat (1) UU MD3 Perubahan Kedua adalah perubahan dan 
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Pasal 245 ayat (1) Undang-Undang sebelumnya, yaitu UU 17/2014, yang 

menyatakan, "Pemanggilan dan permintaan keterarigan untuk penyidikan 

terhadap anggota DPR yang diduga rnelakukan tindak pidana harus mendapat 

persetujuan tertulis dari Mahkarnah }Cehorniatan Dewan." Terhadap Pasal 245 

ayat (1) UU 17/2014 tersebut telah dimohonkan pengujian konstltusionalitasnya 

kepada Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah l<onstitusl te]ah nienyatakan 

pendiriannya sebagaimana tertuang dalam Putusan Mahkamah Kcnstitusl 

Nomor 76/PUIJ-Xll/2014. Meskipun dalam Putusan tersebut Mahkaniah 

menegaskan pentingnya perlindungan hukurn yang rnemadai dan proporsional 

bagi anggota DPR dalani molaksanakan hak-hak konstituslonalnys, yaitu 

perlunya persetujuan tertulis Presideri, bukan persetujuan tertulis Mahkamah 

Kehorniatan Dewan, dalani hal seorang anggota DPR dipanggil dan dimintal 

keterangan berkaitdengan suatu tlndakpidana. 

c. Berdasarkan pertlrnbangan hukum Puttisan Mahkaniah Konstitusi Nomor 

76/PUU-Xll/2014 tersebut beberapa hal penting telah menjadi jelas, dl 

antaranya; 

1] Pet-tama, bahwa dalani melaksanakan hak-hak konstltusionalnya sebagal 

anggota DPR atau dalam melaksanakan fungsl-fungsl konstltusional 

kelembagaan DPR, anggota DPR tidak boleh dlkriminalkan dan karena Itu 

dibutuhkan perllndungan hukum yang memadai dan proporsional; 

2) Kedua, bahwa perwujudan perlindungan hukum yang memadal dan 

proporsional itu ialah dalani hal seorang anggota DPR akan dlpanggil dan 

dimintal keterangan dalam rangka penyidikan karena dugaan. melakukan 

tiridak pidana maka dlbutuhkan persetujuan tertulis dari Presiden; 

Ketiga, bahwa Mahkamah Kehorrnatan Dewan (MMD) tidak ada relevanslnya 

dan tidak tepat dilibatkan dalam bentuk pemberian persetujuai tertulls 

terlebih dahulu dalam hal seorang anggota DPR dipanggll dan dimintal 

keterangan dalam rangka penyldlkan karena dugaan melakukan tindak 

pidana karena MKU adalah lenibaga etik yang keanggotaannya berasal dan 

dan oleh anggota DPR sehingga ada konflik kepentingan; 

Meempat, secara a contrario, syarat persetujuan tertulis dan Presiden hanya 

berlaku atau dibutuhkan jika seorang anggota DPR dipanggil dan dimintal 

keterangan dalam rangka penyidikan Jika yang bersangkutan diduga 

melakukan suatu tindak pidana, sehingga terhadap hal-hal lain di luar itu 

tidak dibutuhkan persetujuan tertulis dari Presiden. 

Bahwa substansi dan pengertian yang terkandung dalam Pasal 245 ayat (1) UU 

MD3 Perubahan Kedua sangat berbeda dengan Pasal 245 ayat (1) UU 17/2014 

sebagalmana telah diputus konstitusionalitasnya berdasarkan Putusan 

Mahkamah Monstitusi Nomor 76/PUUXII/2014 di atas. 

Bahwa secara kontekstual, maksud pembentuk undang-undang merumuskan 

norma sebagaimana termuatdalam Pasal 245 UU MD3 Perubahan Kedua adalah 

dalam konteks pemenuhan hak imunitas anggota DPR sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 20A ayat (3) UUD 1945. Dalam kaitan ini, rneskipun secara tensirat 

telah disinggung dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkaniah Kanstitusi 

Nornor 76/PUU-Xl!/2014, penting ditegaskan bahwa pediberian hak imunitas 

terhadap anggota DPR sebagal hak konstitusional bukanlah dimaksudkan 

melindungi anggota DPR yang melakukan tindak pidana dan membebaskannya 

dari tuntutan pidana melainkan semata-mata agar anggota DPR dalam 

melaksanakan hak, fungsl, maupun tugas konstitusionalnya tidak mudah 

dikrlminalkan. Namun, dengan rumusan yang tertuang dalam Pasal 245 UU MD3 

Perubahan Kedus yang mengandung substansi dan pengertian sebagalmana 

diuraikan pada angka 3 di atas, pemberian hak imunitas sebagai hak 

konstitusional anggota DPR menjadi keluar dari filosofi dan haklkatnya sebab 

dengan rumusan demikian berarti: 

hak imunitas tersebut jugs mencakup atsu berlaku terhadap bukan hanya 

jika seorang anggota.DPR dlpanggil dan dimintaf kéterangan dalam kerarigka 

proses penyidikan sebagal tersangka suatu tindak pidana rnelainkanjuga 

tatkala seorang anggota DPR dipanggil dan dlmteta keterangan Untuk hal 

yang lainnya; 

hak imunitas tersebut bukan hanya berlaku untuk proses penyidikan 

melainkan untuk semus proses dalam sistem peradilan pidana; 

hak Imunitas itu dlejawantahkan bukan terutama oleh dlharuskannya 

persetujuan tentulis dari Presiden terlebih dahulu untuk dapat rnemanggil 

dan meminta keterangan seorang anggota DPR (meski hanya sekadar 

sebagai saks) da]am suatu tindak pidana melainkan diejawantahkan oleh 

kehanusan adanya pertimbangan MMD. Dengan kate lain, tanpa adanya 
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76/PUU-Xi 1/2014, sehingga terhadap persoalan inkonstitusionalitas norma 

Pasal 245 ayat (1) UU MD3 Perubahan Kedua, Mahkamah akan menjatuhkan 

putusan yang dipandang lebih tepat sebagalmana termuat dalam amar putusan 

ml. 

pertimbangan M1<D, persetujuan tertulis dari Presiden tidak dapat 

dikeluarkan. 

f. Konstruksl pengertian yang terbangun dari penafsiran tekstual terhadap Pasal 

245 ayat (1) UU MD3 Perubahan Medua tersebut bukan hanya telah 

bertentangan dengan dasar pemikiran yang melandasinya, yakni sebagal 

pengejawantahan hak imunitas anggota DPR yang diturunkan darl Pasal 20A 

ayat (3) UUD 1945, melainkan juga: 

bertentangan dengan fungsi MMD, sebagalmana diatur dalam Pasal 121A 

UU MD3 Perubahan Kedua yang sama sekali tidak ada menyiratkan adanya 

fungsi demikian. 

bertentangan dengan tugas MKD, sehagaimana diatur dalam Pasal 122 lii) 

MD3 Perubahan Kedua yang sama sekali tidak menyebutkan adanya tugas 

demikian meskipun hanya secara Implisit. 

berteritangan dengan kewenangon MMD, sebagalmana diatur dalam Pasa 

122A IJU MD3 Perubahan Kedua yang juga sama sekall tidak rnenyebutkan 

adanya kewenangan dernilcian rneskipun hanya secara impilsit. 

g. Dengan konsb -uksi rumusan norma sebagalmana tertuang dalam Pasal 245 ayat 

(1) UU MD3 Perubahan Kedua, telah terang bagi Mahkamah bahwa Pasal 245 

ayat (1) UU MD3 Perubahan Kedua bertentangan dengan UUD 1945 karena 

kontradiktlf dengan fliosofi dan hakikat pembenian hak Imunitas anggota DPR 

yang secara kontekstual seharusnya menjadi dasar pemikiran atau latar 

belakang pembentukan MMD. 

h. Meskipun Mahkamah sependapat dengan para Pemohon sehlngga perrnohonan 

para Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian yaitu bahwa norma 

yang terkandung dalam Pasal 245 ayat (1) UU MD3 Perubahan Kedua 

bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat, tetapi Mahkamah memiliki 

pendapat dan pertimbangari sendiri selain apa yang menjadi argumentast dalam 

sebagian posita dan sebagian petitum permohonan para Pemohon, namun 

demikian menuruc Mahkamah hal tersebut sejalan dengan semangat atau 

hakikat yang dimohonkan oleh para Pemohon yang esensinya adalah bahwa 

syarat adanya pertimbangan MMD terlebih dahulu untuk memanggil anggota 

DPR dapat menjadi pengharnbat bahkan rneniadakan syarat adanya persetujuan 

tertulis dart vresiden sesual dengan Putusan Mahkariiah KurisLILusI Numor 
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Kegiatan 4: Tahapan 1 

DAFTAR DOKUMEN UU YANG TELAH DHNPUT PUTUSAN MK 

Undang-Undang Nornor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang 

Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan 

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan 

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkarnah Konstitusi 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 

Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan 

Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

Undang-Undang Nomor 7 Tahuri 2017 tentang Pemilihan Unium 

Undang-Undang Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak 

Kegiatan 4: Tahapan 2 

Kumpulan UU Telah Diinput Putusan MK 
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Kegiatan 5: Tahapan 2 

Permohonan Peinbuatan Sub Tab Baru Dalarn Tab Produk Ui Website Puspanlak UU 

Naina 	Reza Azhari, Sit., LL.M. 

NIP 	: 198807182018012001 

Jabatan 	: Analis liukurn 

Unit Kerja 	Pusat Peniaiitauan Pelaksauaan Undang-Undang 

Aktualisasi yang akan dibuat adalah prcxluk baru di website Puspanlak UU, vang benirisna 

Kompilasi IJU Pasca Putusan MX Posisi tampilan berada di Tab Produk> Kompilasi IJU Pasca 

Putusan MX 

I 
Iv 

- 	 - 	 - I: 
:.'. 	 ... 

tt 

2. Tampilan Sub Tab IJU Yang Diubab Oleh Putusan MK akan serupa dengari tampilan Rancangan 

Undanis-lindaitg di Tab Produk www nusalpun dpr Co id 

........... ....

i-.-,. :. ------- 

7016 

ks: Ir  

Dalarn lialanian Kompilasi UIJ Pasca Putusan MK tersehut. ada tampilan cover di sebclah kin. 

jiarna Undang-Undang sebagai sub judul di sobelah tengah bagian alas. Kcterangan scbagai 

deskripsi, dan di paling bauh update terakhir: untuk perbaliarui tauggal update. 

4. Di pojcik kanan ada tIle attachment pdf yang bisa diunduh hebas. Diharapkan dapat dihitirng berapa 

kali diunduh. 

Tangoal Konsultasi Mentor: 19 Juli 2018 

Disetujui Mentor: 

Poedji Poerwanti, S.H., MIT 

NIP. 196811032000032004 

1 	 2 



Ii '  

- 	 4 
- 	 pI 

I ' 

- 	 11 



ND 06 

PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG 
BADAN KEAHLIAN DPR RI 
	

RAPAT KOORDINASI 

2018 

Latar Bclalang 

Rangkaian PelatihLrn Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil (Latsar CPNS) oleh 

rKT2A I LAN JdttIdjIuj di1cikukui dalWLI tI64, tahp vaitu intci'naliaaji, ahtuaIinaui dan 

evaluasi aktualisasi. Raput koordinasi mi merupakan salab stu kegtatan dalarn tahapan 

aktualisasi untuk merealisasikun rarteangan uktualisuSL vatig telah di1,aptirkan dan 

diujikan saat tahap internalisasi sehe]umnya, dan akan menjadi salah satu materi yang 

diujikan dahim tahap evaluasi akinalisasi. 

Aktualisa.si yang dirancang adalah penihangunan produk digital yang diberi judul 

"PasalfAyat Undang-Uridang Yang Dibatalkan Me]nlui Putusan Mahkamah Konstitusi" 

di wehsite Aktualisasi tnt scbagai salah satu upava dalam 

ineinbangun ktuaktcr ASN yang bcrintc -itas, profesional, netral dan bebas dan 

intervensi pulitik. hersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta mampu 

menvelenggarakan pelavnnan publik hagi masyarakat dan mampu menjalankan peran 

sehagai unsur perekat persatuan dan kesawan hangsa herdasarkan Pancastla dan IJUI) 

NRJ Tahun 1945. 

Produk digital "Pasal/Avat Undang-Undang Yang Dihalalkan Melalui Putusan 

Mahkameh Konstitus' di vehsite tvww.puspanlakuu.dpr.tao.id  merupakan inovual 

pelaksanaan dari salah satu tugas pokok dun fungsi analis hukum yaitu mengelola 

database perkara pengujian Undang-Undang, basil putusan MK, serta database Undang-

Tindang yang diubah dengan putusan MK. Diharapkan aktualisasi mi dapat 

membemkan niasukan untuk pemv,'usunan Proglarn Legislasi Nasional kepadu anggota 

DPR RI pads khususnva, serta dapal membenikan informasi hukurn kepacla masyarakat 

pada umunmva. 

Tujuaan 

Rapat koordinasi mi ditujukan agar pembangunan produk digital "Pasal/A at Undang- 
Undang Yang litbatalkan Melalut l'utusan Mahkamah Konstitusf' dl webslte 

dapal menjadi salah satu produk unggulan dan dapat 
dilanjutkan oleh seluruh analis hukum di Pusat Pemantauan Pclaksanaan Undang-
Undang l3adan Keshlian DPR RI. 

2 

PASAL/AYAT UNDANG-UNDANG 
YANG DIBATALKAN MELALUI PUTUSAN 

MAHKAMAH KONSTITUSI 

RAPAT KOORDINASI 

DALAM RANGKAAKTUALlSAs I'ELATII-{AN DASARCALON PEGAWAI NEGER SIPIL 

.,, 



4 'Tampilan pada halaman detail. klik dcskiipsi untuk keterangan dokumen. 

C. Waktu 

Rapat koordinasi mi dilakukan pada hari Rabu. 12 September 2018 bertempat di Ruang 
Rapat Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Lrndang l3adan Keahlian DPR RI. sT 

Mll  ORR  

D. Produk Digital "Paaal/Avat Undang-Undang Yang Dibatalkan Melalul Putusan 
Malikamah Konstitusi" di wehaite wv,nu.cpanlakuu.dpr.o.id  

Letak produk digital ml berada di website www.puspanlakuu.dpr.go.id > sub tab 
Produk yang terakhir. 

Di halaman beranda, Ictak produk digital mi berada di kolom paling hawah 

Untuk masuk pads halaman detail, sila pilih produk "PasallAyat Undang-Undang 
Yang Dihatalkan Melaiui Putusan Mahkamah Konstittisi" pada poin nomor I diatas. 

F! 	 ... 	 .. 	 . 	 .... 

5. Pada tampilan halatnan detail terdapat 5 (lima) komponen: 

Judul Undang-Undang 

Cover dokumen 

Deskripsi dokumen yang ITlemuat narasi singkat dokurnen dan isi pasal/avat 
yang dibatalkan oleh Putusan MK. 

Keterangan waktu "update terakhir" yang menampilkan waktu pemutakhiran 
data tcrakhir. 

Dokumen yang dapat diunduh dengan akses terbatas untuk copy dan edit 

dengan format file .pdf. 

6. Hingga saat mi sudah 7 (tujuh) undang-undang yang dapal diakses pada halaman 
detail tersehut yaitu UTJ Pemilu 7/2017, UTJ I.PS 24/2004 1  1511 Pajak Perubahan 
Ketiga 28/2007. UU SPPA 11/2012, UU Praktik Kedokteran 2912004, 1511 MD3 
Perubahan Kedua 2/2018 dan UU tvlK 24/2003. Pemilihan kctujuh undang-undang 
tersebut adalah berdasarkan pada seluruh Putusan MK yang dikabulkan pada tahun 
2018. 

E. Input data "PasallAyat Undang-LJndang Yang Dibatalkan Melalui Putusan 
Mahkamah Konstitusi" nielalui Portal DPR RI 



	

1L 	 -- 

	

P...1/Ayn UU 	 flIb•t.4k.! M,l.J..I 	 t.t,( 	___________________________ 
4. Untuk menambahkan undang-undang barn, pilih opsi "Tambab Pasal/Ayat UU Yang 

Dihatalkan Melalni Putusan MK" di schelah kanan atas yang herwarna hijau. Seteish 

masuk, terdapat tarnpil an se1agai herikut: 

t 

Pads halaman l'uspanlak UU Admin, masuk aplikasi melatui tab Menu> Produk> 
Pasal/Avat IJIJ Yang Dibatalkan Melalui Putusan MK di pa]iing bawah. 

Pada halaman detail aplikasi "Pasal/Ayat IJU Yang Dibatalkan Melalui Pi.itusan MK", 
terdapat daftar undang-undang yang sudah ditinggah. Daltar tersebut dapat ditamhah, 
direvisi, maupun dihapus melalui pilihan yang ada. 

5. Tarnbahkan udul undang-undang dengan kolom yang sudah cli tatting auto complete. 

Daftar undang-undang yang tampil adalah sesuai yang ada di 51)114 DPR RI. 

6 Setelah itu masukkan juga deskripsi dokumen yang akan diunggah, dcksnpsi bensi 
narasi singkat isi dokumen dan daftar pasallayat yang dihatalkan melalui Putusan lvff.Z. 

Seteish itu klik "Simpan 

7. Setelah disimpan, inaka akan muncul opsi barn sehagai herikut: 
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Terdapat tiga pilihan untuk file unggah: "Cover", "File Publik" untuk menampilkan 
dokumen yang dapat diunduh hehas, dan 'File Internal" yang hanya dapat thunduh 
terbatas oleh internal Puspanlak. Untuk aplikasi mi, cukup mengunggah dokumen 

pada opsi "Cover" dan "File Puhhk". Setelah jtu kiLk "Simpan". 

Selanjutnya untuk rnenambahkan data Penulis, klik opsi "Tamhah Penulis" di sebelah 
kanan hawah, dun akan muncul tampilan sebagai berikut: 

Pi!ih name Penulis lalu hen tanda centang di sebelah sebagaimana gambar diatas. 
Lalu klik "Simpan". 

Setelah itu akan muncul tampilan sehagui herikut: 

Klik "Simpan' untuk melengkapi seniva keterangan dokumen. 

F. Contoli dokumen "PasallAvat UU Yang DbataIkan Mclalui Putuan MK 

1. Cover/Halam-an Judul 

PASAL/A VAT YANG DIBATALKA N 

OLEHPUTUSAN'M}( 

fn,~, 
 

TENTG pMnPn,,&q KToJnATAS 

DEWAN PIRWAKILAN RAXVAI. 

I 	DEWAN PtRInKILAN OAtlI.U. DAM 
I 	 ORWAK pnwAxlLaM XAXVfl DAERAU 
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SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA 

JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270 

TELP. (021) 5715 349 FAX. (021) 5715 423 / 5715 925, WEBSITE : wvvw.dpr.go.id  

Nomor 	: 126/PUSPANLAK UU/7/2018 	 Jakarta, 4 Juni 2018 
Sifat 	: Biasa 
Derajat 	Segera 
Lampiran 	: 1 (satu) Ibr 
Perihal 	Undangan Rapat 

Yth. 
Daftar Nama Teriampir 
J a k a r t a 

Dengan hormat, 
Kami beritahukan bahwa Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang 
Badan Keahilan DPR RI akan mengadakan Rapat merlgenai Aktulisasi 
Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil PUSPANLAK UU, yang akan 
dilaksanakan pada: 

Han /tanggal 	: Selasa, 5 Juni 2018 
Waktu 	 : Pukul 10.00 s.d 12.00 WIB 
Acara 	 : Pembahasan Aktuahsasi Pelatihan Dasar Calon 

Pegawai Negeri Sipil PUSPANLAK UU 
Tempat 	: Ruang Rapat Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang- 

UndangLantai 6 GedungSekretariatJenderal DPR RI 

Mengingat pentingnya acara tersebut, kami mengharapkan kehadiran. 
Saudara tepat pada waktunya. 

Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih. 

Kapus Panlak Undang-Undang, 

I 

Ruth RochlTlansyah, S.H., M. 
NIP. 1969213 199302 1 001 



DAFTAR HADIR 
RAPAT PEMBAHASAN AKTUALISASI PELATIHAN DASAR 

CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL PUSPANLAK UU 

Tanggal 	: Selasa. 5 Juni 2018 
Waktu 	: 10:00:00s.d. 12:00:00 
Tempat 	: Ruang Rapat Pusat Panlak UU Lt. 6 Ruang 608 Gd. Setjen DPR RI 
Acara 	: PEMBAJ-IASAN AKTUALISASI PELATIHAN DASAR CALON PEGAWAI NEGERT SIPIL PUSPANLAK UU 

NO NAMA NIP JABATAN A 	TANDATANGAN 
 Rudi Rochmansyah, S.H., M.H. 196902131993021001 Kepala Pusat Pernantatian 

Pelaksanaan Undang-Undang  
1. 

 Dadang Prayitna, S.IP., M.H. 196708061990031003 Kepala Bidang Data dan 
Teknologi Informasi  

2. 

 DahliyaBahnari, S.H.. M.H. 197504202002122002 Kepala Subbagian Tata Usaha 3. 

 Soridang E. Sinaga, S.Kom. 196702261995022001 Pranata Komputer Madya 4. 

 Fariza Emra, S.T., M.Sc. 198001082009121001 Pranata Komputer Madya 5. 

 Airlangga Eka Warhana, S.Korn., 198210032009121001 Pranata Komputer Madya 6. 

 Poedji Poerwanti, S.H., M.H. 196811032000032004 Analis Kebijakan Pertama 7. 	'fj. 

S. 
- Erdinal 1-lendradjaja, ST., M.Sc. 198008132009121001 Pranata Kornputcr Muda  

 Rahayu Yuni Siisanti S T 198506102009122003 Pranata Kornputcr Mudu 9. 

 S. Agus Trirnarawulan, S.H. 196008031993021001 Penyusun Bahan Kebijakan 10. 



di 196509101989031002 Pengadministrasi Umum Eamu 

anto S H 
12. 

 Meed Sobari m 196810091007031003 Pengelola Data 

 -- Supian, S E -- 196901071997031001 Pengadministrasi Umum 

 Musbiyatun 197011101997032006 

— 

Pengelola Data 1 

- Martin Yohannes 197103131994031004 Pengelola Data P16. 

 Atis Jaelani 197603262001121001 Pengadministrasi Umum 17. 

Analis Hukum _Ii!iI;II  Nur Azizah, S.H., M.H. 198612062018012001 

 Ester Yolanda Friska, SI-I., M.H. 198704152018012001 Analis Hukum  19. 

 Rcza Azhari. S.H., LL.M. 198807182018012001 Analis Hukum 20. 

 Ira Chandra Puspita, S.H., M.H. 198810032018012001 Analis Hukum 21. 

 Yosa .Tcremia Donovan, S.H., 
M.H.  

199110202018011002 Analis Hukum 22. 

Analis Hukum  44  
 

 

 

Putri Ade Norvita Sari, Si-I., M.H. 199301 192018012002 

Analis Hukum Nadia Septyana 198409022005022001 

PPNPN 25. 
Jordan Muhammad, S H 220000004 

Trisuharto Clinton. S.H. 220000005 PPNPN 7~26. 



 Pinanli Mega Dewanti, S.H. 220000006 PPNPN 27. 

 Rr. Lucia P Dewi Damayanti 220000010 
Yudakusuma, S.H.. M.Kn.  

PPNPN 28. - 

 Mega Irianna Ratu, S.H., MBA 220000016 PPNPN  

 Aska Cardima, S.H. 22000019 PPNPN 30. 

 Donny Satya Widjanarko, S.H. 22000020 PPNPN 31. 

 Deny Giovanno, S.H. 22000021 PPNPN 32. 

 Endaiig Sulistyorini, S.H., M.Kn. 22000022 PPNPN 

 Anisha Rahrnasari, S.H. 22000023 PPNPN 34, 

 Yodia Surya Nugraha, S.H. 22000024 PPNPN 35. 

 Juan Fery Situmorang, S.H. 22000025 PPNPN -- 

 Antonius Samturnip, S.H. 22000026 PPNPN 3 

 Dedy Nurhidayat, S.1-1., M.Kn. 22000027 PPNPN 3 

 Ratria Dewi Tisnasari, S.H. 22000028 PPNPN  

 - Krikanirnanis Noviarti Qori. S.H. 22000029 PPNPN 40. 

41 ii!yTeginacari 180000086 PPNPN iii. AA 
42. Muammar Khada1 190000064 PPNPN - 42. 



SEKRETARAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLiAN 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA 

JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270 

TELP. (021) 5715 349 FAX. (021) 5715 423 / 5715 925, WEBSITE : www.dpr.go.id  

LAPORAN SINGKAT 
RAPAT PEMBAHASAN AKTUALISASI PELATIHAN DASAR 

CPNS PUSPANLAK UU 
SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHL1AN DPR RI 

Hari/tanigLIl 	: Selasa, 5 Juni 2018 
Pukul 	 : 10.00-12.00 WIB 
Tempat 	 : Ruang Rapat Sekretariat Jenderal DPR RI, Lantai III, 

Gedung Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI 
Ketua Rapat 	: Rudi Rochrnansyah, SH.,MH 
Acara 	 : Rapat terkait Pembahasan Aktualisasi Pelatihan Dasar Calcn Pegawai 

Negeri Sipil Puspanlak UU bersama Bidang Data dan Teknologi 
Informasi 

Peserta Rapat 
Pranata Komputer Madya; 
Pranata Komputer Muda; 
Analis Hukum; 
PPNPN 

POKOK-POKOK RAPAT: 

PENDAHULUAN 

Ketua Rapat membuka rapat pada pukul 10.00 WIB 

PEMBAHASAN 

Masing-masing CPNS Analis Hukum menjelaskan kepada pihak BDI tentang 

program dalarn rancangan aktualisasi; 

Program rancangan aktualisasi masing-masing CPNS Analis 1-lukum, sebagai berikut: 

Putri Ade Norvita Sari: Pembuatan tempat penginputan dan pengunggahan 

Kajian, Analisis, dan Evaluasi UU di Website Puspanlak; 

Ester Yolanda Friska: Pembuatan tempat penginputan dan pengungghan daftar 

perkara pengujian undang.-undang di Mahkamah Konstitusi di Website 

Puspanlak; 

Reza Azhari: Pembuatan tempat penginputan dan pengunggahan kompilasi 

undang-undang perubahan pasca putusan Mahkamah Konstitusi di Website 

Puspanlak; 



Nur Azizah: Pembuatan sistem informasi yang terintegrasi denga Website 

Puspanlak untuk menjaring aspirasi masyarakat dalam rangka pmantauan 

pelaksanaan undang-undang; 

Yosa Jeretnia D: konsultasi dengan Kepala Puspanlak BK DPR RI serta 

memberitahukan mengenai rancangan aktualisasi berupa penggunar.n aplikasi 

google docs yang berfungsi untuk mengerjakan secara terintegrasi Bai I sampai 

dengan Bab V buku basil pemantauan Undang-Undang Pariwisata kepada Analis 

Hukum clan Koordinator Bidang Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang 

Puspanlak BK DPR RI. 

HI. KESIMPULAN: 

Tempat penginputan dan pengunggahan untuk rancangan aktualisasi Putri Ade 

Norvita Sari, Ester Yolanda Friska, Reza Azhari dan Nur Azizah daLim proses 

pembuatan; 

Rancangan aktualisasi Yosa Jeremia D berupa penggunaan aplikasi google docs untuk 

rnengerjakan secara terintegrasi Bab I sampai dengan Bab V buku hasil pemantauan 

Undang-Undang Pariwisata telah siap untuk dilaksanakan. 

IV. PENUTUP 

Rapat ditutup pada pukul 12.00 WIB. 

Jakarta, 5 Juni 201 

Mengetahui, 

Kepala Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undarg-Undang 

J 

Rudi R hmansyah. S.H.. M 

NIP. 190213.I99302.100I 



SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA 

JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 1 J270 

TELP. (021)5715 349 FAX. (021) 5715 423/ 5715 925, WEBSITE : wivw.dpr.go.id  

Nomor 	128/PUSPANLAK UU/7/2018 	 Jakarta, 3 Jul 2018 
Sifat 	Biasa 
Derajat 	: Segera 
Lampiran 	: 1 (satu) lbr 
Perihal 	: Undangan Rapat 

Yth. 
Daftar Nama Terlampir 
J a k a r t a 

Dengan hormat, 
Kami beritahukan bahwa Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang 
Badan Keahlian DPR RI akan mengadakan Rapat Dalam Kantor di Luar 
Jam Kerja, yang akan dilaksanakan pada: 

Han I tanggal 	: Rabu, 4 Juli 2018 
Waktu 	 Pukul 16.30 s.d 19.30 WIB 
Acara 	 : Pembahasan Aktualisasi Pelatihan Dasar Calcn 

Pegawal Negeni Sipil PUSPANLAK UU 
Tempat 	: Ruang Rapat Pusat Pemantauan Pelaksanaar Undang- 

UndangLantai 6 Gedung Sekretariat Jenderal DPR RI 

Mengingat pentingnya acara tersebut, kami mengharapkan kehadiran 
Saudara tepat pada waktunya. 

Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih. 

Kapus Panlak Undang-Undang, 

f 

Rudi Roch(nansyah, S.H., M.H. 
NIP. 1969(1213 199302 1 001 



DAFTAR HADIR 
RAPAT PEMBAHASAN AKTUALISASI PELATIHAN DASAR 

CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL PUSPANLAK UU 

Tanggal 	: Rabu, 04 Juli 2018 
Waktu 	: 16:30:00 s.d. 19:30:00 
Tempat 	: Ruang Rapat Pusat Panlak UU Lt. 6 Ruang 608 Gd. Setjen DPR RI 
Acara 	PEMBAHASAN AKTUALISASI PELAT1I-IAN DASAR CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL PUSPANLAK UU 

NO NAMA NIP JABATAN TANDATANGAN 

 Rudi Rochmansvah, SI-I., M.H. 196902131993021001 Kepala Pusat Pernantauan 
Pelaksanaan Undang-Undang  

1. 

 Dadang Prayitna, S.IP.. M.H. 196708061990031003 Kepala Bidang Data dan 
Teknologi Informasi 

2. 

 Dahliya Bahnan, S.H., M.H. 197504202002122002 Kepala Subbagian Tata Usaha 3. 

 Sondang E. Sinaga, S.Kom. 196702261995022001 Pranata Komputer Madya 4. 

 Fariza Emra. S.T., M.Sc. 198001082009121001 Pranata Komputer Madya 5. 

 Airiangga Eka Warhana, S.Kom., 198210032009121001 Pranata Komputer Madya 6. 

 Poedji Poerwanti. S.H., M.H. 196811032000032004 Analis Kebijakan Pertama 7. 

 Erdinal 1-lendradjaja, S.T., M.Sc. 198008132009121001 Pranata Komputer Muda 8. 

9 Rahayu Yunj Susanti, S.T. 198506102009122003 Pranata Komputer Muda  

 S. Agus Trimarawulan, S.H. 196008031993021001 Penyusun Bahan Kebijakan 10. 



 Samudi 196509101989031002 Pengadministrasi Umurn H. 

 Hariyanto, S.H. 196803011990031004 Penyusun Bahan Kebijakan 

 Memed Sobari 196810091007031003 Pengelola Data 13. E 
 Supian, S.E. 196901071997031001 Pengadrniriistrasi Umum 14. 

15, Musbiyatun 197011101997032006 Pengelola Data  

 Maiin Yohannes 197103131994031004 Pengelola Data 16. 

 Atis Jaclani 	 - 197603262001121001 Pengadministrasi Umurn IT 

 NurAzizah,S.H.,M.H. 198612062018012001 AnalisHukum 

ster Yolanda Friska, S.H., M.H. 198704152018012001 Analis Hukum 

+0. j  Reza Azhari, S.1-1., LL.M. 198807182018012001 Analis Hukum  

 Ira Chandra Puspita, S.H., M.H. 198810032018012001 Analis Hukum - 

 Yosa Jeremia Donovan, Si-I., 199110202018011002 Analis Hukum 22. 

 Put.ri Ade Norvita Sari, S.1-1., M.H. 199301192018012002 Analis 1-lukum 23. 

 Nadia Septyana 198409022005022001 Analis Hukum 24. 	
[ 

 Jordan Muhummud, 8.11. 220000004 PPNPN 25. 

 Trisuharto Clinton, S.H. 220000005 PPNPN 26. 



 Pinanti Mega Dewanti. S.H. 220000006 PPNPN 27. 

 Rr. Lucia P Dewi Damayanti 
Yudakusuma, S.H.. M.Kn. 

220000010 PPNPN 28.  

 Mega Irianna Ratu, S.H., MBA 220000016 PPNPN 29. 

 Aska Cardima, S.H. 	 - 22000019 PPNPN 30. 

 Donny Satya Widjanarko, S.H. 22000020 PPNPN 31. 

 Deny Giovanno, S.H. 22000021 PPNPN 32. 

 Endang Sulistyorini. S.H., M.Kn. 22000022 PPNPN 33. 

 Anisha Rahmasari, S.I-1. 22000023 PPNPN 34 

 Yodia Surya Nugraha, S.H. 22000024 PPNPN 35. 

 Juan Fery Situniorang. S.IL 22000025 PPNPN 

 Antonius Samturnip, S.H. 22000026 PPNPN 3L 

 Dedy Nurhidayat. S.T-1.. M.Kn. 22000027 PPNPN 38. 

 Ratna Dcvi Tisnasari, S.H. 	- 22000028 PPNPN  

 Krikammanis Noviarti Qori, S.H. 22000029 PPNPN - 40.$..5l_ 

 Suly Lcgiiiasuii 180000086 PPNPN 41. 

 MuarnmarKhadat 190000064 PPNPN 42. 



SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA 

JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 1 )270 

TELP. (021) 5715 349 FAX. (021) 5715423/5715 925, WEBSTE www.dpr.goJd 

LAPORAN SINGKAT 
RAPAT PEMBAHASAN AKTUALISASI PELATIHAN DASAR 

CPNS PUSPANLAK UU 
SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAIILIAN DPR RI 

I-Iari/tangga! 	: Rabu, 4 Juli 2018 
Pukul 	 : 16.30-19.30WI13 
Tempat 	 : Ruang Rapat Sekretariat Jenderal DPR RI. Lantai III, 

Gedung Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI 
Ketua Rapat 	: Rudi Rochrnansyah, SH.,MTI 
Acara 	 : Rapat Diluar Jam Kerja terkait Pembahasan Aktua1isai Pelatihan 

Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Puspanlak UU bersama Bidang 
Data dan Teknologi Informasi 

Peserta Rapat 
Pranata Komputer Madya; 
Pranata Komputer Muda; 
Analis Hukum; 
PPNPN 

POKOK-POKOK RAPAT: 

PENDAHULUAN: 

Ketua Rapat membuka rapat pada pukul 16.30 WIB 

PEMBAHASAN: 

Terdapat beberapa permasalahan yang diternukan dari program rancangan aktualisasi, 

antara lain: 

I. Putri Ade Norvita Sari: Dalam penginputan tidak dapat menambahkan Kajian, 

Analisis, dan Evaluasi UU yang baru; 

Ester Yolanda Friska: Dalam penginputan tidak dapat menambahkan perkara ban.i 

dalam Website Puspanlak; 

Reza Azhari: Judul Sub Tab Poduk Digital belum sesuai dengan permintaan, 

meminta perbaikan sub tab produk digital. 

Nur Azizah: Menyerahkan daftar pertanyaan kuesioner untuk website Puspanlak 

UU. 



KESIMPULAN: 

Kegagalan dalam penginputan disebabkan karena masing-masing CPNS Analis Hukum 

rnasih menjadi "wer7 sehingga tidak dapat rnenarnbahkan input yang baru Sehingga 

pihak BDTI mengganti seluruh CPNS Analis Hukum yang awalnya ada.ah user" 

menjadi ac&nin". 

PENUTUP 

Rapa ditutup pada pukul 19.30 WIB. 

Jakarta, 4 Juli 2018 

Mengetahui, 

Kepala Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang 

>4 
Rudi Ro hmansyah, S.H., M 

NIP. 196 0213.199302.1001 



SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN 
DEWAN PERWAKLAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA 

JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270 

TELP. (021) 5715 349 FAX. (021) 5715 423 / 5715 925, WEBSITE : www.dpr.go.id  

Nomor 	: 140/PUSPANLAK UU/7/2018 	 Jakarta, 6 Juli 2018 
Sifat 	: Biasa 
Derajat 	: Segera 
Lampiran 	: 1 (satu) Ibr 
Perihal 	: Undangan Rapat 

Yth. 
Daftar Narna Terlampir 
J a k a r t a 

Dengan hormat, 
Kami beritahukan bahwa Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undarg-Undang 
Badan Keahilan DPR RI akan mengadakan Rapat Dalam Kantor di Luar 
Jam Kerja, yang akan dilaksanakan pada: 

Han / tanggal 	: Senin, 9 Juli 2018 
Waktu 	 : Pukul 16.30 s.d 19.30 WIB 
Acara 	 Pembahasan Aktualisasi Pelatihan Dasar Calcn 

Pegawal Negeri Sipil PUSPANLAK UU 
Tempat 	 Ruang Rapat Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang- 

UndangLantai 6 Gedung Sekretariat Jenderal DPR RI 

Mengingat pentingnya acara tersebut, kami mengharapkan kehadiran 
Saudara tepat pada waktunya. 

Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih. 

Kapus Panlak Undang-Undang, 

I 

Rudi Rochfriansyah, S.H., M. 
NIP, 1960213 199302 1 001 



DAFTAR HADIR 
RAPAT PEMBAHASAN AKTUALISASI PELATIHAN DASAR 

CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL PUSPANLAK UU 

Tanggal 	: Seam, 9 Jul1201 8 
Waktu 	: 16:30:00 s.d. 19:30:00 
Tempat 	: Ruang Rapat Pusat Panlak UU Lt. 6 Ruang 608 Gd. Setjen DPR RI 
Acara 	: PEMBAHASAN AKTUALISASI PELATIHAN DASAR CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL PUSPANLAK UU 

NO NAMA   NIP JABATAN TANDATANGAN 
I. Rudi Rochmansyah, 5.1-I.. M.H. 196902131993021001 Kepala Pusat Pemanauan 1. 

Pelaksanaan Undang-Undang  
 Dadang Prayitna, S.IP., M.1-1. 196708061990031003 Kepala Bidang Data dan 2. 

Tcknologi Informasi 
 Dahliya Ba1nan, S.H., M.H. 197504202002122002 Kepala Subbagian Tata Usaha 3. 

 Sondang E. Sinaga, S.Kom. 196702261995022001 Pranata KornputerMadya 4. 

 Fariza Emra, ST., M.Sc. 198001082009121001 Pranata Komputer Madya  5. 

 Airlangga Eka Warhana, S.Korn., 198210032009121001 Pranata Komputer Madya 6. 
___ M.T.T. b~~ 

 
 Poedji Poerwanti, S.H. M.H. 196811032000032004 

198008132009121001 

Analis Kebijakan Pertarna 

Pranata KomputerMuda 

7. 	'LI2' 

 8. Erdinal Hendradjaja, S.T., M.Sc. 

 Ruhnyu Yuni 	ucuiti. S.T. 19306102009 122003 Pranata KomputerMuda 9. 

 S. Agus Trimarawulan, S.H. 196008031993021001 Penyusun Bahari Kebijakan 10. 



11. Samucli 196509101989031002 PengadministrasiUmum H. 

 - Hariyanto, S.H. 196803011990031004 Penyusun Bahan Kebijakan 12. 

 Memed Sobari 196810091007031003 Pengelola Data 13. 

 Supian, S.E. 196901071997031001 Pengadministrasi Umum 14. 

 Musbiyatun 197011101997032006 PengelolaData 15. 

 Martin Yohannes 197103131994031004 Pengelola Data 16. 

17, Atis Jaclani 197603262001121001 Pengadministrasi Urnurn  

 Nur Azizah, S.T-1., M.H. 198612062018012001 Analis Hukurn 18. 

 Ester Yolanda Friska, S.H., M.H. 198704152018012001 Analis Hukum 19.. 

 RezaAzharj, S.H., LL.M. 198807182018012001 AnalisHukum 20. 

 Ira ChandraPuspita, S.1-I., M.H. 	- 198810032018012001 Analis Hukuin 1. 

 Yosa Jeremia Donovan, S.H., 
M.H.  

199110202018011002 Analis Hukum 22. 

 P 	Ade Norvita Sari, S.H., M.H. 199301192018012002 Analis Hukurn 23. 

 Nadia Septyana 198409022005022001 Analis Hukurn 24. 

2S lnrdan Miihnnimarl S.H. 220000001 PPNPN 23. 

26. Trisuharto Clinton, S.H. 220000005 PPNPN 26. 



27, Pinanti MegaDewanti. S.H. 220000006 PPN[N 27. 

 Rr. Lucia P Dewi Damayanti 
Yudakusuma. S.H.. M.Kn.  

220000010 PPNPN -_______________  

 Mega IriannaRatu, S.H., MBA 220000016 PPNPN 	 - 29. 

 Aska Cardima, S.H. 22000019 PPNPN 

 Donny Satya Widjanarko. SI-I. 22000020 PPNPN 31. 

 Deny Giovanno, S.H. 22000021 PPNPN 32. 

 Endang Sulistyorini, SI-I., M.Kn. 22000022 PPNPN 33. 

 Anisha Rahmasari, S.H. 22000023 PPNPN 34 

 Yodia Surya Nugraha, SF1. 22000024 PPNPN 35. 

 Juan Fery Situmorang, S.H. 22000025 PPNPN 36. 

 Antonius Samturnip, S.H. 22000026 PPNPN 

38, Dedy Nurhidayat, S.1-I., M.Kn. 22000027 PPNPN 38 

 Ratna Dewi Tisnasarj, S.H. 22000028 PPNPN 39. 

 Krikarnmanjs Noviai-ti Qori. S.I-I. 22000029 PPNPN 40. 

 Suly Leginacari 180000086 PPNPN 41. 

 Muammar Khadafi 190000064 PPNPN - 42. N4, 



SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA 

JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270 

TELP. (021) 5715 349 FAX. (021) 5715 423 / 5715 925, WEBSITE : wi.w.dpr.go.id  

LAPORAN SINGKAT 
RAPAT PEMBAHASAN AKTUALISASI PELATIHAN DASAR 

CPNS PUSPANLAK UU 
SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHL1AN DPR RI 

I-Iari/tanggal 	: Senin, 9 Juli 2018 
Pukul 	 16.30-19.30 WIB 
Tempat 	 : Ruang Rapat Sekretariat Jenderal DPR RI, Lantai III, 

Gedung Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI 
Kctua Rapat 	: Rudi Rochmansyah, SH.,MH 
Acara 	 : Rapat Diluar Jam Kerja terkait Pembahasan Aktualisas Pelatihan 

Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Puspanlak UU bersama Bidang 
Data dan Teknologi Informasi 

Peserta Rapat 
I. Pranata Komputer Madya; 

Pranata Komputer Muda; 
Analis 1-lukum; 
PPNPN 

POKOK-POKOK RAPAT: 

I. PENDAHULUAN: 

Ketui Rapat membuka rapat pada pukul 16.30 WIB 

H. PEMBAHASAN: 

Rancangan Aktualisasi Putri Ade Norvita Sari terdapat permasalahan, yaitu tidak 

adanya kolorn untuk pengunggahan Kajian, Analisis, dan Evaluasi UU daiam bentuk 

pd U. 

Telah ada "home" penginputan untuk Rancangan Aktualisasi: 

Reza Azhari: Kompilasi undang-undang perubahan pasca putusan Mahkamah 

Konstitusi di Website Puspanlak; 

Nur Azizah: Sistem Iniormasi Kuesioner dan permintaan untuk dijaclikan admin 

'super" agar terbuka akses untuk menginput. 

III. KESIMPULAN: 

Kolom pengunggahan Kajian, Analisis, dan Evaluasi UU baru bisa dilakukan apabila 

sebelurnnya telah melakukan penginputan berupa: 



Judul Kajian, Analisis, dan Evaluasi UU; 

Tanggal terbit; 

JJrgensi; 

UU yang dipantau; 

Lokasi: 

Hasil Diskusi dengan Pemangku Kepentingan; dan 

Rekomendasi. 

1Y. PENUTUP 

Rapat ditutup pada pukul 19.30 WIB. 

Jakarta, 9 Juli 2018 

Mengetahui, 

Kepala Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undarig-Undang 

NIP. 1969cn3.199302.1001 



SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA 

JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270 

TELP. (021) 5715 349 FAX. (021) 5715 423! 5715 925, WEBSITE : ww.dpr.go.id  

Nomor 	: 141/PUSPANLAK UU/7/2018 	 Jakarta, 9 Jul 2018 
Sifat 	Biasa 
Derajat 	Segera 
Lampiran 	: 1 (satu) lbr 
Perihal 	Undangan Rapat 

Yth. 
Daftar Nama Terlampir 
J a k a r t a 

Dengan hormat, 
Kami beritahukan bahwa Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undarg-Undang 
Badan Keahllan DPR RI akan niengadakan Rapat DaFam Kantor di Luar 
Jam Kerja, yang akan dilaksanakan pada: 

Han / tanggal 	: Selasa, 10 Juli 2018 
Waktu 	 : Pukul 16.30 s.d 19.30 WIB 
Acara 	 : Pembahasan Aktualisasi Pelatihan Dasar Calcn 

Pegawai Negeri Sipil PUSPANLAK UU 
Tempat 	: Ruang Rapat Pusat Pemantauan Pelaksanaar, Undang- 

Undang Lantai 6 Gedung Sekretariat Jenderal DPR RI 

Mengingat pentingnya acara tersebut, kami mengharapkan kehadiran 
Saudara tepat pada waktunya. 

Atas perhatiannya, kami ucapkan tenima kasih. 

Kapus Panlak Undang-Undang, 

F 

Rudi Rochtnansyah,  S.H., M..H. 
NIP. 1969213 199302 1 001 



DAFTAR I-lAD JR 
RAIAT PEMBAHASAN AKTUALISASI PELATIHAN DASAR 

CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL PUSPANLAK UU 

Tanggal 	: Selasa, 10 .Tuli 2018 
Waktu 	: 16:30:00 sd. 19:30:00 
Ternpat 	: Ruarig Rapat Pusat Panlak UU Lt. 6 Ruang 608 Gd. Setjen DPR RI 
Acara 	: PEMBAHASAN AKTUALISASI PELATIHAN DASAR CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL PUSPANLAK VU 

NO NAMA NIP JABATAN - 	 TANDATANGAN 
1. 

--- 2. 

Rudi Rochmansyah, SI-I., M.H. 
- 
Dadang Prayitna, S.IP.. M.H. 

196902131993021001 
_____________________ 

196708061990031003 

Kepala Pusat Pernantauan 

Kepala Bidang Data dan 
Pelaksanaan Undang-Undai-ig  

Teknologi Informasi  

1. 

2. 

3. Dahliya Bahnan, S.H., M.H. 197504202002122002 Kepala Subbagian Tata Usaha 3. 

4. Sondang E. Sinaga. S.Kom. 196702261995022001 Pranata Komputer Madya 4. 

5. FarizaEmra, S.T., M.Sc. 198001082009121001 PranataKornputerMadya 5. 'I 

 
-- 

 

Airlangga Eka Warhana, S.Koin., 
M.T.I. 
Poedji Poerwanti. S.1-1., M.H. 

198210032009121001 

196811032000032004 

Pranata Komputer Madya 

Analis Kebijakan Pertarna 

 .. 

7. 	i 

6. 

 Erdinal Hendradjaja, S.T., M.Sc. 198008132009121001 Pranata Komputer Muda 

 

8. 

Q. Rahayu Yuni Su3anti, S.T. 198506102009 122uU3 Pranata Komputer Muda J 
L 10• 

S. Agus TrimarawuJan S.I-I. 196008031993021001 Pcnyusun Bahan Kebijakan 10. 



IL Samudi 196509101989031002 Pcngadministrasi Umurn TIT 

11 Hariyanto..S.H. 196803011990031004 PenyusunBalianKebijakan 12. 

 Memed Sobari 196810091007031003 Pengclola Data 13. 

 Supian,S.E. 196901071997031001 PengadministrasiUmurn 14. 

 Musbiyatun 197011101997032006 Pengelola Data 15. 

 Martin Yohannes 197103131994031004 Pengelola Data 16. 

17, Atis Jaclani 197603262001121001 Pengadministrasi Urnum  

 NurAzizah, S.H.. M.H. 198612062018012001 AnalisHukum 18. 

 Ester Yolanda Friska, S.H.. M.H. 198704152018012001 Analis Hukum 19,9(2 / 

 RezaAzharj, S.H., LL.M. 198807182018012001 AnalisHukum 20. 

 Ira Chandra Puspita, S.H., M.H. 198810032018012001 Analis Hukum 21. 

 Yosa.Jeremja Donovan, S.1-1., 199110202018011002 
MI-I. 

 

Analis Hukum 22. 

 Putrj AdeNorvjta Sari, S.H., M.H. 199301192018012002 Analis Hukurn 23. 

 Nadia Septyana 198409022005022001 

220 	0'l 0000 

Analis Hukum 

PPNPN 2. 

24. 

 .Jordan Muhammad, 5.11 

 Trisuharto Clinton, S.1I. 220000005 PPNIN 26. 



 Pinanti Mega Dcwanti. S.H. 220000006 PPNPN 27. 

 Rr. Lucia P Dewi Damayanti 220000010 
Yudakusuma, S.H.. M.Kn.  

PPNPN N. 	- 

 Mega Irianna Ratu, SI-I., MBA 220000016 PPNPN 29. 

 Aska Cardima, S.H. 22000019 PPNPN 30. 

 Donny Satya Widjanarko, S.! 1. 22000020 PPNPN 31. 

 Deny Giovanno, SH. 22000021 PPNPN 

 Endang Sulistyorini, S.1-1., MKn. 22000022 PPNPN 33 

 Anisha Rahmasari, S.H. 22000023 PPNPN 3 

 Yodia Surya Nugraha, S.H. 22000024 PPNPN 35. 

 .TaiiFcry Situmorang, S.H. 22000025 PPNPN 36. 

 Antonius Samturnip, S.H. 22000026 PPNPN 37. 

 Dedy Nurhidayat, S.H., M.Kn. 22000027 PPNIN 38 

 Ratna Dewi Tisnasari, S.H. 22000028 PPNPN 39. 	- 

 Krikammanis Noviarti Qori, S.H. 22000029 PPNPN 

 Siily Tegin;sri 180000086 PPNPN 41. 

 Muarnmar Khadafi 190000064 PPNPN 42. 



SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA 

JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE FOS 1C270 

TELP. (021) 5715 349 FAX. (021) 5715 423 / 5715 925, WEBSITE www.dpr.go.id  

LAPORAN SINGKAT 
RAPAT PEMBAHASAN AKTUALISASI PELATIHAN DASAR 

CPNS PUSPANLAK UU 
SEKRETARLAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN DPR RI 

Hari/tanggal 	Selasa, 10 Juli 2018 
Pukul 	 : 16.30-19.30 WIB 
Tempat 	 : Ruang Rapat Sekretariat Jenderal DPR RI. Lantai III, 

Gedung Sekretariat Jeiideral dan Badan Keahlian DPR RI 
Ketua Rapat 	: Rudi Rochmansyah, SH.,MH 
Acara 	 Rapat Diluar Jam Keija terkait Pembahasan Aktualisas. Pelatihan 

Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Puspanlak UU bersama Bidang 
Data dan Teknologi Informasi 

Peserta Rapat 
Pranata Komputer Madya; 
Pranata Komputer Muda; 
Analis Hukum; 
PPNPN 

POKOK-POKOK RAPAT: 

I. PENDAHULUAN: 

Ketua Rapat membuka rapat pada pukul 16.30 WIB 

II. PEMBAHASAN: 

Ester Yolanda Friska: Penambahan kolom penginputan kuasa Hukurn, tanggal 

putusan, dan keterangan untuk program rancangan aktualisasi. 

Reza Azhari: Perbaikan kolom deskripsi rnenjadi rata kiri dengan menambahkan jeda 

pada setiap paragrafpada sub tab yang diminta. 

Nur Azizah: Perbaikan identitas responden dan permintaan untuk menampilkan hasH 

respon pada website Puspanlak UU 

III. KESIMPULAN: 

Pihak BDTI telah menanibabkan kolorn penginputan untuk kuasa hukum, tanaI putusan 

dan keterangan pada Daftar Perkara, dan akan menindakianjuti perbaian kolorn 

deskripsi. 



IV. PENUTUP: 

Rapat ditutup pada pukul 19.30 WEB. 

Jakarta, 10 Juli 2018 

Mengetahui, 

Kepala Pusat Pemautauan Pe!aksanaan Undaig-Undang 

F 

NIP. 1960213.199302.1001 



SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA 

JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270 

TELP. (021) 5715 349 FAX (021) 5715 423/ 5715 925, WEBSITE : www.dpr.go.id  

Nomor 	: 158/PUSPANLAK UU/7/2018 	 Jakarta, 25 Juli 2018 
Sfat 	: Biasa 
Derajat 	: Segera 
Lampiran 	1 (satu) lbr 
Perihal 	Undangan Rapat 

Yth. 
Daftar Nama Terlampir 
J a k a r t a 

Dengan hormat, 
Kami beritahukan bahwa Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undar-Undang 
Badan Keahlian DPR RI akan mengadakan Rapat Dalam Kantor di Luar 
Jam Kerja, yang akan dilaksanakan pada: 

Han I tanggal 	: Kamis, 26 Juli 2018 
Waktu 	 : Pukul 16.30 s.d 19.30 WIB 
Acara 	 : Pembahasan Aktualisasi Pelatihan Dasar Calon 

Pegawai Negeri Sipil PUSPANLAK UU 
Tempat 	: Ruang Rapat Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang- 

Undang Lantai 6 Gedung Sekretariat Jenderal DPR RI 

Mengingat pentingnya acara tersebut, kami mengharapkan kehadiran 
Saudara tepat pada waktunya. 

Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih. 

KapUS Fanlak Undang-Undaig, 

I 

Rudi Rochtnansyah, S.H., M.H. 
NIP. 1969213 199302 1 00 



DAFTAR HADIR 
RAPAT PEMBAHASAN AKTUALISASI PELATIHAN DASAR 

CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL PUSPANLAK UU 

Tanggal 	: Karnis, 26 Juli 2018 
Waktu 	: 16:30:00 s.d. 19:30:00 
Tcmpat 	: Ruang Rapat Pusat Panlak UU Lt. 6 Ruang 608 Gd. Sctjen DPR RI 
Acara 	: IEMBAHASAN AK1UALISASI PELATIHAN DASAR CALON 

PEGAWAI NEGERI SIPIL PUSPANLAK UU 

NO -1 NAMA NIP JABATAN TANDATANGAN 

1. Nunü Nugraha Khuswara, S.H., 
MJ1. 

196106231988031001 Kcpala Pusat Data Dan Informasi 1. 

2. Rudi Rochmansyah, S.I1., M.H. 196902131993021001 Kcpala Pusat Pcmantauan Pelaksanaan 
Undang-U ndang  

- 2. 

3. Dr. Asep Ahmad Sacfuloh, S.E., 
M .51. 

1971091119970031005 Kepala Pusat Kajian Anggaran 3. 

4. Endah Sri Lestari. S.H.. M.Si. 197104031996032001 Kepala Bidang Data dan Teknologi 
Informasi  

4. 

5. Dahliya Bahnan, S.H., 1M.1-1. 197504202002122002 Kepala Subbagian Tata Usaha  

 

 

Sondang F. Sinaga, S.Kom. 

Fariza Ernra, s:L, M.Sc. 

196702261995022001 

198001082009121001 

Pranata Komputer Madya 

Pranata Komputer Madya 

6. 

7. 

 

 

Airlangga Eka Warhana, 
S.Kom.,_N4.T.1. 
Poedji Poerwanti. S. H., M.H. 

198210032009121001 

196811032000032004 

Pranata Komputer Madya 

Analis Kebijakan Pertama  

 
- 



 Erdinal 1-lendradjaja, ST., M.Sc. 198008132009121001 Pranata Koniputer Muda 10. 

 Yudarana SukarnoPutra, S.H., 198010162009121001 Perancang Peraturan Pcrundang- 11. 
LLM  Undangan Muda  

 S. Agus Trimarawulan, S.H. 196008031993021001 Penyusun Bahan Kebijakan 12. 

 Samudi 196509101989031002 Pengadministrasi Umurn 13. 

 Hariyanto, S.I1. 196803011990031004 Penyusun Bahan Kebijakan 14. 

 Memed Sohari 196810091007031003 Pengelola Data 15. 

 Supian, S.F. 196901071997031001 Pengadministrasi Umum 16. 

 Musbiyatun 197011101997032006 Pengelola Data 17. 

 Martin Yohannes 197103131994031004 Pengelola Data 18. 

 Atis Jaclani 197603262001121001 Pengadministrasi Umuni 19. 

 NurAzizali,S.1-J..M.H. 198612062018012001 ArialisHukum 	 - 20. 

 Ester Yolanda Friska, S.H., M.H. 198704152018012001 Analis Hukurn 21.'9,/, 

 RezaAzhari,SJ-I..LL.M. 198807182018012001 AnalisHukurn 22. 

 Ira Chandra Puspita, S.1-I., M.H. 198810032018012001 Analis Hukuin 

 Yosa Jcrcmia Doitüvait, S.] 1., 199110202018011002 Analis Ilukum 24. 
_M.1I. 

 Bintang Wicaksono Ajie, S.1-1., 199292222018011001 Analis 1-lukum  
M.H.  



6. 	Putri Ade Norvita Sari, SAl.. 	19')30] 192018012002 Ajialis Hukum 26. 

 Adrian Ajrurrahman, S.E. 199404062018011003 Penyusun Bahan Kebijakan 27. 

 Nadia Septyana 198409022005022001 - Analis Hukurn 28. 

 JORDAN MUHAMMAD, S.I-1. 220000004 PPNPN 29. All,  
 TRISUHARTO CLTON, S.H. 220000005 PPNPN 30. 

 PLNANTJ MEGA DEWANTI, 220000006 PPNPN 

 RR. LUCIA P DEWI 	 1 220000010 PPNPN 32. 
DAMAYANTJ 
YUDAKUSUMA. S.1-1.. M.KN.  

 MEGA IRIANNA RATU, SF1., 220000016 PPNPN 33. 
4Alo,  MBA  F 

 ASKA CARI)IMA, S.H. 22000019 PPNPN 34 

 DONY SATA 22000020 PPNPN - 

WIDJANARKO, S.H.  
 DENY GIOVANNO, S.H. -- 22000021 PPNPN 36. 

 ENDANG SULISTYORINI, 22000022 PPNPN 37 
S.I-1., M.KN.  

 ANISI-IA RAHMASARI, S.H. 22000023 IPNPN - 

 YODIA SURYA NUGRAIIA, 22000024 PPNPN 39. 

 JUAN FERY SITUMORANG, 22000025 I'PNPN 
S.H. 



 ANI'ON1LJS SAMTIJRNIP. 22000026 PPNPN 41. 	4 

 DEDY NURHIDAYAT, SAl., 22000027 PPNPN 42. 
M.KN. 

41 RATNA DEWI TISNASARI, 22000028 PPNPN 

 KRIKAMMANIS NOVIARTI 22000029 PPNPN 44 
C~~v QORI,  S.1-1.  

 SULY LEGINASARI 180000086 PPNPN 45. 

!~l I 	- 
 MUAMMAR KI-TADAFI 190000064 PPNPN 46. 



SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBIJK 1NDONESA 

JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270 
TELP. (021) 5715 349 FAX. (021) 5715 423 / 5715 925, WEBSITE : www.dpr.go.id  

LAPORAN SINGKAT 
RAPAT PEMBAHASAN AKTUALISASI PELATIHAN DASAR 

CPNS PUSPANLAK UU 
SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN DPR RI 

Hari/tanggai 	Karnis, 26 Juli 2018 
Pukul 	 : 16.30-19.30 WIB 
Tempat 	 : Ruang Rapat Sekretariat Jenderal DPR RI, Lantai III, 

Gedung Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI 
Ketua Rapat 	: Rudi Rochmansyah, SH.,MH 
Acara 	 : Rapat Diluar Jam Kerja terkait Pembahasan Aktualisas: Pelatihan 

Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Puspanlak UU bersama Bidang 
Data dan Teknologi Informasi 

Peserta Rapat 
Pranata Komputer Madya; 
Pranata Komputer Muda; 

Analis Hukum; 
PPNPN 

POKOK-POKOK RAPAT: 

1. PENDAHULUAN: 

Ketua Rapat membuka rapat pada pukul 16.30 WIB 

II. PEMBAHASAN: 

CPNS Analis 1-lukum melakukan uji coba penginputan dan pengunggahan terhadap 

masi ng- masing program rancangan aktualisasi; 

Nur Azizah: perbaikan sistem penginputan Daftar Pertanyaan oleh admir. termasuk tn 

penginputan daftar undang-undang yang mencapai 100 buah. 

III. KES1MPULAN: 

Tidak ditemukan lagi permasalahan dalam proses penginputan dan pengunggahan dan 

masing-masing program rancangan aktualisasi Analis Hukum. 



IV. PENUTUP: 

Rapat ditutup pada pukul 19.30 WIB. 

Jakarta, 26 Juli 2018 

Mengetahui, 

Kepala Pusat Pernantauan Pelaksanaan Undarig-Undang 

R. M.H. 

NIP. 19690213.199302.1001 



SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA 

JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 1 C270 

TELP. (021) 5715 349 FAX. (021) 5715 423/ 5715 925, WEBSITE www.dpr.ga.id  

Nomor 	: 171/PUSPANLAK UU/8/2018 
Sifat 	: Biasa 
Derajat 	: Segera 
Lampiran 	: 1 (satu) Ibr 
Perihal 	UndanganRapat 

Yth. 
Daftar Nama Terlampir 
J a k a r t a 

Jakarta, 14 Agustus 2018 

Dengan hormat, kami beritahukan bahwa Pusat Pemantauan Pelaksanaan 
Undang-Undang Badan Keahlian DPR RI akan mengadakan Rapat Dalam 
Kantor di Luar Jam Kerja mengenal Pembahasan Aktualisasi Pelatihan 
Dasar Calon Pegawal Negeri Sipil PUSPANLAK UU, yaig akan 
dUaksanakan pada: 

Han I tanggal 	: Rabu, 15 Agustus 2018 
Waktu 	 : Pukul 16.30 s.d 19.30 WIB 
Acara 	 : Pembahasan Aktualisasi Pelatihan Dasar Calon 

Pegawai Negeri Sipil PUSPANLAK UU 
Tempat 	: Ruang Rapat Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang- 

Undang Lantai 6 Gedung Sekretariat Jenderal DPR RI 

Mengingat pentingnya acara tersebut, kami mengharapkan kehadiran 
Saudara tepat pada waktunya. 

Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih. 

Kapus Panlak Undang-Undang, 

I 

Rudi Rochlnansyah,  S.H., M.H. 
NIP. 19691213 199302 1 00 



DAFTAR HADIR 
RAPAT PEMBAHASAN AKTUALISASI PELATIHAN DASAR 

CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL PUSPANLAK UU 

Tanggal 	: Rabu, 15 Agustus 2018 
\Vaktu 	: 16:30:00 s.d. 19:30:00 
Tempat 	: Ruang Rapat Pusat Panlak UU Lt. 6 Ruang 608 Gd. Setjen D1R RI 
Acara 	: PEIvIBAT-TASAN AKTUALISASI PELATII-IAN DASAR CALON 

PEGAWAI NEGERI SIPIL PUSPANLAK UU 

NO NAMA  NIP JABATAN TANDATANGAN 
 Nunu Nugraha Khuswara. S .H., 

M.H. 
19610623 1988031001 Kepala Pusat Data Dan Informasi 1. 

 Rudi Rochmansyah, S.H., M.H. 196902131993021001 
_____________________ 

Kepala Pusat Pemantauan Pelaksanaan 
Undang-Undang  

2. 

 Dr. Asep Ahn]ad Saefuloh, S.E., 
M.Si. 

1971091119970031005 Kepala Pusat Kajian Anggaran 3. 

 Endah Sri Lestari, 5.1-I., M.Si. 197104031996032001 
________________________ 

Kepala Bidang Data dan Teknologi 
Informasi 

4. 

 Dahliya Bahnan, S.H., M.H. 197504202002122002 Kepala Subbagian Tata Usaha 5. 

6 Sondang F. Sinaga, S.Kom. 196702261995022001 Pranata Komputer Madya 	 -   

 Fariza Ernra, S.T., M.Sc. 198001082009121001 Pranata Komputer Madya 7.  —4~  Airlangga Eka Warhana, 
S . Knrn 

I 
 M T 1 ,  

198210032009121001 Pranata Komputer Madya 8. 

196811032000032004 Poedji Poerwanti, S.H., M.H. Analis Kebijakan Peama 9. 



10. Erdinal Hendradjaja, S.T., M.Sc. 198008132009121001 PranataKo1nputerMtda 10. 
11. 

12. 

Yudarana Sukai-no Putra, S.H., 
LLM 
S. Agus Trirnarawulan S.H. 

1 98010162009121001 

196008031993021001 

Perancang Peraturan Perundang- 
Undangan Muda 
Penyusun Bahan Kebijakan 

11. 

12. 
13. Samudi 1 96509101989031002 Pengadministrasi Urnum 

PenyusunBahanKebijakan 

13. 

14. 
14. Hariyanto,g.H. 196803011990031004 

15. MemedSobarj 1 96810091007031003 Pengelola Data 

Pengadministrasi Umum 

15. 
16. Supian, S.E. 1 96901071997031001 

16. 
17. Musbiyatun 197011101997032006 Pengelola Data 

Pengelola Data 

17. 

18. 
18. Martin Yohannes 197103131994031004 

19. Atis Jaelani 1 97603262001121001 Pengadministrasj Urnum 19. 
20. Nur Azizab, S.H., M.H. 198612062018012001 Analis Hukum 

20, 
21. Ester Yolanda Friska, S.H., MI-I. 1 98704152018012001 Analis Hukum - 

22. RezaAzhari SI-I LLM 198 80718201801 2 001 AnalisHukurn 
. 22. 

23. Ira Chandra Puspita, S.H., M.H. 1 98810032018012001 Analis Hukum 23. 
 

 

Yosa Jeremja Donovan, S.H., 
M.H. 

Bintang Wicaksono Ajie, S.H., 
M.H. 

19 91 10202018011007. 

1 99292222018011001 

Analis Hukurn 

Analis Hukum 25. 

24. 



 Putri Ade Noi vita Sari, S.H., 199301192018012002 Analis Hukurn 26. 

 At; 	haFrjAndini 19911 I072010l2002 Analis Hukuin 27 

 Adrian Ai;.rahrnan, S.E. 199404062018011003 Penyusun Bahan Kebijakan 28. 

 Nadi 	Scpyni 1.98409022005022001 An1is Hukurn 29. 

 .EORDA 	i'.IUHAMMAD, S.H: 220000004 PPNPN 30. 

 TRISUHARTO CLINTON,S.H. 220000005 PPNPN 31. 

 PINANTI MEGA DEWANTI, 220000006 PPNPN 32.' 

 Ra. L:JCiI. P LEWJ 2.20000010 PPNPN 33. 
DAI',4AVA.NTI . 

- YUD/iKUSUMA. S.H.. M.KN.  

 t.4EGA IPJANNA ftATU, S.H., -- 	 220000016 PPNPN 
- 

MBA 
 ASKA CARDIMA, S.H. 22000019 PPNPN  35. 

DO / '3Y',ftfl PPNtN 36 
WIDJANARKO, S.H. frLJ 

37. DENY GIOVANNO, S.H. 22000021 PPNPN 

3 ~NDSULISTYORfNJ, 2200002.2 PPNPN 
- 38. 

 AN1SHA RAI-IMASARI, S.I-L 22000023 PPNPN 39. 

 YODIA SURYA NUGRAHA, 22000024 PPNPN 40. 

7 



 JUAN FERYSITUMORANG, 22000025 PPNPN 41. 
S.H. 

 ANTONIUS SAMTURNIP, 22000026 PPNPN 42. 
S.H. 

 DEDY NURHIDAYAT, S.H., 22000027 PPNPN 43. 
M.KN. 

 RATNA DEWI TISNASARI, 
S.H. 

22000028 PPNPN 44. 	, 

 KRIKAMMANIS NOVIARTI 22000029 PPNPN 
QORI, S.H. 

1
46. SULY LEGINASARI 180000086 PPNPN -  

[~7-- MUAMMAR KHADAFI 190000064 PPNPN  



00  SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA 

JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 1270 zw 	TELP. (021) 5715 349 FAX. (021) 5715 423 / 5715 925, WEBSITE : wwwdpr.go.id  

LAPORAN SINGKAT 
RAPAT PEMBAHASAN AKTUALISASI PELATIHAN DASAR 

CPNS PUSPANLAK UU 
SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN DPR RI 

Hari/tanggal 	: Rabu, 15 Agustus 2018 
Pukul 	 : 16.30-19.30 WIB 
Tempat 	 : Ruang Rapat Sekretariat Jenderal DPR RI, Laritai III, 

Gedung Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI 
Ketua Rapat 	: Rudi Rochmansyah, SH.,M1-1 
Acara 	 : Rapat Diluar Jam Kerja terkait Pembahasan Aktua1isai Pelatihan 

Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Puspanlak UU bersama Bidang 
Data dan Teknologi Informasi 

Peserta Rapat 
Pranata Komputer Madya; 
Pranata Komputer Muda; 
Analis Hukum; 
PPNPN 

POKOK-POKOK RAPAT: 

PENDAHULUAN: 

Ketua Rapat membuka rapat pada pukul 16.30 WIB 

PEMBAHASAN: 

Rancangan Aktualisasi: 

Putri Ade Norvita Sari: home" penginputan thin pengunggahan Kajian, 

Analisis, dan Evaluasi UU telah siap; 

Ester Yolanda Friska: home" penginputan dan pengunggahan daftar perkara 

pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi telah siap; 

Reza Azhari: home" penginputan dan pengunggahan kompila5i undang 

undang .perubahan pasca putusan Mahkamah Konstitusi telah siap. Namun 

masih ada beberapa perbaikan yang akan dikonsultasikan di luar raat melalui 

media email dan whatsapp. 

Nur Azizah: Perbaikan lay out kuesioner dan tampilan hLlsiI dari respon yang 

telah diterirna. 



Bintang Wicaksono Ajie: Pengajuan Perniobonan perbaikan isi serta materi 

muatan pada Aplikasi Sistem Informasi Pernantauan Peraturan Felaksanaan 

Undang-Undang yang terintegrasi dengan website DPR RI serta website 

Puspanlak VU. Meminta data pernantauan peraturan pelaksanaan Undang-

Undang yang sudah ada di dalam sistern dapat langsung dicetak sesuai judul 

Undang-Undang. Selain itu juga meminta BDTJ untuk membuat grafik basil 

data pernantauan peraturan pelaksanaan tindang-Undang dalam tampilan 

website DPR RI serta Puspanlak UU; 

Annisha Putri Andini: permohonan akun super" untuk proses manajemen 

website, usulan bentuk kolom pengunggahan serta tampilan çada menu 

"Analisis dan Evaluasi VU berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitisi." 

IlL KES1MPULAN: 

Masing-masing CPNS Analis Hukum sudah bisa langsung melakukan penginputan 

dan pengunggahan produk Puspanlak di Website Puspanlak. 

JV. PENUTUP: 

Rapat ditutup pada pukul 19. 3 0 WIB. 

Jakarta, 15 Agustus 2018 

Mengetahui, 

Kepala Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang 

I 

Rudi Rodhrnansvah SIT.. Mu. 

NIP. 19690213.199302.1001 



SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBIJK INDONESIA 

JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270 

TELP. (021) 5715 349 FAX. (021) 5715 423 / 5715 925, WEBSITE : www.dpr.goid 

Jakarta, 12 September2018 Nomor 	:188/PUSPANLAK UU/9/2018 
Sifat : Biasa 
Derajat : Segera 
Lampiran : 1 (satu) Ibr 
Perihal : Undangan Rapat 

Yth. 
Daftar Nama Terlampir 
Jakrta 

Dengan hormat, kami beritahukan bahwa Pusat Pemantauan 
Pelaksanaan Undang-Undang Badan Keahtlan DPR RI akan merigadakan 
Rapat Koordinasi Pemaparan Hasil Aktualisasi Pelatihan Dasar CPNS 
Puspanlak UU, yang akan dilaksanakan pada: 

Hari/tanggal 	: Rabu, 12 September 2018 
Waktu 	 Pukul 13.00 s.d 15.00 WIB 
Acara 	 : Pemaparan Hasil Aktualisasi Pelatihan Dasar CPNS 

Puspanlak UU 
Tempat 	: Ruang Rapat Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang- 

Undang Lantai 6 Gedung Sekretariat Jenderal DPR RI 

Mengingat pentingnya acara tersebut, kami mengharapkan kehadiran 
Saudara tepat pada waktunya. 

Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih. 

Kapus Panlak Undang-Undang, 

Rudi Rochnansyah, S.H., M.H. 
NIP. 1969213 199302 1 001 



DAFTAR HADIR 
RAPAT KOORDINASI PEMARAN HASIL AKTUALISASI PELATIHAN DASAR 

CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL PUSPANLAK UU 

Tanggal 	: Rabu, 12 September 2018 
Waktu 	: 13:00:00 s.d. 15:00:00 
Tempat 	: Ruang Rapat Pusat Panlak UU Lt. 6 Ruang 608 Gd. Setjen DPR RI 
Acara 	: KOORDINASI PEMARAN HASIL AKTUALISASI PELATIHAN DASAR 

CALON PEGA WA! NEGERI SIPIL PUSPANLAK UU 

NO NAMA NIP JABATAN TANDATANGAN 

 Rudi Roclimansyah, S.H., M.H. 196902131993021001 Kepala Pusat Pemantauan Pelaksanaan 
Undang-Undang  

1. 

 Dahliya Bahnan, S.H., M.H. 197504202002122002 Kepala Subbagian Tata Usaha 2. 

 Poedji Poerwanti. S.H., M.H. 196811032000032004 Analis Kebijakan Pertama 3. 	- 

 Yudarana Sukarno Putra, S.H., LLM 198010162009121001 Perancang Peraturan Perundang- 
Undangan Muda  

4. 

 S. Agus Trimarawulan, S.H. 196008031993021001 Penyusun Bahari Kebijakan 5. 

 Samudi 196509101989031002 PengadministrasiUmum 6. 

 Hariyanto,S.H. 196803011990031004 Penyusun Bahan Kebijakan 7. 

 MemedSobari 196810091007031003 PengelolaData 8. 

 Supian,S.E. 196901071997031001 PengadministrasiUmum 9. 



Ift Musbiyatuii 197011101997032006 Pengelola Data 10. 

 

 

Martin Yohannes 

Atisjaelani 

197103131994031004 

197603262001121001 

Pengelola Data  

Pengadministrasi Umum 12. 

 

14., 

NurAzizah, S.H., M.H. 

Ester Yolanda Friska, S.H., M.H. 

198612062018012001 

198704152018012001 

Analis Hukum 

Analis Hukum 

AnalisHukurn 

13. 

15. RezaAzhari,S.H.,LL.M. 198807182018012001 15. 
1 

16. Ira Chandra PLIspita, 	H 198810032018012001 Analisflukum 16. 

 

 

 

 

YosaJcremja Donovan, S.H., M.H. 

Bintangicak 	eSHN 1f 

Putri Ade Norvita Sari SH 	M.H. -  

Annisha Putri Andini 

199110202018011002 

199292222018011001 

199301192018012002 

199111072018012002 

Analis Hukurn 

AnalisHukurn 

AnalisHukum 

Analis Hukurn 

17. 

VJ 

19. 

i. 

20. 

 ------------------------ NadiaSeptyana 198409022005022001 Analisl-lukum 21. 

 JORDAN MUHAMMAD S.H. 220000004 PPNPN 22. 

 220000005 PPNPN 

PPNPN 
74. PINANTI MEGA DEWANTI, S.H. 220000006  

 RR LUCIA P DEWI DAMAYANTT 
YUDAKUSUMA, S.H., M.KN. 

220000010 PPNPN 25. 



 MEGA IRIANNA RATU, SAl., MBA 220000016 PPNPN 261A 

 ASKA CARDIMA, S.H. 22000019 PPNPN 27. 

 DONNY SATYA WIDJANARKO, 22000020 
S.H.  

PPNPN 28. 

 DENY GIOVANNO, S.H. 22000021 PPNPN 29. 

.30. ENDANG SULISTYORINI, S.H., 22000022 PPNPN 30 

 ANISHA RAHMASARI. S.H. 22000023 PPNPN 31. 

 YODIA SURYA NUGRAHA, S.H. 22000024 PPNPN 32. 

 JUAN FERY SITUMORANG, S.H. 22000025 PPNPN 33. 

 ANTONIUS SAMTURNIP, S . H. 22000026 PPNPN 

3 5. DEDY NURHTDAYAT, ST-I., M.KN. 22000027 PPNPN  

3 6. RATNA DEWI TISNASARI, S.H. 22000028 PPNPN 36 

.37. KRIKAMMANIS NOVIARTI QORI, 
S.H. 

22000029 PPNPN axp~- 
 

 SULY LEGINASARII 180000086 PPNPN 38. 

 MUAMMAR KHADAFI 190000064 PPNPN 39. 



F 

	 SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA 

a 
	

JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE P05 10270 
TELP. (021) 5715 349 FAX. (021) 5715 423 / 5715 925, WEBSITE : www.dpr.go.id  

LAPORAN SINGKAT 
RAPAT KOORJ)INASI PEMAPARAN HASIL AKTUALISASI PELATIHAN DASAR 

CPNS PUSPANLAK UU 
SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN DPR RI 

Hari/tanggal 	: Rabu, 12 September 2018 
Pukul 	 :15.00-17.30 WIB 
Tempat 	 : Ruang Rapat Sekretariat Jenderal DPR RI, Lantai III, 

Gedung Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI 
Ketua Rapat 	: Rudi Rochmansyah, SI-L,MH 
Acara 	 : Rapat Koordinasi Pemaparan Hasil Aktualisasi Pelatihan Dasar Calon 

Pegawai Negeri Sipil Puspanlak UU bersama Para Analis Hukum 

Peserta Rapat 
I. Koordinator Pemantauan Pelaksanaan UU; 
2. Analis Hukum; 

POKOK-POKOK RAPAT: 

PENDAHULUAN: 

Ketua Rapat niembuka rapat pada pukul 15.00 WIB 

PEMBAHASAN: 

1. Rapat Koordinasi mi bertujuan untuk menyampaikan Hasil Program Aktualisasi 

CPNS di Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang. Adapun poin-poin yang 

dipaparkan antara lain: 

Reza Azhari: penginputan dan pengunggahan Pasal/Ayat Undang-Undang Yang 

Tidak Memiliki Kekuatan Hukum Mengikat melalui Putusan Mahkamah 

Konstitusi" mi merupakan produk digital dari Pusat Pemantauan Pelakanaan UU 

yang juga menjadi program dalam rancangan aktualisasi; 

Putri Ade Not-vita Sari: pembuatan "Kajian Singkat darl Buku Kajian, Analisis, 

dan Evaluasi UU" yang juga merupakan produk Pusat Pemantauan Pelaksanaan 

VU yang yang dapat diakses dakim Website Puspanlak UU; 

Ester Yolanda Friska: penginputan dan pengunggahan "Dafla: Perkara 

Pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi" yang juga merupakan 



produk Pusat Pemantauan Pelaksanaan VU yang dapat diakses dalarn Website 

Puspanlak UU; 

Nur Azizah: Penjaringan Data dan Infonriasi tentang Pelaksanaan VU" yang 

juga dapat diakses dalam Webs ite Puspanlak UU; 

Yosa Jeremia Donovan: "Penggunaan Google Docs dalarn PenyusuTlan Buku 

Kajian, Analisis, clan Evaluasi VU"; 

Bintang Wicaksono Ajie: "Aplikasi Sistni Informasi Pemantauan Peratiiran 

Pelaksanaan Undang-LJndang" yang terintegrasi dengan website DPR RI serta 

website Puspanlak UU. Meininta data pemantauan peraturan pelaksanaan 

Undang-Undang yang sudah ada di dalam sistem dapat langsung dicetak sesuai 

judul Undang-Undang. Selain itujuga meminta BDTI untuk membuat grafik hasil 

data pemantauan peraturan pelaksanaan Undang-Undang dalam tampilan website 

DPR RI serta Puspanlak UU; 

Annisha Putri Andini: "Digitalisasi Analisis dan Evaluasi UU berdasarkan 

Putusan Mahkamah Konstitusi" yang juga merupakan produk Puspanlak UU dan 

dapat diakses dalam Website Puspanlak UU. 

VII. KESIMPULAN: 

Reza Azhari: program aktualisasi Latsar disetujui oleh Kept1a Pusat 

Pemantauan Pclaksanaan UU dan agar dapat dilanjutkan ke tahap jangka 

menengah dan jangka panjang; 

Putri Ade Not-vita Sari: program aktualisasi disetujui, namun beum dapat 

ditampilkan di website Puspanlak VU, dikarenakan produk clarl program dan 

aktualisasi tersebut adalah sesuatu yang bersifat substantive sehingga untuk 

dapat ditampilkan di Website Puspanlak UU harus betul-betul cermat dalam 

penyusunan kajian singkat dan juga diperlukan persetujuan clari Kepala Badan 

Keahlian DPR RI untuk dapat menampilkan produk kajian singkat tersebut di 

website Puspanlak UU. Sehingga untuk saat mi program aktualisasi lalsar hanya 

sampai pada pembuatan "Home Kajian, Analisis, dan Evaluasi UU"; 

Ester Yolanda Friska: program aktualisasi Latsar disetujui oleh Kepala Pusat 

Pemantauan Pelaksanaan UU dan agar dapat dilanjutkan ke tahap jangka 

menengah dan jangka panjang. Dan dalam menguraikan pokok prkaraIinti 

masalah harus benar-benar hati-hati dan cermat; 

Nur A.zizah: program aktualisasi Latsar disetujui oleh Kepala Pusat Pemantauan 

Pelaksanaan UU; 



Yosa Jeremia Donovan: untuk ditarnbahkan kolom persetujuan Kcala Pusat 

Pemantauan Pelaksanaan UU dalarn google docs; 

Bintang Wicaksono Ajie: program aktualisasi Latsar disetujui oleh Kepala 

Pusat Pemantauan Pelaksanaan UU; 

Annisha Putri Andini: program aktualisasi disetujui, namun beluni dapat 

ditampilkan di website Puspanlak UU, dikarenakan produk darl prcgram dan 

aktualisasi tersebut adalah sesuatu yang bersifat substantive sehingga untuk 

dapat ditampilkan di \Vebsite Puspanlak UU harus cermat dalam penyusunan 

Analisis dan Evaluasi UU berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi", 

sehingga untuk saat mi program aktualisasi latsar hanya sampai pada pembuatan 

"Home Analisis dan Evaluasi UU berdasarkan Putusan Mahkarnah Konstitusi" 

VIII. PENUTUP: 

Rapat ditutup pada pukul 17.30 WIB. 

Jakarta, 12 September 2018 

Mengetahui, 

Kepala Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undarg-Undang 

NIP. 1969023.I99302.1001 



PASAL/AYAT YANG DIBATALKAN 
MELALUI PUTUSAN MK 

UNDANG-UNDANG NOMOR 29 TAHUN 2004 
TENTANG 

PRAKTIK KEDOKTERAN 

PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG 

BADAN KEAHLIAN DPR RI 



KATA PENGANTAR 

	

DPR RI memiliki 3 (Liga) fungsi utam3 	. 
sebagaimana amanat Pasal 20A ayat (1) UUI) - 
Tahun 1945 yaitu Iungsi Iegiclaci 	fungci 
dILdidtI 	dd(l 	fuiigsl 	pLiigdwds4II 	SCIJdg.I 

representasi rakyat dan juga urituk mendukurip 	 , 
upaya Pemerintah dalam melaksarakan politti 
luar negeri Salali satu fungsi pengasasan yano 	 . 

dilakukan DPR RI adalah melakukan pemantauan 	 iit4 
dan peninjauan terhadap undang-undang. 	 ..' 

Pusat Pemantauan Pelaksanaan UndanF 
Undang di Iladan Keahlian DPR RI memberikari 
dukungan keahilan kepada DPR RI dalam menjatankan Iungsi pengawasari lersehut 
dengan meniantau dan menginventarisir Putuan-Putusan Mahkamah Konstitusi yang 
menyatakan pasal/ayatdalam undang-undang bertentangan dengan UUD Tahun 1945. 

llndang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Prakiik Kedokteran (UU Praktik 
Kedokteran) yang menjadi tandasan hukum atas peiiyetcnggaraan praktik kedokteran 
di Indonesia telah beberapa kali ditakukan uji materiil n!eh Mahkamah Konstitusi. 
Beberapa pasal/ayat dalam WI Praktik Kedoktcran blab diityatakan hortentangan 
dengan IJUD Tahun 1945 dan tidak mempunyal kekuatan hukuni mengikat oleh 
Mahkamah Konstjtusj, 

Dokumen bit rnerangkum pasal/ayat dalam WI PraktiK Kedokteran yang 
dinyatakan hertentangan dengan UIJD Tahun 1945, balk dinyatakan inkonstitusional 
maupun kossiitusionat hersyarab, yang kemudian ditampilkan bersama dengan undang-
undang aslinya. Dokumen mi terdiri dart pembukaan undang-undarig, batang tubuh 
undang-undang, informasi undang-undang yang mclaksanakan Putusan Mahkamah 
Konstitusi terkait, dan disertai lampiran yang berisi pertimbangan hukum Mahkamah 
Konstitusi atas pasat/ayat yang dibatalkan. 

Harapan kant dengan adanya dokumen mi dapat memberikan masukan untuk 
penyusunan Program Legislasi Nasional kepada anggota DPR RI pada khususnya, serta 
dapat memberikan informasi hukum kepada masyr.rakat pada umumnya. 

Kepala Pusat 
Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang, 

Rudi Rochinansvah, SN.. M.H. 
NIP. 196902131993021001 

DAFTAR [SI 

I<ATA PI:NGANmR ................................ .................................................................................................. 2 

DAFTARISI................................................................................................................................................3 

PASAL/AYA'I' YANG DIBA'I'ALKAN OLEH PUTUSAN MK 

 Pasall4ayat(1)hurufa ........................................................................................................ 9 

 Pasal73ayat(2) ......... ...... ............................................... ....................................................... 	28 

 Pasal75ayat(1) .......................... ....................................... ...  ................................................. 	29 

 Pasal 	76..................................................................................................................................... 29 

S . Pasai 	78..................................................................................................................................... 30 

6, Pasal 	79 	dan Pasal 	79 	huruf c ............................................................................................ 30 

LAMPIRAN PERTIMI3ANGAN HUKUM MAHKAMAH KONSTITUSI ........................................ 34 

PLISAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-IJNDANG 
	

PtISAT PEMtiNTALIAN I'ELAKSANAAN UNDANG-UNDANG 
BADAN MEAHLIAN DPR RI 

	
BADAN MEAHLIAN DPR RI 



UNDANG-UNDANG REPU}3LIKINDONESIA 

NOMOR 29 TAHUN 2004 

TENTANG 
Dengan Persetsijuan F3ersaina 

PRAKTII< KEDOKTERAN 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPIJBLIK INDONESIA 

dan 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, .. 	. 

Menimbang 	a. bahwa pembangunan kesehatan dltu3ukan untuk 	meningkatkan 
MEMUTUSKAN 

kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi 	setiap Menetapkan: 	UNDANG-UNDANG TENTANG PRAKTIKKEDOKTERAN. 
orang dalam rangka mewujudkan derajal kesehatart yang optimal 

sebagai 	salah 	satu 	unsur 	kesejahteraan 	urnum 	sebagaimana 
. 

dimaksud 	dilam 	Pembulti 	Unda - iz Undang 	Dasai 	Negara 

Republik Indonesia lahun 15 1 

b 	hahwa kesehatan sebagat hak asasi 	rnanusia hat us 	diwujudkan BAB I 
dalam bentuk pemberian borbaitat upaya kcsehatan kepada seluruh 

masyarakat melalui penyekng"araan pembangunan kesehatan yang KFTCNTUAN UMUM 

berkualitas dan terjangkau oleh masyarakat; 

c. bahwa penyelenggaraan praktik kedokteran yang tnerUpakan 	Intl . 

dart berbagat kegiatan dalam penyelenggaraan upay -s 	kesehatan Pasal 1 
harus dilakukan oleli dokter dan dokter gigi yang memiliki etik 

dan moral yang tinggi, keahilait dan kewenangan yang secara terus- Dalam tlndang-Ur.dang mi yang dimaksud dengan 

menerus 	harus 	ditingkatkan 	mutunya 	melalul 	pendidikan 	dan 1. Praktik kedokteran adalah rangkaian kegiatan yang 	dilakukan ebb dokter dart 

pebatihan 	herkelanjutan, 	sertillkasi, 	registrasi, 	lisensi, 	serta doktor gigi terhadap pasien dalam melaksanakan upaya kesehatan. 

pembtnaan 	pengawasan 	dan pemantauln agar penyelenggaraan 2 Dokter dan doktei gigi adalah dolaer, dokter sposialis dokter gigi dan dokter gigi 

prakilk kedokteran sesual dettgan perkembangan ilmu pengetahuan spesialis 	Iubusan 	pendidikan 	kcdoktcran atau kedokteran gig] balk 	di 	dalam 

dan teknologi; maupun di luar negeri yang diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia sesuai 

d. bahwa untuk memberikan perlindiingan dan kepastian 	hukum dengan peraturan perundang-undangan. 

kepada penerima polayanar. kesehatan, dokter, dan dokter gig], 3. Konsil Kedokteran Indonesia adalah suatu badan otonom, mandiri, nonstruktural, 

diperlukan 	pengaturan 	inengenal 	penyelenggaraan 	praktik dan 	bersifat 	independen, 	yang 	terdiri 	atas 	Konsil 	Kedokteran 	dan 	Konsil 

kedokteran; Kedokteran Gig]. 

e. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, huruf b, hurul c,  Sertifikat 	kompetensi 	adalah 	surat 	tanda 	pengakuan 	terhadap 	kemampuan 

dan huruf d perlu membentuk Undang-Undang tentang Praktik seorang dokter atau dokter gigi untuk menjalankan praktik kedoktoran di seluruh 

Kedokteran; Indonesia setelah lulus uji kompetensi. 

 Registrasi adalah pencatatan resin] terhadap dokter 	dan dokter gig] yang telah 

Mengingat 	: 	 Pasal 	20 	dan 	Pasab 	21 	ayat 	(1) 	Undang-Undang 	Dasar Negara memiliki sertifikat kompetensi dan teiah mempunyai kualifikasi tertentu lainnya 

Republik Indonesia 'l'ahucs 1945: serta dirikui secara hukurn untuk melakukan undakan prolesinya. 
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dilaksanaka n hersama Iembaga terkait sesuai dengan Iungsi masi ng-masing. 

(2) Standar pendidikan prolesi dokter dan dokter gigi yang disahkan Korisil 

sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) hurul b ditetapkan bersama oleh Konsil 

Kedokteran Indonesia dengan kolegiurn kedokteran, kolegiurn kedokteran gigi, 

asosiasi institusi pendidikan kedokteran, asosiasi institusi pendidikan 

kedokteran gigi, dan asosiasi rurnab sakit pendidikan. 

Pasal 8 

Dalam menjalankan tugas sehagairnana dimaksud dalam Pasal 7 Konsi) Kedokteran 

Indonesia rnempunyai wewenang 

menyetujui dan menolakpermohonan registrasi dokterdan doktergigi; 

menerbitkan dan rnencabut surat tanda registrasi dokter dan dokter gigi; 

mengesahkan standar kornpetensi dokter dan doktergigi: 

melakulwn pengujian terhadap persyaratan I egistrasi dokter dan dokter gigi; 

mengesahkan penerapan cahang ilmu kedokteran dan kedokteran gigi; 

1. melakukan pemhinaan hersarna terhadap dokier dan dokter gigi mengenai 

pelaksanaan etilca profesi yang ditetapkan oleh organisasi profesi; dan 

g. melakukan pencatatan terhadap dokter dan dokter gigi yang dikenakan sanksi oleb 

organisasi profesi atau perangkairya kai'e ca melanggar ketentuan eli ka profesi. 

Pasal 9 

Ketentuan Icbih lanjut nlengenai tungsi dan lugas Konsil Kedokteran Indonesia diatur 

dengan Peraturan Konsil Kedokieran Indonesia. 

PasallO 

Ketentuan lebih lanjut mengenai pclaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang Konsil 

Kedokteran dan Konsil Kedokterarc Gigi diatur dengan Peraturan Moos/I Kedokteran 

dan Konsil KedokteranGigi. 

Bagian Ketiga 

Susunan Organisasi dan Keanggotaan 

Pasal 11 

(i) Susunan organisasi Konsil Kedokteran Indonesia terdiri alas 

a. I<onsjl Kedokteran; dan 

b. Korisil Kedokteran Gigi. 

(2) Moos/I Kedokteran dan Konsil Kedokteran Gigi sehagaimana dirnaksud pada ayat 

(1) masing-masing terdiri alas 3 (tiga) div/si, yaitu 

Divisi Registrasi; 

Divisj Standar Pendidikan Profesi; dan 

Div/si Pernbinaan. 

Pasal 12 

Pimp/nan Konsil Kndokteran lndoesia terdiri atas 

a. pimp/nan Konsil Kedokteran Indonesia yang tardiri atas 3 (tiga) orang 

mera ogkap anggota; 

h. pimpinan Konsil Kedokteran dan pimpirlan Konsil Kedokteran Gigi masing-

masing 1 (satu) orang merangkap anggota; dan 

C. pimpinan divisi pada Konsil Kedokteran dan Konsil Kedokteran Gigi rnasing-

masing 1 (satu) orang merangkapanggota. 

Pimpinan Konsil I<edokteran Indonesia sebagairnana dimaksud pada ayal (1) 

hekerja secara kolektif. 

Pimpirian Konsil Kedokteran Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruicc adalah penanggung jawab tertinggi. 

Pasal 13 

Pimp/nan Konsil Kedokteranlndonesia terdiri alas seorang ketua dan 2 (due) 

orang wakil kelua. 

Pimp/nan Konsil Kedokieran terdiri atas seorang ketua dart 3 (tiga) orang ketua 

divisi. 

Pimpinan Konsil Kedokteran Cigi terdiri atas seorang ketua dan 3 (tiga) orang 

ketua div/si. 

Pasal 14 

umiah aeggota KoscsiI M-i 	 '.:ii 17 fnijilh bei) orang yang 

r,rdi ri ai-a unatse-unsu yaup brrusoi diiil 

Ma hkamu h Kenstitusi menyatakan Frasa 71/rn/oh anggota Konsil Kedokteran Indonesia 17 (bujuli be/aul 
orang yang terdiri ota5 unsur-uflSUryan.rj berosa/ dan: (a) onganisasi profesi kedokterun 2 (due) era rig" 

dc/nm F'nsei 11 nyct (1) huruln hcrlcntnngnn dcngnn UUD Tnhun 1915 den tcdn/r rncmi/ilti Itoktriitnrr 
hukum mengikat sepanjang unsur "orsAanisasi  profest kedokteran" tidak dimaimni sebagal tidak 
menjadi pengurus organisasi profesi kedokteran melalni Puntsar: MK genror 10/PUU-XV/2017. 

PauI 1/avat tersebut be/inn d undaklarijuu del/gao perutiahan undarrg- undang Ill. 
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Pasal7l 

Pemerintah pusat, Konsil Kedokterari Indonesia, pernerintali daerah organisasi profesi 

membina sorts mengawasi praktik kedokteran sesuai dengsn fungsi dan tugas masing-

masi ng. 

Pasal 72 

Pembinsan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 71 diarahkan untuk 

rneningkatkan mutu pelayanan keseliatan yang diberikan dokter dan dokter gigi; 

melindungi masyarakat atas tindakan yang dilakukan dokter dan dokter gigi; dan 

memberikan kepastian huktim bagi masyarakal, dokter, dan dokter gigi. 

Pasal 73 

Setiap orang dilarang menggunalcati idenutas berupa gelar atau bentuk lain yang 

menimbulkan kesan bagi masyarakat seolah-olah yang bersangkutan adalah 

dokier atau dokter gigi yang telah merniliki sural tanda registrasi dan/atau surat 

lain praktik. 

/i; r 	 ni ku ,. 	 uii. ncni;, a/au 	i/n 	au. 
tFii/1ji lrni)fa}iliI) ) 	"i/a !ii1V1 r.*lnit •van/; 	icmsubalkim kesau 

 

(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku 

bagi tcnaga kesehatan yang diberi kewenungan ebb peraturan perundang-

undangart. 

Pasal 74 

Dalam rangka pernbinaan dan pongawasan dokter dan dokter gigi yang 

menyelenggarakan praktik kedokteran dapat dilakukan audit med/s. 

Mahkama/i Konstitusi menyatakan Pasitl 73 ayat (2) bertentangan dengan (JUD Tahun 1945 
sepanjang trdak dirnaknat, 'ScOop oranq thiarang rnespgunakan a/at, rnetode atau cam lain dalam 
memberikan pe/ayanan kepada masvarukat yang ,nenirn/iulkan kecnri seolah-olah yang bersangkutan 
ada/oh dotter atau dokier giqi yang re/nh meiniliki surac tanda registmsi dan/ataa surar izin proktik, 
kecuali O,kang gigi yang rncndapal is/n praktik don Perncrtnrah" dan tic/ak rnempunyal kekuatan 
hukuon mengikat sepanjang tic/ak diniaknai, "Setiap along dilara itg rnenggunakan a/at, metode atau 
corn lain du/am rirembenikan pelayanan kepada masyara tat yang men/rn balkan kesart oeolah.olah yang 
he ran rig/lilac ado/n/i dotter one, dr r-rq,g/ lung ia/a/i rae'eiliki carat torrda ro,g/ciruti dan/uiau ourar 
sin pro kr;k, kecuali tukana 9191 i'Oi mendopat izin pro/nit dari Pemenintah" me/a/ui Putusan MK 
1'/onior 40/PUU-X/201 2. 

BALl X 

KETENTUAN PII3ANA 

Pasal 75 

Seliap dokter atau dokter gigi yang deilgan sengaja melakcikan praktik 

kedokteran tanpa memiliki surat tanda registrasi sehagaimana dimaksud 

dalam Pasal 29 ayat (1) dipidana dengan pidana pf';i)iiia 	l//iig/at'.i/ 

denda paling hanyak Rp 100,000,000,00 (seratus juta 

rupiah). 

Setiap dokter atau doktergigi warga negara asing yang dengan sengaja melakukan 

praktik kadokieran tanpa mereiliki surat tanda registrasi sementara sehagainrana 

dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) dipidana dengan p/dana penjara paling lama 3 

(tiga) tahun atau derida paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juts rupiah), 

Setiap dokter atau dokter gigi warga negara asing yang dengan sengaja 

melakukan praktik kedokteran tanpa memiliki surat tanda registrasi bersyarat 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) dip/dana dengan p/dana penjara 

paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus 

juta tipiah). 

Pasal 76 

Setiap dokter atau dokter gigi yang dengan sengaja melakukan praktik 

kedokteran tanpa niemiliki surat lain praktiksebagaimanadimaksud dalam Pasal 

36 dipidana dengan pidana /rt/n'.; i,ibs i",n 1  la/toll elan denda paling 

banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah),° 

Pasal 77 

Setiap orang yang dengan sengaja /tlenggunakan identitas berupa gelar atau bentuk lain 

yang menimbulkan kesan bagi masyarakat seolah-olah yang bersangkutan adalah 

dnkter Stall dokier gigi yang telah memiliki surat tatida registrasi dokter atau surat 

Ma/ikaina/i Koost/tusi menyatakari Passil 75 avat (1) nepan/ang mesgenal kate-kate "penjara paling 
lama 3 (tiga) inhun aEon" bertentangan dengan UIJD Ta/run 1945 dan tidak nlempunyai kekitatan 
hukurn niengikat me/a/ui Putusart MN Nontor 4/PUU-V/2007. 

Pasa//ayat tersebut be/urn ditindakianjuti dengan perubahan undang-undang ml, 

4 Mah/iamah Konstitusi nienyatakan Pasal 76 sepan/ang mengenai kata-kaia 'pen/ora paling lama 3 
(ti,qa) tohun noun" bertentangan dengan U1JD Tahiur 1945 dan tidak mempurryai kekuatan htikum 

iietg/kam sie/alim/ Puiusatr /s/K Nuliiur 4,PUtJ-V/2007. 

Pasa//ayai terse/rut be/urn d/tindaklnjuU deitgan perubahan undang-undang ni, 

Pal/ayat terse/rut beluni th tindakian pun i/logan cr'iIiiiI/ian ii ndang- iurdang mi. 
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tanda registrasi dokter gigi dan/atau surat izin praktik sehagaimana diinaksud dalarn 

Pasal 73 ayat (1) dip/dana dengan p/dana penjara paling laina 5 (I/ma) tahun atau 

denda paling banyak Rp 150.000.00000 (seratus Jima puluh jutarupiah). 

Pasat 78 

Sctiap uru 	v,mng 	 ;cu. 	 clan cari an 

ttaa'n ,n, 	-ikap pe'ii van .. it 	.c.n/ 	yang nenimnbcrikamc keinic 

sen/h-n/al. vane It rc:i 	iii 	c.1;ii Ouic!-r atauiiokter gigi yang 

mnemi)/ici sovat tarida r:t . 	 a/ia ii auraL tanda megistmas/ dokter gini 

LI itt ',nr it izin pm ikt 	•, ii" 	II 	all ii.. Li Li  i/SItS 1 7.4sal " -isa (.) dipidanzi  

Lkmglan ni(iano lieW.'zra 	 1 	1 1111 i/4/il dead; naling 1ti 	1 Pci 
If0 001) 1. Ii 	(t VI 	 1 

Pasal 79 

Dipidana dengan pidana ;ctiii.. c : 	i/J 	' . 	. iici 	denda paling 

banyak Rp 50.000.00000 (Itma puluh juta rupiah), setiap dokter atau dokter gigi 

yang : 6  

dengan sengaja tidak memasang papan nama sebagaimana dimakaud dalam 

Pasal 41 ayat (1); 

dengan .sengaja tidak membuat rekam medis sebagaimana dirnaksud dalam 

Pasal 46 ayat (1); atau 

dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dirnaksud dalamn 

Mahkarnah Koncdnisi menyalakirn Pica! 78 bertcnlangan dengan (it/fl Ta/inn 1945 sepanjang 
tic/ak dmniaknal "Setcap orang yang dengan senaa)a nienogunakan a/at, metnde atan cam Inn do/am 
memberikoct pe/ayanan kepuda masyUrakat yang menirnhclkan kesan se&ah-o/alc yang bersangkucon 
ada/oh dokter ama dokter (i/i9i yang telah memiliki scram ianda reg;strasi dokter atau surer tanda 
registrasr dakter gigi atcu scram rain prakcik, kecuoli nakang ggi yang mendapat ben pmkcik dan 
Pemeri nra/i sebagaimana dirnakscid do/am Pusal 73 avat (2) dipidaio den pan p/dana pen/am paling 
(amoS (lima) ra/iun atari denda paling burryak Pp 150./iO0.000(I0 (serat tic lana puluh juta rupiah) dan 
tic/ak memnpunyai kekuatan hukurn merigikat sepanjang tic/ak dimaknai, 'Secrap omrmg yang 
dengan sangrija menggutrakan a/ar, metode acau corn lain Jo/am membermkan pe/ayanan kepada 
macyam km yang men/rn/nikon kesan seolalr-olah yang bersangkutnn ada/a/i dakrer ama dokter gigi 
yang teioh mcrrrr/iki carat tanda regrstrosi dirktcr aiau srimt tanda regrstrasi dokter gig; atau carat ia/n 
pmkirk kecuali ruka rig gigi yang menda pat rain pro kcik don Pencennta/r sebagaimana dimaksrid do/am 
Pasal 73 ayar (2) dip/dana dengan p/dana pen/am paling/ama 5 (/im) ta/ran atau denda paling banyak 
I/p 150.000.000,00 (seratlis limo pu/u/i juta rupiah)melalui Putusan MK Noncor 40/PUU-X/2012. 

4 	Pasaljayat tersebutbelum ditlmrdalclan1uti dengan peubahan iircdang-undang ira 

6 Mahkamah Konstitual menyatakan Pasal 79 sepan/Luig rncirgcnai kata-kata "kurungwm palln,q kona 2 
(San,) ta/ian atari' berterstangan dengan ///JO Ta/ran 1915 dan tic/ak mernprmnvai kekirirtcn hukcuii 
mengikatniela/ui Putusan talK Nkrrnon4/PUU-V/2007. 

Pasal/ayat tersebut be/urn ditindaklsnjrttr dengan perubaharr undang-widang mi.  

Pasal 51 liuruf a, huruf b, huruf c, hitruf d, , 

Pasal 80 

Setiap omang yang dengan sengaja mnempekcrjakan dokter atau dokter gigi 

sehagairnana dirnaksud dalain Pasal 42, dipidana dengari p/dana pcnjara paling 

lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus 

juta rupiah). 

(2) Dalam hal tindak p/dana sebagaimana ditnaksud pada ayat (1) dilakukan oleh 

korporasi, maka p/dana yang dijatuhkan adalah p/dana denda sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) ditambab sepertiga atau dijatuhi hukuman tambahan 

berupa pencabutarsizin. 

BABXI 

KETNTUAN PERALIHAN 

Pasal 81 

Pada anaL d;undangkannya lindanguridang ini semua peraturan peruridang-undangan 

yang mnerupakan pelaksanaan Undang-undarrg Nomor 23 Tahun 1992: tentang 

Kesehatan yang berkaitan dengan pelaksanaan praktik kedokteran, masih Letup bcrlaku 

sepanjang tidak bertentangan dan/atnu belum diganti herdasarkan Undar,g-undangi/si. 

Pasal 82 

Dokter dan dokter gigi yang telah memiliki surat penugasan dan/atau surat izin 

praktik, dmnyatakan telah memiliki surat tanda registrasi dan surat izin praktik 

herdasarkar Urdarig-undang mi. 

(2) Surat penugasan dan surat izin praktik sehagaimana dimaksud pada ayat (1) 

harus disesuaikan dengan aLa-at tanda reg/strasi dolctar, surattanda registrasi 

dokter gigi, dan surat izin pta/ct/k berdasarkan Undang-undang mi paling lama 2 

((1na) taliun setelab Konsil Keciokteran Indonesia terbentuk; 

7 Mahkamah Konsdtusi menyatakaic Pasal 79 huruf c sepanjang mengenai kata-kata 'atar, Imuruf e' 
bertentangan dengan U/JO Ta/inn 1945 dan tidak nsempunyai kekuatan hukum mengikat me/a/ui 
Prruiaan MN Nomor 4/PUU-V/2007. 

Pasal/ayat tersebutbelrmm ditindaklunjuti derrgan perubahan undang-undang mom. 
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Pasal 83 

Pengaduan alas adanya dugaan pelanggaran disiplin pada saat belum 

terbentuknya Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia ditangani oleli 

Kepala Dinas Kcsehatan Provinsi di Tingk -at Pertarna dan Menteri pada Tingkat 

8anding. 

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Menteri dalam menarigani pengaduan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membentuk Tim yang terdiri dari unsur-

unsur profesi untuk memberikan pertimbangan. 

Putusan herdasarkan pertimbangan Tim dilakukan 0kb Kepala Dinas Kesehatan 

Provinsi atau Menteri sesuai dengan fungsi dzntugasnya. 

Pasal 84 

Untuk pertama kali anggota Konsil Kedokteran Indonesia diusulkan olch Meriteri 

dan die ngkat oleh Presiden. 

Keanggotaan Konsil Kedokteren Indonesia sebagaimaria dimaksud pada ayat (1) 

berlaku untuk rnasa jahatan 3 (tiga) tahun sejak diangkai. 

. .... 	 BABXII 

KET EN TUAN P EN UTUP 

Pasal 85 

Dengan disahkannya Undang-undang mi maka Pasa) 54 Undang-undang Nomot- 23 

Tahun 1992 tentang Kesehatan yang berkaitan dengan doktèr clan dokter gigi, 

dinyatakan tidak berlaku Lipi. 

Pasal 86 

Konsil Kedokteran Indonesia sehagairnana dimalcsud dalarn Pasal 84 ayat (2) harus 

dibentuk paling lama 6 (enam) bulan sejak Undang- undang mi diundangkan. 

Pasal 87 

Konsil Kedokteran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 harus dibeituk 

paling lambat 1 (satu) bulan sebelum masa jahatan keanggotaan Konsil Kedokteran 

Indonesia sebagairnana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (2) berakhir. 

Pasal 88 

Undang-undang ml mulai berlaku 1 (satu) tahun sejak tanggal diundangkan. 

Agar seliap a rang mengetahuinya, inernerintahkan pengundangan Undang-undang ml 
dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. 

Disahkan di Jakarta 

pada tanggal 6 Oktober 2004 

PRESIDEN REPUI3LIKINDONESIA, 

ltd. 

MECAWATI SOEKARNOPIJTRI 

Diundangkan di Jakarta 

pada tanggal 6 Oktober 2004 

SEKRETARIS NEGARA 

REP W3LI}( INDONESIA, 

ttd. 

BAMBANG KESOWO 

LEMBARN NEGARA REPUBLIK INDONESIATAHIJF'J 2004 NOMOR 116 

t. 	.. 
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LAM P1 RAN 

PERTIMBANGAN HUI{IJM MAHKAMAH KONSTITUSI 

1. Pasal 14 ayat (1) huruf a 

Elahwa dalam Putusan Noinor 10/PU1J-XV/2017, MK uiernbcrikan pertimbangan 

hukum terhadap pengujian Pasal 14 ayat (1) Iturufa (Iii Praktik Kedokteran sehagai 

heriku 1: 

a, Bahwa herkenaan dengan dalil rnengenai rangkap jabatan anggota MM! yang 

berasal dari IDE, para Pemohon mendalilkan baliwa Pasal 14 ayat (1) huruf a UU 

Praktik Kedokteran, yang menyatakan "jumlah anggota Konsil Kedokteran 

Indonesia 17 (tujuh belas) orang yang terdiri aLas unsur-unsur yang berasal dan 

(a) organisasi profesi kedokteran 2 (dua) orang" bertentangan dengan UUD 

Tahun 1945 dan tidak mernpunvai kekualan hukurn mengikat, sepanjang frasa 

"organisasi profesi kedoktenan" tidak diinaknai sebagai yang tidak menjadi 

pengurus organisasi profesi kedokieran". Terkait permohonan tersebut 

Mahkainah berpendapat bahwa pengisian anggota MM! harus 

mempertimbangkan tugas MX! yang berpotensi bersinggungan dengan 

kepentingan institusi asal anggoia KR!. 

b. Bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undarigan, KR! memiliki tugas 

melakukan registrasi dokter sebagai dasar untuk rnenerbiikan STR, melakukan 

fungsi regulasi scrta melaksanakan pembnaan terhadap penye!enggaraan 

praktik kedokteran. Organisasi profesi dokter, dalam ha! mi ID!, sebagai salah 

satu institusi asal anggota KKI memiliki keterkaitan erai dengan tugas-tugas 

yang diemban KR! khususnya dalam fuiigsi regulasi karena para dokter yang 

merupakan anggota ED! merupakan objek dad regulasi yang dibuat oleh KR]. Di 

ski lain, ID!, sebagai organisasi profesi dokier juga merupakan salah satu 

institusi asal anggota KR!. Readaan ini menimbulkan potensi benturan 

kepentingan (conflict of interest) dari ski ID! sebab ID! bentindak sehagai 

regulator dalam menjalankan fungsi sebsgai anggota KR!, pada saat yang sama 

juga monjadi objok rogulari yang dibuat oleh MM! tcrscbut. Olch hnrcno ILu, untuic 

mencegah potensi benturan kepentingan tersehut maka seyogianya anggota ID! 

yang duduk ddlam 1<1<1 sc!arusiya adalali inereka yang bukan inerupakan 

pengurus IDI untuk monccgah konflik kepentingan karena tugas KR! ada tiga 

yaitu fungsi registrasi dokter sebagai dasar menerbilkan STR, fungsi regulasi 

yang terkait dengan profesi dokter, dan fungsi pemhinaan. Pada sisi lain 

organisasi profesi dokter adalab ID! dan o!eh karena itu keberadaan pengurus 

ED! pada 1<1<! potensial menimhu!kan konflik kepontingan Lerutama dalam 

perumusan regulasi. !!at ini tidak sesuai dengan prinsip kepastian hukum yang 

adl sebagaimana diatur daizim Pasa! 280 ayal (1) DUD Tahun 1945, 

2. Pasal 73 ayat (2) 

Bahwa dalarn Putusan Nornor 40/PUU-X/2012, MM memberikan pertimbangan 

hukum terhadap pengujian Pasal 73 ayat (2) UU Pnaktik Kedokicran sebagai 

bc'niku t: 

!lahwa pasal a quo tidak memherikan kepastian hukum yang ad!! bagi 

Pemohon untuk dapat menjalankan pekenjaannya sebagai tukang gigi. 

Selain itu, norma yang terkandung dalam Pasa! 73 ayat (2) 1111 Praktik 

Kedokteran hersifat 	multitafsir 	kanena 	tidak 	saja 	nelarang 

dokter/dokter gigi gadungan membuka praktik i!ega!, nanlun perumusan 

pasal a quo justru berdampak pada sernua bidang pekerjaan khususnya 

pekerjaan tukang gigi. 

Elahwa penghapusan pekenjaan tukang gigi o!eh PeratunanMenteri Kesehatan 

Nornor 1871/MENKES/PER/IX/201 1, tangga! S September2011 kanena sudah 

ada profesi lain yang dapat meoggantikan tukang gigi dalam menjalankan 

pekenjaannya dan profesi lain tersebut dihekali keahlian dalam hidangnya, 

sehingga pekeaannya dzpat dipertanggungjawabkan secara medis. 

I3ahwa pendapat Mahkanali a quo sejalan dengan pendapat DPR yang 

rnenyatakan seharusnya herdasarkan kewenangan yang diberikan nEek 

peraluran perundang-undangan antara dokter gigi dan tukang gigi sa!ing 

hersinergi dan mendukung satu sarna lain dajam upaya meningkatkan 

keselsatan khususnya keseliatan gigi nasyaralcal. 
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Pasal 78 

Bahwa dalam Putusan Nomor 40/P1JUX/2012, MM memberikan pertimbangan 

hukum terhadap pengujian Pasal 78 Uli Praktik Kcdokteran sebagai herikut: 

l3ahwa Pasal 78 UU Praktik Medokteran inengatur norma sanksi terhadap 

pelanggaran Pasal 73 ayai (2) 1511 Praktik Kedokteran, sehingga norma yang 

terrnuat dalam Pasal 78 UU Praktik l<edokteran merupakan satu kesatuan yang 

tidak terpisahkan dari Pasal 73 ayat (2) (ItS Praktik Kedokteran. Dengan demikian 

Pasal 715 1515 Praktik Kedokieran harus dinyatakan konstitusional bersyarat, yaitu 

konstitnoonal sepanjang norma dalam Pa.sal 78 UU Praktik Kedakteran tidak 

terrnasuk tukang gigi yang mendapat ijin dari Penerintah. 

Pasal 75 ayat(1), Pasal 76, Pasal 79, dan Pasal 79hurufc 

Baliwa dalam Putusan Nomor 4/P1JU-V/2007, MM memberikan pertimbangan 

hukuns terhadap pengujian Pasal 75 ayat (1), Pasal 76, Pasal 79. dan Pasal 79 huruf 

c UU Praktik Kedokteran sebagai bcrikut: 

Bahwa Mahkamah berpendapat bahwa ancaman pidana berupa pidana penjara 

dan pidana kunungan adalah tidak tepat dan tidak proporsional karena 

pemhenlan sanksi pidana harus memperhatikan perspektif hukum pidana yang 

humanistis dan terkait erat dengan kode etik. Dengan demikian, menurut 

Mahkamah: (I) arcaman pidana tidak holeh dipakal untuk mencapai suatu tujuan 

yang pada dasarnya dapat dicapai dengan cara lain yang sama efektifnya dengan 

penderitaan dan kerugian yang lebih sedikut, (ii) ancaman pidana tidak boleh 

digunakan apabila hasil sampingan (side effect) yang ditimbulkan lebih 

merugikan dibanding dengan perbuatan yang akan dikriminalisasi, (iii) ancaman 

pidana harus rasional, (iv) ancaman pidana harus menjaga keserasian antara 

ketertiban, sesual dengan hukum, dan kompetensi (order, legitimation, and 

competence), dan (v) ancaman pidana harus inenjaga kesetaraan antara 

perlindungan masyarakat, kejujuran, keadilan prosedural dan substantif (social 

tieJbru., fuli usaa, prw.iJuiu1 U/i ub.tivJi,.sticv). 

i3ahwa ancziman pidana penjara paling lama tiga tahun, yang ditentukan dalam 

Pasal 75 Ayat (1) dan Pasal 76 UU Praktik Kedokteran, serta ancaman pidana 

kurungan paling lama satu tahun, yang diatur Pasal 79 huruf a U1.J Praktik 

Kedokteran telab menimbulkan perasaan tidak aman dan ketakutan sebagai 

akibat lidak proporsionalnya antara pelanggaran yang dilakukan dengan 

ancaman pidana yang diatur dalam 15(1 Praktik Kedokteran. 

l3alwa terhadap ketentuan dalam Pasal 79 huruf c liii Prabtik Kedokteran 

Mahkamah herpendapat bahwa adanya ancaman pidana demikian bukan hanya 

tidak tepat tetapi juga tidak perlu. Sehab, perbuatan tidak nenambah ilmu 

pengetahuan di samping tidak menimbulkan kerugian terhadap pihak lain 

kecuali terhadap dokter atau dokter gigi ilu seniliri juga bukan merupakan 

tindak pidara atau perbuatan kriminal. Lagi pula, konstitusi telah menjarnin 

setiap orang berhak untuk mengembangkan din, pendidikan dan mempernleh 

manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknoiogi, sent dan budaya, demi 

meningkatkan kualitas hidupnya dan dciii kesejahteraan umat manusia, 

sebagairnana yang dialur daiarn Pasal 28C Ayat (1) IJUD Tahun 1945. Dengan 

kata lain, menurut PUB Tahun 1945, menambah ilmu pengetahuan adalah liak, 

ebb kanena perhuatan "tidak menainhah ilmu pengetahua n dan mengikuti 

perkembangan ilmu kedoktenan aiim kedokienan gig•' hukan menupakan tindak 

pidana. 
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6 TAHUN 1983 TENTANG KETENTIJAN UMUM DAN 
TATA CARA PERPAJAKAN 

PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG 

BADAN KEAHLIAN DPRRI 



KATA PENGANTAR 

DPR RI memUiki 3 (tiga) fungsi utama 
sebagaimana amanat Pacil 20A avat (1) UUI) 	 - 
Tahun 1945 yaltu Iungsi legislast fungci  
anggaran dan fungat pengawasan sebagil 
representasi rakyat dan jUpa untuk mendukung 	 . 
upaya Pemerintah dalam tneliksar a! an politik 
luar negeri Salah satu ILIIlgsl pengawasan yang 
dilakukan DPR RI adalah n elakukan pemantauari 
dan peninjluan tot hadap urdanp uridang 

Pusat PonlanLauar. Pelakcanaat Undang 
Undang di Iladan Keahltan DPR RI memberikan 
dukungan keahilan kepada DPR RI dalarn 
menjalankan fungsi pengawasan tersebut dengan memanlau dan menginventarisir 
Putusan-Putusan Mahkamah Kostitusi yang menyatakan pasal/ayat dalam undang-
undang hertertangan dengan IBID Tahun 1945. 

Undang-Undang Nornor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Alas Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 19133 tcntang Ketentuan i.Jinum Dan TaLa Cara Perpajakan (UU 
Perpajakan Perubahan Ketiga) yang menjadi landasan hukum atas penyelenggaraan 
tata cara perpajakan di Indonesia blab dilakukan uji materiil oleh Mahkamah 
Konstitusi, Satu pasal dalam UU Perpajakan Porubahan Ketiga telah dinyatakan 
bertentangan dengan UUD Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum 
mengikat olnh Mahkamah Konstitusi. 

Dokumen ini rnerangkum pasal/ayat dalam liii Perpajakan Perubahan Ketiga yang 
dinyatakan hertentangan dengan UUD TahlLn 191-5, baik dinyatakan inkonstitusional 
maupun konstitusional hersyarat, yang kernudian ditampilkan bersama dengan undang-
undang aslinya. Dokumen mi terdlri dari pembukaan undang-undang, batang tubuh 
undang-undang, informasi undang-undang yang melaksanakan Putusan Mahkamah 
Konstitusi Lerkait, dan disertai lampiran yang borici pertirnhangan hukum Mahkamah 
Konstitusi atas pasal/ayat yang dibataIka. 

Harapan kami derigan adanya dokumen mi dapat memberikan masukan untuk 
penyusunan Program Legislasi Nasional kepada anggota DPR RI pada khususnya, serta 
dapat memberikan informasi hukum kepada masyarakat pada umurnnya. 

Kepala Pusat 
Pemantanan Pelaksanaan Undang-Undang, 

Rudi Rochmansyah, S.I4., M.H. 
NIP. 196902131993021001 
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IJNDANG-UNI)ANG REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 28 TAHUN 2007 

TENTANG 

PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 1983 

TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARAPERPAJAKAN 

Tambahan Lemharan Negara Repuhlik Indonesia Nornor 3984); 

Dengari Persetujuan I3ersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUI3LIKI NDONESIA 

dan 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 

MEMUTUSKAN: 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

Menimbang a. hahwa dalarn rangka untuk lehili inemberikan keadilan dan 

meningkatkan polayanan kepada Wajib Pajak dan unuik lehih 

memberikan kepastian huicum serta mengantisipasi 

perkombangan di bidang teknologi informasi dan perkembangan 

yang terjadi dilam ketentuari ketentuan material di bidang 

perpajakan perle dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang 

Nornor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Uinum dan Tata Cars 

Peajakan sebagaimana telah bebepa kali diubah terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam 

huruf a, perlu membentulc lindang-Undang tentang Porubahan 

Ketiga Atas UndangUndang Nomor 6 Tahun 1983 tentang 

Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan; 

Mengingat: 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 23A tlndang-Undang Dasar 

Negara Republlk Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum 

dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan I cmbaran Ngrs PpiihIiI 

Indonesia Nomor 3262) schagaimana telah heherapa kali diuhah 

terakhir dcngan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 126, 

Menetapkan: 	UNDANG-UNDANG TENTANG PERUI3AFIAN KETIGA ATAS 

UNDANG-UNDANG NOMOR 6TAHUN 1983 TENTANG KETENTUAN 

UM UM DAN TATA CA RA P E RPA JA KA N. 

Pasal I 

I3eberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahtin 1983 tentang Ketentuan 

Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 

Nomor I9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) yang telali 

beberapa kali diubah dengan Undang-Undang: 

Nomor 9 Tahun 1994 (Lembarait Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 

59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3566); 

Nornor 16 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 

126, Tamhahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nornor 3984), 

diubah sebagai berikut 

1. Ketentuan Pasal 1 diubah seliingga berbunyi sebagai b.erikut 

Pasal 1 

Dalam Undang-Undang mi yang dimaksud dengan: 

1. Pajak adalah kontrihusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang 

prihadi atau badan yang hersifat memaksa berdasarkan Undang-Iindang 

dengan tidak niendapatkan imbalan secara Iangsung dan digunakan untuk 

keperluan negara hagi sebesar- besarnya kemakmuran rakyat. 
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lain dalarn rangka n&aksanakan ketenuan peraturan perundang-undarigan 

p er pa ja ka ii. 

(2) Untuk keperluan pemeriksaan, petugas peineriksa harus inemiliki tanda 

pengenal pemeriksa dan dilengkapi dengan Surat Perintah Pemeriksaan 

serta memper!ihatkannya kepada Wajih Pajak yang diperiksa. 

(3) Wajib Pajakyang diperiksa wajib: 

memperlihalkan dan/atau meminjarnkan buku alau catalan, dokurnen 

yang menjadi dasarnya, dan dokumen lain yang berhubungan dengan 

penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan hebas Wajib 

Pajak, atau objek yang Icrutang pajak; 

memberikati kesempatan untuk memasuki tempat atau ruang yang 

dipandang perlu dan memberi hantuan gur.a kelancaral pemeriksaan; 

dan/atau 

C. memberikan keterangan lain yang dipuriukan. 

l3uku, catalan, dan dokuirico, serta data, informasi, dan keterangan lain 

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dipenuhi oleh Wajib Pajak 

paling 12M2 I (satu) hula ii sejak permintaan disampaikan. 

Dalam hal Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegialan usaha atau 

pekrjaan hebas tidak memenuhi ketentuan sehagaimana dimaksud pada 

avat (3) sehiogga tidak dapat dihitung besarnya penghasilan kena pajak 

perighasilan kena pajak iersebut dapat dihitung secara jabatan sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakari. 

(4) Apabila dalam mengungkapkan pefnbukuan, pencatatan, atau dokumen serta 

keterangan yang diminta, Wajib Pajak terikat oleh suatu kewajiban untuk 

merahasiakaniiya, maka Icewajiban untuk merahasiakan itu ditiadakan oleh 

permintaan untuk keperluan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat 

M. 

37. Dl antara Pasal 29 dan Pasal 30 disisipkarc 1 (satu) pasal, yakni Pasal 29A yang 

herhunyi sebagal berlkut: 

Pasal 29A 

Terhadap Wajib Pajak badan yang perriyataan pendaftaran emisi sahamnya telah 

dinyatakan efektif oleh badan pengawas pasar modal dan menyampaikan Surat 

Pemberitahuan dengan dilampiri Laporan Keuangan yang telah diaudit oleh 

Akuntan Publik dengan pendapal WajarTanpa Pengecualianyang: 

a. Surat Pemberitahuan 'raliunan Wajib 	Pajak menyatakari lehih bayar 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1713; atau  

b. terpilih untuk diperiksa berdasarkan analisis risiko 

dapat dilakukan penieriksaan melalui Pemeriksaan Kantor. 

38. Ketentuan Pasal 30 diubah scliingga berbunyi sehagac herikut: 

Pasal 30 

Direkiur Jenderal Pajaic berwenang melakukari penyegelan tenipat atau 

ruangan tertentu serta barang bergerak dan/aiau tidak bergerak apabila 

Wajib Pajak tidak memenulci kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

29 ayat (3) hurufb. 

Tata cara penyegclan sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) diatur dengan 

atau bcrdasarkan Peraturan Menleri Keuangan. 

39. Ketentuan Pasal 31 diuhali sehingga horbunyi sebagai berikut: 

Pasal3l 

'Fata cara pemeriksaan diatur dengan atau herdasarkan Peraturan Menteri 

Keuaccgan. 

Tata cara pemcriksaan sehagaimana dimaksud pada ayat (1) di antaranya 

mengatur tentang pemeriksaan ulang, jangka waktu pemeriksaan, kewajihan 

menyampaikan aural pemberitahuan basil pemeriksaan kepada Wajih 

Pajak, dan hak Wajib Pajak untuk hadir dalam pembahasan akhir hasil 

petneriksaan dalam balas waktu yang ditentukan. 

Apabila dalani pelaksanaan pemeriksaan Wajib Pajak tidak memenuhi 

kewajihan sehagaimana dimakaud clalam Pasal 29 ayat (3) sehingga 

penghitungan penghasilan kena pajak dilakukan secara jabatan, Direktur 

jerideral Pajak wajib menyampaikan aural pemberitahuan basil pemeriksaan 

kepada Wajib Pajak dan memberikan hak kepada Wajib P.ajak untuk hadir 

dalam pembaliasan akhir hasil pemeriksaan dalam batas waktu yang 

ditentukan, 

40. Ketentuan Pasal 32 diubah sehingga berbunyi sehagal berikut: 

Pasal 32 

(1) Dalan, nienjalankan liak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraluran 

perundang-undangan perpajakan, Wajib Pajak diwakili dalam hal: 
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badan oleh pengurus; 

badan yang dinyatakaii paflit oleh kurator; 

C. badan dalam pembubaran okh orang atau hadan yang ditugasi untuk 

melakukan pemberesan; 

d. badan dalarn likuidasi olels likuidalor; 

C. suatu warisan yang belum terbagi olels salah seorang ahli warisnya, 

pelaksana wasiatnya atau yang mengurus harta peningga!annya; atau 

f. anak yang belum dowasa atau orang yang berada dalarn pengampuan 

oleh wall atau pengarripunya. 

Wakil sebagairnana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab secara 

pribadi dan/atau secara renteng atas pembayaran pajak yang terutang 

kecuali apabila dapat mernbuktikan dan rneyakinkan Direktur Jenderal Pajak 

bahwa mereka dalam kedudukannya henar-henar tidak rnungkin untuk 

dibehani tanggung jawab atas pajak yang terutang tersebut. 

Orang pribadi atau hadan dapat menurtjuk seorang kuasa dengan sural 

kuasa khusus untuk mer;jalankan hak dan meinenuhi kewajiban sesuai 

dengan kelentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. 

Mahkamah Konstitusi menvauikan frasa pefaksanaan link don kewajibari kuasa" dalani Pasat 32 
ayas (31) bertentangan dengan UUD Tahun 1945 dan tidak riiernpunyai kekuatan hukum mengikat 
sepanjang tidak dimaknai hanya berkcnaan dengan hal-haL yang bersifat telmis-admLntstratif 
dan bukari pembatasan dan/atau perluasan hak dan kewajihan warga negara rnelatui Putuan 
MK Nomor 63/PUU-XV/201 7. 

' Pasal/nyat tersebut beluni ditindaklanjuti dengan perubahan undang-undang ni.  

Pasal 34 

(1) Setiap pejabat dilarang mernherftahiikan kepada pihak lain sogala sesuatu 

yang diketahui atau diheritahukan kepadanya oleh Wajib Palaic  dalans 

rangka jabatan atau pekerjaannya unluk rnenjalankan ketentuan peraturan 

perundang-undangan perpajakan. 

(2) Larangan sehagaimana dimaksud pada ayat (1) berlalcu juga terhadap 

tenaga aWl yang ditunjuk oleb Direktur jenderal Pajak untuk membantu 

dalarn pe}aksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. 

(22) Dikecualikan dart ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat 

(2) adalah: 

pejabat dan tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atnu saksi ahli 

dalam sidang pengadilan; atau 

pejabat dan/alau tenaga aWl yang ditetapkart Menteri Keuangan untuk 

memherikan keterangan kepada pejahat lembaga negara alau instansi 

Penierintah yang 1)Ir\valtartg r:iakukan perneriknaan clatarn bidang 

keuangan negara. 

Uniuk kepentingan ncgata, Menteri Reuangan berwenang tnenibcri izin 

tertults kepada pejabat sebagaimana dirnaksud padaayat (1) dart tenaga ahli 

sehagaimana dimaksud pada ayat (2) supaya mernberikan koterangar dart 

rnernperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak kepada pihak 

yang ditunjuk. 

Uttuk kepentingan pemeniksaan di pergadilan dalam penkara pidana atau 

perdata atas permintaan Hakim sesual dengan 1-lukum Acara Pidana dan 

Hukurn Acara Perdata, Menteri Keuangan dapat memberi i7.in tertulis 

kepada pejahat sehagainana dirnaksud pada ayat (1), dan lenaga ahli 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk memberikan dan 

rsremperliliatkan hukti tenths dan keterangat Wajih Pajak yang ada 

padanya. 

Permmntaan hakirn sebagairnana dimaksud pada ayat (4) harus menyebutican 

nama tersangka atau narna tergugat, ketenangan yang diminta, serta kditan 

antara perkara pidana atau perdata yang bcrsangkutan dengan keterangan 

yang dirninta. 

43. Ketentuan Pasal 35 diubah sehingga berbunyl sebagai benikut: 

Pasal 35 

Apabila dalam menjalankan ketentuan peraturan perundang-u ndanga n 

perpajakan diperlukan kelerangan atau bukti dari bank, akuntan publik, 

notanis, konsultan pajak, kantor adrninistrasi, dan/atau pitsak ketiga lainnya, 

(3) 

(4) Termasuk dalam pengertiaii pengurus sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) 

htiruf a adalah orang yang nyata-nyata mempunyai wewenang ikut 

menenlukan kebijaksanaan dan/atau rnengarnbil keputusan dalam 	 (4) 

menjalankan perusahaan. 

Ketentuan Pasal 33 dihapus. 

Pasal33 

Dihapus 	'- 	 (5) 

Ketentuan Pasal 34 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 
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LAM P1 RAN 

PRESIDIN REPUIILIK INDONESIA, 
	 PERTIMBANGAN HUKUM MAHKAMAH KONSTITUSI 

1. Pasal 32 ayat (3a) 

DR. IL SIJSILO I3AMI3ANGYUDFIOYONO 

Diundangkan di Jakarta 

pada Ianggal 17 Juli 2007 

MENTERI HIJKUM DAN FlAK ASASI MANUSIA 

REPUBLIK INDONESIA, 

LEMI3ARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2007 NOMOR85 

4 
.fr  

Bahwa dalarn Putusan Nomor 63/PUU-XV/2017, MM memberikan pertimbangan 

hukum terhadap pengujian Pasal 32 ayat (3a) DII Perpajakan Perubahan Ketiga 

sebagai herikut: 

Bahwa jika dibaca rasionalitas dan konteks keseluruhan dalil Pemohon, 

Mahkamah memahami bahwa suhstansi yang sesungguh nya dipersoalkan oleh 

Pemohon adalah masalah pendelegasian kewenangan oleh undang-undang, in 

casu Pasal 32 ayat (3a) UU KUP kepada Peraturan Islenteri, sehiugga persoalan 

knnstitusional yang harus dipertimhangkan oleh Mahkamah, apakah 

pendolagasian kewenangan drnikian hertentangan dengan UUI) 1945, 

khususnya sebag.irnan cliatur lebih lanjut dalam Judang- Undang Nomor 12 

T2hu Ct 2011 tent:i ng PuInbL':tukan Puntu rtn Pc'rundang- Undangan UU 

12/ 20 11). 

Bahwa perlirnbangan Mahkamah yang bertumpu pada UU 12/2011, 

sebagaimana diuraikan pada paragraf [3.10] di atas, adalah dikarenakan undang-

undang itulah yang memuat pengaturan Icbih lanjut tentang perdclegasian 

kewenangan mengalur dari peraturan perundang-undangan dan tidak nenjadi 

objek permohonan a quo. Sehingga, sesuai dengan prinsip presumption of 

constitutionality yang berlaku dalam pengujian konstitusionalitas undang-

undang dan prinsip bahwa hakim atau pengadilan adalah zittcnde maistratur, 

make UU 12/2011 khususnya Lampiran II Pecloman angka 198 sampai dengan 

angka 216 harus dianggap konstitusional sampai terhukti hertentangan dengan 

UUD 1945 melalui Putusan Mahkamah Konstitusi yang dijatuhkan atas dasar 

adanya permohonan untuk itu. Prinsip zittende magistratur menghalangi 

Mahkamah untuk secara aktlf menguji konstitusionalitas suatu undang-unclang 

jika undang-undang yang bersangkutan tidak dimohonkan pengujian. Namun 

demikian, prinsip zittende magistratur tidak mnenghalangi Mahkamah untuk 

mcngesampingkan keberlakuan suatu tlndang-Undang apabila Lernyata norma 

undang- unda ng yang hersa ogkutan telah ternyata me nghalangi kewenangan 
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Mahkamah 	dalam 	menjalankan 	fungsi 	con.stiutional 	review-rlya. 

Pengesampingan demikian dibenarkan heidasarkan doktrin hukum tata negara 

dan tidak bertentangan dengan ajaran pemisahan kekuasaan, sebab Mahkamah 

tidak menguji konstilusionalitas norma undang- undang yang tidak dimohonkan 

pengujiannya, melainkan Mahkamah hanya memutuskan untuk tidak 

menerapkannya. Artinya, norma Undang-Undang tersobut, baik Eeks naupun isi 

atau materi muatannya, tetap ada dan berlaku selama helum ada permohonan 

yang menguji konstitusionalitasnya dan belum ada Putusan Mahkamah 

berkenaan dengan hal iLu. Hal mi pernah dipraktikkan oleh Mahkamah 

sebagaimana terLuang dalarn Putusan Mahkatnah Konstitusi Nornor 004/PUU-

11/2004, langgal 13 Desember 2004. 

c. llahwa kendatipun Pernohon tidak niemohonkan pongujian UU 12/2011 

(Lerutama dalam ha! mi Lampiran II khususnya Pedoman angka 198 sampai 

dongan angka 216 UP 12/2011) dan kendatipun titik berat Permohonan 

Pemohon adalah terletak pada subsl.ansi pcndelegasian dari undang-undang 

kepada Peraturan Menteri, in casu PMI< 229/201'1, Mahkamah berpendapat 

hahwa, sesuai derigan Cistern Pemerintahan Presidensial yang dianut olelt IJUD 

1945, pendelegasian kewenangan mengatur lari peraluran perundang-

undangan yang tingkatannya lehih tinggi kepada peraturan perundang-

undangan yang tingkatannya lehih rendah secara doktriner tidak bnleh 

bertentangan dengan materi muatan yang secara konstitusional seharusnya 

metijadi suhstansi materi muatar dari masing-rnasing jenis peraturan 

perundang-undangan tersehut se.suai dengan tingkatan atan hierarkmnya. Dengan 

dernikian, dalam konteks Permohortan a quo, sesuai dengan pertimbangan pada 

sub-paragraf [3.10.2] di aLas, tanpa perlu rnengesampingkan keberlakuan 

Lampiran [I khususnya Pedoman angka 198 sampai dengan angka 216 UU 

12/2011 dan tanpa harus nienilai kasus konkret yang dialami Pemohon 

khususnya herkenaan dengan pemberlakuan PMK 229/2014, Mahkamah 

berpendapat bahwa memang terdapat kehutuhan untuk mengatur lebih tegas 

pendelegasian wewenang teknis-administratif "pelaksanaan hak dan kewajiban 

kuasa" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3a) PU KUP kepada Menteri 

Keuangan. Sesual dengan sifatnya sebagai delegasi yang bersifat teknis-

administratifinaka, di saui pihak, pengaturan dernikian tidak boich mengandung 

rnateni mualan yang merugikan hak wajib pajak dalam membeni kuasa kepada 

pihak manapun yang di nilainya mampu memperj uangka n hak- haknya sebagai 

wajib pajak dan menurut undang-undangahsah untuk menerima kuasa demikian 

serta, di lain pihak, tidak mengharnbat atau mengurangi kewenangan negara 

untuk inernungut pajak yang diturunkan dari UIID 1945. Pendelegasian 

kewenangan mengatur hal-hal yang bersifat teknisadminisiratif bukan 

dimaksudkan untuk membenikan kewenangan yang lebili (over capacity of 

power) kepada Mentcri Keuaiigan melainkan hanya untuk mengatur lebih lanjut 

mengenai "syarat dan tata cara pelaksanaart kuasa". Artinya, pengaturan itu tidak 

belch benisikan mateni muatan yang seharusnya merupakan materi muatan 

peraturan yang lebih tinggi, lebih-lehih mateni muatan undatig-undang. Olch 

karena itu, ada atau tidak ada kasus konkret sebagaimana dialami Pemohon, 

pendelegasian kewenangart mengenai "syarat dan LaLa cara pelaksanaari kuasa" 

scbagaimana diatur dalam Pasal 32 ayat (3a) UP KtJP hanya dapat dmnyatakan 

konstitusional jika materi muatancya SCrr.aLa-mata bersifat teknis-admmnistratif. 
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PASAL/AYAT YANG DIBATALKAN 
MELALUI PUTUSAN MK 

UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 
TENTANG 

PEMILIHAN UMUM 

PUSAT PEMANTAUAN P ELAKSANAAN UN DANG-UNDANG 
BADAN KEA1-ILIAN DPR RI 



KATA PENGANTAR 

DPR RI memiliki 3 (tiga) Fungsi utam.1 • 	 -._...-.- 

sebagaimana amanat Pasal 20A ayal (1) IJUI) 	 - 

Tahun 1945 yattu ftingsi legislasi 	Iungi 	 ... 	 - 

anggaran dan fungsi pengawasan sebit' 

representasi rakyat dan juga untuk mendukun 

upaya Perrerintab dalam rnelaksanakan p011111  

luar negerl Salah satu fungsi pengawisan yang  

dilakukan DPR RI adalah melakukan pernartauan 

dan peninjauan terhadap undang-undang. 

Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-  2. 

Undang di I3adar, Keahijan DPR RI membet ikan 
47 

dukungan keahlian kepada DPR RI dalam 

menjalarikan fungsi pengawasan tersehut dengan memantau dan inenginventarisir 

Putusan-Putusan Mahkamah Konstitusi yang nienyatakan pasal/ayat dalam undarig-

undang bertentangan dengan UUD Tahun 1945. 

Undang-Undang Nornor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (118 Pemilu) yang 

menjadi landasan hukum atas penyelenggaraan pemilihan urnuni di Indonesia, telah 

beberapa cab dilakukan uji materiil oleh Mahkamah Konstitusi. Beberapa pasal/ayat 

dalam UU Pemilu lelah dinyatakan bertentangan dengan UUD Tahun 1945 oleh 

Mahkamah Konstitusi. 

Dokumen mi merangkum pasal/ayat dalam UU Pemilu yang dmnyatakan 

bertentang-an dengan UUD Tahun 1945, baik dinyatakan inkonstitusional maupun 

konstitusional bersyarat, yang kemudian ditampilkan hersania dengan undang-undang 

aslinya. Dokurnen ini terdiri diri pemhukaan undang-undang, hatang tubuh undang-

undang, informasi undang-undang yang melaksanakan Putusan Mahkamah Konstftusi 

terkait, dan disertai lanipiran yang herisi pertirifoangan hukurn Mahkamah Konstitusi 

alas pasal/ayat yang dibatalkan. 

1-larapan katni dengan adanya dokumen ini dapat memberikan masukan uttluk 

penyusunan Program Legislasi Nasional kepada anggota DPR RI pada khususnya, serta 

dapat memberikan informasi hukum kepada masyarakat pada umumnya. 

Kepala Pusat 
Pemartauan Pelaksanaan lindang-Undang, 

Rudi RuLhr1diii,yaIl, SN,, M.H. 
NIP. 196902131993021001 
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UNDANG-UNDANG REPIJBLIK INDONESIA 

Mengingat; 	Pasal 1 ayat (2), Pasal Sayat (1), Pasaj 6, Pasal 6A, Pasal 18 ayat (3), Pasal 
19 ayat (1), Pasal 20, Pasal 220 ayat (1), dan Pasal 220 Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

NOMOR 7 TAFIIJN 2017 

TENTANG PEMILIFIAN UMUM 

DENGAN RAHMA'I'TUIIAN YANG MAHA ESA 

P1U1SIDEN RPPIJI1IJK INDONESiA, 

Menimbang: a. bahwa unluk rnenamin tercapainya cita-cta dan tujuan nasional 
sehagaimana termaktub dalarn Pembukaan Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu diselenggarakar. 
pernilihan urnurn unluk ntemilih anggot.a Dewan Perwakilan Rakyat, 
anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan 
untuk metnilik aeggota Dewan PerwakIan Rakyat Daerah, sebagai 
sarana perwujudan kedaulatan rakyat untuk menghasilkan wakil 
rakyat dan penierintahan negare yang deniokratis berdasarkan 
Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945; 

b bahwa dipetlukan pengatutan pemilihan urnum sehagat perwujudan 
sistem ketatanegaraan yang demokratis dan herintegrftas demi 
menjamin korisistensi dan kepastian hukum serta pemilihan umum 
yang efekt.if dan euisien; 

bahwa pernilihan urnum wajib menjamin tersalurkannya suara rakyat 
secora Iangsung, urnurn, bebas, rahasia, jujur, dan adil; 

hahwa Undang-Undang Noinor 42 Tahun 2008 tentang Pernilihan 
Urnum Presiden dan Wakil Prnsiden, Uridang-Undang Nomor 15 
Tahun 2011 lentang Penyelenggara Pemilihan Urnurn, dan Undang-
Undang Nornor 8 lahun 2012 tentang Pemilihan Urnurn Anggota 
Dewan Perwakilan RakyaL Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan 
Perwakilan Rakyal. Daerah perlu disatukan dan disederhanakan 
menjadi satu undang-undang sebagai landasan hukum bagi peniulihan 
umum secara serentak; 

bahwa berdasarkan pertimhangan sebagaimana dimaksud dalam 
huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu membentuk Undang-
lInriang tnntaflg Ppn,ilihati IIrn,,rp 

Dengan Persetujuan Bersania 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA 

dan 

PRES100N REPIJBI.IRINDONESIA 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan IJNDANC UNDANG ITN ANC P1 MILIHAN UMUM 

BUKU KESATU 

KETENTUAN UMUM 

I3ABI  

PENGERTIANISTILAFI 	 H: 

Pasall 

Dalam Undang Undang ini yang dirnaksud dengan: 

Pentilihan UniLLIII yang sulanjui.nya disebut PCInIILL adalah sarana kedaulatan t'akyat 
untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan 
Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara Iangsung, uniurn, hehas, rahasia, jujur, dan 
adil dalam Negal'a Kesaivar. Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

Penyelenggaraan Pemilu adalah pelaksanaan tahapan Pemilu yang dilaksanakan oleh 
penyelenggara Pernilu. 

Presiden dan Wakil Presiden adalah Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana 
dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

Dewaci Perwakilan Rakyat yang selanjutnya disingkat DPR adalah Dewan Perwakilan 
Rakyat sebagairnana dirnaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945. 

PUSAT PEMANTAIJAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG 	 PUSAT PEMANTAUAN PELAI(SANMN UNDANG-UNDANG 
BAJ)AN }(EAI-ILIAN DPR RI 	 14 	 BADAN KAHLIAN DPR RI 	 IS 



(2) KPU, KPU P rovi osi, dan <P11 Kahupaleri/Kora sehaai maiui di inaksud pada ayat (1 

bersifat tetap. 

(3) Dalarn menjalan ka ii tiigasnya: 

KPU dihantu nick sekretariatjcndcral; 

KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota nasing.rnasing dibantu olch sckretariat. 

(4) Ketentuan mengenai tala kcrja KPIJ, KPU Provinsi, dan 1<PU Kabupaten/Kota diatur 

dengan Peraturan KPU. 

Pasal 10 

(1) Jumlah anggota: 

KPU sehanyak 7 (tujuh) orang; 

KPU Provinsi schanyak 5 (lirna) atau 7 (tujuh) orang; dan 

KPU Kahupaten/Kota sehanyak 3 (tiga) atau 5 (lima) orang. 

(2) Penetapati jumlah anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sehagairnana 
dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c didasarkan pada kritcria jurnlah 
penduduk, luas wilayah, dan jurnlah wilayah adrn;nistraldf pemerintahan. 

(3) Jumlah anggota I'CPU Provinsl 1t1 	tiril., 	.uupit. l<l'i 

sehagaimana dlmaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang 
merupakan hagian tidak terpisahkan darl Cindang- Undang ink 1  

(4) Keanggotaan KPU, KPU Provinsi, dan KPtJ Kabupaten/Kota tordiri atas seorang 

ketuamerangkap anggota dan anggota. 

(5) Ketua KPU, kctua KPU Provinsi, dan ketna KPU Kabupaten/Kota dipilih dari dan 
oleli anggota. 

(6) Setiap anggota KPU, anggota <PU Provinsi, dan anggota KPU Kabupaten/Kota 

rnempuryaihak suara yang sarna. 

(7) Komposisi keanggotaan KPU, keanggotaan KPU Provinsi, dan keanggotaan KPU 
Kabupaten/Kota memperhatikan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga 

puluh persen). 

(8) jabatan Ketua dan anggota KPIJ, kctua dan anggota KPU Provinsi, dan kelua dan 

anggota KPU Kabupaten/Kota terhitung sejak pengucapan sit mpah/janj i. 

Mahkainah Konstitusi nisnyatakan Prasa "don jurniali angyota II'PU Kahupaten/Kota" dalarn Pasal 
10 ayat (3) dan Lampiran I sepaniang rincian tnbe 'Jurnlab An,qgnta Komisi Pemilihan lirnum 
Kahupaten/Kota' bertentangan dengan UUD Tahun 1945 dan udak menlpunyai kekuatan hukuni 
niengikat rnclalui Putusaii 1,1K tlornor 38/PUU-XVII2O 18. 

Pasal/ayat tersebut beluin ditindak[anjuO dengan perubalian undangundang mi.  

(9) Masa labatan keanggotaami KPU, KPU Provitisi, l<PU Kabupatcn/l<ota adalah sciama 

5 (lima) lahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa 

jahatan pada lingkatan yang sama. 

Pasal 11 

(1) Ketua KPU nlempunyai tugas: 

mcrnimpin radat pleno dan seluruh kcgiatan KPU; 

bertindak untuk dan atas nama KPU ke luar dan ke dalarn; 

nmcmbcrikan ketorangan resmi tentang kebijakan dan kegiatan KPU; dan 

menandatamigani scluruh peraturan dan keputusan KPU 

(2) Kelentuan mergcnai tugas Kctua I<PU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku 
secara mutatis mutandis terhadap tugas ketua <PU Provinsi dan ketus KPU 

Kabupaten/Kota, kucuali untuk mcnandatangani Peraturan l<PU. 

(3) Dalam rnclaksamtakan lugasuya, Kctua I<PU, keLua l<PU Provinsi, dan kctua <PU 

Kabupaten/Kota bcrtanggung jawa h kepada rapat plcno. 

a, merencanakan program dan anggaran scrta menetapkan jadwal; 

menyusun tata kerja KPU, <PU Provinsi, KPU Kabupatcn/Kota, PPK, PPS, KPPS, 

PPLN, dan KPPSLN; 

rnenyusun Peraturan KPU untuk setiap tahapan Pemilu; 

mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, dan memantau semua 

tahapan Pemilu; 

mencrima daltar Pemilib dan KPIJ Provinsi; 

menmutakhirkan data Pemilih bcrdasarkan data Pemilu terakhir dengan 

mainporhatikan data kopondudulman yang diciaphan dan dicorahkan olh 

Pemenintah dan menetapkannya sebagaidaftar Pemilih; 

membuat benita acara dan sertifikat rckapitulasi basil penghitungan suara serta 
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bupati, walikota, dan wakil walikota yang akan dicalonkan oleh Partai Politik atau 

Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu seL'agai calon Presiden atau calon Wakil 

Presiden harus meminta iziri kepadaPresiden. 

Presiden meniherikan izin atas permintaan guhernur, wakil guhernur, bupati, 

wakil hupati, walikota, dan wakil walikota sehagairnana ditraksud pada ayat (1). 

Dalani hal Presiden dalarn waktu paling larna 15 (lima belas) hari setelah 

menerima surat permintaan izin dan gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil 

bupati, walikota, dan wakil walikotasehagaimana dimaksud pada ayat (1) betuni 

memberikan izir., izin dianggap sudahdiherikan, 

Surat permintaan izin guhernur, wakil guhernur, bupati, wakil hupati, walikota, 

dan wakil walikota sehagaimana dimaksud pada ayat (1) disainpaikan kepada KPU 

oleb Partal Politik atau Gabungan Partai Pot itik sehagai dokumen persyaratan 

calon Presiden atau calon Wakil Presiden, 

Bagian Redua 

Peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD l'rovinsi, dan DPRDkabupaten/Rota 

Paragrafi 

Persyaratan Partai Potitik Men jadi PesertaPemilu 

Pasal 172 

Peserta Penile untuk pemulihan umurn anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD 

kabupaten/kotaadalah partai politilc. 

Pasal 173 

(1) Partal Politik Peserta Penitlu merupakan partai politik yang 

1iit 	u/Iulus verifikasi oleh l(PU.2 

(2) Partai politik dapat nienjadi Peserta Pemulu setelali memenuhi persyaratan 

berstatus badati hukurn sesuai dengan lJnd2ng-Undang tentang Partat Politik; 

merniliki kepengurusan di seluruh provinsi: 

2 Mahkarnah Konstitusi menyatakan Frasa "telah ditetapkan/' dalani Pass! 173 ayat (1) bertentangan 
dengan UUD Tahun 1945 dan ticak nlempunyai kekiistan hukuni rriengikat nlelalui Putusan MK 
Nomor 53/I 1 UU-XV/2017. 

•2• Pasal/uyat ersebut bohini dii_indaklanjau dengin perril !uiu iind g-'.trlang ii.  

rnerniliki kepengurusan di 75% (lujuh pulub lima persen) jumlah 

kabupaten/kota di provinslyang bersangkutan; 

d, inemuliki kepengurusan di 50% (lima pulub persen) junilah kecamatan di 

kabupaten/kota yang bersangkutan; 

a. menyertakan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) keterwakilan peroinpuan 

pada kepengurusan partal politi k tingkai pusat: 

memuliki anggota sekurang-kurangnya 1.000 (senibu) orang atau 1/1.000 [satu 

persenibu) dan jurnlah Penduduk pada kepengurusan partai politik 

sebagaimana dimaksud pada hurulcyang dihuictikan dengan kepemulikankartu 

tanda anggota; 

utempunyni kantor temp tintuk kepengurusan pada tlngkatan pusat, provinsi 

dan kabupaten/kota sampai lahapan terakhir Pemilu; 

mengajukari nama, lambang, dan tanda gainbar partai polutik kcpada KPU; dan 

menverahkan nomor rekening dana Kampanye Pemilu atas nina partai politik 

kepada KPU. 

(3) 	 .55 	••' U 3 

i 	 r (2 	iidiverifikasi sl rt ii in 	1"1 	s 	cki tpi 

lanai s'alit!b l'e'ccrl.a POuSII!Lt. 3 	 . -. 

Pasal 174 

KPU rne!aksanakan penelitian keabsalian administrasi dan pencitapan persyaratan 

sebagammatsa dimaksud dalam Pasal 173. 

Penelitian administrasi dan penetapars keabsahan persyaratan oleh MPh 

dipublikasikan melatui media massa. 

Ketentuan mengerrai tata cara penelitian administrasi dan penetapan keabsahan 

persyaratan sebagammana dimaksud pada ayat (1). diatun dengan Peraturan KPU. 

Pasal 175 

Nama, tambang, dan/atau tanda gambar partal pohitik sebagairnana dimaksud dalam 

Pasal 173 ayat(2) hurufh ditarang sama dengan: 

a. 	bendera atau tambang negara Republik Indonesia; 

h. 	lambang lembaga negara atau tambang penierintah; 

C. 	nama, bendera, atau lambang negara lain atau lembaga/badan international; 

Il,i!ka,.1i Kuitsil Lus! ILIVIIydLAkAII Fast! 173 dyaL (3) tnt mu tiuu5aui detugaim UUD Ta! tutu 1913 du 
tidak rernpunyai kekualan hukum mengikat melalui Putusan MK Nomor 53/PUIJ-XV/20 17. 

Pasal/ayat tersebut heluni ditindakianjuti dengan peribahan undang-undang In. 
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aya (1),Presiden dan DPR rnenganihil kenutusan dan/atau tindakan yang karsifat 

stratcgis agar Bawaslu dapat mclaksanakan tugasnya kembali paling larnbal 30 

(Liga puluh) han. 

(3) Apabila terjadi hal yang mengakibathan Bawaslu Provinsi atau Bawaslu 

Kabupaten/Kota tidak dapat melaksanakan tugasnya, Bawaslu atau Bawaslu 

Provinsi nielaksanakan tahapan pengawasaii Penyelenggaraan Pemilu untuk 

sementara waktu sampai dengan l3awaslu Provinsi atau l3aaslu Kabupateri/Kota 

dapat menjalankan tugasnya kembali. 

Pasal 557 

(1) Kelernhagaan Penyelenggaia Pemilu di Aceh terdiri ataS: 

Kornisi Independen Pemilihan Provinsi Aceh dan Kon'iisi Independen 

Pemilihar, Kabupaten/Kota merupakan satu kesatuan kelembagaan yang 

hierarkis dengan KPIJ; dan 

PaniUa Pengawas Pernilihan Provinsi Aceh dan Panit.ia Pengawas Pernilihan 

Kabupaten/Kota merupakan satu kesatuan kelenibagaan yang hierarkis 

dengan Bawaslu. 

(2) 	 ri ................ ikmiiu Ui !tCSiS 	,fl 	5U ill iakud 

..n dun wmesuzskan pengatulaon.ya bedawrkun 

_lag5Jadang iUl, 4  

Pasal 558 

(1) Apahila terjadi hal yang rnengakibatkan DKPP tidak dapat rnelaksanakan tugaseya 

sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini, Sekretaris DKPP rnelaksanakan 

penanganar. pelanggaran kodeetik untuk sementara waktu sampai dengan DKPP 

dapat rnelaksanakan tugasnya kembali, 

(2) Dalam hal DKPP tidak dapat melaksanakan tugas sebagaimana dirnaksud pada ayat 

(1), Presiden dan DPR mengambil keputusan dan/atau tindakan yang bersifat 

strategis agar DKPP dapat melaksanakan tugasnya kembali paling lambai 30 (tiga 

puluh) han. 

BAB II 

KETENTUAN PERALIHAN 

Mahkaniah KonsCtusi nienyatakan Pasal 557 ayat (2) diuyatakan bertentangan dengan UUD Tahun 
1945 dan udak menipunyai kekuatan bukum mengikat melalut Putusan MI< Nomor 61/PUU-XV/2017, 

Pasal/avat tersebut beluni dibndaklattjuti dengan perubahan undang-undang mi.  

Pasal 559 

Segala kewajihan dengan pihak lain yang beluni selesai dilaksanakan oleh KPU dan 

Bawaslu periode sehelumnya atau yang telali berakhir masa tugas tetap herlangsung 

dan dinyatakan tetap berlaku menurut Undang-Undar.g mi. 

Pasal 560 

Keanggotaan DKPP yang mewakili unsur <PU dan Bawaslu yang telah ditetapkan oleh 

Presidensebelum Undanig-Undang ini diundangkan dinyatakan tidakberlaku. 

Pasal 561 

Sekretariat jenderal Bawaslu tetap nelaksanakan tugasnya dalarn rernbantu DKPP 

sampai dengan dibentuknya Sekretariat DKPP herdasarkan (Indang-Undang ni. 

Pasal 562 

Struktur organiSaSi, tata kerja, dan penganggaran Penyelenggara Peinilu pada satuan 

pernerintahan daerah yang hersifat khusus atau hersifal istirnewa yang diatur dengan 

Undang-Undang wajihmenyesuaikan dengan ketentuan dalarn Undang-Undang ini. 

Pasal 563 

(1) Keanggotaan 

(PU: 

KPU Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Provinsi Aceh; 

KPU Kabupaten/Kota/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota; 

Bawaslu; 

Bawaslu Provinsi/Panitia Pengawas Pemilihan Pt'ovinsi Accit; dan 

.Panwaslu Kabupaten/Kota/Panitia Pengawas Pernilihan Kabupaten/Kota 

yang ditetapkan bendasarkan Undang-Undang Nomor. 15 Tahun 2011 tentang 

Penyelenggara Pemilihan Unsum. tetap n'telaksanakan tugasnya sampai dengan 

berakhir masa koanggotaannya. 

(2) Dalam hal keanggotaan: 

KPU Provinsi/Komisi Independen Pernilihan ProvinsiAceh; 

KPU Kabupaten/Kota/Koirtisi lndependen Pemilihan Kabu pate n/Kota; 

Bawaslu Provinsi/Panitia Pengawas Peniilihan Provinsi Aceh; dan 

Panwaslu Kabupaten/Kota/Panitia Pengawas Pemilihan Kahupaten/Kota, 

yang dihentuk herdasarkan Undang-Undang Nonsor 15 Taliun 2011 tentang 
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Tarnhahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4924); 

lJndang-Undang Nornor 15 Tahun 2011 tenlang Penyelenggara Pernilihan Umurn 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 5216); dart 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umurn Anggota DPR DPD, 

dan DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316), 

dinyatakan rnasih tetap berlaku sepanjang tidak hertentangan dengan ketentuan dalam 

Undang-Undang mi. 

Pasal 571 

Pada saat. IJitdang-Undang mi rnulai berlaku: 

tlndang-Undang Nornor 42 Tahun 2008 tenlang Pemilihan Umurn Presiden dan 

Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176, 

'rambahan Lembaran Negara Republlk Indonesia Nomor 4924); 

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentong Penyelenggara Pemilihan Umum 

(Lembaran Negara Republik Indonesia 'Fahun 2011 Nornor 101, Tatnbahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia No!nor 5246); 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pernilihan Umurn Anggota DPR, DPD, 

dan DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, 

Tambahan Lembaran Negara Repuhlik Indonesia Nomor 5316); 

i''s.; 	- 	. :.s::; 	s.,: 	 <. 	,-;t 	Undang Jn;t:tot Nu Ut: 

ÔZ, 	istkon Leitrsn 	'a Repiihlil.: 

dicabut dan dinyatakan tidakberlaku. 

Pasal 572 

Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) 

tahun terhitung sejak Undang-Undang ml diundangkan. 

Pasal 573 

Undang-Undang ml mulai berlaku pada tanggaldiundangkan. 

Mahkamah Konstititsi tieityatakati Pasal 571 h:ir:if d liii Pernilu bertentangan (lengan UUD Tahun 
1945 dan tidak nsempunyai kekuatan hukurn mengikat tnelalui Putusen MR Nomor 66/PUU-XV/2017. 

Pasal/ayat tersebut belum ditindaklenjuti dengan perubahan undang-undang us:.  

Agar setiap orang rnengetahuinya, rnemerintahkan pengundangan Undang-Undang ini 

dengan penempatannya dalani Letrbaran Negara Republik Indonesia. 

Disahkan Di Jakarta, 

Pada 'l'anggal 15 Agustus 2017 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

Ttd. 

]OKOWIDODO 

Diundangkan Di Jakarta, 

Pada Tanggal 16 Agustus 2017 

MENTERI HUKUM DAN I-IAKASASI MANUSIA REPUBLII< INDONESIA, 

'fld. 

YASONNA II. I.AOLY 

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA 'I'AHUN 2017 NOMOR182 
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LAMPI RAN 

PERTIMBANGAN HUKUM MAHKAMAH KONSTETUSt 

1. Pasall0ayat(3) 

Bahwa dalam Putusan Nomor 38/PUU-XVI/2018, MR memberikan pertimbangan 

hukum terhadap Pasal 10 ayaL (3) sepanjang Irasa 'dan jumlah anggota KPU 

Kabupaten/Kota" dan Lampiran I sepanjang rincian Label '7urnlah Anygota Komisi 

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota" liii Pemilu sebagai berikut: 

llahwa dalarn Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PIIIJ-XVI/2018, 

bertanggal 23 jult 2018, yang telali diucapkaii sebelumnya, yang menyatakan 

Pasal 10 ayat (1) huruf c Wi Pemilu bertentangan dengan UIJD Tahun 1945 

secara hersyarat dan tidak rnempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang 

frasa "3 (tiga) atau S (lima) orang" tidak dirnaknai' 5 (lima) orang", sementara 

Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf c VU Pemilu telali dinyatakan 

inkonstitusional. Dengan deinikian, jutnlah anggota KPU kabupaten/kota harus 

dibaca sebagai 5 (lima) orang sohingga frasa "dan jurnlah anggota KPU 

Kahupaten/Kota" harus disesuaikan dengan jumlah sebagaimana dimaksudkan 

dalarn Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 1/PUU-XVl/2318, 

l3ahwa Apabila VU Pernilu dibaca secara kornprehensif, terutama yang terkait 

dengan Lainpiran I, secara substansial l.arnpiran I tersebut merupakan Label 

wujud konkret dari Pasal 10 ayat (3) VU Pemilu yang rnenyalakan, "Jumlah 

anggota KPU provinsi dun jurn/ah anggota KPU kabupalen/kola sebagainiana 

dimaksud pada ayat (2) tercanturn dalani Lcmpirati I yang rnerupakan ba,qian 

tidak rerpisahkan dart undang-undang tnt", Dalam batas penalaran yang 

wajar, karena substansi Pasal 10 ayat (1) huruf c VU Pernilu telah dinyatakan 

bertenlangan dengan UTJD Tahun 1945 secara bersyaral dan tidak rnempunyai 

kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa "3 (tiga) atau 5 (lima) orang" tidalc 

dimaknai"S (lima) orang", sementara Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf c UU 

Pemilu telah dinyalakan inlconstitusional. Dengan demikian, ketentuan Pasal 10 

ayat (3) UU Pemdu harus merujuk pada ketentuan Pasal 10 avat (1) huruf c U1J 

Pemilu sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-XVI/2018. 

Oleh karena itu, keheradaan Lampiran I VU Pemilu sepanjang rincian Label 

"Jurnlah Anggota Komisi Pemilihan Unium Kahupaten/Kota" tidak relevan lagi 

dipertahankan. Dengan demikian, dalil Pernohon terhadap Pasal 10 ayat (3) VU 

Pemilu sepanjang frasa "jumlah anggota KPIJ Kahupaten/Kota" dan Lampiran I 

sepanjang rincian tahel "Jumlah Anggota Komisi Peniilihan Ilrnwn 

Kabupaten/Kata" adalah beralasan menuruihukum. 

2. Pasal 173 ayat (1) dan ayat (3) 

Iiahwa dalam Putusan Nomor 53/PUIJ-XV/2017, MR tnernherikan pertimbangan 

hukum lerhadap Pasal 173 ayat (1) frasa "telah ditetapkan/" dan ayat (3) VU 

Pemilu sehagai herikut: 

hahwa keberadaan frasa "telab ditetapkan/" dalam Pasal 173 ayat (1) VU 

Pemilu mengandung kctidaki,astiar. hukum, karena frasa "telab ditetapkan/" 

disujajarkan dengari frasa 'lulus vL'riIikasI dengan menggunakaii tanda baca 

"/" (garis miring). Frasa "telah ditetapkan/" mcrupakar. tindakan aclministratif 

nlenetapkan, scdangkan I ulus verifi kasi ha nya sebatas basil pongecekan 

terhadap keterpenuhan sesuatu syarat yang ditentukan Undang-Undang, di 

mana hasil venifikasi itulah kemudian yang akan berujung dengan adanya 

tindakan penelapan. Keduanya merupakan 2 (dua) hal yang berhoda dan tidak 

dapat disetarakan sebagaitnana dalam rumusan Pasal 173 ayat (1) LIV Pernilu. 

filch <arena itu benar hahwa keberadaan frasa "telah ditetapkan/" telals 

menimbulkan ketidakpastian dan dapat rnenjadi salah satu penyebab 

terjadinya penlakuan herbeda antar pantai politik peserta Peniilu sehingga tidak 

dapal dipentahankan; 

b. bahwa frasa "tidak diveriflkasi ulang dan" dalarn Pasal 173 ayat (3) VU Pemilu 

dirriaksudkan untuk memberikan pengecualian kepada partai politik peserta 

Pemilu sebelumnya yaitu Pomilu 2014, sehingga dengar hilangnya frasa 

tersebut, maka keselurulsan norma yang termuat dalam Pasal 173 ayal (3) VU 

Periiilu menjadi kehilangan relevansinya untulc dipertahankan. Selain itu, 

bilamana hanya frasa "tidak divenifikasi ulang dan" saja yang dinyatakan 

bortontanipn, maka rumusan Paal 173 ('l) III! PmiI., sks n mnjarIi cams 

dengan numusan norma yang tendapat dalam Pasal 179 ayat (1) VU Pemilu; 
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bahwa terkait pemhedaan perlakuan terhadap calon peserta Peinilu, 

Mahkamah clalam Putusan terdahulu yaitu Putusan MIC No. 52/PUUX/2012/. 

Tanggal 29 Aguslus 2012 telah menyatakan norma yang mengatur hal yang 

sama yaitu Pasal 8 ayal (1) (iii 8/2012 bertontangari dengan UUD Tahun 1945 

dengan pertimbangan bahwa pada ranah kopesertoan dalam kontestasi politik 

seperti Pemilu, perlakuan berbeda tidak dapat dibenarkan. Oleh karena itu 

perimbangan Ml< dalam Putusan MN No. 52/PUIJ-X/2012/ masih relevan, 

sehingga norma dalam Pasal 173 ayat (3) LW Pemilu secara jelas telah 

mercghidupkan kenibali norma yang telah dinyalakan inkonstitusional oleh MN. 

bahwa norma UP Pemilu tidak boleh rnernuat norma yang pada pokoknya 

mertgandung perlakuan herheda terhadap eaton peserta Pernitu karena 

hertentangan dengan hak alas kesempatan yang sarna di dalarn hukum dan 

pemerintahan. I<emudian MN juga memperhatikan keadilan hagi setiap calon 

peserta Pemilu, pernekaran daerah dan norkerohangan demografi, partal politik 

sebagai badan hukum yang dinamis dan verifikasi menyaturuli terhadap 

keterpenuhan syarat peserta Pernilu. OIeh karena itu perlakuan herbeda dapat 

diliiridari dengan cara setiap partai politik eaton peserta Pemilu harus 

inerigikuti verifikasi datam rangka untuk menyoderhanakan jumlah partai 

politik pesert.a Pemilu sesuai dengan desain konstilusional dalam UUD 'l'ahun 

1945. 

3. Pasal 557 ayat (2) 	

S . 

t3ahwa dalam Putusan Nomor 61/PUU.XV/2017, MN meinberikan pertimbangan 

hukum terhadap Pengujian Pasal 557 ayat (2) PU Pernilu sebagai berikun 

a. hahwa meskipun tidak secara nyata disebutkan adanya pencabutan tcrhadap 

Pasal 56 PU Pemerintahan Aceh yang mengatur, klausul Pasal 557 ayat (2) UU 

Pemilu dengan sendirinya tetah mencahut pasal yang berkenaan dengan 

Pemitihan Umum bcrlakunya Pasal 571 huruf d Iii! Pemilu telah menguhah 

substansi UP Pemerintahan Aceh yang berkenaan dengan kelembagaan 

penyelenggaraan pemilu di Aceh; 

h. bahwa sesuai dengan tIP Pemerintahan Aceli, moskipun NIP dan Panwastih 

morupakan lenibaga yang dibentuk sesusi dengan UU Pemerintahan Aceh, 

keberadaan lembaga-tembaga tersebul hukanlah hagian bagian dan lembaga 

yang menjalankan keistimewaan Arch, Kemudian KIP sebagai penyelenggara 

Pemilu dan Pilkada di Aceh memitiki nama sendini yang berbeda dergan dan 

penyetenggara Pemilu di daerah lain, demikian pu!a dengan keanggotaan KIP, 

tertnasuk prosedur atau tata cara pengisian keanggotaannya. Narnun sekalipun 

terdapat perbedaan, hat itu hukanlah bagian dan keistimewaan Acch itu 

sendiri. Berdasarkan Pasal 22E UUD 'l'a!iun 1945 yang menyatakan hanya KPU 

yang memiliki kewenangan sebagai penyelenggara Pemilu, maka dapat 

dikonstruksikan secara konstutional bahwa RIP sehagai bagian dari KPU. 

Setolah KPU, NIP ditempatkan sebagai hagian dan! <PU dimana RIP dibeni 

kewenangan sesuai dengan UP Pemenintahan Aceh untuk menyelenggarakan 

Petnilu dan Pilkada di Aceh, Dalam konleks detnikian, KIP Aceh dan RIP 

Nahupaten/Kota pada dasarnya sama dengan l<PU Provinsi dan KPU 

l<abupaten/Nota la!nnya di Indonesia, demikian pula halnya dengan Panwaslih 

yang pada dasarnya sama dengan Bawaslu; 

hahwa Pasal 1 angka 12 PU Pernerintahan Acch te!ah menegaskan bahwa RIP 

Arch dan RIP Kahupaten/Kota adalah hagian dari KPU. Dich karona itu 

kewenangan RIP bukan dibenikan ole!i UP Pemenintahan Aceb, melainkan 

nerujuk kepada konteks sejarah keberadaan KPU dan kelahiran serta 

keberadaan RIP arch clan RIP Kabupaten/Kota; dan 

hahwa jika hal-hal yang menyangkut nama dan komposisi keanggotaan serta 

prosedur pengisian keanggotaan I<IP Arch dan I<IP Kabupaten/Kota hendak 

dilakukan perubahan hendak dilakukan peruhahan, dan hat itU sesuai dengan 

hierarkis penyelenggara Pemilu yang hersilat nasional, perubahan itu 

mornerlukan pelibatan dalarn bentuk konsullasi dan pertimbangan DPRA. 

Dalam hat mi, apahila pembentuk undang-undang hendak mengubah ketentuan 

yang diatur dalarn PU Penienintahan Aceh, maka hat itu mengacu kepada PU 

Pemerintahan Aceh yaitu Pasat 8 ayat (2) june10 Pasat 269. Jika prosedur 

deniikan tidak ditcrnpuh, maka norma undang-undang yang substansinya 

herhubungan Iangsung dengan kekhususan atau keistimewaan yang diatur 

dalam PU Pemenintahan Arch maupun yang nsengubah kotentuan UP 
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.. 

Pemerintahan Aceh akan berdampak pada terjadinya keiidakpastian hukum 

bagi pernerintahan Aceh maupun rakyat Aceh secara keseluruhan, yang berarti 

dengan sendirinya bertentangan dengart Pasal 28D ayat (1) UUD Tahun 1945. 

4. Pasal 571 hurufd 

Bahwa dalam Putusan MX Nomor 66/PUU-XV/2017, MR memberikan 

pertimbangan hukum terhadap Pengujian Pasal 571 huruf d UIJ Pemilu sebagai 

herikut: 

bahwa berlakunya Pasal 571 hurul d UU Pemilu telah menguhah substansi UU 

Pemerintahan Aceh yang herkenaan dengan kelemhagaan penyelenggaraan 

pernilu di Aech dimana MX tclah mer,yatakan pendiriannya schagaimana 

tertuang dalam Putusan MR Nomor 61/PUtJ-XV/2017; 

bahwa meskipun ke!embagaan penyelenggaraan Pemilu cli Aceh bukan 

merupakan hagian dari kekinisusan dan keistimewaan Aceh, naniun konteks 

historis dari keheradaannya harus tetap dihormali. OIeh karena itu apahila 

hendak dilakukan perubahan berkcnaan dengan natna maupun komposisi 

keanggotannya, maka proses atau lata caranya memerlukan konsultasi dan 

pertimhangan 1PM sebagairnana ditentukan dalam Pasal 8 ayat (2) juncto 

Pasal 269 IJII Pornerintahan Aceh; 

bahwa kelembagaan penyelenggaraan Pemilu di Aceh adalah bagian tak 

terpisahkan dari kelembagaan penyelenggaraari Pemilu secara nasional. Oleb 

karena itu, perubahan terhadapriya di nasa yang akan datang sangat mungkin 

dilakukan apahila terdapat kebutuhan untuk jtu. Namun perubahan itu pun 

dilakukan sesuai dengan proses dan tata cara dalam PU Pemerintahan Aceh; 

dan 

bahwa MR tidak mcmperoleh cukup bukti yang dapat menyakinkan bahwa 

proses perumusan norma Pasal 571 huruf d UU Pemilu telah dilakukan 

korisultasi dan pertimbaugan DPRA seauai prosedur pembentukan dan 

perubahan UP Pemerintahan Aceh berdasarkan Pasal 8 ayat (2) juncto Pasal 

269 UP Petnerinlahan Aceh. Sehingga Pasal 571 hunuf d IJU Pemilu 

bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD Tahun 1945. 
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MELALUI PUTUSAN MK 

UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2003 
TENTANG 

MAHKAMAH KONSTITUSI 

PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG 
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KATA PENGANTAR 

	

DPR RI memiliki 3 (tiga) fungsi utarra 	'. . 

sebagaimana amanat Pasal 20A ayat (1) UUI) 
Tahuri 1945 yaltu fungci legislasi 	fungsi 
anggaran dan Iungsi pengawasan sebagat  
representasi rakyat dan Juga untuk inendukung 
upaya Pemerintah dalam melaksanakan politik 

	

luar negeri. Salah satu fungsi pengawasan yang 	: 

	

dilakukan DPR RI adalah melakukan pernantauan 	. 	,. 

dan peninjauan terhadap undang-udang.  
Pusat Pemantauan Pelaksanaan lJndang-  

	

Undang di fladan Keahitan DPR RI memberikan 	 .. 
dukungan keahlian kepada DPR RI dalarn 
menjalankan fungsi pngawasan tersebut dengan rnemantau dan menginventarisir 
Putusan-Putusan Mahkamah Konstitusi yang rnenyatakan pasal/ayat dalam undang-
undang bertentangan dengan UUD Tahun 1945, 

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU 
Mahkamah Konstitusi) yang menjadi landasan liukurn atas penyelenggaraan peradilan 
konstitusj telah dilakukan uji matorli! oleh Mahkamah KonstjLLIsi. Satu pasal dalani UU 
Mahkamah Konstitusi telah dinyatakan bertentangan dengan UUD Tahun 1945 dan 
tidak mempunyal kekuatan hukum rnengikat oleh Mahkamali Konstitusi. 

Dokumen ini merangkum pasal/ayat dalam tru Mahkamah Nonstitusi yang 
dinyatakan bertentangan dengan UUD Tahun 1945, balk dinyatakan inkonstitusional 
maupun konstitusional hersyarat, yang kemudian ditampilkan bersama dengan undang-
undang aslinya. Dokumen ml terdiri dari penibukaan undang-undang, hatang tubuh 
undang-undang, informasi undang-undang yang rnelaksanakan Putusan Mahkamah 
Konstitusi terkait, dan disertal lampiran yang berisi pertirnbangan hukum Mahkaniah 
Konstitusi atas pasal/ayat yang dibatalkan. 

Harapan karni dengan adanya dokumen ini dapat rncrnbenikan rnasukan untuk 
penyusunan Program Legislasi Nasional kepada anggota DPR RI pada khususnya, aorta 
dapat memberikan informasi hukuni kepada masyarakat pada umumnya. 

Kepala Pusat 
Pernantauan Pelaksanaan Iindang-Undang, 

Rudi 11cinIiiajaAh. .II.. MI I, 
NIP. 196902131993021001 
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UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 24 TAHUN 2003 

TENTANG 

MAHKAMAH KONSTITUSI 

DENGAN RAILMATTUHAN YANG MAHA ESA 

PRESIDEN REPUI3LIK INDONESIA, 

Menimbang: a. bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara 

hukum yang herdasarkan Pancasila dan IJodang- Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia 'I'ahun 1945, beriujuan untuk 

n-iewujudkan tata kehidupan hangsa dan negara yang tertib, bersih, 

makmur, dan herkeadilan; 

h. bahwa Mahkaniah Konstitusi sebagai sa!ah satu pelaku kekuasaan 

kehakiman mempunyal peranan penting dalam usaha menegakkan 

konstitusi dan prinsip negara hukum sesuai dengan lugas dan 

wewenangnya schagairnana ciitentukan dalam Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 

bahwa herdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (6) Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu mengatur 

tentang pengangkatan dan pernherhcncian hakirn konstitusi, hukurn 

acara, dan ketentua n Iai nnya Lenta ng Mahkamah Konstitusi; 

bahwa berdasarkan pertlinbaugan sehagairnana dimaksud dalam 

huruf a, huruf h, dan huruf c serta untuk rnelaksariakan ketentuan 

Pasal III Aturan Peralihan Lindang-lindang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945, perlu membentuk Undang-Undang tentang 

Mahkamah Konstftusi; 

Mengingat 	1. Pasal 7A, Pasal 70, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 24, Pasal 24C, dan Pasal 

25 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nornor 14 Tahun 1970 tentarig Ketentuan-ketentuan 

Pokok Kekuasaan Kehakirnan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1970 Nomor 74, lambahan Lembatan Negara Republik 

Indonesia Nomor 2951) sebagaimana tclah diubah dengari Undang-

Undang Nomor 35 Tahuri 1999 (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Taituii 1999 N&iiiiui 147, Taiiibaiiaii Letiiliai an Negat a 

Republik Indonesia Nomor 3079); 

Dengan Persetujuats I3ersarna 

DEWAN PERWAKI!.AN RAKYAT REPUI1LIK INDONESIA 

dan 

PRIiSIDEN REPUI3LIK INDONESIA 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan UNDANG-UNDANGTENTANG MAI[KAMAH KONSTITUSI. 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Undann-Undang mi yang dirnaksud dengan: 

Mahkamah Konstitusi adaiah salah satu 	pelaku kekuasaan kehakiman 

sebagairnana dimaksud dalam Iindang-Undang Dasar Negara Repuhlik Indonesia 

Tahun 1945. 

Dewan Perwakilan Rakyat yang seianjutnya disebut DPR adalah Dewan 

Perwakilan Rakyat sebagaimana dirnaksuddalam Undang-Undang Dasar Negara 

Ropublik IndonesiaTahun 1945, 

Perrnohonan adalah permmnlaan yang diajukan secara teriulis kepada Mahkamah 

Konstitusi rnengenai: 

pengujian undang-undang terliadap Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diherikan olch 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Taliun 1945: 

pernbubaran partai politik; 

perselisihan tenlang hasil pemilihan ulnurn; atau 

pendapat DI?R bahwa Presiden dan/alau 	Wakil Presiden diduga telah 

melakukan pelanggaran hukurn berupa perigkhianatan cerliadap negara, 

korupsi, penyuapan, tindak pidana beral Iainnya, atau perbuatan terceIa, 

dan/atau tidak Iagi 	meraenuhi syarat scbagai Presiden dan/aiau Wakil 

Presiden sebagaimana diruaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945. 
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jangka waktu paling Iatnbat 7 (tujuh) hari k2rja sejak puusan diucapkan. 	 pengujian undang-undang dalamjangka waktu paling lambat 7 (tujuli) hari kerja sejak 

permohonan dicatat dalam l3uku Registrasi Perkara Konstitusi. 

Bagian Kedelapan 

Pengujian Undang-Undang terhadap 

Undang-tJndang Dasar 

Pasal SQ 

Undang-undang yang dapat dirnohonkan untuk diuji adalah undang-undang yang 

diundangkan sete]ah peruhahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945. 

Pasal 51 

(1) Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenartgan 

konstitusionalnya dirugikan oleb berlakunyaundang-undang, yaitu: 

perorangan warga negara Indonesia; 

kesatuan masyarakat hukurn adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan 

perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia 

yangdiatur dalam undang-undang; 

badan hukurn ptihlik atau privat; aiau 

lembaga negara. 

(2) Pemohon wajib menguraikan dengan jelas dalarn perinohonannya tentang hak 

dan/atau kewenangan konstitusionalnya sebagaimana dirnaksud padaayat (1). 

(3) Dalam permohonan sebagaitnana dimaksud pada ayat (2), pemohon wajib 

menguraikan dengan jelas hahwa: 

pembentukan undang-undang tidak memenuhi ketentuan berdasarkan 

Undang-lindang Dasar NegaraRepublik Indonesia I'ahun 1945; dan/atau 

materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atsu bagian undang-utidang dianggap 

bortentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Taliun 1945. 

Pasal 52 

Mahkamah Konstitusi menyampaikan permohonan yang sudah dicatat dalam Buku 

Registrasi Perkara Konstitusi kepada DPR dan Presiden untuk diketahui, dalam 

jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan dicatat dalam Buku 

Rgistrasi Porkara Krncitiisi, 

Pasal 53 

Mahkamah Konstititsi memberitaliukan kepada Mahkamah Agung adanya permohonan 
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Pasal 54 

Mahkarnah Konstitusi dapal mcrninta keterangan dan/atau risalah rapat yang 

herkcnaan dengan permohonan yang sedang diperiksa kepada Majelis 

Permusyawaratan Rakyat, DPR, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presi den. 

Pasal 55 

Pengujian leraturan  nerundang-undangan di bawah undang- undang yang 

sedang dilakukan Mahkamah Agung wajib •.'ku; apabila undang-undang 

yang menjadi dasar pengujian peraturan tersebut sedang dalarn prnses 

pengujianMahkarnah Konstitusi sampal ada putusan Mahkamah Konstltusi. 1  

Pasal 56 

Dalarn hal Mahkamah Konstitusi berpendapat hahwa pemohon dan/atau 

permohonannya tidak niemenuhi syanat sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 50 

dan Pasal 51, arnar putusan rnenyatakan permohonan tidak dapat diterima. 

Dalam hal Mahkamah Konstitusi bei -pendapat bahwa permohonan beralasan, 

amar putusan menyatakan perrnohonan dikabulkan. 

Dalam hal per!nollonac; ilikabulkan 	schagaitnaria ditnaksud paLla ayat (2). 

Mahkarnah Konstitusi menyatakan dengan togas materi muatan ayat, pasal, 

dan/atau bagian dart undang-undang yang bertentangandengan Undang-Undang 

Dasar Negara Republik IndonosiaTahun 1945. 

(1) Dalam hal pernbentukan undang-undang dimaksud tidak memenuhi ketentuan 

pembentukan undang-undang bcrdasarkan Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945, aniar pulusan menyatakan permohonan 

dikahulkan, 

(5) Dalarn hal undang-undang dimaksud tidak hententangandengan Undang-lindang 

Dasar Nogara Republik Indonesia Tahun 1945, baik mengenal pembentukan 

niaupun materinya sebagian atau keseluruhan, arnar putusan menyatakan 

Mahkamah Konstitusi menyatakan Irasa "dihentikan delete Penal 55 bertenrangan dengan UUD 

Tahun 1945 dan udak rnernilikt kekuano hukuni mengikat sepanlang tidak dirnaknai "Penqujian 

peraturan perundang-undangan th bav'ah undang.undang yang sedang dilakukan Mahkamah Aquag 
dittrnda pemeriksaannya apablla unda,ig.undang yang rnenjadi dasar pengupan perawran terebut 

sedan,q do lam proses pangujian Mdhkumub Xonsvtusi sumpal Q(Jo putusan Mohkonlos lcO5.sLtoJSI 
melalui Putusan MK 4ornor 93/PIJU-XV/2017. 

Pasnl/ayat tersehut h tire ditto ak!njuu dengan peruhanan undang-wrdang iii. 
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1AM P1 RAN 
PERTIMBANGAN HUKUM MAHKAMAH KONSTITUSI 

1. Pasat 55 

Bahwa dalam Putusan Nomor 93/PUU-XV/2017, MK momberikan pertimbangan 

hukum terhadap pengujian Pasal 55 UU Mahkaniah Konstitusi sebagai berikut: 

Bahwa secara tekstual, naksud rumusan Pasal 55 Ull MN sesungguhnya adalali 

untuk menghontikan setnentara. Hal iLu dapat dipahami dari penggunaan kata 

dihentikan" dan frasa 'sampai ada putusan Mahkamah Konstitusi". Kedua 

rumusan dalam norma tersebutsesungguhnya bermakna bahwa penghentian 

proses pengujian peraturan perundang-undangan di hawals undang-undang oleb 

Mahkarnah Agung adalah untuk sernentara waktu. Dungan konstruksi densikian 

tidak ada putusan akhir bagi permohonan pengujian peraturan perundang-

undang di bawah tu:dang-undang yang undang-undang sebagai dasar 

pengujiannya sedang diuji di Mahkamah Konstitusi hingga adanya putusan 

Mahkamah Konstitusi. I-lanya saja, kata "dihentikan" mernbuka peluang 

ditafsirkan untuk dijatuhkannya putusan akhir herupa permohonan tidak dapat 

diterima. Sehubungan dengan hal demikian, keheradaan kata "dihentikan" telah 

menyehabkan lenjad inya ketidakpastian hukum. Keudakpastian hukum tersebut 

balk terkait substansi norma Pasal 55 UU MM sendiri maupun ketidakpastian 

hukum hagi pencari keadilan untuk dapat mengikuti proses peradilan uji materiil 

sesuai dengan asas peradilan cepat, sederhana, dan hiaya ringan; 

Bahwa oleh karena sumber ketidakpastian hukurn tersebut adalah keberadaan 

kata dihentikan", maka beralasan hukum untuk menyatakan kata tersebut 

inkonstitusional bersyarat sepanjang tidak diniaknai menjadiditunda 

pemeriksaannya. Pemaknaan demikian juga sejalan dengan maksud awal 

perumusan norma Pasal 55 UU MN sehagaimana juga diterangkan Pemerintah. 

Bahkan, makna demikiar, jauh lehih memberikan kepastian hukum terhadap teks 

norma maupun kepastian hukum bagi proses uji materiil oleh Mahkamah Agung 

dan Mahkamah Konstitusi dan luga kepastian hukum bagi pencari keadilari yang 

mengajukan perinohonan uji materiil peraturan perundang-undangan di bawah 

undang-undang terhadap undang-undang; 
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PASAL/A"T YANG DIBATAL-K-A-N 
OLEH PUTUSAN MK 

UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2018 
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS 

UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2014 
TENTANG 

MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT, 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, 

DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 
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K?TA PENGANTI.R 
DAFTAR tS 

	

DPR RI netni!iki 3 (ttga ) I ungsl ulalna 	 . 
sebagaimana amanat Pasal 20A ayat (1) UUI) 
Tahun 1945 yatu fungsi legislasi fungc 
anggaran dan fungsi pengawasan sebagai -  

representasi rakyat dan Juga untuk mLndukung 
upaya Peme intah dalam melaksanakan poILl[k 

	

luar negeri Salah satu fungsi pengawasan yang 	 -. 
dilakukan DPR RI adalah melakukan pemantauan  

dan peninjauan terhadap undang-undang. 
Pucat Pernantauan Pe1aksinan Undang 

Undang di Badan Kcahllan DPR RI memberikan 
dukungan keahlian kepada DPR RI dalam 
menjalankan Iungsi pengawasan tersehut dengan memantau dan menginventarisir 
Putusan-Putusan Mahkamah Konstitusi yang renyatakan pasat/ayat dalam undang-
undang bertentangan dengan UIJD TaInt 1945 

Undang-Undang Nomor 2 Tahut 2018 tentang Peruhahan Kedua atas Undang-
Undang Nnmor 17 Tahun 2011 tcntang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewar. 
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
(liD MD3 Perubahan Kedua) yang menjadi landasan hukum atas penyelenggaraan 
legislatif di Indonesia telah dilakukan uji materiil oleh Mahkamah Konstitusi. Beherapa 
pasal/ayat dalam UU MD3 Perubahan Kedua telah dinyatakan hertentangan dengan 
UUD Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat oleh Mahkamah 

Konstitusi. 
Dokunien ml rerangkum pasal/ayat dalarn Dli MD3 Porubahan Kedua yang 

dinyatakan bertentangan dengan DUD Tahun 1945, balk dinyatakan inkonstitusional 
maupun konstitusional hersyarat, yang kemudian ditampilkan bersama dengan undaig-
undang aslinya. Dokumen ml terdiri dari penihukaan undang•undang, batang tubuh 
undang-undang, informasi undang-undang yang melaksanakan Putusan Mahkamah 
Konstitusi lerkait, dan disertai lampiran yang berisi pertiinbangan hukum Mahkainah 
Konstitusi atas pasal/ayat yang dibatalkan. 

Ilarapan kami dengan adanya dokumen ini dapat roemberikan masukan untuk 
penyusunan Program Legislasi Nasional kepada anggota DPR RI pada khususnya, serta 
dapat memberikan informasi hukum kepada masyarakat pada umumnya. 

Kepala Pusat 
Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang, 

RudLRs.chmansyah. S,H., M . H. 
NIP. 1.96902131993021001 
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Majelis Perniusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan 
Pr2IiIari flarah lan Dewan PerwakUan Rakyat Daerah. 

UNDANG-UNDANC REP[JBLIK INDONESIA 

NOMOR 2 TAHUN 2010 

TENTANG 

PERUBAHAN KEDUA ATASUNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2014 TENTANG 

MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAI(YAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN 

PERWAKJLAN DAI1RAH, DAN DEWAJ'I PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 

DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 	 J. 

Menimbang: a. bahwa dalam rangka rnewujtidkan kedaulatan rakyal herdasarkan 
kerakyatan yang dipimpin oleh hikrnat kebijaksanaan dalam 
permu syawaratan/perwakilan, diperlukan lembaga perwakilan rakyat 
yang mampu menyerap dan rneniperjuangkan aspirasi rakyat untuk 
mewujudkan tujuan nasional derni kepentingan hangsa dan Negara 
Ksatuan Repuhlik Indnnesa; 

bahwa untuk rnewujudkan lembaga permu.syawaratan rakyat, lembaga 
perwakilan rakyat, dan lembaga perwakilan daerah sebagaimana 
dimaksud dalam hurul a, perlu rnenat4 Majelis Perrnusyawaratan 
RakyaL Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan 
Dewan Pcrwakilan Rakyat Daerah; 

bahwa beberapa kelentuan dalarn Undang-tJndang Nornor 17 Tahun 
2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan 
Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah sebagaitnana telah diubali dengan Undang-Undang Nomor 42 
Tahun 2014 tenlang Perubahan alas Undang-Undang Nornor 17 Tahun 
2014 tentang Majelis Pcrrnusyawaratan Rakyat, Dewan Perwalcilan 
Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah tidak sesuai dengan dinarnika dan perkembangan hukuni 
dalam rnasyarakai sehiugga pet lu iI!ubih; 

bahwa herdasarkan pertimbarigan sehagaimana dimaksud dalam huruf 
a, hurul b, dan huruf c, perki niembentuk Undang-tindang tentang 
Perubahan Kedua alas Undang-lindang Nonior 17 Tahun 2014 lentang 

Mengingat: a. Pasal 19 ayat (2), Pasal 20, Pasal 20A, dan Pasal 21 Undang-Undarig 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 

b. Undang-Undang 	Nornor 	17 Tahun 2014 tentang 	Majelis 
Permusyawaralan Rakyat, Dewa n Perwakilan Rakyat, Dewan 
Perwakilan Daerah, dan Dewan PerwakUan Rakyat Daerah (Lenibaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambatian 
Lembaran Negara Republik Indonesia Homer 5568) sebagaimana telah 
diubah dengan Ilndang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang 
Peruhahan alas Undang-Undang Homer 17 Tahun 2014 tentang Majelis 
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan 
Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 383, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5650); 

Dengati Persetujuan Bersania 

DEWAN PERWAKILANRAKYATREPUBLIKINDONESIA 

dan 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 

MEMUT1JSKAN: 

Menetapkan: 	UNDANG-UNDANG TENTANG PEItUI3AHAN KEDUA ATAS UNDANG 
UNDANG NOMOR 17 TAIIUN 2014 TENTANG MAJELIS 
PERMUSYAWARATA N RAKYAT, DEWAN PERWAKI LAN RAKYA'I', 
DEWAN PERWAKILAN DAERA1I, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 

DABRAII. 

Pasal I 

I3eberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nonior 17 Tahun 2014 tentang Majelis 
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat. Dewan Perwakilan Daerah, dan 
Dewan Porwatulan P,akyat Darah (Lgmbirn Nr'pira Rp,,hIik Indnpsia Tahiin 2014 
Homer 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang 
Peruhahan atas tlndang-Undattg Nomor 17 'I'ahuit 2014 lentang Majelis 



Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan 

Dewan Perwakilan Rakyal Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nonior 383, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nonior 5650) diubah 

sehagai berikut: 

1. Ketentuan Pasal 15 ayat (1) diuhah sehingga PsaI 15 harhunyi sebagai berikut: 

Pasal 15 

Pimpinan MPR terdiri atas 1 (satu) orang kclua dan 7 (tujuh) orang wakil ketua 

yang dlpilih clari dan oleh anggota MPR. 

Pimpiran MPR sehagairnana dirnaksud pada ayat (1) dipilih dari dan oleh anggota 

MPR dalarn satu paket yang hersifat tetap. 

Bakal calon pimpinan MPR berasal dari Iraksi dan/atau kelompok anggota 

disampaikan di dalarn sidang paripurna. 

hap iraksi dan kelompok anggola sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat 

mengajukan 1 (satu) orang bakal calon pimpinan MPR. 

Pimpinan MPR sehagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih secara rnusyawarah 

untuk mufakat dan ditetapkan dalarn rapat paripurna MPR. 

Dalarn hal musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak 

tercapai, pimpinan MPR dipilih dengan pemungutan suara dan yang rnemperoleh 

suara terhanyak ditetapkan sebagai pimpinan MPR dalam rapat panipurna MPR. 

Selama pimpinan MPR sebagairnana dirnaksud pada ayat (1) belum terbentuk, 

sidang MPR pertarna kali untuk menetapkan pirnpinan MPR dipimpin o!eh 

pinipinan sementara MPR. 

Pimpinan semOntara MPR sebagaimana dimaksud pada ayat (7) berasal dan 

anggota MPR yang tertua dan tenmuda dari 1raks dan/atau kelompok anggota 

yang berbeda. 

Pimpinan MPR ditetapkan dengan keputusan MPR. 

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara petnilihan pimpinan MPR diatur dalarn 

peraturan MPR tentang tata iertib' 

2. Ketentuan Pasal 71 diubah sehirigga berbunyi sebagai berikut: 

'PasaI7l 

DPR berwenang: 

a. membentuk undang-undang yang dibalias dengan Presiden untuk rnendapat 

persetujuan bersaina; 

memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap 

peratunan pernerintah pengganti undang-undang yang diajukan oteh Presiden 

untuk rnenjadi undang-undang; 

membahas rancangan undang-undang yang diajukan oleh Presiden atau DPR; 

membahas rancangan undang-undang yang diajukan DPD mengenai otonomi 

daerali, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta 

pcnggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya 

ekonomi Iainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah; 

c. menibahas bersama Presideci dengan memperhatikan pertimbangan DPI) dan 

mernbenikan persetujuan asas rancangan undang -'undang tentang APBN yang 

diajukan oleh Presiden; 

mernhahas dan rnenindaldar:juti basil pengawasar, yang disampaikan oleh DPD 
atas pelaksanaan undang-undang rnengenai olonorni daerah, pembentukan, 

perniekaran dan pcnggabungan daerali, hubutigan pusat dan daerah, 

pengeloiaan suinher daya alamdan somber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan 

APBN, pajak, pendidikan, danagama; 

neinbenikan persetujuan kepada Presiden untuk menyatakan perang dan 

meinhuat perdamaian dengan negara lain; 

memberikan persetujuan atas perjanjian internasional tententu yang 

nenimbulkan akibat yang luas dan monclasan hagi kehidupan rakyat yang 

terkait dengan heban keuangan negana dan/atau mengliaruskan porubahan 

atau pembentukan undang-undang; 

I. memberikan pentimbangan kepada Presiden dalam pembenian amncsti dan 

abol isi; 

memberikan pertimbangan kepada Pre.siden dalani hal mengangkat duta besar 

dan mencrima penempatan duta besar negana lain; 

rnemilih anggota BPK dengan memperhatikan pentimbangari DPD; 

1. membenikan persetujuan kepada Presiden atas pengangkatan dan 

pomberhentian anggota Komisi Yudisial; 

iii. membenikan pensetujuan calon hakim agung yang diusulkan Komisi Yudisial 

untuk ditetapkan sebagai hakim agung oleli Pnesiden; dan 

n. niemilih 3 (tiga) orang liakim konstitusi dan mengajukannya kepada Presiden 

untuk diresniikan dengan keputusan Presiden." 

3. Pasal 73 diubah sehingga benbunyi sebagai henikut: 

"Pasal 73 

DPR dalam melaksanakan wewenang dan tugasnya, berhak niemanggil setiap 

onang secana tentulis untuk liadin dalain rapat L)PR. 

Setiap orang wajib memenulu panggilar. DPR sebagaimana ditnaksud pada ayat 

(1). 
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4. Ketentuan Pasal 74 diuhah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

"PasaJ74 

DPR dalam melaksanakan wewenang dan tugasnya, berhak memberikan 

rekomendasi kepada setiap orang melalui tneknnisme rapat kerja, rapat dengar 

pendapat, rapat dengar pcndapat umum, rapal panitia khusus, rapat panitia kerja, 

rapat tim pengawas, atau rapat tim lain yang dihentuk ok-h DPR demi kepentingan 

bangsa dan negara. 

Setiap orang wajib menindaldanjuti rekornendasi DPR sehagairnana dimaksud 

pada ayat(1). 

Dalam hal yang mengabaikan atau melaksanakan rekornendasi DPR sebagaimana 

Mahkamah Kunstitusi nienyatakan Pasal 73 ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) bertentangan 
dengan UUD TahUti 1945 dan tidak tllernpunyai kekuatan hukull niengikat mcmliii Putusan MK 

1C/rUU-JVI/2010. 

PasaI/iyat tcrsebut belum diiindaklanjuu dengan pa ruhahan undang-ulldallg III.  

dimaksud pada ayai (1) pejabat negara atau pejahal Pemerintah, DPR dapat 

menggunakan hak interpelasi, hak angkel, hak menyatakan pendapat, atau hak 

anggota DPR mengajukan perk- nyaa 1. 

DPR dapat meminta Presiden untuk memherikan sanksi administratif kepada 

pejabat negara yang herada dalam lingkup kekuasaan Presiden atau pejahat 

pemerintah yang tidak melaksanakan atau mongabaikan rekomendasi DPR. 

Dalam hal yang mengahaikan atau tidak me)aksanakan rekomendasi DPR 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) badan hukum, warga negara, atau 

penduduk, DPR dapat metninta kepada instansi yang berwenang untuk 

memberikan sanksi." 

5. Ketentuan Pasal 83 ayat (1) diuhah sehingga Pasal 83 horhunyi sehagai herikut: 

Pasal 83 

(1) Alat kelengkapan DPR terdiri atas: 

a. 	pimpinan; 

h. l3adan Musyawarah; 

C. 	<0117 iS; 

lladan Legislaai; 

l3adanAnggaran; 

1. 	Badari Akuntabilitas Keuangan Negara; 

g. Badart Kerja SamaAntar-Parlemen; 

17. Mahkamah Kehormatan Dewan; 

i. Badan Urusan Rumah Tangga; 

j. 	panitia khusus; dan 

(2) anggota DPR dalarn safli paketyang bersi fat tetap. 

(3) Bakal talon pimpinan DPR berasal dari fraksi dan disampaikan dalam rapat 

paripurna DPR. 

(4) Setiap fraksi sehagaimana dirnaksud pada ayat (3) dapat mengajukan 1 (satu) 

olang bakal calon pinlpinan DPR. 

(5) Pimpinan DPR sebagaimana dimaksud pada ayaL (1) dipilih secara musyawarah 

untuk rufakat dan ditetapkan dalam rapat paripurna DPR. 

(6) Dalam hal rnusyawarah untuk mulakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak 

torcapai, pimpinan DPP. dipdih dongan pemitrpt2n giorp dart )'8  mPmpPrrllrth 

suara terhanya!< ditetapkan sobagal pimpinan DPR dalam rapat paripurna DPR, 

(7) Selama pimpinan DPR sehagaimana dimaksud pada ayat (1) helum terhentuk, 



sidang DPR perama kali untuk menctapkan pimpinan DPR dipimpin oleh 
pimpinali sn1ntara DPI'I. 

Pimpinan sementara DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (7) herasal dan 
anggota DPR yang terlua dan termuda dari fraksi yang herheda. 

Pimpinan DPR diletapkati dengan keputusan DPR. 

Ketentuan Iebih lanjut mengenai tata cara pemi!ihan pimpinan DPR diatur dalam 
peraturan DPR tentang tata tertib, 

6. Ketentuan Pasal 105 ayal (1) diuhah sehingga Pasal 105 herhunyi sebagai herikut: 

"Pasal 105 

(1) Badan Legislasi bertugas: 

a, menyusun rancangan program legisiasi nasional yang memual daftar urutan 
rancangan undang-undang beserta alasannya untuk 5 (lirna) lahun dan 
prioritas tahunan di lingkungan DPR; 

mcngkoordinasikan poryusunan program legislasi nasional yang mernuat 
daftar urutan rancangan undang-undang beserta alasannya untuk 5 (lima) 
tahun dan prioritas tahunan antara DPR, Pomerintah, dan DPD 

mengkoordinasikan pcnyusunan naskah akademik dan rancangan uodang-
uidang yang diajukan oleh anggota DPR, komisi, dan gabungan komisi; 

rnenyiapkan dan menyusun rancangan undang-undang usul Badan Legislasi 
dan/atau Anggota l3adan Legislasi berdasarkan program prioritas yang telah 
ditetapkan; 

melakukan peogharmorisasian, pembulatan, dan pemantapan konsep 
rancangan undang-undang yang diajitkan anggota, komisi, atau gahungan 
komisi sebelum rancangan undang-undang tersebut disampaikan kepada 
Pimpinan DPR; 

memberikan pertimbangan terhadap rancangan undang-undang yang 
diajukan oleh anggota DPR, komisi, atau gahungan komisi di luar prioritas 
rancangan undang-undang atau di luar rancangan undang-undang yang 
terdaftar dalam program legislasi nasional untuk dirnasukkan ke dalam 
program legislasi nasional perubahan; 

melakukan pembahasa n, penguhahan, dan/atau penyempurnaan rancangan 
uodang- undang yang secara khusus ditugasi oleh I3adan Musyawarah; 

melakukan pemantaua n dan peninj aua 0 Lerhadap undang-undang; 

i, 	monyucun, molakukan o'ialuar.i, dan ponyemplrnaan pratlra1 flPR: 

j. mengikuti perkembangan dan nelakukan evaluasi terhadap pembahasan 
materi muatan rancangan undang-undang rnelalui koordinasi dengan komisi 
dan/atau panivakhusus; 

k. melakukan sosialisasi program legislasi nasional dan/atau Prolegnas 
peru ha ha 

L membuat laporan kinerja dan inventarisasi rnasalah di bidang perundang-
undangan setiap akhir tahun sidang untuk disampaikan kepada Pimpinan 
DPR: dan 

rn mt'mbuat laporan kinerja dan inventanisasi masalah di bidang perundang-
undargan pada akin masa keanggotaan DPR untuk dapat digunakan oieh 
Iladan Legislasi pada nasa keanggotaan berikutnya. 

(2) Badan Legislasi mcnyusun rencana kerja dan anggaran untuk pelaksanaan 
tugasnya sesuai dengan kehutuhan, sang sclanjutnya disampaikan kepada iladan 

Urusan RumahTangga" 

7. Di antara Paragraf 5 dan Panagraf6 disisipkan satu paragraf, yakni Paragraf5A dan 
di antana Pasal 1t2 dan Pasal 113 disisipkan 7 (tujuh) pasal, yakni Pasal 112A, Pasal 
1123, Pasal 112C, Pasal 1128, Pasal 112E, Pasal 112F, dan Pasal 112G, yang benbunyi 
sebagai herikut: 

"Paragraf5A 

Badan Akunitahilitas Keuangan Negara 

Pasalll2A 

Badan Akintabilitas Keuangan Negara, yang selanjutnya disingkat BAKN, dihentuk oleh 
DPR dan merupakan alat keiengkapan DPR yang bersifat tetap. 

Pasal 1128 

DPR rnenetapkan susunan dan keanggotaan BAKN pada penmlaan masa 
keanggotaan DPR dan penmulaan tahun sidang. 

Anggota BAKN berjumiah paling sedikit 7 (tdjuh) orang dan paling banyak sesuai 
dengan jumlah fraksi yang ada di DPR atas usul fraksi yang ditetapkan dalam rapat 
paripurna pada permulaan masa keanggotaan DPR dan penmuiaan tahun sidang, 

Pasal 112C 

Pimpinan BAKN merupakan satu kesatuan pimpinan yang bersifat koiektif dan 

kolegial. 

Pimpinan BAKN terdini atas I (saw) onang ketua dan 2 (dua) orang wakil ketua 
yang ditetapkan dari dan och anggota BAKN berdasarkan pninsip musyawarah 
uiiuk luidhal dai1 pioperaicnal nicnurut penimbangan jumlah anpgota tip-tiap 

fraksi. 

Penetapan pinspinan BAKN sehagaimana dirnaksud pada ayat (2) dilakukan dalam 



rapat I3AKN yang dipimpin oleh pimpinan DPR setelali penetapan susunan dan 

keanggotaan BAKN. 

Pasal 112D 

(1) BAKNhertugas: 

mulakukan penelaalian terhadap ternuan hasil pemeriksaan BPK yang 

disampaikan kepada DPR; 

menyampaikan basil penelaahan sebagairnana dimaksud dalarn huruf a 

kepada kornisi; 

C. rnenindaklanjuu basil pembahasan komisi terhadap temuan hasH 
perneriksaan 13PK atas pormintaan komisi: dan 

d. memberikan masukan kepada 13Pl< dalan hal rencana kcrja perneriksaan 

tahunan, hambatan pemeriksaan, serta pesyajian dan kualitas laporan. 

(2) Dalarn, rnetaksanakan tugas sehagairnara dirtiaksud pada ayat (1) huruf C, BAKN 

dapat rneIi,InIa penjelasan dari I3PK, Pernurintah, pernerintah daerah, lembaga 

negara lainnya, Bank Indonesia, badan usaha inilik negara, badan layanan umurn, 

hadan usaha milik daerah, dan lembaga atau hadan lain yang mengelola keuangan 

nega ra. 

(3) I3AKN dapat mengusulkan kepada kornisi agar IIPK melakukan pcmeriksaan 

lanjutan. 

(4) Hasil kerja sebagairnana dimaksud pada ayat (1) huruf a, hurul b, dan huruf d 

disampaikan kepada pimpinan DPR dalam rapat paripurna secara herkala. 

Pasal 112E 

Dalam rnelaksanakan tugas sebagairnana dinnaksunl dalam Pasal 112D ayat (1), I3AKN 

dapat dibantu oleh akuntan, ahli hukurn, analis keuangan, dan/atau penellti. 

PasalllZF 

BAKN menyusun rancangan anggaran untuk pelaksanaan tugasnya sesuai dengan 

kebutuhan yang selanjutnya disampaikan kepada Badan Urusan Rumah Tangga. 

Pasal 112G 

Ketentuan lehih lanjut mengenai tata cara pembentukan, susitnan, tugas, wewenang, 

dan mekanisme kerja BAKN diatur dalam peraturan DPR tentang tata tertib." 

8. Ketentuan Pasal 121 ayat (2) diuhah sehingga Pasal 121 herhunyi sebagai berikut: 

"Pasal 121 

Pinipisan Mahkamah Kehormatan Dewan rncr'upakan satu kesatuan pimpinan 

yang bersifat kolektildan kolegial. 

Pitnpinan Mahkarnah Kehormatan Dewan terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 

paling banyak 4 (empat) orang wakil keiva yang dipilih dari dan oleh anggota 

Mahkamah Kehormatan Dewan dalam satu paket yang bersifat tetap berdasarkan 

usulan fraksi sesuai dengan pririsip musyasvarah untuk rnufakat, 

Setiap fraksi sebagaimana dimaksud pada ayal (2) dapat rnengajukan I (satu) 

orangbakal calon pimpinan Mahkamali Kehormatan Dewan. 

Dalam hal pernuhihan pimpinan Mahkamahi Kehormatan Dewan herdasarkan 

rnusyawarah untuk mufakat sebagaitnana dirnaksud pada ayat (2) Lidak tercapai, 

keputusan diamb ii berdasarkan suara terbanya 1<. 

Pemilihan pumpinan Mahkamahi Kehsormatan Dewan sebagaimana dirnaksud pada 

ayal (2) dilakukan dalam pal Mahkamah Reliormatan Dewan yang di pimpin 

okh Pimpiflan DPR setelah penetapan susuran dan keanggotaan Mahkarnah 

Kehorrnatan Dewan. 

Pimpinan Mahkamah Kehormatan Dewan ditetapkan dengan keputusan pimpinan 

DPR. 

Kelentuan lebib lanjut rnengenai tata cara peniuhihan pimpinan Mahkarnah 

Kchiormatan Dewan diatur dalam peraturan DPR Lentang tata tertib," 

9. Di antara Pasal 121 dan Pasal 122 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 121A yang 

berbunyi sebagai berikut: 

PasaIl2lA 

Mahkamah Kehormatan Dewan melaksat akat lungs 

pencegahan dan pengawasan; dan 

penindakan." 

10. Ketentuan Pasal 122 diubah sehingga benbunvi sehagai berikut: 

"Pasal 122 

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 121A, Mahkamnals 

Kehormatan Dewan bertugas: 



a. melakukan pencegahan terjadiriya pelanggaran Rode Etik; 

b. melakukan pengawasan terhadap ucapan, sikap, pertlaku, dan tinclakan anggota 
I) PR; 

c. melakukan pengawasan terhadap ucapan, sikap, perilaku, dan tindakan sistem 
pendukung DPR yang berkaii:an dengan tugas dan wewenang anggota DPR; 

d. melakukan pemantapan nilai dan norma yang terkandung dalam Pancasila, 

peraturan perundang-undangan, dan Rode Etik; 

e. melakukan penyelidikan perkara polanggaran Rode ELik; 

f. melakukan penyelidikan perkara pclanggaran Rode Etik sistem pendukung yang 

berkaitan dengan pelanggaran Rode Etik yang dilakukan sistem pendukung DPR; 

g. memeriksa dan mengadili perkara pelanggaran (ode Etik; 

Ii. mcmeriksa dan mengadili perkara pelarggaran Rode Etik sistern pondukung yang 

berkaitan dengan Pelanggaran Rode Etik sistem pendukung DPR, tcrkecuali sistem 

pendukung Pegawal Negeri Sipil; 

menyelenggarakan adniinistrasi perkara pelanggaren Rode Etik; 

melakukan peninjauan kembali terhadap pulusan perkara pelanggaran Rode Etik; 

mengevaluasi pelaksariaan putusan perkara pelanggaran Rode Etik; 

t':d;p orung 

vtt 	rl;hCan 

eh' 	tan t)Pt: ti.' 

mengajulcan rancangan peraluran DPR rnengenai kode etik dan tale beracara 

Mahkamah Kehormatan Dewan kepada Pimpinan DPR dan Pimpinan DPR 

selanjutnya menugaskan kepada alat kelengkapan DPR sang bertugas menyusun 
peraturan DPR; den 

menyusun rencatia kerja dan anggaran setiap Lalitm sesual dengan kehutuhan yang 
selanjutnya disampaikan kepada hadan/panitia yang rnenyelenggarakan urusan 

rumah tangga DPR." 

11. Di antara Pasal 122 dan Pasal 123 disisipkan 2 (due) pasal, yakni Pasal 122A dan 

Pasal 12213 yang berbunyi sebagai berikut: 

'Pasal 122,% 

Dalarn meleksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 122, Mahkarnah 

Kehormatan Dewan berwenang: 

2 Mahkarnah KonsUtusi menyatakan Pasal 122 huruf I bertenningan dengan UUD Tahuri 1945 dan tidak 
rnempunyai kekuatan hukum mengikat rnelalui Putusan MK Notnor I 6/PUU-XVIJ2O1B. 

Pasal/eyat tersebuL belurn ditindaklsnjuu dengan pershahan undang-undang tnt.  

a. melakukan kegiatan surat rnenyurat di internal DPR; 

h. 	tttettilierlkatt II!lb4u,tlt kepaila atiggula D1'll untuk tncrnatuhi Rode ELII: 

momberikan irnbauan kepada sistem pendukung DPR untuk mematuhi Kode Etik 

Cistern pendukung DPR; 

melakukan kerja same dengan lernbaga lain untuk mengawasi ucapan, sikap, 

perilaku, dan tindakan anggota DPR; 

menyelenggarakan sosialisasi peraturan DPR mcngenai kode etik DPR; 

F. menyelenggarakart sosialisasi peraturan DPR mengenai kode etik sistem 

pendukung DPR; 

g. meminta data dan inlormasi dari jembaga lain dalam rangica penyelesaian perkara 

pelanggaran kode chic DPR den Cistern pendukung DPR; 

Ii. rnemanggil pihak Lerkail dalam rangka penyelcsaian perkara pelanggaran kode etik 

DPR; 

I. memuoggil phak terkait dalarn rangka penyelesaian perkara pelanggaran kode chic 

Cistern petidukung DPR; 

metneriksa dan Inernutus perkara pelanggaran kode etik DPR; 

merneriksa dan mernutus perkara pclar.ggaran kndedtik Cistern pendukutig DPR; 

1. meoghentikan penyelidikan perkara pelanggaran kode etik DPR; 

rn. menghdntikan penyelidikan perkara pelanggaran kode etik sistem pendtikung DPR; 

ii. memutits perkara peninjauan kembali terhadap putusari pelanggaran kode ethic DPR 

dan pelanggaran kode ethic sistem pendukung DPR; dan 

o. memberikan rekomendasi kepada pimpinan aparatur siphl negara terlcait 

pelanggaran Rode Etik sistern pendukung yang berkaitan dengan pelanggaran Rode 

Ethic anggota DPR. 

Pasal 122B 

Mahkamah .Kehorrnatan Dewan da lam melaksanakan fungsi, tugas, den wewenangnya, 

dapat memberdayakan satuan tugas pengamanan dalam Lembaga Perwakilan.' 

12. Retentuan Pasal 164 ayat (1) diubah sehingga Pasal 164 bcrbunyi sebagai herikut: 

"Pasal 164 

Usul rancangan undang-undang dapal diajukan oleh anggota DPR, kornisi, 

gabungan komLsl, atau Lsadan Legislasi. 

Usul rancangan undang-undang disampaikan secara tertulis oleh anggota DPR, 

pimpinan komisi, atau pimpinan Badan Legislasi kepada pimpinan DPR disertai 



daftar nama danianda tangan pengusul. 

DPR memutuskan usul rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) dalam rapat paripurna, berupa: 

a. persetujuan; 

h. persetujuan dengan pengubahan; atau 

c. penolakan. 

Dalam hal persetujuan dengan pengubahan, DPR menugasi komisi, Badan 

Legislasi, atau panitia khusus untuk menyernpurnakart rancangan undang-undarig 

tersehut, 

Rancangan undang-undang yang telah disiapkan oleh DPR disampaikan dengan 

surat pimpinan DPR kepada Presiden." 

Di antara Pasal 180 dan Pasal 131 disisipkan 1 (salu) pasal, yakni Pasal IBOA yang 
herhunyi scbagai herikut: 

"Pasal 180A 

Sehelum pengambilari keputuari Rancangan Undanp,-Undang tentang API3N antara 

Badan Anggarau dan Pemerintah Ilada  Pemhicaraan Tingkat I sebagaimana dimaksud 

dalarn Pasal 170, Iladan Anggaran wajib nierigkonsultasikan dan melaporkan hasil 

perohahasati alas Rancangan Undang- Undang leutang API3N dalarn rapal pimpinan 

DP R." 

Ketentuan Pasal 204 diuhah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

"Pasal 204 

Dalam melaksanakan tugasnya, panitia angket dapai memanggil warga negara 

Indonesia dan/atau orang acing yang hertempat tinggal di Indonesia untuk 

diminlal keterangan. 

Warga negara Indonesia dar./atau orang wing sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1)wajib memenulu panggilan panitia angket. 

Dalam hal warga negara Indonesia dan/atau orang asing sehagaimana dimaksud 

pada ayal (2) tidak memenuhi panggilan setelah dipanggil 3 (tiga) kali berturut-

lurut tanpa alasan yang sah, panitia angket dapat memanggil secara paksa dengan 

bantuan Kepolisian Negara Republik Indonesia. 

Bantuan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat 

(3) didasarkan alas permintaan pimpinan DPR kepada Kepala Kepolisian Negara 

Republik Indonesia, 

Permiritaan Pimpitian DPR schagaimana dinlaksud pada ayat (4) diajukan secara 

t'rtiilic kpatia KPpala Kepnlisian Negara Repuhlik Indnnesja yang paling sedikit 

memuat dasar dan alasan pernanggilan paksa serta llama dan alarnat pihak yang 

dipanggil paksa. 

Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia memerintahkan Kepala Kepolisian 

Daerah di tenipat domisili yang dipanggil paksa sebagaimana dimaksud pada ayat 

(3). 

Dalam hal menjalankan panggilan paksa sehagaimana dimaksud pada ayat (5) dan 

ayat (6), Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat menyandera badan hukum 

dan/atau warga masyarakat paling lama 15 (lima helas) Han. 

Ketcntuan Iehih lanjut rnongenai pcmanggilan paksa sebagaimana dimaksud pada 

ayat (4) dan penyandcraan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diatur dengan 

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia." 

15 Ketentun Pa ii 224 diubali sehingga berhunyt sebagai bet kut 

"Pasal 224 

Anggota DPR tidak dapal dituntut di depan pengadilan karena pernyataan, 

pcntanyaan, dan/atau pendapat yang dikemukakannya baik secara lisan maupuri 

tertulis di dalam rapat DPR ataupun di luar rapal DPR yang herkaitan dengan 

Iungsi serta wewenang dan tugasDPR. 

Anggota DPR tidak dapat dituntut di depan pengadilan karena sikap, tindakan, 

kegiatan di dalam rapat DPR ataupun di luar rapat DPR yang semata-mata karena 

hak dan kewenangan konstitusional DPR dan/atnu anggota DPR. 

Anggota DPR tidak dapat diganti antarwaktu karena pernyataan, pertanyaan, 

dan/ai.au pendapat yang dikcniukakannya haik di dalam rapat DPR maupun di 

luar rapat DPR yang berkaitan dengan fungsi serta wewenang dan tugas DPR. 

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam hal anggota 

yang bersangkutan menguniumkan mateni yang telah disepakati dalam rapat 

icniutup unluk dirahasiakan atau hal lain yang dinyatakan scbagai rahasia negara 

menurut ketentuan peraturan perundang-undangan." 

16. Pasal 245 diubah sehingga berhunyi sebagai berikut: 

"Pasat 245 

(1) 	Pi-iitggiiais dan erntitltaau kuuiiiti;ut'. ki•:uada tsggoa i)'R .cnlsith'.ttgui 

II :gan teradinya t;udak phiotta yang ticlak cehubungan tIunga n 

1 ii;-'ksanaati tugas subagaintasta dimak'ittd ilatam Pasal 224 hut-us 



.L.. 3  

(1h3, 

(2) Persetujuan tnrtulis sebagalinana dirnakaud pada ayat (1) tidak berlaku apabila 

anggota D PR: 

a. tertangkap tangan rnelakukan lindak pidana; 

b. disangka melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana 

mati atau pidana penjara seumur liirlup alan tindak pidana kejahatan 

terhadap kernanusiaarr dan keamanan negara berdasarkan bukti permulaan 

yang cukup; atau 

c. disangka melakukan tindak pidana khusus 

17. Metentuan Pasal 249 ayat (1) ditambah 1 (satu) huruf, yakni hurufj sehingga Pasal 

249 herbunyi sebagai herikut 

'Pasal 249 

(1) DPD rnempunyai wewenang dan tugas: 

mengajukan rancangan undang-undang yang herkaitan dengan otonorni 
daerah, hubungan pusat dan daerah, peEnbentukan dan pemekaran seria 

penggabungan dacrah, pcngelolaan sun:ber,  daya alarn dan number daya 

ekonomi lainr.va, sons yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat 

dan daerati kepada Dl'R; 

ikut membahas rancangan undang-undarig yang berkaitan dengan hat 
sebagainsana dimaksud dalam hurufa; 

C. rneriyusun dan mnenyampaikan daftar inventaris niasalali rancangan undang-

undang yang berasat dari DPR alau Presiden yang berkaitan dengan hal 

sehagaimana dimnaksud dalam hurufa; 

3 Mahkamah Konstitust nmenyatakan Frasa "Pemormg,qmlan don pnrnl!nmaan kererongan kepada anpgor.a 
DPI? .sehubungan denpan terjadinyo 1indak pidano yanq ndak s'hubungan dengan pelaksa noon togas 
sebagamrnasa dmmaksud dalam Paso? 224 Imarus rnendopotkan perxctsjuan tarts/ms dart Presiden' dalam 
Pasal 245 ayat (1) bertcnmangan dengar, ti/JO Tahun 1945 dan Udak mmpw1ysi kekuatan ha/sum 
mengikatsepanang tidak dlmaknai daanm kontekc nemnata-mata pemanglan dan permlntaan 
keterangmmn kepada anggota Dewan Perwakilan Rakyar yang diduga metakukan tindak pidana 
melalui Putusan MK t'lonmor 16/PUU-XVI/2018. 

Mahkama h Konsutust menyatakan fiasa "sate/nh menda pus pertimbasgan don Ma/mkarnah Kehornma ran 
Demsnin dalam Pasal 245 ayat (1) bertentangan dengar UUI) Tahun 1945 dan udak menspanyat 
kekuatan hukum niengikat rnela/ui Putusan MK Nonior 16/PUtJ-XVI/2018. 

Sehlngga Pasal 245 ayat(1) selengkapnya menjadl: 
Paman,qg,/an dun permintoan katerangan kepada anggota 1Ji9? yOng dldtI.gt7 rnelewr,wnn rmnak 

pidana yang tidak se/mubungan dengan pe/oksanoan tugas sebagoimona dimaksud do/ann Paso) 224 
banns rnendopatkan persetujuan tens/is dari Prestden. 

Passl/ayat tensebut belum dit/ndakInjuti dengan penubahan undang-undang ni.  

d. membenikan portinsbangan kepada DPR atas rancangan undang-undang 

tentang API/N dan rancangan undang-undang yang berkaiLan dungait pajak, 

pendidikan, danaganta; 

a. dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai 
otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, 

hubungan pusat dan daerah, pengelcitaan number daya alani dan sumber daya 

ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama; 

menyampaikan basil pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai 
otonomi daerah, pembc'niukari pemekaran, dan penggabungan daerah, 

huburtgan pusat dan daerah, pengelotaan sumber daya alam dan sumber days 
ekonomi lainnya, pclaksariaan undang-undang API3N, pajak, pendidikan, dan 
agama kepada DPR schagai bahan pertimbangan untuk ditindakianjuti; 

menerima basil pemeriksaan atas keuangan negara dari OPIK sebagal bahan 

memituat pertimhangan kepada DPR tentang rancangan undang-undang yang 

benkaitan dengan API3N; 

Ii mombenikan pentimbangan kepada DPR dalam pemilihan anggoia BPK; 

menyusun program legislasi nasional yang horkaitan dengan otonomi dacrah, 

huhungan pusat dan tlaerah, pembentukan dan pemekaran serta 

pooggabungan daerah, pengelotaan sumber days slam dan number daya 

ekonorni tainnys, serta yang herkaitar. dengan penimbangan keuangan pusat 

dam' daenah; dan 

rne!skukan pernantatian dan evaluasi atas nancangan peraturan daerah dan 

peraturan daenah. 

(2) Do/am menjalankan tugas pertgawasan sebagainians dimaksud pada ayat (1) 

htiruf e, allggoia DPD dapat melakukan rapat dengan pemerinLall daerah, DPRD, 

dan unsur masyarakat di daerah pemilihannya.' 

IA. Ketenluan Pasal 250 ayat (I) diuhsh sehingga Pasat 250 berbunyi sebagal berikut: 

"Pasal 250 

Dalam melaksanakan wewenang dan tugas nebagainsana dimaksud datam Pasat 

249, DPD merniliki kemandinian datam menyusun anggaran yang dituangkan ke 

dalam program dan kegiatan yang disampaikan kepada Presiden snsuai dengan 

ketentuan peraturan perundang- undangan. 

Dalani menyusun program dan keg/alan DPD sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1), untuk memenuhi kebutuhannya, DPD dapat menyusun standar biaya khusus 

dan mengaj ukannya kepada Pemenintah untuk dibahas hersama. 

Pongolotoon anpparan DPE sbsalmana dlnmakcimd pals syat (1) rlitalrsnksn 

oteh Sekretaniat jenderal DPD di bawab pengawasan Panitia Urusan Rumah 

Tangga sesual dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 



DPD rnenetapkan perlanggungjawahan pcngelolaan anggaran DPD dalam 
	

henlanggung jawab kepada alat kelcngkapan dewan yang melaksanakan fungsi 

peraturan DPI) sesuai dengan ketetituan peraturan perundang-undangan. 	 pengawasa n."  

DPD rnelaporkan pengelolaan anggaran sehagaimana dimaksud pada ayat (3) 

kepads publik dalam laporan kinerja tahunan." 
	

21. Ketentuan Pasal 424 diubah sehiugga berbunyi sehagai berikut: 

19. Ketentuan Pasal 260 ayat (1) diubah sehingga berhunyi sebagai berikut: 

"Pasal 260 

Pimpinan DPD tcrcliri alas 1 (satu) orang keiva dan 3 (tiga) orang wakil ketua 

yang dipilih dari dan oleh anggota DPD dalam sidang paripurna DPI). 

Dalam hal pimpinan DPD sebagairnana dimaksud pada ayat Cl) belum terbentuk, 

DPD dipimpin oleh pirnpioan sementara DPI). 

Pimpirlan sementara DPI) sehagaimana dimaksud pada ayat (2) terdini alas 1 

(satu) orang ketua sementara dan I (satu) orang wakil ketua sementara yang 

rnnerupakan anggota tenths dan aeggota termtida usianya. 

Dalarn hat anggota tertea dan/atau anggota termuda sebagaimana dimaksud pada 

ayat (3) berhalangan, sehagni penggantinya adalah anggota tertua dan/atari 

anggota termuda berikutnys. 

Ketua dan wakil ketua DPD diresmikan dengan keputusan DPD. 

Pimpinan DPD sehelum meniaogku jabatsnnya mengucapkan sumpah/janji yang 

teksnya sehagaimaria dimaksud dalain Paral 2513 yang dipandu oleh Ketua 

Ma h ca na hAgu rig. 

Ketentuan Iehih lanjut mengenai tata cara pemitihan pimpinan DPI) diatur dalam 

peraturan DPI) teritang rats tertib" 

20. Di antara Pasal 'I 13 dan Pasal 414 disisipkan 1 (sate) pasal, yakni Pasal 413A yang 
berbunyi sehagai berikut: 

"Pasal 413A 

(I) I3adan Keahlian DPR sehagaimana dimaksud dalam Pasal 413 ayat (2) dalam 

membenikan dukungan pelaksanaan fungsi Iegisla.si DPR herkoordinasi dan 

bertanggung jawab kepada I3adan Legislasi. 

I3adan Keahlian DPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 413 ayat (2) dalam 

membenikan dukungan pelaksanaan Iungsi aliggaran DPR berkoordinasi dan 

bertanggung;awabkepada UadanAnggaran. 

Badan Keahliari DPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 413 ayat (2) dalam 

membenikan dukungan pelaksanaan fungsi pengawasan DPR berkoordinasi dan 

"Pasal 424 

Peraturan pelaksanaan dari Iindang-Undang hii hares ditetapkan paling lama 6 (enarn) 

bulan terhitung sejak Undang-tJndang im diundangkan" 

22. Di antara Pasal 427 dan Pasal 428 disisipkan 5 (Ilma) pasal, yakni Pasal 427A, Pasal 
42713, Pass! 427C, Pasal 427D, dan Pasal '1 27E yang herhunyi sehagai herikut: 

Pasal 427A 

Pada east Undang-Undang mi henlaku: 

a. pimpinan MPR dan DPR yang herasal dad frsksi yang sedang mcnjabat tetap 
melakeanakan tugasnya sampai hcr'alchirnys penode kcanggotaan MPR dan 

DPR basil pencilihan un'.um 'Fahun 201'I: 

h petianibahan kunsi pimpinan MPR sebagairnaria dimaksud dalam Pasal 15 dan 

pimpirlan DPR sehagairnana dirnaksud dalarn Pasal 81 untuk jabatan wakil 

ketua; dan 

a. penarnbahan wakil ketua MPR sehagaimana dimaksud dalam Pasal 15 

dihenikan kepada partai yang memperoicli suara lerbanyak di DPIt dalani 

pensilihan umum TIiun 2014 urutan kc-1 (satu), uriltan ke-3 (tiga), serta 
urutan ké-6 (enarn) dan penambahan wakil ketua DPR sehagaimana dimaksud 

dalam Pasal 84 diberikan kepada partai yang mernperoleh suana terbaoyak di 

DPR dalam pemilihan umurn l'ahun 2014 urutan 1cc-1 (satu). 

Pasril 42713 

Ketentuan meiigenai jumlah dan mekanisme perietapan pimpinan MPR dan DPR 

scbagaimana dialun dalam Pasal 15, Pasal 84, dan Pasal 427A herlaku sampai 

benakhirnya inasa kcanggotaan MPR dan DPR hasil pemilihan urnum tahun 2014, 

Ketentuan mengenai jumlah dan mekanisme penetapan pimpinan komisi, Badan 

Legislasi, Badan Anggaran, I3KSAP, Mahkamah Kehonrnatan Dewari, dan BURT 

sehagairoana diatun dalam Pass! 97, Pasal 104, Pasal 109, Pasal 115, Pasal 121, dan 

Pasal 152 benlaku sampai berakhirnya tnasa keanggotaan DPR basil pemilihan 

umum tahun 2014. 



Pasal 427C 

(1) Susunan dan mekanisme pemilihan pimpihan MPR masa keanggotaan MPR 
setelah hasil pemilihan urnum tahun 2019 diaksanakan dengan ketentuan sehagai 
berikut: 

a. pirnpinan MPR terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 4 (empat) orang wakil 
ketua yang dipilih dart dan oleh anggota MPR: 

h. piinpinan MPR sebagairuana dirnaksud pada huruf a dipilih dart dan oleh 
anggota MPR dalam satu pakctyang bersifat tetap: 

bakal calon pimpinan MPR berasal dart fraksi dan/aiau kelompok anggota 
disarnpaikan di dalarn sidang paripurna; 

hap Urakst dan kelninpok anggota sebagaimana dimaksud pada hurul c dapat 
mengajukan 1 (satu) orang bakal calon pimpinan FvIPR; 

pimpinan MPR sehagaimana dirnaksud pada huruf a dipilih secara 
musyawarab untuk mufakat dan ditetapkan dalarn rapat paripurna MPR; 

dalani hal rnusyawarah untuk mufakat sehagairnana dimaksud pada huruf e 
tidak tercapat, pimpinan MPR dipilih dengan pernungutan suara dan yang 
niernperoleh suara terhanyak ditetapkan srhagai pimpinan MPR dalam rapat 
paripurna MPR; 

selama pimpinan MPR scbagaimana dirnaksud pada huruf a belum terbentuk, 
sidang MPR pertama kali untuk rnenetapkan piropinan MPR dipimpin oleh 
pimpinan sementara MPR; 

pimpinan sementara MPR sebagairnana dirnaksud pada huruf g berasal dart 
auggota MPR yang tertua dan termuda dari fraksi dan/atau kelompok anggota 
yang herheda;dan 

pimpinan MPR ditetapkan dengan keputusan MPR, 

(2) Ketentuan lebih lanjut mengertai lata cara pernilihan pimpirian MPR diatur dalam 
peraturan MPR tenlang tata tertib. 

Pasal 427D 

(1) Susunan dan mekarisme pcnetapan pimpinan BPR masa keanggotaan DPR setelah 
hasil pemilihan urnum tahun 2019 dilaksanakan dengan ketentuan sehagai 
berikut: 

pimpinan DPR terdiri alas I (satu) orang kctua dan 4 (empat) orang wakil 
ketua yang berasal dari partai pohitik berdasarkan urutan perohehan kursi 
terbanyak diDPR; 

ketua DPR ialah anggot.a DPR yang berasal dari partai politik yang 
memperoleh kursi terbanyak pertama di DPR; 

wakil Ketua DPR lalab anggota DPR yang berasal dari partal potitik yang 
memperoleh kursi Lerbanyak kedua, ketiga, keempal, dan kehima; 

dalam hal terdapat lebih dan 1 (satu) partai pohitik yang mcmperoleh kursi  

terhanyak sama, ketua dan wakil ketua schagairnana dimaksud pada huruf h 
dan huruf c ditenitikan herdasarkan urutan basil perniehan suara terhanyak 
daham pemilihan umum; dan 

dalam hal terdapat lebili dart I (satu) partai pohitik yang memperoleh suara 
sama, ketua dan wakil kctua sebagahrnana dirnaksud pada hurul b dan huruf c 
ditentukan berdasarka n persebaran perolehan suara. 

(2) Ketentuan Iebih lanjul mengenai mekanisine penetapan pimpinan DPR 
sebagaimana diinaksud pada ayat (1) diatur dalain peraturan DPR tentang tata 

tertib. 

Pasal 427E 

(1) Susunan dan inekanisine ponatapan pinipinan komisi, Badan Legislasi, Badan 
Anggaran, ORSAP, Mahkamah Kehormatan Dewan, dan BURT nasa keanggotaan 
DPR setelah basil pernilihan umuni tabun 2019 dtlaksanakar. dengan ketentuan 
sehagai benikut: 

pimpinan koinisi, Badan Legislasi, Badan Anggaran, BKSAP, Mahkaniah 
Kehiormatan Dewan, dan BURT merupakan satu kesatuan pimpinan yang 
bersifat kolcklifdan kalegial; 

pimpinan komisi, ltadan Legislasi, Badan Auggaran, BKSAP, Mahkainah 
Kehormatan Dewan, dan BURT terdiri at.as 1 (satu) orang ketua dan paling 
hanyak 4 (empat) orang wakil ketua, yang ditetapkan dari dan oleh anggota 
kornisi, Badan Legislasi, Badan Anggaran, !3KSAP, Mahkamah Kehorrnatan 
Dowan, dan BURT bordasarkan prinsip musyawarah untuk mulakat dan 
pro porsio nal in enun Ut penimba nga n j umla h ariggota hap- tbsp fta ksi ; dan 

penetapan pirnpinan komisi, Badan Legislasi, Badan Anggaran, BKSAP, 
Mahkamah Kehormatan Dewan, dan BURT sobagaimana dimaksud pada huruf 
h dilakukan dalam rapal kornisi, Badan l.egislasi, Badan Anggaran, I3KSAP, 
Mahkarnah Kehormatan Dowan, dan BURT yang dipimpin oleh pimpinan DPR 
setelab pcnctapan susunan dan keanggotaan kornisi, Badan Legislasi Badan 
Anggaran, BKSAP, Mahkansah Kehorn'atan Dewan, dan BURT. 

(2) Ketentuan lehih lanjut nsengenai mekanisme ponetapan pinipinan komisi, Badan 
Legislasi, Badan Anggaran, BKSAP, Mahkaniah Kebonmatan Dewai, dan BURT 
sebagairnana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan DPR tentang tata 

tertib." 

Pasal U 

Undang-Undang mi mulal henlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahutnya, rnemenintahkan Pcngundangan Undatsg-Undang mi 
dengan penernpatannya dalarn Lembaran Ncgara Republik Indonesia. 
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LEMBARAN NEGARA REPUIJLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 29 

PLJSAT PEMANTAUAN PELAXSANAAN UNDANG-UNDANC 

BADAN KEAHLIAN DPR RI 206 

1. Pasa! 73 ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) 

llahwa dalam Putusan Nomor 16/PIJU-XVI/2018, MI< memborikan pertimbangan 

hukuni terhadap pengujian Pasal 73 ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) UU MD3 

Peruhahan Kedua sebagai herikui 

a. I3ahwa t!ndakan upaya pemanggilan paksa merupakan sebuah upaya yang 

secara esensi mengandung perampasan hak pribadi soseorang dan hanya 

dikenal dalarn proses penegakan hukum yang konkretnya adalah hukum pidana 

yang salah satunya lembaga kepolisian mempunyai kewenangan untuk itu di 

samping lembaga penegak hukurn lainnya, niisalnya Kejaksaan dan KPK, 

sedangkan tindakan upaya sandera juga berada dalam iiroses  penegakan hukum 

akan tetapi hampir semuanya herada dalarn ranah hukuni privat, kecuali yang 

herkaitan sandera dengan perintah hakim terhadap saksi atau ahli yang tanpa 

alasan yang sah menolak unluk bersumpah atau herjanji di persidangan [vide 

Pasal 161 ayat (1) KUIIAP] yang kewenangannya hukan pada lembaga 

kepolisian. 

h. Bahwa sebelum ncmpertimbangkan hal tersebut di atas, terlebih dahulu penting 

hagi Mahkamah untuk menjelaskan bahwa apahila clitelusuri lebili cermat, maka 

akan diperoleh fakta rumusan norma Pasal 73 ayat (3), ayat (1), ayat (5), dan 

ayat (6) UU MD3 Peruhahan Kedua merupakan tindak lanjut dari rurnusan 

norma dalam Pasal 73 ayat (1) dan ayat (2) UU MD3 Perubahan Kedua. Oleh 

karena itu memaknai rumusan norma yang ada pada Pasal 73 tersehut harus]ah 

secara kurnulatif yang berarti antara satu ayat dengan ayat yang lainnya 

mcmpunyai hubungan erat dengan konsekuensi Itukum yang saling berkaitan. 

Dengan kata lain bahwa penjabaran yang benisi tentang tekuis dani tata cara 

pemanggi!an seseorang dalam sebuah rapat di DPR sebaga!mana yang 

dikehendaki pada Pasal 73 ayat (1) dan ayat (2) diatur pada ayat (3), ayat (4), 

ayat (5), dan ayat (b) Dari penelusuran tersebut dliemukaii Cukiu ljnIiwu 

ternyata sepanjang rnasih sebatas pemanggilan seseorang untuk rnenghadini 

suatu rapat DPR hal hi masih dalam rangka menjalankan wewenang dan tugas 



DPR, Akan tetapi dalam rumusan Pasal 73 ayat (1) UU MD3 Poruhahan Kedua 

tersebut ildak disebuikan secara togas jenis rapat yang di:naksudkan dalarn 

Pasal a quo, sehingga meriurut Mahkamah tidak jelas identifikasi jenis rapat yang 

berkorelasi dan rolovan atau tidak untuk menghadirkan seseorang dimintai 

keterangannya oleh DPR Oleh karena iLU dapat dirnaknai seolah-olah dalam 

setiap kegiatan rapat, DPR dapat melakukan pomanggilan seseorang. Dalam 

batas penalaran yang wajar tatka!a identifikasi tersebut tidak ditentukan secara 

jelas maka dimungkinkan untuic inemanggil pihak-pihak sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 73 ayal (1) UU MD3 Perubahan Kedua untuk setiap jenis rapat yang 

dilakukan di DPR. 

Bahwa fenornena mi penting dikernukakan karena dari sinilah sehenarnya dapat 

dilakukan penelusuran ta!i-temalinya sejauhmana relevansinya DPR dapat 

monggunakan kewcnangannya dalarn seUap rapal untuk memanggil seseorang 

yang kewonangan itu kemudian dapat disubstilusikan kepada lembaga 

kepolisian, sehingga dapat dijadikan landasan oleh kepolisian untuk 

ditindakianjuti dengan pemanggilan paksa, Iebih-lebih diikuti dengan upaya 

penyanderaan. Terlepas dari soal apakah kewenangari pemanggilan paksa dan 

penyanderaan lersehut herkorelasi atau tidak dengan pelaksanaan kewenangan 

DPR yang membori kemungkinan untuk memanggil setiap orang dalam setiap 

rapal DPR, yang lebih penting bagi Mahkarnah adalah mempertimbangkan 

sejauhrnana kewenangan DPR untuk memauggil setiap orang dafam setlap rapat 

yang di dalanmya nielekat pula kewcnangan pernanggilan paksa dan bahkan 

penyanderaan dirnana kewonangan tersebut disubstitusikan kepada lembaga 

kepolisian. 

l3ahwa dengan mendasarkan pada dosknipsi yang lelali Mahkamah uraikan pada 

pertimbangan sehelumnya, di mana upaya pemanggilan paksa ada!ah sebuah 

proses yang ada dalam penegakan hukum pidana dan telah pula Mahkamah 

tegaskan yaitu di antaranya dalani proses penyidikan dan pemeriksaan 

persidangan, sedangkan upaya sandera juga merupakan proses penegakan 

hukum narnun hampir semuanya berada dalam ranah hukum privat. Kalaupun 

da tindnlmn sandora di dalam ponogakan h,tkim pirlana, hal deniikian hrnga 

saat mi yang sudah pasti ada pada kewenangan hakint untuk rnenyandera saksi 

atau ahli yang nienolak hersumpah atau bcrjanji di hadapan persidangan [vide 

Pasal 161 ayat (1) KIIIIAP1. Fakta ini ncmbuktikan bahwa adalah suht bagi 

Mahkamah untuk menerima argumentaai yang dapat membenarkait hahwa DPR 

dapat rnelakukan pemanggilan paksa terhadap setiap orang dalam rapat apapun. 

Padahal hingga saat mi masih bolum jelas apakah rapat DPR merupakan hagian 

dari proses panegakan hukuni sehingga DPR diheri wewenang untuk melakukan 

panggilan paksa dan penyanderaan sekalipun hal domikian diserahkan kepada 

tembaga kepolisian. Penegasan demikian menjadi pensoalan inendasar 

mengingat DPR adalah lembaga politik, hukan lembaga penegak hukum. Lebih 

taniut Mahkamah mempertimhangkan hahwa sekalipun upaya pemauggitan 

paksa tersehut rcnggunakan kewenangan yang ada pada lembaga kepolisian, 

maka sekati lagi hat ini juga terbantahkan bahwa di samping proves rapal yang 

diselenggarakan DPR bukan bagman clari proses penegakan hukurn, juga karena 

lombaga kepolisian sendini sehagai institusi penegak hukum baru mendapatkan 

kewenangan untuk melakuka a upaya pemanggitan paksa ketika ada lapnran 

untuk adanya penyidikan yang menjadi kewcnangan ash diri lembaga 

kepolis ian, 

l3ahwa sehelum sampai pada kesimputan Mahkamah lentang penitaian 

konslitusionalitas norma Pasat 73 ayat (3), ayat (4), ayal (5), dan ayal (6) UU 

MD3 Perubahan Kedua, sebagaimana yang dipenmasalahkan para Pemohon, 

Mahkamahterlebih dahulu akan niempertirnbangkan ketenangan DPRyang pada 

pokoknya menjelaskan bahwa konteks panggilan paksa dan sandera sudah ada 

sejak tittdang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentanig Majelis Permusyawaratan 

Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutrtya disehul UU 17/2014), sebelum ada 

perubahan yang tidak pernah dilakukan pengujian oleh Mahkamah Konstitusi. 

l3alikan DPR dalam keterangannya juga mcnjelaskan bahwa tenhadap adanya 

ancalnan panggil paksa dan sandera telah ada sejak Undang-Undang Nomon 22 

Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, 

Dewan Perwakitan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah (selanjutnya disebut (JU 22/2003) yang oleh Putusan Mahkamah 

Konslilusi Nomor 014/PUIJ-1/2003 telah dmnyatakan bahwa tindakan paksa 

badan maupun penyanderaan itu tidaktah dilakukan sendini oleh DPR melainkan 

discrahkan kepada mekanisme hukum (due process of law). Kepentingall DPR 
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hanyalah sebatas mengcnai cara agar pihak-pihak yang diperlukan kehadirannya 

dalam rangka pelaksauaan fungsi pengawasan DPR melalui penggunaan hak 

angket dapat benar-benar hadir dalarn persidangan. 

f. Terhadap keterangan DPR tersebut, setelah Mahkamah mencermati Putusan 

Mahkamah Konstitusi Nomor 014/PUU-I/2003, ternyata amar putusannya 

menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima dengan alasan 

bahwa para Pemohon dalam permohonan tersebut tidak mempunyai kedudukan 

hukum (legal standing) dan pertimbangan Mahkamali yang rnenyinggung 

mengenai upaya panggil paksa dan penyanderaan terbatas menjelaskan secara 

tekstual buyi Pasal 30 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) UtJ 22/2003 yang pada 

saat itu norma dari pasai tersebut adalah menegaskan panggilan paksa dan 

penyanderaan dilakukan menurut ketentuan pet undang-undangan yang berlaku. 

Bolch jadi apahila norma pasal yang mengatur Lentang panggilan paksa dan 

penyanderaan tersehut sudah scperti yang ads pads saat ini, dimana telah secara 

rigid mengatur tentang tata cars pemanggilan paksa dan lembaga yang 

berwenang melakukan pemanggilan paksa dan penyanderaan, rnaka akan 

ditemitkan beherapa keridala konstitusional sehagainiana pendapat Mahkamah 

yang telah diuraikan tersehut di atas. Terlebih penekanan pendapat Mahkamah 

dalam Putusan tersehut hahwa panggi!an paksa dan penyanderaan pihak-pihak 

dalam persidangan DPR yang sedang melakulzan fungsi pengawasan dengan hak 

angket. tEal nt jelas berbeda dengan norma PassE 73 ayat (1) IJU MD3 Perubahan 

Kodua yang hakikatnya adalah pematiggilan setiap arang dalam rapat DPR tanpa 

ada ponegasan dalam konteks rapat spa pemanggilan tersebut dilakukan. 

Dengan uraian pertimbangan tersebut di atas Mahkamah tidak sependapat 

dengan argumen keterangan DPR a quo. !3egitu pula dengan keterangan DPR 

lainnya yang menjelaskan bahwa panggilan paksa dan penyanderaan tersebut 

merupakan implementasi kansep hak rnemanggil secara paksa seseorang yang 

dipatidang pertu didongar keterangannya (hak subpoena) yang juga dianut oleh 

lembaga legislatil di beberapa negara sepenti Amenika Serikat dan Selandia Baru, 

di mana dengan alasan ilu menurut DPR hak subpoena dirasa ponting urttuk 

i.ltiullIkL DPR selidgdl IenihiKa legislalli ytig IIIUVVdklll ldkydL unluk weL4kqka11 

upays penyelldikan tertiadap suatu pormasalahan yang berkaitan dengan 

kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang did uga bertentangan 

dengan peraturan perundang-undangan, di niana penyelidikan tersebut hukan 

merupakan penyelidikan dalam ranah proses ponegakan hukum (pro justicia) 

[sic!]. lerhadap argumentasi DPR tersebut Mahkamah berpendapat bahwa hak 

subpoena secara historis hanya diperuntukkait untuk panggilan di depan 

persidangan pengadilan dan itu jelas serta togas dalam korisep penogakan 

hukum. Oleh sebab itu apabita kemudian DPR ingin menggunakan 

kewenangannya untuk memanggil setiap orang tentunya konteksnya hukan 

pads rapat DPII. akan tetapi yang rnasih mempunyai relevansi adalah ketika akan 

menp,gunakan penyelidikan dengan hak angket. Namun dernikian tentang modus 

untuk menghadirkan setiap orarig yang akan dimir.tal keterangan yang dlsertai 

dengan sa nksi-sa nksi, hal tersebut memerlukan kecermatan dan kehati-hatian 

mengingat mekanisme panggilan paksa dan sandera yang dialur dalam Pasal 73 

ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan syat (6) I!!! MD3 Perubahar. Kedus memiliki 

masalahkonstilusionalitas, baik perinasalahan mengenai status jerlis-jetlis rapat 

DPR sebagat forum yang seotah-olah hagian dari proses penegakan hukum 

maupun permasalahan kewenangan kepolisian yang hanya dapat memanggil 

seseorarig sebagai saksi dalam rangka penegakan hukum. Suliinya 

mengidentifikast secana jelas apakah kewenangan panggilan paksa dan sandera 

sehagaimana diatur dalam Pasal 73 ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) UU 

MD3 Peruhahan Kedua adalah kowenangan DPR atau Kepolisiart itulah yang 

menjadi dasar pertimbangan Mahkamah dalam menilai koristItusionalitas Pasal a 

quo. l3ilamana DPR memang menipunyai kewenangan untuk itu, quod non, maka 

terlebih dahulu harus jelas apakah forum rapat Lersebut menjadi bagian 

penegakan hukum atau bukan. Sebab kewenangan DPR unruk melakukan 

ponyelidikan dalam hak angket sekalipun, harus dijernihkan terlcbih dahulu 

apakah hagian dari proses penegakan hukum atau bukan, karena hasit 

penyeltdikan mela!ui hak artgket oleh DPR apahila ditemukan adanya indikasi 

atau dugaan tindak pidana tidak serta-merta dapat ditindakianjuti untuk 

dilakukan penyidikan oleli penegak hukum karena tetap barns dilakukan 

ponyetidikan tenlebih dahulu. Sementara itu apabila kewenangan tersobut 

dilimpatiltnn kepade lembuge Itepolician, rnaks juga akan mprirrhi1kn 

permasalahan barn sebagaimana yang telah dipertimbangkan etch Mahkamah 

sebelumnya, yaitu bahwa kepolisian hanys dapat melakukan panggilan paksa 

PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDAgG-UrD5NG 	 PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN JNDAN-UNDANG 

RADAN KEAI-ILIAN DPR RI 	 128 	 BADAN KEAI-ILIAN DPRRI 	 129 



dalarn tindakan yang borkaitan dengan prosos penegakan hukurn dan 

morupakan bagian dad kcwenangannya yang secara genuine mernang kepolisian 

sedang melakukan proses penegakan hukum, hukan dalam konteks menerima 

kewenangan yang dilimpahkan dari lemhaga lain yaitu DPR. Terlebih 

kewenangan kepolisian dalam tindakan penyanderaan, yang menurul 

Mahkarnah hingga saat mi helum rnendapatkan rujukan dasar kewenangan 

kepolisian untuk dapat nelakukan pcnyandcraan dalam proses periegakan 

hukum. 

Terhadap kekhawatiran Dl'R sebagaimana yang diuraikan dalam persidangan 

bahwa fungsi pcnpawasan adalah fungsi yang mendukung fungsi anggaran dan 

lungal legislasi, yang dengan demikian diperlukan kesempatan yang terhuka bagi 

DPR untuk berintcraksi dengan rakyat sehingga Pasal a quo diperlukan sebagai 

penyeimbang untuk melawan ahsolutisme kekuasaan (eksekutif) yaitu dengan 

selalu melakukan pengawasan terhadap pemerinlah serta Pasal ini penting 

niemberi penguatan kepada lembaga Paricinen di tengah ponguatan sistem 

presideisial akan tetapi sclania ini lemhaga alan orang yang dipinggil tidak 

meoghadiri panggilan DPR tersebut, nenurut Mahkamah kekhawatiran tersehul 

dapat dieliminir dengan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam setiap 

proses di DPR. Seandainya memang terdapat lenbaga atau perorangan yang 

dengan itikad tidak haik, atau dengan sengaja tidak mendukung panggilan DPR 

dan hal tersehut terkategori sehagai perbuatan melanggar hukum, maka tidak 

terdapat hambatari apapun hagi DPR untuk melakukan langkah hikum sesuai 

dengan mekanisme hukum yang benlaku. 

Mahkamah berpendapat kewenangan DPR tnieminta bantuan kepolisian untuk 

memanggil paksa setiap orang dan nielakukan penyanderaan semakin jelas 

memuliki persoalan konstitusionalitas, sehingga kekhawatiran yang berujung 

pada rasa takut setiap orang akan berlakunya norma Pasal 73 ayat (3), ayal (4), 

ayat (5), dan ayat (6) UU MD3 Peruhahan Kedua yang dapat menjauhkan 

hubungan kemitraan secara horizontal antara DPR dengan rakyat sebagai 

konstituennya dapat nenjadi kenyataan. Oleh karena itu lebih jauh apabila hal 

ini riihhuungkr donpnn nialil para Pernhnn cehagairnana terurai dalam 

pernohonan a quo, maka nenurut Mahkamah permohonan para Pemohon 

niengenai inkonstiiusiorialitas Pasal 73 ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) 

PU MD3 Perubalian Kedua beralasan menurut hukun,. 

2. Pasal 122 huruf 1 

Baliwa dalam Putusan Nomor 16/PIJU-XVI/2018, MM memberikan pertimbangan 

hukurn terhadap pengujian Pasal 122 hurul I UU MD3 Perubahan Kedua sebagai 

ben ku t: 

a. Bahwa terkat dengan institusi MMD yang diberi tugas untuk "nengambil 

langkah hukun dan/atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok 

orang, atau hadan hukum", ial demikian harus ditimbang dengan menjelaskan 

posisi atau sekaligus kedudukan MM!) sebagal salah satu alat kelengkapan DPR. 

Dalam hal in!, Mahkamah ncmpertimbangkan sebagai berikut: 

I) 1]aliwa sesuai dengan kotentuan Pasal 119 PU MD3 Peruhahan Media, MMD 

norupakan salah satu alat kclengkapan DPR yang bersifat total ,  dan 

dibentuk untuk tujuan lnenjlgJ certa menegakkan kehonmatan dan 

keluhuran martahat DPR sebagai Iernhaga pirwakilan. Secara universal, 

misalnya The Global Organization of Parliamentarians Against Corruption 

(GOPAC) menyatakan kode etik lembaga perwakilan atau lembaga legislatif 

adalah dnkumen formal yang nengatur perilaku legislator dengan 

monetapkan apa yang dianggap sehagai perilaku yang dapat diterima dan 

apa yang tidak. Dengan kata lain, mi dimaksudkan untuk menipromosikan 

hudaya politik yang sangat nienekankari pada kepatutan, kebenaran, 

transparansi, dan kejujuran perilaku anggota parlemen. Namuri, kode etik 

tidak dimaksudkan untuk menciptakan perilaku mi dengan sendininya. 

Sesuai dengan tujuan tersehut dan dikailkan clengan Pasal 119 UP MD3 

Porubahan Kedua, dalam hatas penalaran yang wajar, lebih tepat untuk 

dikatakan hahwa pembentukan dan keberadaan alat kelengkapan DPR yang 

bernama MMD adalah merupakan lembaga untuk menegakkan standar 

penilaku/etik bag! anggota DPR. 

2) Serara rboktriner dan sistematis, penyusunan norma dalam Pasal 122 PU 

17/2014, mulai dari tuuan sampal dongan petubentukau ItisLiLusi penegak 

etik dinilai telah memenuhi satu kesatuan perigaturan. Namun ketika Uti 
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17/2014 diubah menjadi Uli MD3 Perubahan Kedua, ruang lingkup tugas 

MKD untuk menjaga kehormatan dan keluhuran martabal DPR diperluas 

sehingga mencakup tugas mengambil langkah liukum dan langkah Iairinya 

terhadap orang perorangan dan badan hukurn di Liar DPR. 

Bahwa perluasan ruang lingkup tugas MKD sehagai atat kelengkapao DPR 

merupakan kehijakan hukum yang tidak sejalan dengan konsep MKD sehagai 

lembaga penjaga dan penegak kode etik. Prolesi atau pekerjaan mana pun 

yang mengatur standar kode etik tertentu, maka institusi yang diberi tugas 

menjaga dan menegakan etika dalam profesi/pekerjaan tersebut hanya 

memiliki kewenangan untuk menjaga etilca dan perilakti anggota dan 

menegakkannya terhadap anggota yang melanggar kode etik. Dengan 

demikian, lembaga penegak kode clik yang dibentuk oleh suatu organisasi 

tidak dapat ditarik keluar menjangkau rihak lain. Lembaga penegak etik 

tetap dibatasi uniuk bekerja terhadap anggota- anggotanya sendiri untuk 

meniaga hatas demarkasi dan sekaligus untuk menjaga kepastian liukum 

scbagai tembaga penjaga sulk internal organisasi. 

liahwa dalarn praktik ketatanegaraan Indonesia, profesi dan lemhaga-

lembaga yang mengadopsi sistem etika profesi, lingkup tugas lembaga 

penegak etikanya hanya mencakup internal penyandang profesi. Etika 

prolesi hakim misalnya, hanya ditcrapkan dan bertaku bagi hakim, etika 

profesi ad'nkat juga hanya berlaku dan diterapkan bagi advokat. Begitu juga 

dengan profesi lainnya, etika yang disepakati hanya berlaku secara internal 

masing-masing profesi itu saja. Adapun pihak eksternal sama sekati tidak 

terikat dan tidak dapat diLUntUt berdasarkan norma etika oleh tembaga yang 

dibentuk untuk menegakkan kemungkinan terjadinya pelanggaran etik 

dalam organisasi profesi yang bersangkutan. 

Bahwa adanya pembatasan ruang tingkup tugas lembaga penjaga dan 

penegak etika profesi adatah untuk memastikan bahwa tugas-tugas lembaga 

tersebut tidak berbenturan dengan tugastugas Lembaga lainnya dalam 

penegakan hukum. Dalam konteks irsi, bitainana terdapat pihak- pihak lain di 

lilar priyanr1an profoci i - rtPntii yang diangap menisak kehormatan arail 

keluhuran profesi atau pekerjaan lertentu, maka terhadapnya tidak berlaku 

ketentuan etika yang menjadi kewenangari tembaga penegakan kode etik 

untuk menjalankannya, melainkan menjadi tugas lembaga penegak hukum 

menindaklanjitiinya. Apahila tugas lembaga penjaga dan penegakan 

kehormatan lembaga Lersebut di pen uas hi ngga mencakup o rang perorangan 

atau badan hukum yang berada di luar institusi tersehut, hat itu akan 

menyebabkan terjadinya tumpang tindih pemberlakuan norma dan tumpang 

tindih lembaga yang herwenang untuic mcnegakkannya. Sebab, dengan 

rumusan sebagaimana tentuang dalam Pasal 122 huruf I UU MD3 Perubahan 

Kedua frasa "mengambil langtcah hukurn dan/atau langkah lain ..." dapat 

ditafsirkan bahwa MMD melakukan langkah hukum terhadap pihak eksternat 

yang dianggap merendahkan kehormatan DPR dan anggota DPR, sehingga 

seotah-olah rnengambil atih kewenangan penegak hukurn. Penafsiran 

demikian bukan hanya telah ketuar dari hakikat MMD sehagai tembaga 

penegak etik yang ilitujukan hagi anggota DPR, tetapi juga menimbulkan 

pernatiaman MMD menjadi lemhaga penegak hukum itu sendiri. 

h. Bahwa melalui Pasal 122 huruf I UU MD3 Peruhahan Kedua, kepada MMD 

diserahi tugas untuk mengambil langkah hitkum dan/atau langkah lainnya 

terhadap orang perorangan, Icetompok oranp, atau badan hukum yang dinilai 

merendahkan martabat DPI1 dan anggota DPR. Terhadap hal mi Mahkamah 

mnmpentimbangkan sehagai herikut: 

1) Bahwa sejalan dengan kedudukan MMD sebagai tembaga internal DPR yang 

dibeniuk untuk menjaga dan menegakkan Iceluliuran martabat DPR sebagai 

tembaga perwakilan, MMD hukanlah alai kelengkapan yang dimaksudkan 

sebagai tameng DPR untuk mengamhil langlcah hukurn terhadap orang 

perorangan yang dlnilai ielah merendahkan mantabat DPR aiau .anggota 

DPR. Sekali lagi pertu ditegaskan bahwa MMD adalah tembaga penegak etilc 

terhadap anggota DPR. Dengan menempatkan MKD sebagai alat kelengkapan 

yang akan mengambit langkah hukum terhadap orang perorangan atas 

tindakan yang dinilai merendahkan martabai DPR, maka hal itu tidak lagi 

sesuai atau sejalan dengan kedudukan MKI) sebagai penjaga dan penegatc 

etika tcehormatan dan Iceluhuran niartabat DPR. Sebab, hakilcat sebuah 

lembaga penjaga martabat dan kehormatan atau tembaga euk institusi 

lembaga perwatcitan buh-anlah untuk pi hak eksiernal, melainkan untuk 
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menjaga kehormatan institusi dari ancaman kerusakan internal. Dengan kata 

lain, fungsi MKD hanya terhatas pada wilayah penegakan etik dan tidak 

dapat dicampur- aduk dengan fungsi penegaken hukurn, sehab bilarnana 

DPR dan anggota DPR merasa direndahkan kehormatannya dan hendak 

rnengambil langkah hukum maka secara personal atau kelembagaan 

tersebutlali yang secara genuine mcrnpunyai liak untuk mengambil langkah 

hukum, rnisalnya dengan melaporkan kepada penegak hukurn dan/atau 

rnengaj ukan g ugatan secara keperdataa n. 

Bahwa rtintuh atau rusaknya martabat dan kehormatan suatu institusi 

sangat rnungldn disehabkan oleh Iaktnr internal maupun eksternal, Segala 

perhuatan/tindakan yang bertujuan untuk merusak rnartabat dan 

kehormatan suatu institusi dari pihak luar sesungguhnya telah tersedia 

norma hukum berikut mekanisme penegakannya, sedangkan untuk 

mengantisipasi kerusakan yang muncul dari internal, hal mush yang 

memhutuhkan peran insutusi internal yang dihentuk unluk ilu. Dalani 

konieks i, MMD sebagai salah satu alat kelengkapar. DPR adalah dihentuk 

dengan tujuan pokoknya ruenjaga raitabt dan kehormatan DPR yang 

disebabkan dari internal DPR. 01db karora itu, penambahan tugas MMD 

hingga dapat mengambul Langkah hukum bagi pihak di luar anggota DPR dan 

pihak di luar sisLem pendukung DPR yang dinilai telali merendahkan 

martabat DPR jelas tidak sesuai dengan fungsi pokok MMD sebagai penjaga 

dan penegak etik DPR dan anggota DPR. Selain itu, penambahan tugas MMD 

yang demikian dapat rnenimbulkari rasa takut bagi masyarakat untuk 

berpartisipasi dalam Lurut senta mencegah terjadiriya pelanggaran kode etik 

yang dilakukan oleh anggota DPR. 

Bahwa lebih jauh, pemberian Lugas untuk mengambil langkahlangkah 

hukum/la ngkah lai nnya pada MMD dapat menimbulkan keti dakpastian 

hukuni bagi anggota DPP, untuk menempuh upaya serupa apabila yang 

bersangkutan merasa dan menilal martabat dinmnya telah dilanggar oleh 

pihak luar atau pihak eksiernal. Dalam hat ini, togas yang diherikan kepada 

MMD molalui Pl 122 hurof I till Mfl 	Ppn,;hahan Kpdi;s dapar 

menimbulkan dua kemungkinan, yaitu pertama, tugas MMI) tersebut 

nienyebabkan setiap tindakan yang merendahkan martabat DPR hanya 

clapat diproses mela!ui langkah-langkah yang diarnbil MMD, sementara 

anggota DPR yang bersangkutan, karena jabatan yang diembannya seolah-

olah kehila ngan kesem 'alan u ntuk menernpu Ii langkah secara peroranga n; 

kedua, tugas MMD dalam Pasal 122 huruf I IJU MD3 Peruhahan Medua 

rnenyebahkan terjadinya dualisme, di mana pada satu sisi, seni -ang anggota 

DPR menjadi sangat tergantung dari upaya yang dilakukan MMD, sementara 

di sisi lain, karena proses politik di internal, anggota DPR yang merasa 

dirugikan oleh tindakan yang dinilai nierugikan mantabatnya sebagai 

anggota D PR kehilangan kesenipatan melakuka n upaya, termasuk 

mengambil langkah hukum, karena misalnya proses polutik di DPR yang 

tidak berpihak pada anggota yang merasa dirugikan ter.sehut. 'I'crbukanya 

dua kemungkinan dalam implementasi Pasal 122 liuruf I UU MD3 Perubahan 

Medua, pada satu sisi, nienunjukkan bahwa pembenian tugas kopada MMD 

dalam norma tersehut justru menimbulkan masalah tersendiri hagi anggOta 

DPR karena seolali-olali menjadi keltilangan kemandirian untiik dapat 

mengambil langkah hukum maupun tidak terhadap tindakan yang dinilai 

merendahkan martabat nereka sebagai anggota DPR. Sementara di sisi lain, 

norma dalam pasal a quo potensial menimbulkan rasa takut bagi masyarakat 

untuk ikut berpartisupasi dalani mengawasi perilaku anggota DPR. 

ltaliwa sementara itu, dari konstnuksi perumusan norma, apahila SUSIu 

perbuatan hendak diatur sebagai perbuatan yang dilarang dan ierhadapnya 

dapat dikenakan sanksl hukum, maka norma hukum yang mengatur 

perbuatan tersebul harus momenuhi syarat kcjelasani rumusan atau sesuai 

dengan prinsip lox stricta dan mx carLa. Dalani anti, harus lelas dan Lidak 

multitafsir. Metika suatu jenk atau hentuk perbuatan tertentu hendak 

dilarang dan disentai ancaman sanksi hukum, maka bentuk pet'buatan itu 

harus jelas dan tidak membuka nuang untuk ditafsirkan secana beragam 

sesuai kehendak pihaic-pihak yang akan rnenenapkan atau menggunakannya 

terutama jika rnenimhulttan konsekuensi pidana. 

Bahwa dengan menelaah secara seksama rumusan Pasal 122 hunufl UU MD3 

Perubahan Medua, khususnya frasa "menendahkan kehormatan DPR dan 

anggota DPR', hal itu dirumuskan dengan norms yang sangat umum, tidak 

jelas dan multitafsir. Frasa "merendahkan kehormatan' sangat fleksibel 
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untuk dimaknai dalam bentuk apapun. l3ahkan hila ditelisik rumusan norma 

tersebut, tidak terdapat penjelasan yang memberikan ukuran dan batasan 

mengenai iliwal apa saja dari perhuatan atau perkataan yang dapat 

dikategorikan sebaga I tclah merendahka n kehorrnatan DPR. 

!3ahwa rnultitafsirnya rurnusan noma tersebut dapal menjadi lehih 

merugikan bagi pihak cksternal jika disertai penafsiran yang terkait dengan 

fungsi penindakan yang dimiliki oleh MKD sebagaimana diatur dalam Pasal 

121A huruf h UU MD3 Perubahari Kedua. Maksudnya, fungsi penindakan 

dalam pasal a quo yang sesungguhnya ditujukan terhadap anggota DPR yang 

melanggar etik poten.sial untuk ditafsirkan juga benlaku bagi piak luar yang 

dinilai merendahkan martahat dan kehormatan DPR atau anggota DPR. 

Dengan kala lain, hal demikian akan niembuka ruang terjadinya 

kcsewenang.wenangan dalam penegakannya. MKD akan dengan leluasa 

menafsirkan perbuatan dan perkataan apa saja yang dinilal sebagal telah 

merendahkan martahat DPR dan anggnta DPR. sehingga dapat rnengancam 

hak konstitusional warga negara untuk menyampaikan knitik, pendapat, dan 

aspirasinya kepada DPR sebagal lembaga perwakilan. Adanya penafsiran 

yang mengandung polensi ancaman clemikian hertentangan dengan hak 

setiap warga negara untuk mendapatkan kepastian hukum clari seliap 

regulasi yang diberlakukan bagi mereka dalam berliubungan dengan DPI1. 

l3ahwa persoalan konstitusional lain yang tidak kalah mendasarnya dalam 

perumusan Pasal 122 huruf I UP MD3 Peruhahan Kedua adalah berkaitan 

dengan frasa "mengambil langkah liukum". Apakah dengan frasa tersebut 

berarti MKD akan melakukan langkah hukum dengan menindakiarijuti 

sendiri semua tindakan atau ucapan masyarakat yang dinilai merendahkan 

martabat anggota DPR dan instftusi DPR, atau MKD akan melaporkan kepada 

institusi penegak hukum. Secara norniatif, tidak terdapat penjelasan yang 

pasti herkenaan dengan hal mi, dan bahkan Penjelasan Pasal 122 PU MD3 

Perubahan Kedua yang seharusnya dapat dijadikan pegangan sebagal 

penafsiran otentik pembentuk undang•undang hanya menyatakan "Cukup 

Iplas". Dalam hal ini. sekalipun DPR dalm keterangan vane nada nokoknva 

rnenyatakan hahwa frasa "mengambil langkah Itukum" tersebut mengarah 

kepada fungsi hukum pidana yang dilaksanakan oleh penegak hukum, 

namun penjelasan demikian tidak cukup kual karena secara normatif tidak 

ditemukan dalam penjelasan undang-undang sebagal penafsiran otentik 

pembentuk undang-undang. Bahkan, dalam pembahasan perumusan norma 

a quo yang sehagian risalahnya dilampirkan nleh DPR kepada Mahkamah 

pun tidak ditemukan adanya keterangan yang .secara eksplisit menyatakan 

bahwa frasa "rnengamhil langkah hukum" tersehut adalah mengarah kepada 

fungsi hukum pidana yang dila]csanakan oleh per.egak hukum. 

0) Bahwa makea dari Pasal 122 huruf 1 liP MD3 Perubahan Kedua tersebut 

dapat menimbulkan ketidakpaslian hukurn karena rumusan norma demikian 

dapat dipaliami bahwa MKD dapat menjadi sebuah lembaga yang mengambil 

alih fungsi- fungsi penogakan hukum yang hukan menjadi domain lembaga 

MKD sehingga dikhawatirkan tenjadi penyelundupan fungsi penegakan 

hukum sebagaimana yang terjadi terhadap Pasal 73 ayat (3), ayat (4), ayat 

(5), dan ayat (6) tIP MDI Perubahan Rcdua yang telah dipertimhangkan 

sehelumnya. Terlehih lagi, apahila dicenmati konstruksi rumusan norma 

Pasal 122 huruf I PU MD3 Perubahan Kedua tersebut lebih mengedepankan 

langkah hukum danipada Iangkah lain. Dengan dernikian, secana sisternatis, 

seolah-olah langkah lain tersebut justru menjadi pilihan terakhir apabila 

Iangkali hukum tidak dapat dilakukan atau menemui kendala. 

c. liahwa selain alasan-alasan hukuin yang didasarkan pada unsurunsun rumusan 

norma Pasal 122 huruf I PU MD3 Perubahan Kedua, perubahan Pasal 122 UU 

MD3 Perubahan Kedua dat'i rumusan yang terdapat dalam Pasal 122 PU 

17/2014 menjadi rumusan dalani Pasal 122 PU MD3 Peruhalian Kedua tidak 

saja menggeser peranl MKD dari awalnya schagai lembaga penegak etik internal 

menjadi jugs mencakup pihak eksternal, rnelainkan juga telah inenyobabkan 

bergesernya subjek utama yang diatur sebagai pihak yang bertindaksebagai 

pclanggar etils DPR yang menyebabkan kehormatan DPR menjadi berkurang, 

yaitu anggotaanggota DPR. Dalam hal mi, Pasal 122 UP MD3 Perubahan Kodita 

secana keseluruhan tidak lagi menjadikan anggota DPR sebagai subjek utama 

yang diatur, melainkan juga metnasukkan pihak-pihak di luar DPR yang sama 

sekali tidak dapal dituntut oleh institusi yang kehoradaan dan kedudukannya 

hanya untuk melaksanakan fungsi-Fungsi DPR sohagaimana diatur dalam UUD 

1945. Iiahkan, norma tersehut menempatkan orang peronangan atau badan 
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hukum sebagai pihak yang dianggap juga dapal ikut rnerendahkan kehormatan 

dan martabat DPR. Padahal, sesuai Pasal 125 UU MD3 Perubahan Kedua, 

perorangan dan badan hukuin adalah subjek hukurn yang ikut membantu MKD 

dalarn menjaga kehormatan DPR rnelalui pengaduan yang disampaikan kepada 

MKD. Dengan dernikian, pergeseran peran MKD melalui perubahan Pasal 122 

hurul 1 UU MD3 Peruhahan Kedua justru menimbulkan ketidaksinkronan 

anLarnorma UU MD3 Peruhahan Kedua, khusus materi muatan terkait MKD 

sehingga bertentangan dengan UUD 1945. Oleh karena itu, apabila hal demikian 

dihuhungkan dengan schagian yang dikernukakari oleh para Pernohon 

sehagairnana diuraikan dalarn permohonan a quo, menurut Mahkarnah 

permohonan para Pernohon mengenal irtkonstitusionalitas Pasal 122 hurul 1 UU 

MD3 Perubahan Kedua heralasan menurut hukurn. 

3. Pasal 245 ayat (1) 

Bahwa dalarn Putusan Nornor 16/PU1JXVI/2018. Ml( memberikan pertimbangan 

hukurn terhadap pengujian Pasal 245 ayat (1) UIJ MD3 Perubahan Kedua sebagai 

herikut: 

jika dihubungkan dengan Pasal 245 ayat (1) IJU MD3 Perubahan Kedua, logika 

yang sacara urnurn terkandung dalarn rumusan Pasal 224 UU MD3 Perubahan 

Kcdua adalah hahwa hak irnunitas seorang ariggota DPR, schagairnana dtrnaksud 

dalarn Pasal 20A ayat (3) UUD 1945, benar-benar dijamin secara kuat. Selama 

perrtyataan, pertanyaa ii, pendapat, sikap, tindaka a, atau kegiatan s eorang 

anggota DPR herkait dengan fungsi seria wewenang dan tugas DPR atau sernata-

mata merupakan hak dan kewenangan konstitusional DPR dan/alau anggota 

DPR, maka oleh undang-undeng a quo hal itu bukart hanya dlkesarnpingkan dan 

kemungkinan lahirnya tuntutan hukurn tetapi juga dikesarnpingkan dan 

kern ungki nan pergantian antarwaktu. Pertanyaa nnya kernudian, jika hak 

imunitas anggota DPR telah dijamin sedernikian kuat dalam undang-undang a 

quo, sebagairnana tampak dari analisis terhadap Pasal 224 UU MD3 Perubahan 

Kcdua di atas, apakah rnasih dibutuhkan keberadaan Pasal 245 ayat 11) tiLl ML)3 

Perubahan Medua. 

liahwa Pasal 245 ayat (1) (lii MD3 Perubahan Kedua adalah perubahan dan  

Pasal 245 ayat (1) Undang-Undang sebelurnnya. yaitu UU 17/2014, yang 

menyatakan, "Pernanggilan dan perinlntaan kelerattgaii WiLuk ptnyidikan 

terhadap anggota DPR yang diduga melakukan tinclak pidana harus rnendapat 

persetujuan tertulis dari Mahkarnah Kehormatan Dewan." Terhadap Pasal 245 

ayat (1) UU 17/2014 tersebut telah dirnohonkan pengujian konstftusionalitasnya 

kepada Malikarnah Konctitusi dan Mahkarnah Konstitusi telah menyatakan 

pendiriannya sehagairnana Lertuang dalarn Pittusan Mahkarnah Konstitusi 

Nornor 76/PU1J-X1l/2014. Meskipun dalarn Putusan tersebut Mahkamah 

tnenegaskan penitingnya perlindungan liukurn yang mernadat dan proponsional 

bagi anggota DPR dalans rnelaksanakan hak-hak konstitusionalnya, yaltu 

perlunya persetujuan teritilis Presiden, hukan persetujuan teniulis Mahkarnah 

Kehormatan Dewan, dalain hal seorang anggota DPR dipauggil dan dirnintal 

kelerangan herkait dengan SUatu tindak pidana. 

l3erdasarkan pertirnbangar. hukurn Putusan Mahkarnah Konstitusi Nomor 

76/PUU-Xl1/2014 tersehut heherapa hal panting telah menjadi jelas, di 

antaranya: 

Pentama, bahwa dalarn melaksanakan hak-hak konstitusionalnya sehagai 

anggota DPR atau dalarn rnelaksanakan Fungsi-fungsi konstitusional 

kelenihagaan DPR, anggota DPR tidak boleh dikrirninalkan dan karena iLu 

dibutuhkan penlindungan hukuni yang mernadat dan proporsional; 

Kedua, bahwa perwuludan perlindungan hukum yang rnemadai dan 

proporsional itLI ialah dalarn hal seorang anggota DPR akan dipanggil dan 

dirnintai ketenangan dalani nangka penyidikan karena dugaan melakukan 

tindak pidana maka dihutuhkan persetujuan tentulis d2ri Prcsiden; 

Ketiga. bahwa Mahkarnah 1(ehorrnatan Dewan (MKD) tidak ada relevansinya 

dan tidak tepat dilibatkan dalarn berttuk pembenian persetujuan tertulis 

terlebih dahulu dalani hal seorang anggota DPR dipanggil dan dirnintai 

keterangan dalarn rangka penyidikan karena dugaan melakukan tindak 

pidana karena MKI) adalah lembaga etik yang keanggotaannya herasal dan 

dan oleh anggota DPR sehingga ada konflik kepentingan; 

Kernp?, c.'nara a rant ranin. syarat persetuivan tentulis dart Presiden hanya 

berlaku atau dibutuhkan Jika seorang anggota DPR dlpanggil dan dirnintai 

k'eterangan dalarn rangka penyidikan jika yang bersangkutan diduga 
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melakukan suatu tindak pidana, sehingga lerhadap hal-hal lain di luar itu 

tid.ak dibutuhkn per3ctujun tertulis dari Prcidn. 

Bahwa substansi dan pengertian yang terkandung dalam Pasal 245 ayat (1) UU 

MD3 Perubahan Kedua sangal berbeda dengan Pasa! 245 ayat (1) UU 17/2014 

sehagaimana telah diputus konstitusionalitasnya berdasarkan Putusan 

Mahkamah Konstitusi Nomor 76/PUUX!l/2014 di alas. 

Bahwa secara kontekstual, maksud pembentuk undang-undang merumuskan 

norma sebagaimana termuat dalam Pasal 215 (111 M93 Perubahan Kedua adalah 

dalarn konteks pementihan hak imunilas anggota DPR sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 20A ayat (3) UUD 1945. Dalarn kaitan ini, meskipun secara tersirat 

telah disinggung dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi 

Nomor 76/PUU-Xll/2014, penting ditegaskan haliwa pemberian hak imunitas 

terhadap anggota DPR sehagai hak konstitusional hukanlah dirnaksudkan 

melindungi anggota DPR yang melakukan tindak pidana dan membebaskannya 

dari tuntutan pidana molairikan scmata-mata agar anggota DPR dalam 

melaksanakan hak, fungsi, maupun tugas konstitusionalnya tidak mudah 

dikriminalkan. Namun, dengan rumusan yang tertuang dalam Pasal 245 UU MD3 

Perubahan Kedua yang mengandung substansi dan pengertian sebagaimana 

diuraikart pads angka 3 di atas, pembenian hak irnunitas scbagai hak 

konstitusiorial anggota DPR menjadi keluar dari filosofl dan hakikatnya sehab 

dengan rumusan demikian berarti: 

hak imunilas tersehut juga mencakup atau benlalcu terhadap bukan hanya 

jika seorang anggota DPR dipanggil dan di minlai keterangan dalam kersngka 

proses penyidikan sebagai tersangka sualu tindak pidana melainkan juga 

tatkala seorang anggota DPR dipanggil dan dirninta keterangan untuk hal 

yang lainnya; 

hak imunitas tersebut bukan hanya benlaku untuk proses penyidikan 

melainkan unLuk semua proses dalarn sistem peradilan pidana; 

hak imunitas itu diejawantahkan bukan terutama oleh diharuskannya 

persetujuan tertulis dari Presiden tenlebih dahulu untuk dapat memanggil 

dan meminta keterangan seorang anggota DPR (meski hanya sekadar 

sebagai saksi) dalam suatu tindak pidana melainkan diejawantahkan oleh 

keharusan adanya pertimbangan MKD. Dengan kats lain, tanpa adanya 

pertimbangan MKD, persetujuan tertulis dari Presiden lidak dapat 

dikeluarkan, 

f. Konstruksi pengertian yang terbangun dari penafsiran tekstual terhadap Pasa! 

245 ayat (1) UU MD3 Perubahan Kcdua tersebut bukan hanya Lelah 

bertentangan dengan dasar pemikiran yang melandasinya, yakni sehagai 

pengejawantahan hak irnunitas anggota DPR yang diturunkan dari Pasal 20A 

ayat (3) UUI) 1945, melainkan juga: 

herrentangan dengan fungsi MI(D, sebagaimaria diatur dalam Pasal 121A 

IJU MD3 Perubahan l<oLlua ynnp. sama scicali tid -ak ada menyiratkan adanya 

fungsi demikian. 

bertentangan dengan tugas MKD, sebagairnana diatur dalam Pass! 122 UU 

MDI Peruhahan Kedua yang sama sekali tidak menyebutkan adanya togas 

ci em ikia n rn es ki pun hanya seca ra i in p1 isi t. 

herrentangan dengan kewenangan MKD, sehagaimana diatur dalam Pasal 

122A UU MD3 Peruhahan Kedu yang jugs sarna sekali tidak menychutkan 

adsnya kewenangan demikian meskipun hanya secara implisit. 

g. Dengan konstruksi rumusan norma sebagaimana tentuang dalam Pass! 245 ayat 

(1) UU MD3 Perubahan Kedua, telah terang bagi Mahkamah baliwa Pass! 215 

ayat (1) liii MD3 Peruhahan Kedua berteniangan dengan UUD 1945 karena 

kontradiklif dengan lilosoli dan hakikat penihenian hak irnunitas anggota DPR 

yang secara kontekstual seharusnva menjadi dasar peniikiran Stall latar 

belakang pembentukan MKI). 

Ii. Meskipun Mahkamah seperdapat dengan pars Pemohon sehingga permohonan 

para Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian yaitu hahwa norma 

yang terkandung dalam Pasal 215 syst (1) liii MD3 Peruhahan Kedua 

bertentangan dengan fflJD 1945 secara hersyanat, tetapi Mahkamah memiliki 

pendapat dan pertimbangan sendiri selain apa yang menjadi argumentasi dalam 

sebagian posita dan sebagian petitum permohonan para Pemohon namun 

densikian menurut Mahkamah hal tersebut sejalan dengan semangat atau 

hakilcat yang dimohonkan oleh pans Pemohon yang esensinya adalah bahwa 

syarat adanya pentimbangan MKD Lenlebih dahulu untuk mernsnggil anggota 

DPR dapat menjadi penghambat balikan meniadakan syarat adanya pensetujuan 

tertulis dari Presiden sesusi dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 
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76/PUU-XI1/2014, setiingga Lerhadap persoalan inkonslitusionalitas norma 

Pasal 245 ayat (1) UU MD3 Perubahan Kedua, Mahkamah akan menjatuhkan 

putusan yang dipandang lebib tepat sebagaimana termuat dalam amar putusan 

in'. 
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PASAL/AYAT YANG DIBATALKAN 
MELALUI PUTUSAN MK 

UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2004 
TENTANG 

LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN 

PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-IJNDANG 
BADAN KEAHLLAN DPR RI 



RATA PENGANTAR 

DPR RI memiliki 3 (tiga) fungsi utan 

sebagaimarra amanat Pasal 20A avat (1) 111Th 

Tahun 1945 yaitu fungsi IegLslasl fur p I 

anggaran dan fungcr pengawasan sehip 

epresentasi ralcyat dan juga untuk mendukur r 

upaya Pemeiintah dalam melaksanakan poirirl 

luar negeri. Salah satu fungsi pengawasan ycup . 

dilakukan DPR RI adalah melakukan pcmant:auarr 	 A -  

dan peninjauan terhadap undang.undang. 	 I 
Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undanf 44 

Urdang di Badan Keahlian DPR RI memberikan 	 I 
dukungan keahlian kepada DPR RI dalam 

menjalankan fungsi pengawasan tersebut dengan mer -nantau dan menginventarisir 

Putusan-Putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan pasal/ayat dalam undang-

undang bertentangan dcrngan UIJD Tahun 1945. 

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lemhaga Penjamin Simpanan (UU 

UPS) yang menjadi Iandasan hukum atas penvelenggaraan kalembagaan penjamin 

simpanan telah dilakukani uji materill rich Mahkamah Konstitusi. Satu pasal dalam UU 

LPS telah dinyatakan burteniangan dengan UUD Tahun 1945 dan tidak mempunyai 

kekuatari hukum mengilcat oleh Putusan Mahkamah Konstitusi. 

Dokumen ini rncrargkum pasal/ayat dalarn UU LPS yang dinyatakan bertentangan 

dengan IJUD Tahun 1945, baik dinyatakan inkonstitusional maupun konstitusional 

bersyaral, yang kemudian ditampilkan bersaura dengan undang-undang asiinya. 

Dokumen mi terdiri dari pembukaan undang-Undan& batang tubuh undang-undang 

informasi undarig-undang yang melaksanakan Putusan Mahkansah Konstitusi terkait, 

dan disentai lampiran yang berisi pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi atas 

pasal/ayat yang dibatalkar. 

Harapan kami dengan adanya dokumen mm dapat membenikan masukan untuk 

penyusunan Program Legislasi Nasional kepada anggota DPR RI pada khususnya, serta 

dapat memberikan inlormasi hukum kepada masyarakat pada umumnya, 

Kepala Pusat 

Pemarrtauan Pelaksanaan Undang-lJndang, 

Rucli Rochmansyah, SB.. Mi-I. 
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UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 24 TAHUN 2004 

TENTANG 

I.EM BAGA PENJAMIN SIMPANAN 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAFIA ESA 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

Menimbang a, bahwa untuk menunjang terwujudnya perekonomian nasional 
yang stahil clan tangguh, diperiikan suatu sistem perbankan yang 
schat clan sibil; 

b. bahwa untuk mendukung sistem perbankan yang sehat dan stabil 
diperlukan penyempurnaan tcrhadap program penjaminan 
sinipanan nasabah hank; 

c, bahwa dalam rangka melaksanakan program penjaminanterhadap 
simpanan nasahah bank tersehut perlu dibentuk suatu lembaga 
yang incicpLnden yang diberi tugas dan wewenang untuk 
mclaksanakan program diniaksud; 

d. bahwa berdasarkan perdmhangan sebagaimana dimaksud dalarn 
huruf a, huruf h, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang 
tentang Lembaga Perijamin Simpanan; 

Mengingat 	1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 23, dan Pasal 33 Undang- 
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perhankan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3472), sehagaimana telah 
diubah dengan tJndang-Undang Nomor 10 Taliun 1998 (Lembaran 
Negara Rcpuhlik indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan 
Leniharan Negara Nomor 3790); 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia 
(Leniharan Negara Repuhlik Indancsia Tahun 1999 Nomor 66, 

Tambahan Lcmbaran Negara Nomor 3843) schagaimana telah 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tanihahan 
Lemharan Negara Nomor 4357); 
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang I<cuangan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, 
Tambahan Lembaran Negara Noniar 4287); 
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbcnclaharaan 
Negara (Leniharan Negara Rcpuhlik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
5, Tambahan Lcmbaran Negara Nomor4355); 

Dengan persetujuan hersama 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLI}( INDONESIA 

dan 
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 

Mcnetapkan ; UNDANG-tJNDANG TENTANG LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN. 

BAD I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 
Dalam lindang-Undang mi yang dimaksud dengan; 

Simpanan adalah smnipanan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang 
teritang Perbankan, 
Bank adalah Bank Umuni dan Bank Perkreditan Rakyat sebagaimana dimaksud 
dalam Undang-Undang tcritang Perbankan. 
Lembaga Pengawas Perbankan, yang sclanjutnya disebut LPP, adalah Bank 
Indonesia atau lembaga pengasvasan sektor jasa keuangan sebagaimana 
cllmaksud dalam Undang-Undang tentang Bank Indonesia, 
flank Indonesia adalah Bank Sentral Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam 
Undang-Undang enta ng l3ank Indonesia. 
Nasahah Pcnyimpan adalah nasabah penyimpan sebagaimana diniaksud clalam 
Undang-Undang tentangPerhankan. 
Nasabah Debit.uradalah nasahah debitur sehagaimana dimaksud clalani Undang-
U oclang tentang Perhankaii. 
Bank Gagal (foiling bank) adalah bank yang mengalami kesulitan keuangan dan 
membahayakan kelangsungan usahanya serta dinyatukan Li dak dapat lagi 
disehatkan oleb LPP sesuai dcngan kewenangan yang dimilikinya. 

B. Peniamjnan Simpanan Nasabah Bank, yang sclanjutnya disehut Penjaminan, 
adalali penjaminan yang dilakeanakan olch Lernbaga Pcnjamin Simpanan atas 
simpanan nasabahbank. 

9. Konilte Koordinasi adalah koniite yang bcranggotakan Menteri Kcuangan, LPP, 



Bank Indonesia, dan Lembaga Penjamin Simpanan yang memutuskan kebijakan 
penvelesaian dan penanganan suatu Bank Gagal yang ditengarai berdampak 
sistemik. 

10. Cadangan Penjaminan adalah dana yang berasal dari sebagian surplus Lenibaga 
Penjamin Simpanan yang dialokasikan untuk niernenuhi kewajiban di masa 
yang akan datang dalani rangka pelaksanaan tugas dan wewenang Lenibaga 
Pen janiin Simpanan. 

11, Cadangan Tujuan adalah dana yang berasal dari sebagian surplus Lenibaga 
Penjarnin Simpanan yang digunakan antara lain untuk periggantian atau 
pembaruan aktiva tetap dan perlengkapan yang digunakan dalam 
melaksanakan tugas dan wewenang Lembaga Penjarnin Simpanan. 
Peraturan Lcmbagzi Penjamin Simpanan adalah peraturan yang ditetapkan olch 
Lembaga Penjarnin Simpanan dalam rangka penjaminan serta penyelesaian dan 
penanganan Bank Gagal sebagainiana diatur dalam Undang-Undangini. 
Dewan Kornisioner adalah organ tertinggi Lembaga Penjamin Simpanan, 
Keputusan Dewan Koniisioncr adalah kcputusan yang ditetapkan oleh Dewan 
Kornisioner Lernbaga Penjarnin Siinpanan yang niemuat aturan intern. 
RUPS adalah Rapat Urnurn Pemegang Saham sebagairnana diatur dalam peraturan 
perundang-undangan. 

BAB II 
PEMBENTUKAN, STATUS, DAN TEMPAT KEDUDUKAN 

Pasal 2 

Berdasarkan Undang-Undang mi, dibentuk Lenihaga Penjanlmn Simpanan, yang 
selanjutsiya disebutLPS. 

LPS sebagairnana dimaksud pada ayat (1) adalah badan hukuni. 

LPS adalah lenibaga yang indcpenden, transparan, dan akuntabel dalam 
melaksanakan tugas dan wewenangnya. 

LPS bertanggung jawab kepada Presiden. 

Pasal 3 

LPS berkedudukan di ibulcota Negara Republik indonesia. 

LPS dapat mempunyai kantor perwakilan di wilayah Negara Republik Indonesia. 

Ketentuan mengenai persyaratan dan tutu cara pernhenrukan kantor 
perwakilan diaturdengan Keputusan Dewan l<omisioner. 

BAD III 
FUNGSI, TUGAS DAN WEWENANG 

Pasal 4 

Fungsi I.PS adalah: 
menjarnin simpanan nasabah penyimpan; dan 
turut aktif dalani nienielihara stabilitas sistern perbankan sesuai dengan 
kewenangannva. 

Pasal 5 

(1) Dalarn nienjalanlcan fungsi sebagainiana diniaksud dalani Pasal 4 huruf a, LPS 
mempunyai tugaS: 

Merumuskan danrnenetapkan 	kebijakan 	pelaksanaan 	penjaniinan 

simpanan; dan 
melaksanakan penjarninan simpanan. 

(2) Dalarn menjalankan fungsi sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 4 huruf b, UPS 
mempunyai tugas sebagai berikut: 
a. ineruniuskan dan nicnetapkan kebijakan dalani rangka turut aktif 

rnemelihara stabilitas sistem perbankan; 
b. merumuskan, ni enetapkan, dan nielaksanakan kebijakan penyelesaian 

Bank Gagal (hank resolution) yang tidak berdanipak sistemik; dan 

c. 	nclaksanakan 	penanganan Bank Gagal 	yn og berdampak sisternik. 

Pasal 6 

(1) Dalani nangka melaksanakari tugas scbagairnana dirnaksucl dalain Pasal 5, LPS 
meinpunyai wewenang sebagai berikut: 

menetapkan dan mernungutprerni pen jarninan; 
nienetapkan dan meniungut kontribusi pada saat hank pertania kali 
menjadi peserta; 

c,nieicOiuo i i 	iu..; 	 Lni 	i Bilno 
d. niendapatkan data simpanan nasabah, data kesehatan bank, laponan 

keuangan bank, dan laponan hasil perneriksaan bank sepanjang tidaic 
melanggaf kerahasiaan bank; 

e. melakukan rekonsiliasi, verifikasi, 	dan/aiau 	konfirmasi 	atas data 

Mahkamah Kursuflisi menyatakan Pasal 6 ayat (1) hrufc bertentangan clengri UUD Tahun 1945 dan 

tidak nempunyar kekuatan hukurn rnrngikat sepaniang tidak dimaknai "termasuk dapat 
m&akukan tindakan !iapus buku dan hapus Urglh terhadap aset herupa piutan,q sepanjanq 
mernenuhi ketentr,an Pasal 46 ayat (3) fJndang-U,idan,q Nomor 9 Tahun 2016 rca ran,q 
Per LC5JuIrLHr Jun p II )uraii i(riji.i ii.,tcm I(oua,iqan' nielajui Piristali 11K Nomr I /PI 
XVI/2018. 

.1. Pasal/sysi tersebut belun ditindakianjuti dcngan perubahan 1.Jndang-undang mi. 



sehagairnana dirnaksud pada hurul d; 
menctapkan syarat, tata cara, dan ketenwan pernbayaran klairn; 
menunjuk, menguasakan, dan/atau menugaskan pihak lain untuk 
hertindak bagi kepentingan dan/atau atas nama LPS, guna rnclaksanakan 
sebagian tugas tertcntu; 

melakukan penyuluhan kepada bank dan niasyarakat tentang penjaminan 
simpanan; dan 

I, 	inenjatuhkan sanksi adrninistratif. 

(2) LPS dapat melakukan pcnyelesaian dan penanganan Bank Gagal dengan 
kewenangan: 

rnengambil alih dan nicnjalankan segala hak dan wewenang pemegang 
sahani, tcrrnasuk hak dan wewenang RU PS; 

menguasai dan merigelola aset dan kewajiban Bank Gagal yang diselamatkan; 
c, meninjau ulang, membatalkan, rnengakhiri, dan/atau mengubah setiap 

kontrak yang mengikat Bank Gagal yang diselamatkan dengan pihakketiga 
yang merugikan bank; dan 

d. menjual dan/atau mengalihkan aset bank tanpa persetujuan debitur 
dan/atau kewajiban bank tanpa persetujuan krcditur. 

Pasal 7 

Dalam merijalankan tugas dan wewenangnya, LPS dapat inenlinta data, 
informasi, dan/atau dokumen kepada pihaklain. 

Setiap pihak yang dimintai data, informasi, dan/absu dokumen sehagaimana 
diniaksud pada ayat (1), wajib rnemberikannya kepada LPS. 

1MB IV 

PENJAMINAN SIMPANAN NASABAH BANK 

Bagian Pertacna 

Kepesertaan 

Pasal 8 

Setiap Bank yang melakukan kegiatan usaha di wilayah Negara Republik 
Indonesia wajib menjadi peserta Penjaminan. 
Kewajiban bank nienjadi peserta Penjaminan sebagainiana dimaksud pada 
ayat (1) tidalc tcrmasuh Badari F(rcdit Dciii. 

Pasal 9 

Sebagai peserta Penjaminan sebagaimana dimaksud dalani Pasal 8, setiap Ilankwajib: 

a. rnenycrahkan dokumen sehagai berikut: 
salman anggaran dasar dau/atau akta pendirian hank: 
salman dokumen perizinan hank; 
surat keterangan tingkat kesehatan hank yang dikeluarkan nich LPP yang 
dilcngkapi dengan datapendukung; 
surat pernyataan dari dirksI, komisaris, dan pemegang saham bank, yang 
rnernuat: 

komitmen dan kesedidan direksi, koinisaris, dan pemegang saharn bank 
untuk mematuhi seluruh ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam 
Pcraturan LPS: 

kesediaan iintuk bertanggurig jawab secara pnibadi atas kelalaian 
dan/atau perbuatan yang melanggar hukum yang mengakibatkan 
kerugian atau menibahayakan kelangsungan usaha bank: 
kesediaan untuk melepaskan dan mcnyerahkan kcpada LPS segala hak, 
kepemilikan, kepengurusan, dan/atau kepentingan apabila bank 
nienjadi Bank Gagal dan diputuskan untuk diselamatkari Z1taU 
diliki.iidasi; 

b. membayar kontribusi kepcsertaan sebesar 0,1% (satu perserihu) dari modal 
seniliri (ekuitas) bank pada akhir tahun fiskal sehclumnya atau dari modal 
disetor hagi bankbaru: 

c. membayar premi Penjaminan; 
d. menyampaikan laporani sccara berkala dalani fornnatyang ditentukan; 
e. memberikan data, inforniasi, dan dakumcn yang dibutuhkan dalam rangka 

penyeleriggaraan Penjammnan; dan 
f. menempatkan bukti kepesertaan atau salinannya di dalam kantor bank atau 

tenlpatlainnya sehingga clapat diketahui dengan mudah olch inasyarakat. 

Bagian Kedua 

Simpanan Yang Dijamin 

Pasal 10 

LPS mergammn Simpanan nasabah bank yang herhentuk gin, deposito, scrtifikat 
deposito, tabungan, dan/atau bentuk lamnnya yang dipersamakan dengan itu. 

Pasal 11 

Nilai Simpanan yang dijamin untuk setiap nasabah pada satu bank paling 
banyak RplOO.000.00000 (cratus jutarupih) 

Nilui Sitapanan yang dijamiu dapat diubah apabilu dipenuhi salah satu utau 
lcbih kritcria sebagaibenikut: 



1999 tcntang Pencabutan Izin lJsaha, Peinhubaran, dan Likuidasi Bank tidak 
herlaku untuk likuidasi bank yang terladi  setclah Undang-Undang ml berlaku. 

Pasal 103 

Undang-Undang ml rnulai berlaku efektif 12 (dua belas) bulan setelah diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, mcrncrintahkan pengundangan Undang-Undang 
mi dengan penempatannya dalain Lembaran Negara Republlk Indonesia. 

Disahkan di Jakarta 
pads tanggal 22 September 2004 
PRESIDEN REPUI3LIK INDONESIA 

ttd 

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI 

Diundangkan di Jakarta 
pada tanggal 22 September 2004 
Sekretaris Negara Republik Indonesia, 

ttd 

BAMBANG KESOWO 

LEMBARAN NEGARA REPUBLII< INDONESIA TAIIUN 2004 NOMOR 96. 

Salman sesuai dengan aslinya, 
Deputi Sekretarjs Kabinet 

Bidang Hukum dan 
Perundang-undangan 

ttd 

LdnIlJuLk V. Naltiiia  

LAM P1 RAN 
PERTIMBANGAN HUKUM MAHKAMAI-I KONSTITUSI 

Pasal 6 ayat (1) huruic 
Bahwa dalam Putusari MK Nomor 1/PUU-XV1/2018, MK memberikan pertimbangan 
hukum terhadap pengujian Pasal 6 ayat (1) hurufc UU LPS sebagai berikut: 

Menimbang baliwa dengan adanya pernbayaran kewajiban suatu Bank Dalam 
Likuidasi (BDL) terhadap nasabah kreditornya oleh LPS, maka sernua hak yang 
dimiliki oleb BDL terhadap krciditor 801, mcnjacli heralih kepada LPS Lermasuk 
piutang BDL tersebut. Dalam ha1 ini tampakish adanya pergaritian kedudukan 
1301. terhadap debitornya oleh LPS. I3ahwa pada saat LPS menerima pengalihan 
piutang bermasalah dari tim Ilkuidasi, maka LPS akan melakukan penagihan 
dan pengelo!aan piutang dengan jumlah yang akan torus bertambah karena 
adanya perhitungan bunga dan denda, sehingga semakin keci] kemungkinan 
dehitur bank gagal atau IIDL melakukan pembayaran utatignya. Iipaya 
penagihan dan penye!esaian utang atau kredit hermasaiah yang dilakukan LPS 
merijadi tidak elektif dan tidak efisien, karena LPS akan terus mengeluarkan 
biayapengelolaan dan per.agihan, menghahiskan waktu dan tenaga, sedangkan 
jumlah utang yang ditagih akan menjadi sebatas nilai yang tercatat pada neraca 
hank yang belum tentu akan diterima oleh LPS. Flahwa kenyataannya dalam liii 
LPS tidak diatur kewenangan hapus buku dan hapus tagih oleh LPS, namun di 
sisi lain dalam rangka melaksanakan tugasnya LPS mernpunyai wewenang 
antara lain melakukari pengelolaan kekayaan dan kewajihan LPS vide Pasal 6 
ayat (1) huruf c Ut] LPSJ dan LPS bertanggung jawab atas pengelolaar. dan 
penatausahaansemua asetnya [dde Pasal 81 ayat (3) Ut] LPS]. 
llahwa kewenangan hapus buku dan hapus tagih oleh LPS tersehut kemudian 
diatur da]ani undang-undang lain yalta Pasal 46 ayat (5) Undang- Undang 
Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem 
Keuangan (Ut] PPKSK) yang menyatakan, untuk menyelesaikan aset dan 
kewajiban yang masih tersisa sehagaimana dimaksud pada ayat (1) LPS 
merniliki wewenang untuk rnenghapus buku dan menghapus tagih aser. 

Meiiirnbang bahwa selanjutriya perlu dipertimbangkan apakah kewenangan 
hapus huku dan hapus tagils yang lahir dari IJIJ PPI<SK ml dapat dijadikan dasar 
untuk menyatakan bahwa LPS niemiliki kewenangan yang sama atau tidak 
dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab LPS dalam UU LPS itu sendiri. 
I3ahwa kewenangan LPS dalam Ut] PPKSK adalah untuk melakukan hapus buku 
dan hapus tagih terhadap eisa aset herupa piutang terhadap dehitur hank 
sistemik setelah Program Resiruktunisasi Perhankan (PRP) diakhiri. Meskipun 
IJIJ PPK3K LIlbel lakukau dalaiu keadaan knii3, nlwn tetepi honnep hapue buhu 
dan hapus tagih dalarn Ut] tersebut dijalankan ketika keadaan knisis sudah 
berukliir, karena Presiden telah memutuskan untuk inengakhiri PRP 

PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN tINDANG-IINDANC, 
ISADAN KEAHLIAN DM1 RI 

	
U 



sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 46 ayat (1) UU PPRSK, maka pasca PRP 

keadaan sudah Udak krisis lagi. 

Menimhang haliwa hila dibanctingkan dengan nernbcrlakuan IJU LPS terhadap 

bank sistemili dan non sistemik, apakab kewonangan hapus huku dan hapus 

tagih LPS dalam UU PPKSI< dapat dijadikan dasar untuk menyatakan bahwa LPS 

memiliki kewenangan hapus buku dan hapus tagili dalam IJU LPS, Mahkamah 

mempertimbangkan sehagai herikut: 

l3ahwa LPS sebagai lembaga mandiri dan mempunyai kewenangan 

mengelola kekayaan dan kewajihan LPS serta bertanggung jawab alas 

pengelolaan dan penalausahaan SCIOU3 aset [ride Pasal 6 ayat (1) huruf c 

dan Pasal 81 ayat (3) UU LPS}. Secara umum, pengelolaan piutang dan 

pihak yang herpiutang (perseorangan maupun hadan hukum) melekat 

kewenangan untuk melakukan pengelolaan piutang terscbut, yang di 

dalamnya termasuk liak hapus huku dan hapus tagih. Kewcnangan 

denukian berdasarkan IJIJ PPKSK juga diberikan kepada LPS. Namun, 

sehagaimana telah diperumbangkan di atas, oleh karena UU PPKSK ftu 

berlaku untuk mengatasi keadaan krisis keuangan terhadap hank sistemik, 

yang menjadi perlallyaan adalah apakah kewenangan tersebut juga secara 

serta-merta rnelekat sebagai kewenangan LPS dalam keadaan normal 

sehagaimana diatur dalam UU LPS, sehingga kewenangan itu juga herlaku 

baik terhadap bank sistemik maupun hank non-sistemik. 

i'crhadap persoalan Lersebut apahila dikailkan dengan dali! Pemohon yang 

menyatakan bahwa hak hapus tagib dan hapus buku yang menjadi 

kewenangan LPS sebagairnana yang diatur dalam IJU PPKSK herlaku pula 

untuk kewenangan LPS dalam UI! LPS sendiri dengan alasan yang apabila 

diningkaskan adalah alasan efisiensi dan kepastian hukum, menurut 

Mahkamah, secara umum dali! Pemohon tersebut merniliki landasan 

argumentasi yang cukup. Namun, oleli karena aset yar.g dikelola oleh LPS 

tensebut adalah berkaitan dengan kckayaan negara dan adanya hak 

masyarakat di dalamnya, maka kewenangan liak hapus huku dan hapus 

tagili tersebut tidak dapat clianggap sebagai kewenangan tanpa hatas 

seperu jika hal itu menjadi piulang yang dikelola oleh persoorangan atau 

badan hiikum yang tidak ada kaitannya dengan kokayaan negara. Dengan 

demikian, hak hapus tagih dan hapus buku oleli LPS dapat diberikan dalam 

keadaan normal sepanjang masih berkaitan dengan keadaan krisis dan 

dilaksanakan sepanjang memenuhi ketenluan Pasa! 46 ayat (5) UU PPKSK. 

Baliwa dalam rnelaksanakan kewenangan hapus buku dan hapus tagili mi 
LPS harus herpedoman pada prinsip kehati-hatian dan menganut asas 

transparansi serta pruden, dengan kata lain bahwa tindakan hapus buku 

dan ha i US taglh adalAh muiuliAdii upayd LeL 4khui (ulthnum le ffle diUM) 

dan tidak bolch dilakukan sembarangan, terutama untuk menghindarkan 

tindakan moral hazard. Kehati-hatian demikian relevan dengan Lahapan- 

tahapan sebagaimana dimaksud dalarn Penjelasan Pasal 46 ayat (5) UU 

PPKSK yaitu hahwa tindakan hapus buku harus dilakukan melalui 

beberapa tahapan yakni: 

tJpaya penyalamatan tagihan seperti penagihan intensif,  

Pengkondisian ke mhali (reconditioning); 

Penjadwalan Kemba! i (restructuring); 

Rcstrukturisasi (restructuring); 

Penjualan agunan diperkirakan lebili Icecil dari biaya yang akan 

dike! ua rican; 

1) Upaya penagihan udak bisa dilakukan [vide Penjelasan Pasal 46 ayat 

(5) UU PPKSK] 

d. Bahwa berdasarkan seluruh penlimbangan hukum di atas, terhadap 

permohonan Pemohon agar Pasal 6 ayat (1) Huruf c UU LPS dinyatakan 

inknnstitusionai bersyarat sepanjang frasa "melakukan pengelolaan kekayaan 

dan kewajihan I,PS" tidak dimaknai"termasuk dapat inriakukan tindakan 

hapus huku dan hapus tagih terhadap aset herupa piutang", meflurut 

Mahkamali hal torsebut tidak sepenuhnya dapat dikahulkan oleh Mahkarnah 

nengingat hak hapus bulcu dan hapus tagih dapat dibenikan sepanjang masih 

berkaitan dengan keadaan knisis dan issemenuhi ketentuan Pasal 46 ayat (1) UI! 

PPKSI< sehagaimana tcnmuat dalam aniar putusan ini, Oleh karena itu 

permolsonan Pemohon heralasan menurut hukum untuk sebagian. 

PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANMN UNDANG-UNDMG 	 PuS/IT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UN DANG-tlNDAG 
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* . 

PASAL/AYAT YANG DIBATALKAN 
MELALUI PUTUSAN MK 

UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHtJN 2012 
TENTANG 

SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK 

PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG 
BADAN KEAHLIAN DPR RI 
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4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang PerIinungan Saksi 
dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 
Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indnesia Nomor 
4635); 

S. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bartuan 1-lukum 
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomcr 5248); 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLII< INDONESIA 

dan 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG S1STEM PERADILAN PIDANA ANAK, 

KETENTUAN UMUM 

& 

Pasal 1 

Dalam Undang-Undang ml yang dimaksud dengan: 

Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaiar perkara 
Anak yang berhadapan dengan hukum, rnulai tahap penyelidikan sampai dengan 
tahap pembimbingan setelab menjalani pidana. 

Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah anak yang herkonflik dengan 
hukurn, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menadi saksi 
tindak pidana. 

Anak yang Berkonflik dengan Hukuni yang selanjutnya disebut Anak adalah anak 

yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum heruniur 18 (delapan 
betas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. 

Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana yang selanjutnya d isebut Anak Korban 

adalah anak yang belum herumur 18 (delapan belas) tahun yang rriengalami 

penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oIh tindak 
pidana. 

PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAM UNDANG-UNDANG 
BADAN KEAHLIAN DPR RI 	 IS 



UNDANG-U NDANG REPLJBLIK INDONESIA 

NOMOR 11 TAHUN 2012 

TENTANG 

SISTEM PERADILAN PIDANAANAI( 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

Men imbang: 	a. bahwa anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa 
yang memiliki harkat dan martabat sebagal manusia scituhnya; 

 bahwa untuk menjaga harkat dan martabatnya, 	anak berhak 
mendapatkan pelindungan khusus, terutarna pelindungan hukum 
dalarn sistem peradilan; 

 hahwa Indonesia sebagai Negara Pihak dalam Konv€nsi Hak-Hak 
Anak (Convention on the Rights of the Child) yang menatur prinsip 
pelindungan hukum terhadap anak mempunyai kewjiban untuk 
memberikan pelindungan khusus terhadap anak yang berhadapan 
denganhukurn; 

. 	 d. bahwa Undaiig-tJndang Nomor 3 Tahun 1997 tentan 	Pcngadilan 
Anak sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dn kebutuhan 
hukurn 	masyarakat 	karena 	belurn 	secara 	I<omprehensif 
memberikan pelindungan kepada anak yang berhadpan dengan 
hukum sehingga perlu diganti dengan undang-undang haru; 

e. bahwa berdasarkan pertirnbangan sebagaimana dimaksud dalam 
huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu membentuk Undang- 
Undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak; 

Mengingat: 	1. Pasal 5 ayat (1) Pasal 20, Pasal 28B ayat (2), Pasal 28G, dan 
Pasal 281 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945; 
Undarig-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi 
Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 
Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Repubi k Indonesia 
Nomor 3886); 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan 
Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 
Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Repub 1k Indonesia 
Nomor 4235); 
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KATA PENGANTAR 

DPR Ri memiliki 3 (tiga) ftingsi utama  
sebagaimana amanat Pasal 20A ayat (1) UUD  
Tahun 1945 yaltu fungsi legislasi, fungsi 
ariggaran dan fungsi pengawasan sebagai 
representasi rakyat dan juga untuk mendukung  
upaya Pemerintah dalam rnelaksanakan po1itii 	 ,•. 
luar negeri. Sa!ah satu fungsi pengawasan yang 
dilakukan DPR RI adalah melakukan pernantauan 	 . ' I 
dan peninjauan terhadap undang-undang. 	 - 	 ! 

Pusat Pernantauan Pelaksanaan Undang- 
Undang di Badan Keahilan DPR RI memberikan 	 - . .. 	.. .... . 	'' 
dukungan kcahiian kepada DPR Ri dalam menj ilankan fung'i pengawasan tersehut 
dengan memantau dan menginventarisir Putusan-Putusan Mahkamah Konstitusi yang 
menyatakan pasal/ayat dalam undang-undang bertentangan dengan UUD Tahu 1 1945. 

Uridang-(Jndang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistern Peradilan Pidana ?.nak (UU 
SPPA) yang menjadi landasan hukurn atas penyelcnggaraan sistem peradilan pidana 
anak di Indonesia telah beberapa kali dilakukan uji inaterlil oleh Mahkamah Konstitusi. 
Beberapa pasal/ayat dalarn UU SPPA telah dinyatakan bertentangan dengan UIJD Tahun 
1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikatoleh Mahkarnah Konstitrisi. 

Dokurnen mi merangkum pasal/ayat dalam UU SPPA yang dirtyatakan 
bertentangan dengan UUD Tahun 1945, balk dinyatakan inkonstitusional maupun 
konstitusional hersyarat, yang keniudian ditarnpilkan bcrsama dengan undang-undang 
asiinya. Dokurnen mi terdiri dari pembukaan undang-undang, batang tubuh undang-
undang, informasi undang-undang yang melaksanakan Putusan Mahkarnah Konstitusi 
terkait, dan disertal lampiran yang berisi pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi 
atas pasal/ayat yang dihatalkan. 

Harapan kami dengan adanya dokurnen hil dapat memberikan masukan uiituk 
penyusunan Program Legislasi Nasional kepada anggota DPR RI pada khususnva, serta 
dapat memberikan informasi hukum kepada masyarakat pada urnumnya. 

Kepala Pusat 
Pemantauaii Peiaksanaan Undang-Undang, 

Rudi Rochmansvah, S.H., M.H. 
NIP. 196902131993021001 
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BABX 

KOORDINASI, PEMANTAUAN, DAN EVALUASI 

Pasal 94 

IKementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang perlindungan anak 
melakukan koordinasi lintas sektoral dengan lembaga terkait. 

Koordinasi sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka 
sinkronisasi perurnusaii kebijakan rnengenai langkah pencegahan, penyelesaian 
administrasi perkara, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial. 

Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak 
dilakukan oleh kementerian dan komisi yang menyelenggarakanurusàn ii bidang 
perliiidungan anak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundar:gan. 

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenal 	tab 	cara pelaksanaan kcordinasi, 
pernantauan, evaluasi, dan pelaporan diatur dalam Peraturan Pemerintah. 

BABXI 	 - 

SANKSIADMINISTRATIF 

Pasal 95 

Pejabat atau petugas yang melanggar ketentuan sebagaimana dirnaksud dalan Pasal 7 
ayat (1), Pasal 14 ayat (2), Pasal 17, Pasal 18, Pasal 21 ayat (3), Pasal 27 ayat (1) 
dan ayat (3), Pasal 29 ayat (1), Pasal 39, Pasal 42 ayat (1) dan ayat (4), Pasal 55 
ayat (1), serb Pasal 62 dikenai sanksi administratif sesuai dengan k2tentuan 
peraturan perundang-undangan. 

BABXH 

KETENTUAN PIDANA 

Pasal 96 

Penyidik, Penuntut Urnum, dan Hakirn yang dengan sengaja tidak rnelaksanakan 
kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dipidana dengan 
pidana penjara paling larna 2 (dna) tahun atau denda paling banyak 
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RpZOO.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). 1  

Pasal 97 

Setiap orang yang melanggar kewajiban sebagairnana dimaksud dalam Pasal 19 ayat 
(1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling 
banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). 

Pasal 98 

Penyidik yang dengan sengaja tidak rnelaksanakan kewajiban sebagaimana climaksud 
dalarn Pasal 33 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun. 

Pasal 99 

Penuntut tirnurn yang dengan sengaja tidak melaksanakan kewajiban 
sebagaimana diinaksud dalam Pasal 34 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara 
paling lama 2 (dua) tahun. 2  

Pasal 100 

Hakirn yang dengan sengaja tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana 
diinaksud dalarn Pasal 35 ayat (3), Pasal 37 ayat (3), dan Pasal 38 ayat (3) 
dipidana dengan pidana penjara paling larna 2 (dua) tahun. 3  

Pasal 101 

Pejabat pengadilan yang dengan sengaja tidak melaksanakan kewajiban 
sebagainiana dimaksud dalam Pasal 62 dipidana dengan pidana penjara paling 
lama 2 (dua) tahun 4  

1 Mahkamah Konslitusi menyatakan Pasat 96 bertentangan dengan UUD Tahun 1945 Jan tidak 
mempunyai kekuatan hukurn mengikat rnelalui Putusan MK Nomor 110/PUU-X/2012, 

Pasal/ayat tersebut belum ditindakJanjuti derigan perubahan undang-undang mi. 

2 Mahkaniah Konstitusi rnenyatakan Pasal 99 bertentangan derigan IJUD Tahuiì 1945 dan tidak 
rnernpunyai kekuatan hukum mengikat nielatul Putusan MK Nornor 68/PUU-XV/2017. 

•. Pasal/ayat tersebut belum ditindakianjuti dengan perubahan undang-undang mi. 

Mahkamah Konstitusi menyatakan Pasal 100 bertentangan dengan UUD Tahun 1945 dan tidak 
tnernpunyai kekuatan hukurn mengikat melalui Putusan MK Nornor 110/PUU-X/2012. 

Pasal/ayat tersebut beluni ditindakianjuti dengan perubahan undang-undang mi. 

Mahkamah Konstitusi nienyatakan Pasal 101 bertentangan dengan UUD Tahun 1945 dan tidak 
mernpunyai kekuatan hukuni mengikat melalul Putusan MK Nomor 110/PUU-X/2012. 
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BAB XIII 

KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 102 

Pada saat Undang-Undang mi mulal berlaku, perkara anak yang: 
masih dalam proses penyidikan dan penuntutan atau yang sudah dilimhkan ke 
pengadilan negeri, tetapi belurn disidang harus dilaksanakan berdasarkan hukum 
acara Undang-Undang ml; dan 

sedang dalarn proses pcnieriksaan di sidang pengadilan dilaksanakan ber:lasarkan 
hukurn acara yang diatur dalam Undang-Undang tentang Pengadilan Anak. 

Pasal 103 

(1) Pada saat Undang-Undang mi mulai berlaku, anak negara dan/atau anak 51p11 yang 
masih berada di lembaga pemasyarakatan anak diserahkan kepada: 

orang tua/Wali; 	 • 

LPKS/keagamaan; atau 

kernenterian atau dinas yang menyelenggarakan urusan pemerinahan di 
bidang sosial. 

(2) Pelaksanaan ketentuan sebagairnana dimaksud pada ayat (1) ditetaphan oleh 
menteri yang menyelenggarakan urusan pernerintahan di bidang hukum. 

Pasal 104 

Setiap lembaga pemasyarakatan anak harus melakukan perubahan sistem menjadi 
LPKA sesual dengan Undang- Undang mi paling larna 3 (tiga) tahun. 

> \\ 
	

BAB Xlv 	
1/ 

< 
.. 	 KETENTUANPENUTUP 	 .. 

Pasal 105 

(1) Dalam waktu paling larna 5 (lima) tahun sctelah diberlakukannya Undang-
Undang mi: 

•: Pasal/ayattersebutbe[uni ditindakianjuti dengan perubahan undang-undang mi. 
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setiap kantor kepotisian wajib memiliki Penyidik; 

setiap kejaksaan wajib memiliki Penuntut Umum; 
setiap pengadilan wajib merniliki Hakim; 
kernenterian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidarig hukum 
wajib rnemhangun Bapas di kabupaten/kota; 

e. kenienterian yang rnenyelenggaiakan urusan pemei'intahan di bidai g hukiim 
wajib H li1Ithgun bFjç - n LPAS di provinsi; dan (1 

1. 	ceme Ran / tWin pemerintahan di bidang sosial WajjI j  
IcemeF 	

urusaii  waph 	
LPA di 	Pelncrjntahaii di bidal]g 

huku111 Provi151. Clan - 	ken1eIlt(,.I1 	
' 

lKeteMp ipepotna 3 }SPka i lnçjBapas dan LPKS sebagaimana ilk in
fl dimaksud pada a kiaLI  i 1 Shi1ruf d dan hurui f hR 	dhlal ffil provinsi dan kabupaten/kota herdekatan. 

Dalarn hal ke;ncnterian yang rnenyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 
hukum tidak memiliki lahan untuk membangun kantor sebagaimana dirnaksud 
pada ayat (1) huruf d dan huruf e, pemerintah daerah setempac menyiapkan 
lalian yang dibutuhkan. 

\_ 
Pasal 106 

Pada saat Undarig-Undang mi mulal berlaku, Undang- Undang Nomor 3 Tahun 1997 
tentang Pengadilan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3, 
Tambalian Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3668), dicabut dan dinyatakan 
tidakberlaku. 

J 

Pasal 107 

Peraturan pelaksanaan Undang-Undang mi harus clitetapkan paling lambat 1 (satu) 
tahun sejak Undang- Undang mi diberlakukan. 

Pasal 108 

Undang-Undang mi mulai berlaku setelah 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal 
diundangkan. 

Aga r setiap orang mengetahuinya, inemcrintahkan pengundangan Undang-Undang mi 
dengan penempatannya dalam Lernbaran Negara Republik Indonesia. 

Disahkan di Jakarta 

pada tanggal 30 Juli 2012 
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PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

ttd. 

DR. H. SUSILO BAMBANG YLJDHOYONO 

Diundangkan di Jakarta 

pada tanggal 30 JuT! 2012 

MENTERI HIJKUM DAN HAKASASI MANUSIA 

REPUBLIK INDONESIA, 

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAFIUN 2012 NOMOR 153 

L èi D 
iç 
 ) 
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	 I 
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LAMPIRAN 
PERTIMBANGAN HUKUM MAHKAMAH KONSTITUSI 

I. Pasal 96, Pasal 100, dan Pasal 101 

Bahwa dalam Putusan Nomor 110/PUU-X/2012, MK memberikan per:irnbangan 

hukurn terhadap pengujian Pasal 96, Pasal 100, dan Pasal 101 IJU Praktil< 

Kedokte ran sebagai berikut: 

a, l3ahwa ketentuan konstitusional mewajibkan pembentuk Undang-Unthng untuk 

mei-urnuskannya secara normatif dalam Undang-Undang dala n rangka 

mernberikan jarninan secara hukum bagi terselenggaranya peradUan dalarn 

rangka rnencgakkan hukum dan keadilan. SPPA dalarn posisinyi sebagal 

pengadilan khusus di lingkungan peradilan urnum dengan pejabat-pejabat 

khusus sebagai penyeleriggaranya, antara lain, hakim, pejabat pngadilan, 

penyidik, dan penuntut umuni sebagairnana dipertimbangkan di atas rrerupakan 

sistern peradilan pidana dalam rangka menegakkan hukum dan keadilan 

terhadap anak yang menghadapi permasalahan hukum. Oleh karna yang 

dihadapi dalam proses peradilan tersebut adalah anak dengan posisi dan kondisi 

sebagaimana diuraikan di atas maka tujuannya lebih diutamakan padL keadilan 

daripada hukumnya. Dengan pilihan kebijakan perundang-undangan tersebut 

maka ditetapkan kewajiban dilaksauakannya tahap diversi dalan rangka 

keadilan rcstoratif; 

b. Bahwa Pasal 96, Pasal 100, dan Pasal 101 UU SPPA yang menentukan ancaman 

pidana kepada pejabat khusus dalam periyelenggaraan SPPA, yaitu hakim, 

pejahat pengadilan, penyidik, dan penuntut umum, inenurut Mahkarnah, bukan 

saja tidak inerumuskan ketentuan-ketentuan konstitusion2l mnc'eni 

kemcrdekaan kekuasaan kehakirnan dan independensi pejabat khuus yang 

terkait (hakim, penuntut urnum, dan penyidik anak), yakni memberikar. jaminan 

hukiirn bagi penyelenggaraan peradilan yang merdeka, tetapi Iebih dari itu juga 

telah melakukan kriminalisasi terhadap pelangga ran administrat. f dalam 

penyelenggaraan SPPA yang tentu rnemberikan dampak negatif terhadap 

pejabat-pejabat khusus yang rnenyelenggarakan SPPA. Dampak negatiftersebut 

adalah dampak psikologis yang tidak perlu, yakni berupa ketakitan dan 
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kekhawatiran dalam penycenggaraan tugas dalam inengadili suatu pekara. Hal 

demikian inenimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan yang herarti 

bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD Tahun 1945 dan kontra produktiI 

dengan rnaksud untuk rnenyelenggarakan SPPA dengan diversinya secEra efektif 

dan ellsien dalarn rangka keadilan restoratif; 

2. Pasal 99 

Bahwa dalam Putusan Nomor 68/PUU-XV/2017, MK memberikan pertimbangan 

hukuii-i terhadap pengujian Pasal 99 UU SPPA sebagai berikut: 

a. Bahwa Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) adalah keseluruhari proses 

penyc!esaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum, mulal tahap 

penyelidikan sampal dengan tahap pembimbingan setelah menialani pidana 
[vide Pasal 1 angka 1 (JU SPPA]. Dalam SPPA, penuntut umum merupakan salah 

satu peja bat khusus dalam proses SPPA. Pasal 99 UU SPPA mengatur iriengenai 

ancarnan pidana bagi penuntut uniurn apabila dengan sengaj tidak 

melaksanakan kewajiban mengeluarkan anak dari tahapan setelah dlakukan 

perpanjangan waktu penahanan. Terhadap ancaman pidana tersebut, 

Mahkamah, dalam Putusan Malikamah Konstitusj Nornor 110/PUU-X/2012, 

bertanggal 28 Maret 2013, rnernhcnikan pertimbangan sebagai berikut: 

"[3.18] Menimbang bahwa Paso! 96, Paso! 100, dan Pasal 101 UU 112012 
yang menentukan ancciman pidana kepada pejabat khusus do/am 
penyelenggaraan SPPA, yalta hakirn, pejabat pengadilan, penyidik, don 
penuntut urn urn, menurut Mcihkanjah, hukan solo tidak merumuskan 
keten Wan -keten tuan konstitusjona/ men qenai kernerdekaan kekuasoan 

kehakirnan dan independensi pejabat khusus yang terkait (hakim, priuntut 
umurn, dan penyidik anak), yukni rneinherikan jam Than huku i bagi 
penyelenggarac,n peradIlan yang rnerdeka, tetapi /ebih duri Ito ju,ça te/ah 
me/akukan krirn in alisasi terhadap peianggaran adni in/st rat if dalarn 
penye/enggaraan SPPA yang tentu metnberikan darn pak negatif tu'hadap 
pejabat-pejabcjt khusus yang rnenyelenqgarakan SPPA. Darn pak negatif 
tersebut ada/al, darn puk psikologis yang tidak per/u, yakni heru pa 
ketaku tan dan kekhawatiran do/am penye1engqaraan togas datum 

men,qadi/i suatu perkara. Hal dew ikian in eniinbu!kan ketic/ak'a st/an 
hukum dan ketidakac/ilan yang berarti bertentaiigan dengan Paso! 28D 

ayat (1) IJUD 1945 dan kontra produktif dengan rnaksud untuk 
enyelenq,qa rakun SPPA den gan divers/nyu secara efektif don eJIsier (IOlaf7) 

rangku keadilan restoratij" 
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b. Bahwa setelah memerjksa secara cermat norma undang-undang yang 

dirnohonkan para Pemohon a quo ternyata merupakan satu kesatuan yang sating 

berkorelasi yang tidak dapat dipisahkan dengan norma undang- undang yang 

telah diputuskan oleh Mahkamah sebagairnana tertuang datam Putusan 

Mahlcamah Konstitusi Nomor 110/PtJUX/2012, bertanggal 28 Maret 2013, yang 

merupakan satu kesatuan dalam SPPA yang di dalamnya mengandun adanya 

silat khusus dari keselurulian prOSeS dalam penyelesaian perkara anak yang 

berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai tahap 

pemhimhingan sete!ah menjalani pindana [vide Pasal 1 angka 1 UU SPPA]. OIeh 

kareria itu dengan pertimbangan sehagaimana tersebut di atas tidaklah tepat 

bagi Mahkamah apahila mernperlakukan pejabat yang terlibat dalani proses 

SPPA tersehut, termasuk dalam tindakan yang berkaitan dengan pe -iahanan 
dalam perkara anak dalarn hat mi jaksa/penuntut umum, dhedakan 

pedakuannya dengan hakim. Pertimbangan Mahkamah tersebut tidak terlepas 

dari pertimbangan yang didasarkan pada keharusan adanya sinergitas seluruh 

komponen penegak hukuni yang tergabung dalam SPPA yang mempunyai sifat 

khusus, akan tetapi bukan berarti Mahkaniah membenarkan alasan 
- U independensi dalarn pengertian yang universal di dalam menerima daIil-da1i 

para Pernohon a quo. Dengan demikian penting ditegaskari bahwa sekaJipun 

Mahkarnah telah menyatakan pasal yang dimohonkan para Pemohor a quo 

inkonstitusional, hal itu tidak herarti memperbolehkan pejabat yang meakukan 

tugas untuk mengeluarkan tahanan anak dari RUTAN melanggar hata5 waktu 

yang telah ditentukan, sehab hal demikian sama halnya dengan 3engaja 

merampas kemerdekaan seseorang. Dengan kata lain, kesengajaar. tidak 

mengeluarkan tahanan anak pada waktunya tidak menghilangkan hak setiap 

orang yang dirugikan atas adanya tindakan yang disengaja oleh setiap iejabat 

termasuk di dalamnya penegak hukum atas adanya perampasan kemerJekaan 

untuk dapat mempersoalkan secara hukum tindakan tersebut herdasarkan 

ketentuan Pasal 333 ayat (1) KUHP yang menyatakan, "Burang siapa dengan 

sengaja dan dengan melawan hukum merampas kemerdekaan seseorarig, atau 

meneruskan perampasan keinerdekaan yang dernikian, diancarn dengan nidanu 

penjara paling lama deJa pan tahun". 
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